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1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Pengertian  

Rencana strategis SKPD (satuan kerja perangkat daerah) Bappeda Kota Depok yang 

selanjutnya disingkat dengan Renstra Bappeda adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk 

periode 5 (lima) tahun. Renstra Bappeda memuat: visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program 

dan kegiatan. Renstra Bappeda disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda serta 

berpedoman kepada RPJMD Kota Depok 2016-2021 dan bersifat indikatif1. Yang dimaksud RPJMD 

adalah RPJMD Perubahan Kota Depok 2016-2021.  

1.1.2 Fungsi Renstra Bappeda dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 

Renstra Bappeda berfungsi: 

a. sebagai pedoman BAPPEDA menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berperiode satu 

tahun2. Renstra BAPPEDA dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program 

yang ditetapkan dalam RPJMD3, 

b. sebagai pedoman bagi Kepala BAPPEDA menyiapkan Renja-BAPPEDA sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD4, 

c. sebagai bahan bagi Kepala Bappeda dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD5, 

d. sebagai salah satu bahan/pedoman/acuan untuk pengendalian kebijakan Renja BAPPEDA6, 

e. sebagai salah satu bahan/pedoman/acuan untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

RPJMD7. 

f. Rancangan Renstra-BAPPEDA berfungsi sebagai salah satu bahan masukan bagi Kepala 

Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah, dan berpedoman pada RPJP Daerah8. 

1.1.3 Proses penyusunan Renstra SKPD 

Renstra BAPPEDA disusun dengan tahapan/proses: 

a. persiapan penyusunan Renstra BAPPEDA; 

b. penyusunan rancangan Renstra BAPPEDA; 

c. penyusunan rancangan akhir Renstra BAPPEDA; dan 

d. penetapan Renstra BAPPEDA9. 

                                                 
1 Permendagri 54/2010 Pasal 1. UU 25/2004 Pasal 1. 
2 UU 25/2004 Pasal 7. 
3 Permendagri 54/2010 Pasal 86. 
4 UU 25/2004 Pasal 21. 
5 UU 25/2004 Pasal 21. 
6 Permendagri 54/2010 Pasal 250. 
7 Permendagri 54/2010 Pasal 258. 
8 UU 25/2004 Pasal 15. 
9 Permendagri 54/2010 Pasal 89. 
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a. Proses persiapan meliputi:  

(1) Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim 

penyusun Renstra BAPPEDA;  

(2) Orientasi mengenai Renstra BAPPEDA;  

(3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra BAPPEDA; dan  

(4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah10. 

 

b. Proses penyusunan rancangan Renstra Bappeda meliputi: 

(1) Perumusan rancangan Renstra Bappeda; dan 

(2) Penyajian rancangan Renstra Bappeda. 

 b.1 Proses perumusan rancangan Renstra Bappeda mencakup: 

(1) pengolahan data dan informasi; 

(2) analisis gambaran pelayanan Bappeda; 

(3) review renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Jawa Barat; 

(4) penelaahan RTRW (rencana tata ruang wilayah) Kota Depok; 

(5) analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) 

sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda; 

(6) perumusan isu-isu strategis; 

(7) perumusan visi dan misi Bappeda; 

(8) perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Bappeda; 

(9) perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Bappeda; 

(10) mempelajari surat edaran Walikota perihal penyusunan rancangan Renstra 

SKPD beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD Kota Depok yang 

memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD; 

(11) perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda, guna mencapai 

target kinerja program prioritas RPJMD Kota Depok yang menjadi tugas dan 

fungsi Bappeda; 

(12) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran 

dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan; 

(13) perumusan indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran 

RPJMD Kota Depok; dan 

(14) pelaksanaan forum Bappeda11. 

                                                 
10 Permendagri 54/2010 Pasal 90. 
11 Permendagri 54/2010 Pasal 92. 
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b.2 Penyajian rancangan Renstra Bappeda12. 

b.3 Pembahasan Rancangan Renstra Bappeda, dibahas bersama dengan seluruh unit kerja 

di lingkungan Bappeda untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai 

dengan kebutuhan dalam forum Bappeda. Pembahasan tersebut bertujuan untuk 

memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan 

kegiatan pelayanan Bappeda13. 

b.4 Verifikasi terhadap rancangan renstra Bappeda, sebagai bahan penyempurnaan 

rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD14.  

 

c. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Bappeda. Penyusunan rancangan akhir Renstra 

Bappeda merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Bappeda yang berpedoman pada 

RPJMD Kota Depok yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah15. 

 

d. Verifikasi rancangan akhir renstra Bappeda16. 

 

e. Kepala Bappeda mengajukan rancangan akhir Renstra Bappeda kepada Walikota untuk 

memperoleh pengesahan17.  

 

f.  Kepala Bappeda menetapkan Renstra Bappeda menjadi pedoman unit kerja di lingkungan 

Bappeda dalam menyusun rancangan Renja Bappeda18 

 

1.1.4 Keterkaitan Renstra Bappeda dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi 

dan dengan Renja Bappeda 

a. Keterkaitan Renstra Bappeda Kota Depok dengan RPJMD Kota Depok 

 Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah, paling lama 

1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan 19 . Perencanaan strategis 

Bappeda dan RPJMD merupakan obyek pengendalian terhadap kebijakan perencanaan 

pembangunan jangka menengah daerah lingkup Kota 20 . Perumusan visi dan misi, strategi dan 

                                                 
12 Permendagri 54/2010 Pasal 93. 
13 Permendagri 54/2010 Pasal 94. 
14 Permendagri 54/2010 Pasal 95. 
15 Permendagri 54/2010 Pasal 96. 
16 Permendagri 54/2010 Pasal 97. 
17 Permendagri 54/2010 Pasal 97. 
18 Permendagri 54/2010 Pasal 97. 
19 Permendagri 54/2010 Pasal 97. 
20 Permendagri 54/2010 Pasal 243. 
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kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan 

indikatif, indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 

kabupaten/kota, menjadi obyek pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD 

lingkup Kota21. Apakah perumusan kebijakan perencanaan strategis SKPD kabupaten/kota, sudah 

atau belum berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, dan, sudah atau belum memperhatikan 

hasil kajian lingkungan hidup strategis, akan dipantau dan disupervisi 22 . Kepala Bappeda 

menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Bappeda sebagai 

bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD23. Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman Bappeda dalam 

menyusun rancangan Renstra Bappeda. Rancangan Renstra Bappeda menjadi bahan penyusunan 

rancangan RPJMD24.  

Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Bappeda untuk mengintegrasikan dan 

menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam:  

a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda; menyelaraskan 

dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;  

b. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;  

c. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan mempedomani 

indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan25. 

 
RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan 

Renstra Bappeda dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah 26 . Renstra Bappeda disusun sesuai dengan tugas dan 

fungsi Bappeda serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif27. 

 
Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam Renstra Bappeda 

dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam 

RPJMD, sesuai tugas dan fungsi Bappeda. Visi Bappeda dalam Renstra Bappeda merupakan 

keadaan yang ingin diwujudkan Bappeda pada akhir periode Renstra Bappeda, sesuai dengan tugas 

dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi Walikota dan Wakil Walikota dalam RPJMD28. 

                                                 
21 Permendagri 54/2010 Pasal 244. 

 
22 Permendagri 54/2010 Pasal 244. 
23 Permendagri 54/2010 Pasal 261. 
24 Permendagri 54/2010 Pasal 62. 
25 Permendagri 54/2010 Pasal 63. 
26 Permendagri 54/2010 Pasal 84. 
27 Permendagri 54/2010 Pasal 85. 
28 Permendagri 54/2010 Pasal 86. 
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Penyusunan rancangan Renstra Bappeda mengacu pada Surat Edaran Walikota. SE Walikota 

ini dilampiri rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD. 

Perumusan rancangan Renstra Bappeda merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan 

bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD29. 

 
Verifikasi rancangan Renstra Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal 

RPJMD menjadi rancangan RPJMD30. Penyusunan rancangan akhir Renstra Bappeda merupakan 

penyempurnaan rancangan Renstra Bappeda, yang berpedoman pada RPJMD yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra Bappeda bertujuan 

untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan 

kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda yang ditetapkan dalam 

RPJMD31. 

 
Verifikasi akhir Rancangan akhir Renstra Bappeda harus dapat menjamin kesesuaian visi, 

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Bappeda dengan RPJMD, dan keterpaduan 

dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya. Pengesahan rancangan akhir Renstra Bappeda 

dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang 

RPJMD ditetapkan32. 

 
Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD lingkup kabupaten/kota 

mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu 

pada tujuan dan sasaran RPJMD. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai 

dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra SKPD kabupaten/kota ditetapkan 33. 

Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD 

kabupaten/kota sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD34. 

                                                 
29 Permendagri 54/2010 Pasal 92. 
30 Permendagri 54/2010 Pasal 95. 
31 Permendagri 54/2010 Pasal 96. 
32 Permendagri 54/2010 Pasal 97. 
33 Permendagri 54/2010 Pasal 244. 
34 Permendagri 54/2010 Pasal 261. 
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b. Keterkaitan Renstra Bappeda Kota Depok dengan Renstra K/L 

Perumusan rancangan Renstra SKPD kabupaten/kota mencakup (salah satunya)  review 

renstra kementerian/lembaga35. 

 
Analisis Renstra K/L (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, 

sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota 

terhadap sasaran Renstra K/L sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan 

tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi: 

a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota telah berkontribusi 

terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L; dan 

b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kabupaten/kota melebihi/sama/kurang dari 

sasaran Renstra K/L.  

Jika tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kabupaten/kota melebihi sasaran Renstra K/L, maka hal 

ini menunjukkan bahwa kinerja SKPD sudah baik secara nasional. Sedangkan jika lebih rendah, 

maka hal ini mengindikasikan bahwa SKPD tersebut memiliki permasalahan dalam 

penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan, 

sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/ 

kebijakan pelayanan yang ditempuh36. 

c. Keterkaitan Renstra Bappeda Kota Depok dengan Renstra SKPD Provinsi Jawa Barat 

Perumusan rancangan Renstra SKPD kabupaten/kota mencakup (salah satunya)  review 

Renstra SKPD Provinsi37. 

 
Analisis SKPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, 

keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD 

kabupaten/kota terhadap sasaran SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan 

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi: 

a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota telah berkontribusi 

terhadap pencapaian sasaran SKPD Provinsi; dan 

b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kabupaten/kota melebihi/sama/kurang dari 

sasaran SKPD Provinsi.  

                                                 
35 Permendagri 54/2010 Pasal 92. 
36 Permendagri 54/2010 Lampiran IV Sub Bab C.1.3. 
37 Permendagri 54/2010 Pasal 92. 
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Jika tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kabupaten/kota melebihi sasaran SKPD Provinsi, 

maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja SKPD sudah baik secara nasional. Sedangkan jika lebih 

rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa SKPD tersebut memiliki permasalahan dalam 

penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan, 

sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/ 

kebijakan pelayanan yang ditempuh38. 

d. Keterkaitan Renstra Bappeda Kota Depok dengan Renja Bappeda Kota Depok 

Renja Bappeda disusun dengan berpedoman kepada Renstra Bappeda dan mengacu kepada 

RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung 

oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat39. 

 

Renja Bappeda memuat program dan kegiatan yang sedang berjalan yaitu program dan 

kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra Bappeda. 

Renja Bappeda bisa memuat program dan kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak 

tercantum pada Renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut: 

a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah 

maupun masyarakat; 

b. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra SKPD; 

c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan 

pembangunan daerah; dan/atau 

d. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran 

dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD40. 

 
Rancangan Renja Bappeda disusun diantaranya mengacu pada Renstra Bappeda. Selain mengacu 

pada Renstra Bappeda, mengacu pula pada: 

a. mengacu pada rancangan awal RKPD; 

b. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya; 

c. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan 

d. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat41. 

                                                 
38 Permendagri 54/2010 Lampiran IV Sub Bab C.1.3. 
39 UU 25/2004 Pasal 7. 
40 Permendagri 54/2010 Pasal 136. 
41 Permendagri 54/2010 Pasal 139. 
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Rancangan Renja Bappeda memuat tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan 

serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD, selaras dengan dan 

mengacu pada Renstra Bappeda42. 

 
Perumusan rancangan Renja Bappeda diantaranya mencakup review hasil evaluasi Renja Bappeda 

tahun lalu berdasarkan Renstra Bappeda43. 

1.2 Landasan Hukum 

Bagian ini memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan 

Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang: (1) struktur organisasi, tugas dan 

fungsi, kewenangan SKPD; dan (2) pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan 

dan penganggaran SKPD. 

1.2.1 Landasan hukum terkait struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Bappeda  

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, 

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 

4. Peraturan Daerah Kota Depok No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Depok. 

5. Peraturan Walikota Depok No. 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan 

Daerah. 

6. Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian 

dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan 

Daerah. 

7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok  Tahun 2016-2021. 

                                                 
42 Permendagri 54/2010 Pasal 140. 
43 Permendagri 54/2010 Pasal 142. 
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8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang  Perubahan Peraturan Daerah 

Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Depok  Tahun 2016-2021. 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

10. Peraturan Walikota Depok Nomor 51 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu 

Dokumen Rencana Pembangunan. 

1.2.2 Landasan hukum terkait pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan 

dan penganggaran Bappeda 

1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok  Tahun 2011-2016. 

2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok  Tahun 2016-2021. 

3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang  Perubahan Peraturan Daerah 

Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kota Depok  Tahun 2016-2021. 

a. Landasan hukum Program Peningkatan administrasi perkantoran 

4. Permendagri 7/2006 tentang  STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA 

PEMERINTAHAN DAERAH. 

5. Permendagri 78/2012 tentang  Tata Kearsipan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah 

Daerah. 

6. Permenpan 80/2012 tentang  Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah. 

7. UU 43/2009 tentang  KEARSIPAN. 

8. PP 28/2012 tentang  Pelaksanaan UU 43/2009 Tentang Kearsipan. 

9. Perka ARSIPNAS 16/2015 tentang  Pedoman Retensi Arsip Urusan Pemerintahan Daerah. 

10. Peraturan Walikota Depok Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kota Depok. 

http://jdih.depok.go.id/wp-content/uploads/2017/08/PERWAL-51-TAHUN-2016.pdf
http://jdih.depok.go.id/wp-content/uploads/2017/08/PERWAL-51-TAHUN-2016.pdf
http://jdih.depok.go.id/wp-content/uploads/2017/08/perwal-12-th-2016.pdf
http://jdih.depok.go.id/wp-content/uploads/2017/08/perwal-12-th-2016.pdf
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11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/Prt/M/2008 Tanggal 30 Desember 2008 

Tentang Pedoman Pemeliharaan Dan Perawatan Bangunan Gedung. 

 

b. Landasan hukum Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

13. Permendagri 7/2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. 

14. Permendagri 19/2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

15. Permenkes 48/2016 Tentang Standar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perkantoran. 

 

c. Landasan hukum Program Pembangunan dan pengembangan teknologi informatika 

16. PP 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

17. Perda Kota Depok 3/2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika 

18. Perwal Kota Depok 46/2017 tentang Pedoman Electronic Government Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintah Kota Depok 

19. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

20. INPRES 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government 

21. PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/ 2008 tentang  Keterbukaan Informasi Publik 

22. PERMENDAGRI 35/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 

d. Landasan hukum Program Peningkatan kualitas sumber daya aparatur 

23. Uu 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara  

24. Pp 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

25. Pp 53/2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

26. Pp 19/2008 Tentang Kecamatan 

27. Permendagri 4/2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

28. Permendagri 34/2007 Tentang Pedoman Administrasi Kelurahan 

29. Permendagri 13/2012 Tentang Monografi Desa Dan Kelurahan 

30. Permendagri 2  Tahun  2013 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan Dan 

Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan 

Daerah 
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31. Permendagri 37/2008 Tentang Rumpun Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Substantif 

Pemerintahan Daerah 

 

e. Landasan hukum Program Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

32. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

33. Permenpan-Rb  25/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah 

34. Uu 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara 

35. Pp 8/2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 

36. Perpres 29/2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

37. Permenpan Rb 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan 

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

38. Permenpan Rb 29/2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

39. Perwal Depok 51/2015 Tentang Perubahan Kedua Perwal 8/ 2014 Tentang Pedoman 

Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Depok 

40. Perwal Depok 57/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8/ 2014 Tentang 

Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Depok 

41. Permendagri 17/2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 

42. Perwal Depok 76/2016 Tentang Perubahan Perwal 21/2014 Sistem Akuntansi Pemerintah Kota 

Depok 

43. Perwal Depok 53/2015 Tentang Pedoman Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak 

Berwujud Pada Pemerintah Kota Depok 

 

f. Landasan hukum Program Peningkatan kualitas perencanaan 

44. Permendagri 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda RPJPD dan Raperda RPJMD, serta Tata 

Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD 

45. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

46. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah 

47. PP 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
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48. PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan 

49. Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

 

50. Perda Depok 2/2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 

51. Perda Kota Depok 10/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Depok 

52. Perda Kota Depok 4/2014 tentang Perubahan Perda Kota Depok 11/2008 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

53. Perwal Kota Depok 51/2016  tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana 

Pembangunan dan Angaran Tahunan Daerah 

54. Perwal Kota Depok 26/2015  tentang Pedoman Penelitian, Penelaahan dan Reviu Rencana 

Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah 

 

g. Landasan hukum Program Peningkatan inovasi daerah 

55. PP 38 TAHUN 2017 tentang INOVASI DAERAH 

56. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah 

 

1.3 Maksud dan Tujuan  

Penyusunan Renstra Bappeda Kota Depok dimaksudkan untuk : 

1. Menyediakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan yang selanjutnya akan 

menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan 

(RKT). Menyediakan pedoman dan landasan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi 

secara terfokus. 

2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk 

menentukan prioritas-prototas dibidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan 

program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat 

tercapai. 

3. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan 

personil/pegawai dan mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam pencapaian 

tujuan organisasi. 

4. Menyediakan instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan 

oleh pemangku kepentingan dalam rangka menilai kinerja organisasi. 
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Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kota Depok adalah  : 

1. Menetapkan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, tujuan,strategi, 

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian 

kinerja Bappeda Kota Depok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

2. Menciptakan keterpaduan langkah bagi seluruh unit kerja yang ada dalam melaksanakan 

tugas serta kegiatan yang telah disepakati.  

3. Meningkatkan efektivitas tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui kesungguhan 

dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.  

1.4 Sistematika Penulisan 

Perubahan Renstra Bappeda Kota Depok Tahun 2016-2021,disusun dalam sistematika 

sebagai berikut : 

 
BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan, landasan hukum, dan sistematika. 

 
BAB II  GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Bab ini  memuat informasi tentang tugas dan fungsi OPD dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki OPD dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah 

dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian 

program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan 

mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra 

OPD; 

 
BAB III  ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bab ini memuat permasalahan-permasalahan pelayanan OPD, telaahan Visi, Misi dan Program 

Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu 

strategis;. 

 
 

BAB IV  VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

Bab ini menjelaskan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat 

daerah Bappeda Kota Depok; 
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BAB V  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN 

PENDANAAN INDIKATIF  

Bab ini menyajikan indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi kepala daerah terpilih. 

 
BAB VI  INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD  

Bab ini menyajikan indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi kepala daerah terpilih. 

 
LAMPIRAN - LAMPIRAN 
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BAB II 
GAMBARAN  

PELAYANAN  

BAPPEDA KOTA DEPOK 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah, 

penyelenggaraan perencanaan daerah yang dilakukan pada masing-masing lingkup pemerintahan 

menjadi salah satu tugas dan kewenangan badan perencanaan pada semua tingkat pemerintahan 

baik pusat dan daerah termasuk Bappeda Kota Depok.Berdasarkan hal tersebut, agar tugas 

penyelenggaraan perencanaan daerah berjalan optimal maka dibutuhkan upaya terus-menerus 

untuk meningkatkan kualitas perencanaan melalui peningkatan kinerja pelayanan Bappeda.  

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kota Depok 

2.1.1 Tugas dan Fungsi Bappeda 

(1) Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2016 

 Penjabaran Tugas dan fungsi Bappeda Kota Depok Berdasarkan: (1) Peraturan Walikota 

Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan fungsi Serta Tata Kerja 

Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah; dan (2) Peraturan 

Walikota Nomor 96 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan 

Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah.  

Bappeda bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas 

pembantuan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang perencanaan, penelitian dan 

pengembangan. Adapun fungsi Bappeda Kota Depok adalah : 

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; 

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; 

3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, 

penelitian dan pengembangan; 

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah 

bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; 

 

5. Pelaksanaan administrasi Badan; 

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 
Kepala Badan  
 
 Mempunyai tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan 

dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan kota dan tugas 

pembantuan oleh perangkat daerah.   
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Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :  

a. pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD,dan 

LKPJ; 

b. perumusan dan penetapan Renstra, Renja dan SAKIPBadan dengan berpedoman pada 

RPJPD, RPJMD dan RKPD;  

c. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;  

d. verifikasi rancangan Renstra, dan Renja Perangkat Daerah;  

e. penyusunan dan penetapan SAKIP, LPPD dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD Badan;  

f. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD; 

g. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD; 

h. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi Program, kegiatan Perangkat Daerah; 

i. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi, di 

kota; 

j. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah; 

 

k. pengendalian pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD;  

l. pengendalian pelaksanaan Renstra, Renja, dan SAKIP Badan; 

m. pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan; 

n. pengelolaan data dan informasi sesuai bidang tugas Badan; 

o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas Badan; 

p. pembinaan dan pengawasan pegawai dalam lingkup Badan; 

q. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan 

rumah tangga Badan; 

r. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan; 

s. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Sekretariat  

 Dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, 

pengkoordinasiaan perencanaan dan pengendalian program kesekretariatan dan badan serta 

pengelolaan keuangan Badan.  

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :  

a. penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Badan;  
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b. pengkoordinasian penyusunan Renstra, Renja, dan SAKIP Badan; 

c. pengkoordinasian penyusunan LKPJ,LPPD dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD Badan; 

d. penyelenggaraan administrasi umum; 

e. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

program Badan; 

f. pengkoordinasian dalam analisis dan pengembangan kinerja Badan; 

g. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan,dan aset Badan; 

h. penyelenggaraan administrasi keuangan Badan; 

i. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja aparatur Badan; 

j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan Badan, menyelenggarakan fungsi :  

a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;  

b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan 

umum,  

c. perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan;   

d. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan  kegiatan sub bagian; 

e. pelaksanaan administrasi kepegawaianBadan; 

f. pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, 

pengetikan, penggandaan, pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan 

protokoler;  

g. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana dan prasarana serta kebersihan lingkungan 

kantor;  

h. pelaksanaan pemberian infomasi dan komunikasi; 

i. pengelolaan perpustakaan Badan; 

j. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta 

pelayanan 

k. kerumahtanggaan yang lainnya;  

l. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, 

pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;  
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m. penyusunan Renstra Badan; 

n. penyusunan program kerja tahunan Badan; 

o. penyusunan rancangan produk hukum Badan; 

p. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Badan; 

q. penyusunan SAKIP Badan; 

r. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

Sub Bagian Keuangan  

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Badan, menyelenggarakan fungsi :  

a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan 

serta 

b. melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan Badan;  

c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan  kegiatan sub bagian; 

d. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan 

dan penatausahaan administrasi keuangan Badan;  

e. pengkoordinasian dan pengumpulan bahan RKA dan DPA Badan;  

f. pengkoordinasian, pengumpulan bahan dan penyusunan laporan keuangan semester dan 

tahunan Badan;   

g. penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka 

pelayanan 

h. administrasi keuangan di lingkungan Badan;  

i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

Bidang Program Pembangunan  

mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian 

program pembangunan, koordinasi, bimbingan, dan konsultasipenyusunan perencanaan dan 

pengendalian program pembangunan, pemberian informasi perencanaan dan pengendalian 

program pembangunan, menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian RPJPD, 

RPJMD, RKPD dan Perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan LKPJ;  
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b. pengkoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam perencanaan dan 

penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;  

c. pengkoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam pelaksanaan Musrenbang 

RPJPD, RPJMD dan RKPD;  

d. pengkoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam pelaksanaan dan 

pengendalian RPJPD, RPJMD, dan RKPD; 

e. pengkoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dan perangkat daerah dalam 

perencanaan, penyusunan dan pengendalian program-program pemerintah kota yang 

bersifat lintas sektoral yang akan dimasukkan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD;  

f. pengkoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam penyusunan Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota;  

g. pengkoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam rencana pembiayaan 

program dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat,dan Pemerintah Daerah lain;  

h. pengkoordinasian dan Penghimpunan Renstra dan Renja OPD hasil dari verifikasi bidang 

lainnya yang ada di Badan;   

i. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD;   

j. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi rencana dan pengendalian kegiatan perangkat 

daerah;  

k. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi rencana dan pengendalian kegiatan 

Kementerian/Lembaga dan Provinsi di kota;   

l. pengkoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam bimbingan dan konsultasi 

teknis perencanaan dan pengendalian kepada perangkat daerah;  

m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program bidang program dan 

penelitian pengembangan;  

n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 
Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan 

mempunyai tugas melaksanakan Perumusan kebijakan teknis perencanaan program 

pembangunan, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan program 

pembangunan, serta pemberian informasi perencanaan program pembangunan, 

menyelenggarakan fungsi :  

a. pelaksanaan kebijakan teknis dalam penyusunan perencanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;  

b. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; 
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c. pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD; 

d. pelaksanaan perencanaanpembiayaan program dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Pusat,dan PemerintahDaerah lain;  

e. pelaksanaan koordinasi penghimpunan Renstra dan Renja OPD hasil dari verifikasi bidang 

lainnya yang ada di Badan;  

f. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana kegiatan perangkat daerahdengan 

perencanaan strategis;  

g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana kegiatan Kementerian /Lembaga dan 

Provinsi di kota;  

h. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan kepada perangkat daerah;  

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan  program Sub. Bidang perencanaan 

program;  

j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 
Sub Bidang Pengendalian Program  

mempunyai tugas melaksanakan Perumusan kebijakan teknis Pengendalian Program 

Pembangunan, koordinasi, bimbingan, dan konsultasipenyusunan pengendalian program 

pembangunan, serta pemberian informasi pengendalian program pembangunan, 

menyelenggarakan fungsi :  

a. pelaksanaan kebijakan teknis dalam penyusunan pengendalian RPJPD, RPJMD, RKPD dan 

LKPJ;  

b. pelaksanaan dan pengendalian RPJPD, RPJMD, dan RKPD;  

c. penyusunan  LKPJ; 

d. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD;  

e. pelaksanaan koordinasisinergitas dan harmonisasi pengendalian kegiatan perangkat 

daerahdengan perencanaan strategis;  

f. pelaksanaan koordinasisinergitas dan harmonisasi pengendalian kegiatan 

Kementerian/Lembaga dan Provinsi di kota;   

g. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis pengendalian kepada perangkat daerah;  

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program Sub. Bidang pengendalian 

program;  

i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
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Bidang Sosial dan Pemerintahan  

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, 

bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, pemberian 

informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup bidang sosial dan pemerintahan yang 

meliputi :   

a. urusan Sosial; 

b. urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; 

c. urusan pemerintahan umum Kesatuan Bangsa dan Politik; 

d. urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

e. kesekretariatan Daerah; 

f. kesekretariatan DPRD; 

g. Inspektorat Daerah; 

h. kesekretariatan KORPRI; 

i. kecamatan; 

j. fungsi penunjang perencanaan; 

k. fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah; 

l. fungsi penunjang keuangan daerah;dan 

m. fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. 

 
Kepala Bidang Sosial  dan Pemerintahan  

menyelenggarakan fungsi:  

a. pengkoordinasiandengan perangkat daerah dan bidang program pada Badandalam 

sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang 

sosial dan pemerintahan;  

b. pengkoordinasiandengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam usulan 

program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang sosial dan 

pemerintahan;  

c. pengkoordinasiandengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam 

sinergitas dan harmonisasi program hasil  Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup 

bidang sosial dan pemerintahan; 

d. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam 

pembiayaan program lingkup bidang sosial dan pemerintahan yang bersumber dari 



 

  

RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA KOTA DEPOK 2016-2021 24 

 

      

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan sumber pembiayaan 

lainnya;  

e. pelaksanaan Verifikasi Renstra dan Renjalingkup bidang sosial dan pemerintahan;   

f. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badandalam 

pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup bidang sosial dan 

pemerintahan;   

g. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup bidang 

sosial dan pemerintahan;  

h. pengkoordinasian dengan perangkat daerahdan bidang program pada Badan dalam 

sinergitas dan harmonisasi program lingkup bidang sosial dan pemerintahan yang 

direncanakan oleh Kementerian/Lembaga, dan Provinsi di kota serta daerah yang 

berbatasan langsung dengan kota;   

i. pelaksanaan pengendalian programlingkup bidang social dan Pemerintahan;  

j. pengkoordinasian dengan bidang program dalam bimbingan dan konsultasi teknis 

perencanaan dan pengendalian program kepada perangkat daerah lingkup bidang sosial dan 

pemerintahan;  

k. pengkoordinasian dengan perangkat daerahdan bidang program pada Badandalam 

penyusunan LKPJ lingkup bidang sosial dan pemerintahan;  

l. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup bidang sosial dan 

pemerintahan;  

m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program bidang sosial 

dan pemerintahan;  

n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

Sub Bidang Sosial   

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, 

bimbingan, dan konsultasipenyusunan perencanaan dan pengendalian program, pemberian 

informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup sub bidang sosial yang meliputi :  

a. urusan sosial; 

b. urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindunganmasyarakat sub urusan pemadam 

c. kebakaran;  

d. urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan satuan 

polisi pamong praja;  
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e. urusan administasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

f. urusan kearsipan dan perpustakaan. 

 

Sub Bidang Sosial  

menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD 

lingkup sub bidang sosial;  

b. pelaksanaan usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub 

bidang sosial;  

c. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD dan 

RKPD lingkup sub bidang sosial;  

d. pelaksanaan koordinasidalam pembiayaan program lingkup sub bidang sosial yang 

bersumber dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan sumber 

pembiayaan lainnya;  

e. pelaksanaan Verifikasi Renstra dan Renja lingkup sub bidang sosial;   

f. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup sub bidang sosial;   

g. pelaksanaan koordinasisinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup sub 

bidang social dengan perencanaan strategis;  

h. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi  program lingkup sub bidang sosial yang 

direncanakan oleh 

i. Kementerian/Lembaga, dan Provinsi di kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan 

kota;   

j. pelaksanaan pengendalian programlingkup sub bidang sosial;  

k. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program 

kepada perangkat daerah lingkup sub bidang sosial;  

l. pelaksanaan koordinasidengan perangkat daerah dalam penyusunan LKPJ lingkup sub 

bidang sosial;  

m. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup sub bidang sosial;  

n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program sub bidang 

sosial;  

o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
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Sub Bidang Pemerintahan  

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, 

bimbingan, dan konsultasipenyusunan perencanaan dan pengendalian program, pemberian 

informasi perencanaan dan pengendalian program Sub Bidang Pemerintahan Umum, meliputi :  

a. urusan pemerintahan umum Kesatuan Bangsa dan Politik; 

b. kesekretariatan Daerah; 

c. kesekretariatan DPRD; 

d. inspektorat;  

e. fungsi penunjang perencanaan dan penelitian pengembangan; 

f. fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;  

g. kecamatan. 

 

Kepala Sub Bidang Pemerintahan Umum 

Menyelenggarakan fungsi :  

a. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD 

lingkup sub bidang pemerintahan umum;  

b. pelaksanaanusulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub 

bidang pemerintahan umum;  

c. pelaksanaansinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD dan 

RKPD lingkup sub bidang pemerintahan umum;  

d. pelaksanaan koordinasi dalam pembiayaan program lingkup sub bidang pemerintahan 

umumyang bersumber dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain 

dan sumber pembiayaan lainnya;  

e. pelaksanaan Verifikasi Renstra dan Renja lingkup sub bidang pemerintahan umum;  

f. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup sub bidang 

pemerintahan umum;  

g. pelaksanaan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup sub 

bidang 

h. pemerintahan umum dengan perencanaan strategis;  

i. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi  program lingkup sub bidang pemerintahan 

umumyang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga, dan Provinsi di kota serta daerah 

yang berbatasan langsung dengan kota;  

j. pelaksanaan pengendalian program lingkup sub bidang pemerintahan umum;  
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k. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program 

kepada perangkat daerah lingkup sub bidang pemerintahan umum;  

l. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyusunan LKPJ lingkup sub 

bidang pemerintahan umum;  

m. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup sub bidang 

pemerintahan umum;  

n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program sub bidang 

pemerintahan umum;  

o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat  

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, 

bimbingan, dan konsultasipenyusunan perencanaan dan pengendalian program, pemberian 

informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat yang meliputi:  

a. urusan perdagangan; 

b. urusan perindustrian; 

c. urusan koperasi, usaha kecil dan menengah; 

d. urusan penanaman modal; 

e. urusan tenaga kerja; 

f. urusan transmigrasi; 

g. urusan kesehatan; 

h. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan 

masyarakat dan desa; 

i. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;  

j. urusan pendidikan; 

k. urusan kepemudaaan dan olahraga ; 

l. urusan kebudayaan; 

m. urusan pariwisata. 
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Kepala Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat  

menyelenggarakan fungsi :  

a. pengkoordinasiandengan perangkat daerah dan bidang program pada Badandalam 

sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;  

b. pengkoordinasiandengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam usulan 

program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat;  

c. pengkoordinasiandengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam 

sinergitas dan harmonisasi program hasil  Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup 

bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;  

d. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam 

pembiayaan program lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang 

bersumber dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan sumber 

pembiayaan lainnya;  

e. pelaksanaan verifikasi Renstra dan Renjalingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat;   

f. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badandalam 

pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup bidang ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat;   

g. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup bidang 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;  

h. pengkoordinasian dengan perangkat daerahdan bidang program pada Badandalam 

sinergitas dan harmonisasi program lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakatyang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga, dan Provinsi di kota serta daerah 

yang berbatasan langsung dengan kota;   

i. pelaksanaan pengendalian programlingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;  

j. pengkoordinasian dengan bidang program dalam bimbingan dan konsultasi teknis 

perencanaan dan pengendalian program kepada perangkat daerah lingkup bidang ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakat;  

k. pengkoordinasian dengan perangkat daerahdan bidang program pada Badan dalam 

penyusunan LKPJ lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; 

l. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup bidang ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat;  
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m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program bidang 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;  

n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 
Sub Bidang Ekonomi  

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, 

bimbingan, dan konsultasipenyusunan perencanaan dan pengendalian program, pemberian 

informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup sub Bidang ekonomi yang meliputi :  

a. urusan perdagangan; 

b. urusan perindustrian; 

c. urusan koperasi, usaha kecil dan menengah; 

d. urusan penanaman modal; 

e. urusan tenaga kerja; 

f. urusan transmigrasi. 

 
Kepala Sub Bidang Ekonomi  

menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD 

lingkup sub bidang ekonomi;  

b. pelaksanaan usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub 

bidang ekonomi;  

c. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD dan 

RKPD lingkup sub bidang ekonomi; 

d. pelaksanaan koordinasi dalam pembiayaan program lingkup sub bidang ekonomi yang 

bersumber dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan sumber 

pembiayaan lainnya;  

e. pelaksanaan verifikasi Renstra dan Renja lingkup sub bidang ekonomi;   

f. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup sub bidang ekonomi;   

g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup sub bidang 

ekonomi dengan perencanaan strategis;  

h. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi  program lingkup sub bidang ekonomi yang 

direncanakan oleh Kementerian/Lembaga, dan Provinsi di kota serta daerah yang 

berbatasan langsung dengan kota;   

i. pelaksanaan pengendalian programlingkup sub bidang ekonomi;  
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j. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program 

kepada perangkat daerah lingkup sub bidang ekonomi;  

k. pelaksanaan koordinasi denganperangkat daerah dalam penyusunan LKPJ lingkup sub 

bidang ekonomi;  

l. pemberianinformasi perencanaan dan pengendalian program lingkup sub bidang ekonomi;  

m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program sub bidang 

ekonomi;  

n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, 

bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, pemberian 

informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup sub Bidang Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi :  

a. urusan kesehatan dan rumah sakit umum daerah; 

b. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

c. urusan pemberdayaan masyarakat; 

d. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

e. urusan pendidikan; 

f. urusan kepemudaan dan olahraga; 

g. urusan kebudayaan; 

h. urusan pariwisata. 

 
Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

menyelenggarakan fungsi :  

a. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD 

lingkup sub bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;  

b. pelaksanaan usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub 

bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;  

c. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD dan 

RKPD lingkup sub bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;  
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d. pelaksanaan koordinasidalam pembiayaan program lingkup sub bidang kesehatan dan 

pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah lain dan sumber pembiayaan lainnya; 

e. Pelaksanaan Verifikasi Renstra dan Renja lingkup sub bidang kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat;   

f. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup sub bidang kesehatan 

dan pemberdayaan masyarakat;   

g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup sub bidang 

kesehatan dan pemberdayaan masyarakatdengan perencanaan strategis;  

h. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi  program lingkup sub bidang kesehatan dan 

pemberdayaan masyarakatyang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga, dan Provinsi di 

kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan kota;   

i. pelaksanaan pengendalian program lingkup sub bidang kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat;  

j. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program 

kepada perangkat daerah lingkup sub bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;  

k. pelaksanaan koordinasidengan perangkat daerah dalam penyusunan LKPJ lingkup sub 

bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;  

l. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup sub bidang kesehatan 

dan pemberdayaan masyarakat;  

m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program sub bidang 

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;  

n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah  

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, 

bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, pemberian 

informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup bidang Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah yang meliputi :  

a. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 

b. urusan pertanahan; 

c. urusan lingkungan hidup; 

d. urusan kehutanan; 
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e. urusan pertanian; 

f. urusan pangan; 

g. urusan kelautan dan perikanan; 

h. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; 

i. urusan perhubungan;  

j. urusan komunikasi dan informatika; 

k. urusan persandian;dan 

l. urusanstatistik. 

 

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 

menyelenggarakan fungsi:  

a. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badandalam 

sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang 

infrastruktur dan pengembangan wilayah;  

b. pengkoordinasiandengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam usulan 

program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan 

pengembangan wilayah;  

c. pengkoordinasiandengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam 

sinergitas dan harmonisasi program hasil  Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup 

bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; 

d. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam 

pembiayaan program lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang 

bersumber dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan sumber 

pembiayaan lainnya;  

e. pelaksanaan verifikasi Renstra dan Renjalingkup bidang infrastruktur dan pengembangan 

wilayah;   

f. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badandalam 

pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup bidang infrastruktur dan 

pengembangan wilayah;   

g. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup bidang 

infrastruktur dan pengembangan wilayahdengan perencanaan strategis;  

h. pengkoordinasian dengan perangkat daerahdan bidang program pada Badandalam 

sinergitas dan harmonisasi program lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan 
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wilayahyang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga, dan Provinsi di kota serta daerah 

yang berbatasan langsung dengan kota;   

i. pelaksanaan pengendalian program lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan 

wilayah;  

j. pengkoordinasian dengan bidang program dalam bimbingan dan konsultasi teknis 

perencanaan dan pengendalian program kepada perangkat daerah lingkup bidang 

infrastruktur dan pengembangan wilayah;  

k. pengkoordinasian dengan perangkat daerahdan bidang program pada Badan dalam 

penyusunan LKPJ lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;  

l. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup bidang infrastruktur 

dan pengembangan wilayah;  

m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program bidang 

infrastruktur dan pengembangan wilayah;  

n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 
Sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam  

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, 

bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, pemberian 

informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup Sub bidang infrastruktur permukiman 

dan sumber daya alam yang meliputi:  

a. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 

b. urusan pertanahan; 

c. urusan lingkungan hidup; 

d. urusan kehutanan; 

e. urusan pertanian; 

f. urusan pangan; 

g. urusankelautan dan perikanan. 

 
Sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam 

menyelenggarakan fungsi :  

a. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan 

b. rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan 

sumber daya alam;  
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c. pelaksanaanusulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub bidang 

infrastruktur permukiman dan sumber daya alam;  

d. pelaksanaansinergitas dan harmonisasi program hasil  Musrenbang RPJPD, RPJMD dan 

RKPD lingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam;  

e. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam  pembiayaan program lingkup sub 

bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alamyang bersumber dari Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan sumber pembiayaan lainnya;  

f. pelaksanaan verifikasiRenstra dan Renjalingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan 

sumber daya alam;   

g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup sub bidang infrastruktur 

permukiman dan sumber daya alam;   

h. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup sub bidang 

infrastruktur permukiman dan sumber daya alamdengan perencanaan strategis;  

i. pelaksanaansinergitas dan harmonisasi  program lingkup sub bidang infrastruktur 

permukiman dan sumber daya alamyang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga, dan 

Provinsi di kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan kota;   

j. pelaksanaan pengendalian programlingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan 

sumber daya alam;  

k. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program 

kepada perangkat daerah lingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya 

alam;  

l. pelaksanaan koordinasidengan perangkat daerah dalam penyusunan LKPJ lingkup sub 

bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam;  

m. pemberianinformasi perencanaan dan pengendalian program lingkup sub bidang 

infrastruktur permukiman dan sumber daya alam;  

n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program sub bidang 

infrastruktur permukiman dan sumber daya alam;  

o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 
Sub bidang sarana dan prasarana wilayah  

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, konsultasi, dan penyusunan perencanaan 

dan Pembiayaan program, serta fasilitasi dan dukungan data skala kotaSub bidang sarana 

dan prasarana wilayah, meliputi :  
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a. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; 

b. urusan perhubungan;  

c. urusan komunikasi dan informatika; 

d. urusan persandian;dan 

e. urusan statistik. 

 

Sub bidang sarana dan prasarana wilayah 

menyelenggarakan fungsi :  

a. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD 

lingkup sub bidang sarana dan prasarana wilayah;  

b. pelaksanaan usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub 

bidang sarana dan prasarana wilayah;  

c. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD dan 

RKPD lingkup sub bidang sarana dan prasarana wilayah;  

d. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pembiayaan program lingkup sub 

bidang sarana dan prasarana wilayahyang bersumber dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Daerah lain dan sumber pembiayaan lainnya;  

e. pelaksanaan verifikasiRenstra dan Renjalingkup sub bidang sarana dan prasarana wilayah;   

f. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup sub bidang sarana dan 

prasarana wilayah;   

g. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup sub bidang 

sarana dan prasarana wilayah dengan perencanaan strategis;  

h. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi  program lingkup sub bidang sarana dan prasarana 

wilayah yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga, dan Provinsi di kota serta daerah 

yang berbatasan langsung dengan kota;   

i. pelaksanaan pengendalian program lingkup sub bidang sarana dan prasarana wilayah;  

j. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program 

kepada perangkat daerah lingkup sub bidang sarana dan prasaranawilayah;  

k. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyusunan LKPJ lingkup sub 

bidang sarana dan prasarana wilayah;  

l. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup sub bidang sarana 

dan prasarana wilayah;  

m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program sub bidang 

sarana dan prasarana wilayah;  
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n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugasnya. Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan  dapat dibentuk UPT pada Badan  

sesuai dengan kebutuhan. 

o. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTB  sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.  

p. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada, dalam melaksanakan tugasnya 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.  

q. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, terdiri atas sejumlah 

tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 

dengan bidang keahlian dan keterampilan.  

r. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.  

s. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan 

sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.  

t. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai 

dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 

(2) Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2016 

UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan) dibentuk berdasarkan  

Peraturan Walikota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan 

dan Penelitian Pengembangan Daerah (selanjutnya disebut Perwal 101/2016), dan Peraturan 

Walikota Nomor 96 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan 

pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (selanjutnya disebut 

Perwal 96/2016).  

UPTB berkedudukan di bawah Bappeda dan memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan 

penunjang Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta tugas Pembantuan. 

UPTB relatif baru dibentuk, sehingga di dalam RPJMD Kota Depok 2011-2016 tidak 

ditemukan unit kerja ini dan belum bisa direview kinerja pelayanannya. Tugas penelitian dan 

pengembangan pada periode 2011-2016 dilaksanakan oleh bidang-bidang yang ada di organisasi 

Bappeda. 
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Fungsi UPTB menurut Perwal 96/2016 meliputi: 

a. pelaksanaan Kebijakan Teknis Program penelitian pengembangan;    

b. pelaksanaan Program Penelitian Pengembangan sesuai dengan bidang Penelitiannya;    

c. penyusunan Pedoman, Analisis Kebutuhan, Penetapan tujuan dan pengembangan Design 

Program Penelitian pengembangan;    

d. pengkoordinasian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Penelitian pengembangan;    

e. pembinaan pelaksanaan Program Penelitian pengembangan Pemerintah Kota;    

f. perencanaan pelaksanaan Penataan Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah meliputi 

Lembaga/Organisasi, Peraturan dan norma/etika/budaya inovasi;    

g. pelaksanaan Penataan Sumber Daya Sistem Inovasi daerah yang terdiri atas Keahlian, 

Kepakaran, Kompetensi manusia dan Pengorganisasiannya;    

h. pengkoordinasian pelaksanaan Penguatan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pembiayaan, 

Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi;    

i. pengoptimalan pendayagunaan Pejabat Fungsional Peneliti dan Perekayasa;    

j. pengarahan upaya Peningkatan Kapasitas Tenaga Kelitbangan melalui Pendidikan Formal yang 

lebih tinggi, Pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan Kebutuhan dan 

kemampuan Organisasi.   

 

Kepala UPTB  

 

mempunyai fungsi :  

a. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Program penelitian pengembangan;  

b. Pelaksanaan Program Penelitian Pengembangan sesuai dengan bidang Penelitiannya;  

c. Penyusunan Pedoman, Analisis Kebutuhan, Penetapan tujuan dan pengembangan Design 

Program Penelitian pengembangan;  

d. Pengkoordinasian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Penelitian pengembangan;  

e. Pembinaan pelaksanaan Program Penelitian pengembangan Pemerintah Kota;  

f. Perencanaan pelaksanaan Penataan Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah meliputi 

Lembaga/Organisasi, Peraturan dan norma/etika/budaya inovasi;  

g. Pelaksanaan Penataan Sumber Daya Sistem Inovasi daerah yang terdiri atas Keahlian, 

Kepakaran, Kompetensi manusia dan Pengorganisasiannya;  

h. Pengkoordinasian pelaksanaan Penguatan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pembiayaan, 

Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi;  

i. Pengoptimalan pendayagunaan Pejabat Fungsional Peneliti dan Perekayasa; 
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j. Pengarahan upaya Peningkatan Kapasitas Tenaga Kelitbangan melalui Pendidikan Formal 

yang lebih tinggi, Pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan Kebutuhan dan 

kemampuan Organisasi;  

k. Pengkoordinasian Penyusunan Laporan Program Penelitian Pengembangan (Penelitian, 

Pengkajian, Penerapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian (sesuai dengan 

Ketentuan yang berlaku).  

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugasnya. 

 

Sub Bagian Tata Usaha  

 

Mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala UPTB dalam Pengelolaan urusan Administrasi umum, 

Kepegawaian, Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok  Sub 

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi  :  

a. Pelaksanaan Penyiapan bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan UPTB;  

b. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Administrasi surat menyurat, Kearsipan, 

Kepegawaian, Keuangan;  

c. Pelaksanaan penyelenggaraan Tertib Administrasi dan Tertib Kerja diseluruh Satuan 

Organisasi di Lingkungan UPTB;  

d. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi kepada Kepala UPTB dan seluruh Satuan Organisasi di 

Lingkungan UPTB;  

e. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Anggaran UPTB dibawah Koordinasi Sekretaris Badan;  

f. Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTB;  

g. Penghimpunan dan Inventarisasi Peraturanperaturan/Kebijakan yang berhubungan dengan 

Penelitian dan Pengembangan; 

h. Pelaksanaan penghimpunan Data sebagai bahan Penyusunan  Rancangan 

Peraturan/Kebijakan yang berhubungan dengan tugas UPTB;  

i. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi atau Pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  

j. Pelaksanaan Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTB secara berkala; dan  

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTB, sesuai bidang 

tugasnya. 
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Kelompok Jabatan Fungsional 

Mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPTB secara Profesional 

sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan Tugas 

Pokok bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.  

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Tenaga dalam jenjang Jabatan 

Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 

b. keterampilan.  

c. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tnaga Fungsional Senior yang 

ditunjuk diantara Tenaga Fungsional yang ada di Lingkungan UPTB.  

d. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, Kebutuhan dan Beban Kerja.  

e. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. 

2.2 Struktur Organisasi  

 Berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Badan Perencanaan Pembangunan Dan  Penelitian Pengembangan Daerah, dan Peraturan 

Walikota Nomor 96 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan 

Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah, 

Bappeda Kota Depok dipimpin oleh satu orang Kepala Badan, susunan organisasi Bappeda adalah 

sebagai berikut :  

Kepala Badan membawahi : 

1. Sekretariat, yang membawahi 2 sub bagian, yaitu : 

a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 

b. Sub Bagian Keuangan; 

2. Bidang Program Pembangunan, membawahi 2 sub bidang,yaitu: 

a. Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan ; 

b. Sub Bidang Pengendalian Program Pembangunan;  

3. Bidang Sosial dan Pemerintahan ,membawahi 2 sub bidang,yaitu: 

a. Sub Bidang Sosial; 

b. Sub Bidang Pemerintahan; 

4. Bidang  Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat membawahi 2 sub bidang,yaitu: 

a. Sub Bidang Ekonomi; 
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b. Sub Bidang Kesejahteraan ; 

5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi 2 sub bidang, yaitu: 

a. Sub Bidang Infrastruktur Permukiman dan Sumber Daya Alam; 

b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah; 

6. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) 

7. Jabatan Fungsional 

 

Gambar 2.1  
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN 

PENGEMBANGAN DAERAH KOTA DEPOK 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2.2 Sumber Daya Bappeda Kota Depok 

2.2.1 Sumber Daya Manusia  

 Jumlah pegawai pada BAPPEDA Kota Depok saat ini adalah sebanyak 50 orang, terdiri 

dari 30 laki-laki dan 19 perempuan. Secara rinci profil pegawai dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.  
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Grafik 2.1 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Bappeda Kota Depok  
Menurut Jenis Kelamin 

 

Sumber : Kepegawaian Bappeda Kota Depok per Januari 2018 

 
Perbandingan pegawai ASN berjenis kelamin laki-laki dibanding perempuan  adalah 27 : 20 atau 

57.45 % pegawai di Bappeda Kota Depok adalah perempuan . 

 
Tabel 2.1 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Bappeda Kota Depok  
Menurut golongan dan pendidikan 

 
 

Golongan Pendidikan 

 Gol II Gol III Gol IV S2 S1 D3 SMA 

Kepala Badan 
  

1 
 

1 
  

Sekretariat 2 7 2 1 7 1 2 

Bidang Sosial & Pemerintahan 
 

7 2 3 6 
  

Bidang Infrastruktur & Pengembangan 
Wilayah 

 
7 1 2 6 

  

Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan 
Masyarakat 

1 2 2 2 2 1 
 

Bidang Program Pembangunan 
 

9 1 2 7 
 

1 

UPTB Litbang 
 

3 
  

3 
  

TOTAL 3 35 9 10 32 2 3 

Sumber : Kepegawaian Bappeda Kota Depok per Januari 2018 
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Berdasarkan data-data di atas dan dikaitkan dengan ruang lingkup tugas Bappeda Kota 

Depok yang cukup luas dan kompleks, maka secara kuantitatif sumberdaya aparatur bappeda 

relatif kurang dibandingkan dengan beban tugas yang dijalankan saat ini dan secara kualitatif perlu 

terus diupayakan peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur agar lebih responsif terhadap 

tuntutan perubahan dan perkembangan pembangunan kota secara makro. 

2.2.2 Sarana dan Prasarana  

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Bappeda adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.2 
Ketersediaan sarana prasarana Bappeda Kota Depok  

sampai dengan 31 Desember 2018 
 

No Nama / Jenis Barang  Satuan  

Keadaan Barang 
Jumlah 
Barang  Baik  

 Kurang 
Baik  

 Rusak 
Berat  

1 4 3 4 5 

01  Mini Bus  Unit 1 0 0 1 

02  Sepeda Motor  Unit 15 1 0 16 

03  GPS  Unit 1 0 0 1 

04  GPS Garmin  Unit 2 0 0 2 

05  Lemari Besi  Unit 12 0 0 12 

06  Rak Ordner Gantung  Unit 0 0 2 2 

07  Filling Cabinet  Unit 17 0 10 27 

08 Sliding Door Cabinet (2 pintu sorong) Unit 2 0 0 2 

09  Lemari Sorong  Unit 0 0 3 3 

10  Lemari Kaca  Unit 10 0 1 11 

11  Rack Serve  UNIT 1     1 

12  Lemari Arsip  Unit 2 0 0 2 

13  Lemari Tempel  Unit 1 0 1 2 

14  Lemari Arsip  Unit 3 0 0 3 

15  Papan Visual  Unit 1     1 

16  Mesin Penhancur ketas  Unit 2 0 0 2 

17  Mesin Absen/Accer door  Unit 3 0 0 3 

18  Papan Tulis  Unit 7 0 0 7 
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No Nama / Jenis Barang  Satuan  

Keadaan Barang 
Jumlah 
Barang  Baik  

 Kurang 
Baik  

 Rusak 
Berat  

1 4 3 4 5 

19  Dispay  unit 4     4 

20  Lemari Kecil / Laci  Unit 47 0 16 63 

21  Lemari Kayu  Unit 1 0 1 2 

22  Meja Kecil  Unit 5 0 0 5 

23  Meja Security  Unit 1 0 0 1 

24  Meja Bundar  Unit 3 0 0 3 

25  Kursi Tamu  Unit 5 0 0 5 

26  Kursi Putar / Kerja  Unit 196 0 0 196 

27  Meja Kerja  Unit 8 0 0 8 

28  Meja  Unit 16 0 0 16 

29  Sofa  Unit 5 0 0 5 

30  Alat Pengisap Debu  unit 1 0 0 1 

31 Bak sampah Residu Unit 1     1 

32 Bak sampah 3 in 1 Unit 5     5 

33  Kulkas  unit 1 0 0 1 

34  AC Split  Unit 11 0 0 11 

35  TV LCD Monitor  Unit 1 0 0 1 

36 
 Sound Sistem Ruang Rapat Merk 
AUDER  

Paket 1     1 

37  Compac Disk  Set 2 0 0 2 

38  Microfon  Fortable  Unit 14 0 0 14 

39  UPS  Unit 1 0 0 1 

40  Kamera Canon   Unit 1 0 0 1 

41  Dispenser  Unit 4 0 0 4 

42  Handycam sony DCR-Pj6E  Unit 1 0 0 1 

43  Briket  Unit 3     3 

44  Tabung Pemadam  Unit 4 0 0 4 

45  Kabel Jaringan  Unit 6 0 0 6 

46  Kabel Jaringan  Titik 6 0 0 6 
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No Nama / Jenis Barang  Satuan  

Keadaan Barang 
Jumlah 
Barang  Baik  

 Kurang 
Baik  

 Rusak 
Berat  

1 4 3 4 5 

47  Kabel Jaringan  paket 2 0 0 2 

48  PC Unit  Unit 21 0 0 21 

49 Komputer Desktop PC Hp P2-1350L Unit 44     44 

50  Note Book  Unit 14 0 3 17 

51  Laptop Hp Pavilion G4-1003TU  Unit 25 0 0 25 

52 Galaxy tab  Unit 2     2 

53  Hard Disk Eksternal  Unit 1 0 0 1 

54   Kamera CCTV (HikVision) 1 Paket  Paket 1   1 2 

55  CPU  Unit 1 0 0 1 

56  Monitor  Unit 1 0 0 1 

57  Printer  Unit 1 1 0 2 

58  Printer Laserjet Monochrome  Unit 1 0 0 1 

59  Printer Laserjet  Unit 18 0 0 18 

60  Printer Deskjet  Unit 9 0 0 9 

61  Printer  Unit 8 0 0 8 

62  Printer  A3  Unit 2 0 0 2 

63  Printer  Karbonis  Unit 1 0 0 1 

64  Scaner  Unit 5 0 0 5 

65 Hardisk external Unit 7 0 0 7 

66  Server  Unit 2 0 0 2 

67  Operator sistem server  Unit 1 0 0 1 

68 Komputer PC Operator IDSD Unit 1 0 0 1 

69 
 Server/Hardware/Firewall (RKPD ON 
LINE)  

Unit 1 0 0 1 

70  Kabel Jaringan/Hub  Unit 3 0 0 3 

71  Kabel Jaringan/Hub  Unit 1 0 0 1 

72  Modem  Unit 1 0 0 1 

73  Software/Kabel RCA  Unit 1     1 

74  Meja 1 Biro  Unit 3 0 0 3 
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No Nama / Jenis Barang  Satuan  

Keadaan Barang 
Jumlah 
Barang  Baik  

 Kurang 
Baik  

 Rusak 
Berat  

1 4 3 4 5 

75  Meja Kerja  Unit 32 0 0 32 

76  Meja Staff  Unit 28 0 0 28 

77  Meja Kerja  Unit 16 0 0 16 

78  Meja Rapat  Unit 2 0 0 2 

79  Meja Tamu  Unit 2 0 0 2 

80  Kursi Kerja  Unit 1 0 0 1 

81  Kursi Hadap  Unit 4 0 0 4 

82  Kursi Tamu  Unit 31 0 0 31 

83  Lemari  Unit 2 0 0 2 

84  Lemari Tempel  Unit 6 0 0 6 

85  Lemari Perpustakaan  Unit 3 0 0 3 

86  Lemari Arsip  Unit 1 0 0 1 

87  Kamera  Unit 2 0 0 2 

88  Layar Infocus  Unit 1 0 0 1 

89  Layar  Proyektor Otomatis  Unit 1 0 0 1 

90  Infocus/Proyektor  Unit 4 0 0 4 

91  UPS  Unit 2 0 0 2 

92  Lensa Kamera/lampu Bliz kamera  Unit       0 

93  Kamera Digital  Unit 1 0 0 1 

94  Kamera Canon EOS 5D Mark II Kit  Unit 1 0 0 1 

95  Kamera Canon EOS 5D Mark II Kit  Unit 1 0 0 1 

96  Amplifier  Unit 1     1 

97  Loudspeaker  Unit 4 0 0 4 

98  Speaker  Unit 1 0 0 1 

99 
 Belanja Modal Pengadaan Telepon 
PABX   

Paket 1     1 

100  Faximile  Unit 0 0 1 1 

Sumber : Laporan Keuangan Bappeda Kota Depok per Desember 2017 
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dengan didukung  sarana dan prasarana yang relatif memadai,  pelaksanaan tugas di 

lingkup Bappeda dapat berjalan dengan baik dan lancar.Namun masih tetap dibutuhkan ruang 

khusus yang berfungsi sebagai sekretariat/posko misalnya untuk program penanggulangan 

kemiskinan, sanitasi, kota sehat, dan lain-lain.  

 

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Depok 

Pada bagian ini akan dijelaskan dua materi: (1) indikator kinerja pelayanan Bappeda; dan 

(2) kinerja pelayanan Bappeda 2011-2015. Pada materi/bagian (1) indikator kinerja pelayanan 

Bappeda akan dijelaskan jenis-jenis indikator kinerja pelayanan SKPD (Bappeda) yang digunakan 

untuk mereview kinerja pelayanan Bappeda. Selanjutnya berdasarkan indikator-indiakator 

tersebut, pada bagian berikutnya akan dijelaskan kinerja pelayanan Bappeda.  

 

2.3.1 Indikator kinerja pelayanan Bappeda 

Menurut Permendagri 54/2010, penjelasan pada bagian ini menunjukkan tingkat capaian 

kinerja Bappeda berdasarkan sasaran/target Renstra Bappeda periode sebelumnya, menurut SPM 

untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Bappeda dan/atau indikator lainnya 

seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.  

Indikator-indikator kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri 54/2010, yang 

akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja Bappeda Kota Depok di masa lalu (2011-2015),  

meliputi: 

1. Indikator kinerja berdasarkan SPM, 

2. Indikator kinerja berdasarkan Permendagri 54/2010 Lampiran I, 

3. Indikator kinerja berdasarkan RPJMD Kota Depok 2011-2016, dan 

4. Indikator kinerja berdasarkan Permendagri 73/2009 (yakni IKK atau indikator kinerja kunci). 

masing-masing indikator tersebut dijelaskan pada lampiran 1. 

 

2.3.2 Kinerja pelayanan Bappeda 2011-2015 

Berdasarkan indikator-indikator kinerja pelayanan SKPD sebagaimana telah dijelaskan pada 

lampiran 1. Bagian ini akan menjelaskan kinerja pelayanan Bappeda pada periode 2011-2015. 

Menurut Permendagri 54/2010, kinerja pelayanan SKPD ditampilkan dengan format sebagaimana 

Tabel 2.1 atau Tabel T-C.IV.2 pada Lampiran IV Permendagri 54/2010. Terkait format tersebut, tabel 

kinerja pelayanan Bappeda pada bagian ini: 

1. tidak bisa dipaksakan tampil sesuai dengan format sebagaimana Tabel T-C.IV.2 tersebut yaitu 

dengan memasukkan Kolom “target SPM” dan “target IKK”, karena:  
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a. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, jenis pelayanan Bappeda belum memilki dan belum 

ada kebijakan yang terkait SPM, sehingga format yang diminta untuk mengisi Kolom 

“target SPM” tidak bisa dilakukan.  

b. Format isian Kolom “target IKK” sesuai Permendagri 73/2009 sebagaimana telah dijelaskan 

diatas, tidak sama dengan format Tabel T-C.IV.2 Permendagri 54/2010. 

c. Tidak semua jenis “target IKK” sesuai Permendagri 73/2009 bisa diinput ke dalam format 

Permendagri 54/2010 karena IKK adalah kebijakan Pemerintah Pusat. IKK dirumuskan dan 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat cq Kemendagri, sementara Kemendagri tidak 

menentukan target IKK tersebut. Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sulit 

membuat target IKK karena tidak ada pedoman tentang itu. Berdasarkan isian IKK, 

Mendagri setiap tahun menerbitkan Keputusan tentan “penetapan peringkat dan status 

kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional”, dimana di dalamnya dilampiri 

dengan nama-nama Daerah (otonom) beserta Angka Peringkat masing-masing daerah, 

tetapi tidak dijelaskan hubungan antara IKK dengan Angka Peringkat tersebut. Tidak ada 

rumusan yang jelas tentang IKK harus dicapai pada level seperti apa, agar bisa mencapai 

peringkat yang tinggi. Oleh karena itu, kolom “target IKK” untuk Bappeda Kota Depok 

tidak bisa diisi. Tetapi kinerja pelayanan Bappeda Kota depok pada periode 2011-2015 

berdasarkan IKK versi Permendagri 73/2009 akan tetap ditampilkann melalui tabel 

tersendiri, yaitu pada Tabel 2.3.13 dan Tabel 2.3.14. Berdasarkan Permendagri 73/2009, 

tidak ada amanat untuk menentukan target IKK oleh Pemerintah Daerah, baik oleh level 

pengambil kebijakan maupun oleh level pelaksana kebijakan (SKPD).  

 

2. tidak bisa dipaksakan tampil sesuai dengan format seri waktu 5 (lima) tahun dalam satu tabel 

sebagaimana Tabel T-C.IV.2, karena: 

a. jenis isian data bervariasi, ada data yang berbentuk numerik/angka, ada pula data 

berbentuk narasi, sehingga penyajiannya memerlukan ruang lebih luas. Jika dipaksakan 

data selama lima tahun ditampilkan dalam satu halaman, maka tampilannya menjadi 

kurang informatif, 

b. keterbatasan ruang penyajian dalam satu halaman. 

 

Oleh karena itu, tabel kinerja pelayanan Bappeda akan disajikan per tahun (satu tabel untuk review 

kinerja satu tahun saja), dengan tetap mempertahankan esensi informasi sebagaimana diminta 

Permendagri 54/2010 yaitu perbandingan antara target dengan realisasi kinerja pelayanan SKPD. 
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(1) Kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan indikator kinerja program RPJMD Kota Depok 

2011-2016 

Sesuai Permendagri 54/2010, bagian ini akan memaparkan hasil analisis gambaran kinerja 

pelayanan Bappeda berdasarkan capaian indikator kinerja program RPJMD Kota Depok 2011-2016, 

dengan mengidentifikasi: 

 
1. Tingkat capaian kinerja BAPPEDA berdasarkan sasaran/target Renstra BAPPEDA periode 2011-

2016, dengan menilai: 

a. ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah 

tercapai,  

b. faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini,  

c. pelayanan mana saja target belum tercapai,  

d. faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut.  

 
2. Hasil penilaian/interpretasi substansi sebagaimana No.1 diatas ditujukan untuk 

menggambarkan permasalahan pelayanan dan potensi pengembangan pelayanan BAPPEDA; 

dan 

 
3. Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan BAPPEDA, dengan menilai 

kemampuan pengelolaan pendanaan BAPPEDA (rasio antara dana yang dianggarkan dengan 

yang direalisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan BAPPEDA. 

 
Untuk mengidentifikasi tingkat capaian kinerja BAPPEDA, Permendagri 54/2010 meminta SKPD 

untuk membandingkan antara target kinerja menurut indikator program/kegiatan dengan 

capaian/realisasi target tersebut. Yang dimaksud dengan “target” adalah sebagaimana tercantum 

dalam Renstra SKPD (Renstra Bappeda 2011-2016). Karena Permendagri 54/2010 meminta data 

kinerja 5 (lima) tahun terakhir, maka tahun acuan yang digunakan adalah 2011, 2012, 2013, 2014, dan 

2015. 

Pengukuran capaian target kinerja pelayanan Bappeda Kota Depok menggunakan data yang 

berasal dari dokumen LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kota Depok dari tahun 

2011 sampai dengan tahun 2015. Yang dimaksud dengan LKPJ adalah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007  tentang  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.  
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Perlu dicermati bahwa terdapat permasalahan ketika membandingkan 2 (jenis) dokumen tersebut, 

dokumen Renstra Bappeda 2011-2016 (target) dan dokumen LKPJ 2011-2015 (realisasi), yaitu adanya 

perbedaan jumlah indikator yang digunakan. Renstra menggunakan 27 indikator, sedangkan LKPJ 

menggunakan 30 indikator. Selain berbeda jumlah, ada beberapa indikator realisasi yang tidak ada 

indikator targetnya, yaitu: (1) Jumlah Rumah Tangga miskin yang dibina pada lokasi terpadu; (2) 

Tersedianya profil investasi; (3) Jumlah kegiatan promosi potensi. 

Perbedaan indikator kedua dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 2.3 

Indikator target dan indikator realisasi 

 

RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN (LKPJ) 

PROGRAM DAN 
KEGIATAN 

 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM DAN 

KEGIATAN 
 

JUMLAH 
INDIKATOR 

PROGRAM DAN 
KEGIATAN 

 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM DAN 

KEGIATAN 
 

JUMLAH 
INDIKATOR 

27 30 

PROGRAM : 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Tersedianya pendukung 
administrasi 
perkantoran 

1 

Program : 
Pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

Tersedianya 
pendukung 
administrasi 
perkantoran 

1 

PROGRAM : 
Peningkatan Sarana 
Prasarana Aparatur 

Tersedianya Sarpras 
Aparatur 

1 

Program : 
Peningkatan sarana 
dan prasarana 
aparatur 

Tersedianya sarpras 
aparatur 

1 

PROGRAM :  
Penataan dan 
Pengembangan 
Produk Hukum 

Tersusunnya/Terevisinya 
Regulasi 

2 
Program : Penataan 
dan pengembangan 
produk hukum 

Tersusun/revisinya 
regulasi 

1 

PROGRAM : 
Peningkatan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan 
keuangan 

Tersusunnya laporan 
semesteran, LAKIP, 
laporan RFK, laporan 
pengendalian 3 bulanan 

4 

Program : 
Peningkatan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan 
keuangan     

  
    

  Tersusunnya Laporan 
keuangan per 
semester 

1 

  
    

  Tersusunnya LAKIP 
OPD 

1 

  
    

  Tersusunnya laporan 
RFK per bulan 

1 

  

    

  Tersusunnya laporan 
pengendalian 
pelaksanaan Renja 
OPD per triwulan 

1 

PROGRAM : 
Peningkatan 
Kualitas SDM 
Aparatur 

Jumlah (%) Aparatur 
yang mengikuti diklat 

1 

Program  : 
Peningkatan 
kualitas 
sumberdaya 
aparatur  

Jumlah aparatur yang 
mengikuti pelatihan 
teknis/fungsional dll 

1 

Program : 
Pengembangan 
Sistem pelayanan 
dan pengaduan 
berbasis teknologi 
informasi  

Tersedianya SIM yang 
Efektif 

1 

Program : 
Pengembangan 
sistem pelayanan 
dan pengaduan 
berbasis teknologi 
informasi 

Tersedianya SIM yang 
efektif 

1 
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RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN (LKPJ) 

PROGRAM DAN 
KEGIATAN 

 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM DAN 

KEGIATAN 
 

JUMLAH 
INDIKATOR 

PROGRAM DAN 
KEGIATAN 

 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM DAN 

KEGIATAN 
 

JUMLAH 
INDIKATOR 

27 30 

PROGRAM : 
Peningkatan 
kualitas data dan 
perencanaan  

Tersusunnya : RPJMD, 
RKPD, Renstra, Renja, 
DDA, PDRB, Kajian2 

7 

Program : 
Peningkatan 
kualitas data dan 
perencanaan  

  

  

    
    Tersusunnya RPJMD  1 

    
    Tersusunnya RKPD 1 

    
    

Tersusunnya Renstra 
OPD 

1 

    
    

Tersusunnya Renja 
OPD 

1 

    

    
Penjabaran program 
RPJMD ke dalam 
RKPD 

1 

PROGRAM : 
Standarisasi 
pelayanan publik 

Tersusun dan 
dilaksanakannya 
SOP/ISO  

1 
Program : 
Standarisasi 
pelayanan publik 

Tersusunnya SOP/ISO 1 

PROGRAM : 
Peningkatan 
pengendalian, 
evaluasi dan 
pelaporan 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
daerah 

- Terselenggaranya 
rakor pengendalian 3 
bulanan                              -
Meningkatnya serapan 
anggaran dan realisasi 
fisik 

2 

Program : 
Peningkatan 
pengendalian, 
evaluasi dan 
pelaporan 
penyelenggaraan 
pemerintahan  

  

  

        
Terselenggaranya 
rakor pengendalian 3 
bulanan 

1 

        
Meningkatnya 
serapan anggaran dan 
realisasi fisik  

1 

PROGRAM : 
Pengembangan 
Sistem Penilaian 
pelayanan publik 

Tersusunnya Buku 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

1 

Program : 
Pengembangan 
sistem penilaian 
pelayanan publik 

Terlaksananya Survey  
Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

1 

PROGRAM : 
Peningkatan peran 
serta masyarakat 
dan dunia usaha 
dalam 
pembangunan 

Jumlah perusahaan 
pelaksanaan CSR 

1 

Program : 
Peningkatan peran 
serta masyarakat 
dan dunia usaha 
dalam 
pembangunan  

Jumlah perusahaan 
pelaksana CSR 

1 

PROGRAM : 
Peningkatan 
kerjasama daerah 

- Jumlah Kerjasama 
Dengan Daerah Lain 

1 

Peningkatan 
kerjasama daerah   

  

        
Jumlah kerjasama 
dengan daerah lain 

1 

        
Jumlah kerjasama 
dengan Perguruan 
Tinggi 

1 

        
Jumlah kerjasama 
dengan Dunia usaha 

1 

        
Jumlah kerjasama 
dengan para pihak 

1 
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RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN (LKPJ) 

PROGRAM DAN 
KEGIATAN 

 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM DAN 

KEGIATAN 
 

JUMLAH 
INDIKATOR 

PROGRAM DAN 
KEGIATAN 

 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM DAN 

KEGIATAN 
 

JUMLAH 
INDIKATOR 

27 30 

PROGRAM : 
Peningkatan 
koordinasi 
pembiayaan 
pembangunan 
daerah dengan 
Pusat, Provinsi dan 
daerah lain 

Meningkatnya 
pembiayaan dari Pusat, 
Provinsi dan daerah lain 

1 

Program :  
Peningkatan 
kordinasi 
pembiayaan 
pembangunan 
dengan Pusat dan 
Provinsi 

Meningkatnya 
bantuan pembiayaan 
program dari Pusat, 
Provinsi, dan daerah 
lain 

1 

PROGRAM : 
Pembangunan 
BUMD dan BLUD 

-Jumlah perusahaan 
daerah                                         - 
Jumlah BLUD 

2 

Program: 
Pengembangan dan 
Pengelolaan 
BUMD/BLUD 

  

  

  
      Jumlah BUMD 1 

  
      Jumlah BLUD 1 

PROGRAM : 
Penanggulangan 
kemiskinan terpadu 

Meningkatnya kinerja 
TKPKD 

1 
Program : 
Penanggulangan 
kemiskinan terpadu 

    

        
Meningkatnya kinerja 
TKPKD 

1 

        

Jumlah Rumah 
Tangga miskin yang 
dibina pada lokasi 
terpadu 

1 

Program 
Peningkatan 
Investasi daerah 

  0 
Program : 
Peningkatan 
investasi daerah  

    

        
Tersedianya profil 
investasi  

1 

  
  

  
  Jumlah kegiatan 

promosi potensi 1 

Sumber: Renstra Bappeda Kota Depok 2011-2016. LKPJ Kota Depok 2011-2015. 

 

Kinerja pelayanan Bappeda periode 2011-2016 ditampilkan pada Tabel  2.8 Tabel 2.3.7, Tabel 2.3.8, 

Tabel 2.3.9, Tabel 2.3.10 dan Tabel 2.3.11. Tabel 2.8 dihasilkan atau berasal dari Tabel 2.3.7, Tabel 

2.3.8, Tabel 2.3.9, Tabel 2.3.10 dan Tabel 2.3.11. 

 
Tabel 2.8 

Ringkasan Analisa Kinerja Pelayanan Bappeda 2011-2015Review Kinerja Pelayanan 

 

Ringkasan Analisa Kinerja Pelayanan Bappeda 
2011-2015Review Kinerja Pelayanan 

JUMLAH INDIKATOR 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

Tercapai 9 8 9 10 10 

Tdk Tercapai 1 2 1 1 1 

Melebihi 0 0 1 0 0 
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Ringkasan Analisa Kinerja Pelayanan Bappeda 
2011-2015Review Kinerja Pelayanan 

JUMLAH INDIKATOR 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

Target & Realisasi Ada, Tetapi Satuan Beda 2 2 3 3 2 

Target Ada, Evaluasi Tdk Ada 2 1 1 1 1 

Target Tdk Ada, Evaluasi Ada 9 5 6 5 7 

Target Ada Tdk Jelas, Evaluasi Ada 0 4 3 3 4 

Target Ada Tdk Jelas, Evaluasi Tdk Ada 0 0 2 2 1 

Tdk Ada Data 7 8 4 5 4 

Sumber: Hasil Analisa subidang Pemerintahan 
  

Review lengkap Analisa kinerja pelayanan BAppeda 2011-2015 dijelaskan pada Lampiran 2. 

 

2) Kinerja pengelolaan keuangan Bappeda 

Tabel 2.3.12 menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan Bappeda Kota Depok periode 

2011-2015. Dari sisi keuangan, kinerja pengelolaannya terlihat fluktuatif (naik-turun).   

Pada item Belanja Daerah paling rendah realisasinya terjadi pada 2015 (81.55%), demikian pula pada 

item Belanja Langsung (83.28%). Sedangkan pada item Belanja Tidak Langsung paling rendah 

realisasinya terjadi pada 2012 (75.35%).  

Fluktuasi kemampuan pengelolaan (penyerapan) anggaran dipengaruhi oleh permasalahan yang 

sering ditemui dalam pengelolaan pelaksanaan kegiatan dan penyediaan anggaran kas, 

diantaranya: 

1. Proses lelang pengadaan barang dan jasa memakan waktu lama, menyebabkan keterbatasan 

waktu untuk pelaksanaan kegiatan. Peristiwa gagal lelang dan/atau adanya sanggahan  

menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan  karena tidak tersedia penyedia barang/jasa atau 

menyebabkan pelaksanaan kegiatan mengalami cut off karena keterbatasan waktu 

pelaksanaan.  

2. Penyusunan dokumen lelang tergantung kecepatan bekerja aparatur. Aparatur yang 

tidak/kurang menguasai  substansi tugas, cenderung lambat menyelesaikan tugasnya,  

berakibat kepada lambatnya penyerapan anggaran. Diantara penyebabnya adalah tidak 

memadainya mekanisme dan sumberdaya organisasi yang memungkinkan bagi seorang 

aparatur untuk bisa secara cepat belajar dan menguasai bidang tugasnya. 

3. Kebijakan penjadwalan anggaran kas kurang fleksibel mengantisipasi faktor-faktor 

ketidakpastian dalam pelaksanaan kegiatan.  
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4. Jadwal beberapa bidang pekerjaan perencanaan bersifat rutin/teratur setiap tahun, dan 

beberapa pekerjaan saling tergantung. Misalnya, kegiatan sinergitas (penyelarasan) produk-

produk perencanaan SKPD oleh Bappeda tergantung dari penyelesaian kegiatan 

penyusunan/pembuatan produk perencanaan oleh SKPD. Jika SKPD lambat, maka kegiatan 

sinergitas perencanaan di Bappeda terdampak menjadi mundur pelaksanaannya. Persoalan ini 

berdampak pada lambatnya penyerapan anggaran. 

5. Beban kerja aparatur yang berlebihan. Kekurangan jumlah aparatur PNS memaksa penugasan 

aparatur yang cenderung melebihi kapasitas untuk terlibat dalam tugas-tugas di luar 

tupoksinya, menyebabkan penyelesaian tugasnya sendiri terlambat. Persoalan ini berdampak 

pada lambatnya penyerapan anggaran.  

6. Adanya peristiwa eksternal, misalnya ada kebijakan dari Pemerintah Pusat yang diberlakukan 

pada saat anggaran sudah ditetapkan, yang mempengaruhi penyerapan, misalnya: 

a. jika kegiatan dilaksanakan justru berpotensi melanggar aturan, atau,  

b. kebijakan Pemerintah Pusat yang berdampak pada perlunya dilaksanakan kegiatan baru 

yang tidak direncanakan sebelumnya (sehingga anggaran tidak tersedia), sehingga 

memerlukan proses perubahan anggaran, atau 

c. kebijakan Pemerintah Pusat yang berdampak pada perlunya memperluas atau 

mengurangi cakupan kegiatan, sehingga memerlukan proses perubahan anggaran. 

7. Cepat atau lambatnya penerbitan SK pejabat pengelola keuangan dan kegiatan (KPA, PPK, 

PPTK, Bendahara). SK merupakan payung hukum bagi pejabat dalam mengelola keuangan dan 

kegiatan. 
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Tabel 2.9 
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Depok (Rp milyar) 

 

Uraian 
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Belanja Daerah 
11,727 14,692 13,152 19,091 18,504 9,961 13,846 12,110 15,570 16,376 84.94% 94.24% 92.08% 81.55% 88.50% 15,626 13,822 

Belanja Tidak 
Langsung 4,077 3,973 3,734 5,979 6,476 3,072 3,775 3,491 4,650 5,351 75.35% 95.01% 93.48% 77.77% 82.63% 5,041 4,317 

Belanja Langsung 
7,649 10,719 9,417 13,111 12,027 6,889 10,071, 8,619 10,919 11,024 90.06% 93.95% 91.52% 83.28% 91.66% 10,585 9,504 

Sumber : Laporan Keuangan. 
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(3) Kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan IKK (Permendagri 73/2009) 

Kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan IKK (Permendagri 73/2009) periode 2011-2015 

ditampilkan pada Tabel 2.3.15 dan Tabel 2.3.16. Kinerja Bappeda Kota Depok tersebut bersama-

sama dengan kinerja seluruh Perangkat Daerah Pemkot Depok lainnya berkontribusi terhadap 

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Depok, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 

2.3.14. 

 

Pada Tabel 2.3.14, dapat dilihat dari nomor peringkat dan skor kinerja Pemkot Depok 2011-2014 

cenderung turun. Baru pada 2015 hal itu naik. Tetapi secara keseluruhan 2011-2015 kinerja Pemkot 

Depok berada pada status sangat tinggi.  

 

Kinerja Pemkot Depok yang demikian itu didukung oleh kinerja seluruh perangkat daerah pada 

Pemkot Depok, termasuk Bappeda. Sebagai catatan, di dalam Permendagri 73/2009 tidak diatur 

pemeringkatan menurut Perangkat Daerah pada suatu Pemerintah Daerah, sehingga tidak 

diketahui bagaimana kontribusi kinerja suatu perangkat daerah terhadap kinerja pemerintah 

daerah yang menaunginya. Jadi, apakah kinerja Bappeda sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 

2.3.15 dan Tabel 2.3.16 tersebut sudah maksimal atau masih bisa ditingkatkan untuk bisa 

berkonstribusi mendongkrak kinerja Pemkot Depok, tidak bisa dianalisis secara pasti.  

Sebagai contoh, IKK “Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD”, apakah jika suatu SKPD 

melaksanakan semua program nasional, maka hal itu bisa mendongkrak peringkat Pemdanya? 

Padahal dalam situasi tertentu tidak semua program nasional relevan dengan persoalan daerah. 

Jika dilihat IKK pada tahun 2015, salah satu program nasional adalah “Daerah tertingggal, terdepan, 

terluar dan pasca konflik”. Program ini kurang relevan untuk dilaksanakan pada situasi Kota Depok, 

dimana semua bagian wilayahnya sudah bersifat kota dan mudah dijangkau, atau tidak ada lagi 

bagian wilayah yang tertinggal, terluar/pasca konflik. Tidak relevan jika Pemkot Depok 

mengadakan program semacam itu.  

Tabel 2.10 
Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota Depok 2011-2015 

 

NAMA 
PEMERINTAH 

DAERAH 

2011 2012 2013 2014 2015 

PERINGKAT 

S
T

A
T

U
S

 

PERINGKAT 

S
T

A
T

U
S

 

PERINGKAT 

S
T

A
T

U
S

 

PERINGKAT 

S
T

A
T

U
S

 

PERINGKAT 

S
T

A
T

U
S

 

  NO. SKOR NO. SKOR NO. SKOR NO. SKOR NO. SKOR 

KOTA DEPOK 4 3,1486 

S
A

N
G

A
T 

TI
N

G
G

I 9 3,1212 

S
A

N
G

A
T 

TI
N

G
G

I 10 3,0926 

S
A

N
G

A
T 

TI
N

G
G

I 11 3,0902 

S
A

N
G

A
T 

TI
N

G
G

I 7 3,2908 

S
A

N
G

A
T 

TI
N

G
G

I 
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Sumber: 

1. Kepmendagri No.120-2818 Tahun 2013 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2011. 

2. Kepmendagri No.120-251 Tahun 2014 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2012. 

3. Kepmendagri No.120-4761 Tahun 2014 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2013. 

4. Kepmendagri No.800-35 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2014. 

5. Kepmendagri No.120-10421 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2015. 

 

Tabel Analisa lengkap kinerja Bappeda 2011 – 2015 berdasarkan IKK format II.2, dijelaskan pada 

lampiran 3. 
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(4)   Identifikasi Faktor Pendorong & Penghambat, Permasalahan dan Potensi Pengembangan 

 

Tabel 2.11 
Identifikasi Faktor Pendorong & Penghambat, Permasalahan dan Potensi Pengembangan 

 

Review kinerja 
pelayanan 

Jumlah indikator 
 

Identifikasi faktor yg mempengaruhi, permasalahan dan potensi pengembangan 

2011 2012 2013 2014 2015  Faktor pendorong Faktor penghambat Permasalahan Potensi pengembangan 

Tercapai 9 8 9 10 10 

 

Program/kegiatan 
bersifat rutin dgn 
target yg relatif 
mudah 
diprediksi/diukur       

Tdk tercapai 1 2 1 1 1 
   

Efisiensi akibat persaingan 
usaha dlm lelang pbj.     

Melebihi 0 0 1 0 0 

     

Data dasar untuk 
mengukur indikator 
"persentase" tidak jelas.   

Target & realisasi ada, 
tetapi satuan beda 

2 2 3 3 2 

   

Tidak ada pedoman mengisi 
lkpj dgn mempertimbangkan 
renstra. 

Evaluasi tdk 
memperhatikan renstra. 

  

            

     

Indikator target renstra 
sulit diukur/dievaluasi. 

  

            

   

Perencanaan tidak 
menggunakan pendekatan 
model logis. 

Adanya gap/beda 
kebijakan ttg indikator, 
antara aturan 
penyusunan renstra 
dengan aturan 
penyusunan lkpj 

Perlu dibuat pedoman 
penerapan model logis untuk 
perencanaan program & 
kegiatan. 
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Review kinerja 
pelayanan 

Jumlah indikator 
 

Identifikasi faktor yg mempengaruhi, permasalahan dan potensi pengembangan 

2011 2012 2013 2014 2015  Faktor pendorong Faktor penghambat Permasalahan Potensi pengembangan 

Target ada, evaluasi tdk 
ada 

2 1 1 1 1 

   

Pada saat merencanakan 
indikator kinerja tidak 
memikirkan bagaimana cara 
mengukurnya.   

Perlu dibuat pedoman ttg 
penyusunan indikator kinerja 
program & kegiatan. 

Target tdk ada, evaluasi 
ada 

9 5 6 5 7 

   

Data tidak tersedia, atau 
data sulit diakses. 

Kebiasaan (habit) 
merencanakan tanpa 
data.   

Target ada tdk jelas, 
evaluasi ada 

0 4 3 3 4 

   

Pelaksanaan tugas 
"merencanakan" tidak 
mempedomani aturan yg 
berlaku. 

Lemahnya pemahaman 
ttg hubungan antara 
outcome dengan output. 

Perlu unit kerja khusus yang 
mengelola data semua 
sektor. 

Target ada tdk jelas, 
evaluasi tdk ada 

0 0 2 2 1 

   

Penentuan waktu 
pencapaian target tdk 
memperhatikan aturan yg 
berlaku. 

Aparatur perencana 
kurang memahami 
aturan di bidang 
perencanaan. 

Perlu meningkatkan akses 
terhadap informasi ttg 
peraturan perundangan & 
meningkatkan ketrampilan 
cara cepat memahaminya. 

Tdk ada data 7 8 4 5 4 

   

Tidak ada unit kerja yg 
secara khusus melakukan 
tugas pendataan. 

Lemahnya dukungan 
data pada saat 
menyusun indikator & 
target, dan pada saat 
evaluasi.   

Pengelolaan keuangan 

     

 

Adanya kegiatan 
yang bersifat 
rutin/teratur setiap 
tahun, lebih mudah 
diprediksi kebutuhan 
anggarannya dan 
jadwal 
pelaksanaannya. 

 
 
 

 

 
Pengelolaan keuangan 

     

 

 
Proses lelang pengadaan 
barang dan jasa memakan 
waktu lama, menyebabkan 
keterbatasan waktu untuk 
pelaksanaan kegiatan.  
 

1. Peristiwa gagal lelang 
dan/atau adanya 
sanggahan. 

2. Lemahnya 
kemampuan sdm 
aparatur dalam  
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Review kinerja 
pelayanan 

Jumlah indikator 
 

Identifikasi faktor yg mempengaruhi, permasalahan dan potensi pengembangan 

2011 2012 2013 2014 2015  Faktor pendorong Faktor penghambat Permasalahan Potensi pengembangan 

menyusun dokumen 
lelang. 

3. Tidak memadainya 
mekanisme dan 
sumberdaya organisasi 
yang memungkinkan 
bagi seorang aparatur 
untuk bisa secara 
cepat belajar dan 
menguasai bidang 
tugasnya. 

Pengelolaan keuangan 

     

  

Kebijakan penjadwalan 
anggaran kas kurang 
fleksibel mengantisipasi 
faktor-faktor ketidakpastian 
dalam pelaksanaan kegiatan. 

 

 
Pengelolaan keuangan 

     

 

Dorongan dari 
pemerintah pusat 
agar daerah 
berinovasi dan 
memanfaatkan 
teknologi untuk 
pelayanan publik.  

Beban kerja aparatur yang 
berlebihan.  

Kekurangan jumlah 
aparatur pns memaksa 
penugasan aparatur 
yang cenderung 
melebihi kapasitas untuk 
terlibat dalam tugas-
tugas di luar tupoksi ke-
bappeda-an (sebagai 
anggota tim dan 
menghadiri undangan 
rapat dari instansi lain). 
 

Perlu bantuan alat/teknologi 
yang bisa memudahkan 
proses-proses pekerjaan 
manual. 

Pengelolaan keuangan 

     

  

Adanya beberapa kegiatan 
bappeda yang 
pelaksanaannya tergantung 
kepada selesainya kegiatan 
di skpd lain. 
 

 

  
     

  

Adanya peristiwa eksternal, 
misalnya ada kebijakan dari 
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Review kinerja 
pelayanan 

Jumlah indikator 
 

Identifikasi faktor yg mempengaruhi, permasalahan dan potensi pengembangan 

2011 2012 2013 2014 2015  Faktor pendorong Faktor penghambat Permasalahan Potensi pengembangan 

pemerintah pusat yang 
diberlakukan pada saat 
anggaran sudah ditetapkan, 
yang mempengaruhi 
penyerapan. 

Kinerja pelayanan 
berdasar ikk 

     

 

Kinerja bappeda 
2011-2015 
berkontribusi pada 
kinerja pemkot, dg 
status kinerja 
“sangat tinggi”  

Sebagian ikk tergantung 
faktor-faktor eksternal yang 
sulit diprediksi 

Target ikk di tahun yang 
akan datang sulit 
ditentukan, terutama 
untuk ikk yang 
melibatkan kewenangan 
skpd di luar bappeda, 
seperti pengisian 
jabatan, atau rasio pns.  

Sumber: Hasil analisis. 
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kota Depok 

  

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap: 

1_Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota),  

2_hasil telaahan terhadap RTRW, dan  

3_hasil analisis terhadap KLHS. 

yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima 

tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan 

pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. 

 

1_Telaah Renstra K/L (Kemendagri) dan Renstra SKPD provinsi (Bappeda) 

 

Telaah Renstra K/L (Kemendagri) dan Renstra SKPD provinsi (Bappeda) dapat dilihat pada Tabel 

2.4. Dengan membandingkan (komparasi) antara Renstra Bappeda Depok dengan Renstra 

Bappeda Jabar, dan dengan Renstra Kemendagri, diketahui tidak semua indikator kinerja Bappeda 

Depok 100% sama persis dengan yang dimiliki Bappeda Jabar maupun Renstra Kemendagri. 

Dari 11 indikator kinerja yang dibandingkan, hanya 7 (tujuh) indikator yang kurang lebih mendekati 

kemiripan (Bappeda Depok vs Bappeda Jabar). 

Dari 11 indikator kinerja yang dibandingkan, hanya 2 (dua) indikator yang kurang lebih mendekati 

kemiripan (Bappeda Depok vs Kemendagri). 

Permendagri 54/2010 meminta bahwa telaah ditujukan untuk bisa mengidentifikasi apakah: 

a. capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota telah berkontribusi terhadap 

pencapaian sasaran Renstra SKPD provinsi dan Renstra K/L; dan 

b. tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kabupaten/kota melebihi/sama/kurang dari sasaran 

Renstra SKPD provinsi atau Renstra K/L.  

Jika tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kabupaten/kota melebihi sasaran Renstra K/L dan 

Renstra SKPD provinsi, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja SKPD sudah baik secara 

nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa SKPD tersebut 

memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan 

program, kegiatan, dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, 

proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/ kebijakan pelayanan yang ditempuh. 

Hasil telaah Kontribusi Sasaran Renstra Bappeda Kota Depok terhadap Sasaran Renstra Bappeda 

Provinsi dan Renstra K/L (Kemendagri) dapat dilihat pada Tabel 2.6. 
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Tabel 2.4_Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bappeda Kota Depok terhadap Sasaran Renstra 

Bappeda Provinsi dan Renstra K/L (Kemendagri) 

No 
Indikator Kinerja pada 

Renstra Bappeda Depok 

Capaian Sasaran 
Renstra Bappeda 

Kota Depok 

Sasaran pada Renstra 
Bappeda Provinsi  Jawa 

Barat 2018 

Sasaran pada Renstra 
Kemendagri 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Nilai LAKIP  B - A  (Akuntabilitas kinerja 
Kemendagri) 

2 Persentase tertib adminis-trasi 
barang   

100% - 
- 

3 Persentase pegawai Bappeda 
yang mendapatkan 
pengembangan kompetensi 

100% 100% (Persentase aparatur yang 
kompeten & berkualitas) 

80% (Peningkatan 
kompetensi aparatur 
Kemendagri dan Pemda 
melalui pengembangan 
kapasitas SDM) 

4 Persentase usulan masyara-kat 
melalui musrenbang yang 
terakomodir dalam dokumen  
perencanaan 

NA. 90% (tingkat penyelengga-raan 
dan partisipasi publik dalam 
musrenbang) 

- 

5 Persentase keselarasan RKPD 
terhadap RPJMD 

100% 100% (persentase kesesuaian 
pelaksanaan program 
pembangunan) 

- 

6 Persentase keselarasan Renstra 
SKPD terhadap RPJMD 

100% 100% (persentase kesesuaian 
pelaksanaan program 
pembangunan) 

- 

7 Persentase keselarasan Renja 
SKPD terhadap RKPD 

100% 100% (persentase kese-suaian 
pelaksanaan program 
pembangunan) 

- 

8 

Persentase Rekomendasi Hasil 
kajian, penelitian yang 
dimanfaatkan untuk 
pembangunan 

NA. 80%  (Tingkat kontribusi hasil 
analisis data/peneli-tian/kajian 
dalam Peren-canaan 
pembangunan) 

- 

9 
Presentase hasil inovasi daerah 
yang diterapkan 

80% - - 

10 
Persentase OPD dengan Realisasi 
Kinerja  ≥76 % 

90% - - 
 

11 
Persentase layanan sistem 
informasi yang terintegrasi pada 
Bappeda Kota Depok 

60% 90% (Tingkat layanan informasi 
perencanaan pembangunan 
daerah) 

- 

Sumber: 

1. Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018. 

2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 

Tahun 2015-2019. 

3. Draf Renstra (perubahan) Bappeda Kota Depok 2016-2021. 

 

Dari Tabel 2.6, hal-hal yang memerlukan perhatian lebih oleh Bappeda Kota Depok adalah:  

1. Kontribusi Sasaran Renstra Bappeda Kota Depok terhadap Sasaran Renstra K/L (Kemendagri) 

masih kurang dalam hal target nilai LAKIP. Apa kendala yang dihadapi oleh Bappeda Depok 

untuk mencapai nilai A ? 

2. Kontribusi Sasaran Renstra Bappeda Kota Depok terhadap Sasaran Renstra Bappeda Jabar:  

a. Indikator persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam 

dokumen  perencanaan. Indikator keduanya menyasar obyek partisipasi masyarakat dalam 

musrenbang. Indikator yang digunakan Bappeda Depok cenderung lebih sulit diukur 

karena hingga saat ini tidak tersedia landasan hukum yang bisa digunakan sebagai 
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pedoman menentukan proporsi usulan masyarakat (pendekatan bottom up) terhadap 

proporsi usulan hasil pendekatan lainnya (teknokratis, politis, dan top down). Perlu 

dipertimbangkan kembali pemilihan indikator ini. 

b. Indikator persentase rekomendasi hasil kajian, penelitian yang dimanfaatkan untuk 

pembangunan. Bappeda Depok perlu mengidentifikasi terlebih dahulu kondisi saat ini. 

c. Indikator persentase layanan sistem informasi yang terintegrasi pada Bappeda Kota Depok. 

Indikator keduanya menyasar obyek level keandalan sistem informasi. Cakupan informasi 

yang akan diintegrasikan perlu diperjelas, apakah pengelolaan informasi-informasi tersebut 

merupakan kewenangan Bappeda Depok, atau melibatkan kewenangan SKPD lain 

(misalnya Badan Keuangan Daerah). Jika melibatkan kewenangan SKPD lain, maka 

pencapaian indikator tersebut menjadi tergantung pula pada apa yang akan dilakukan oleh 

SKPD lain tersebut. Itu menjadi faktor eksternal yang cenderung tidak bisa dikontrol oleh 

Bappeda Depok. 
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Tabel 2.5_Kontribusi Sasaran Renstra Bappeda Kota Depok terhadap Sasaran Renstra Bappeda Provinsi dan Renstra K/L (Kemendagri) 

No 
Indikator Kinerja pada 

Renstra Bappeda 
Depok 

Capaian Sasaran 
Renstra 

Bappeda Kota 
Depok 

Sasaran pada 
Renstra Bappeda 

Provinsi  Jawa Barat 
2018 

Sasaran pada 
Renstra 

Kemendagri 2019 

Kontribusi Renstra Bappeda Depok 
terhadap Renstra Bappeda 

Kontribusi Renstra Bappeda Depok 
terhadap Renstra Kemendagri 

Sudah/belum Lebih/kurang Sudah/belum Lebih/kurang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Nilai LAKIP  B - A  (Akuntabilitas kinerja 
kemendagri) 

Tdk ditelaah Tdk ditelaah SUDAH KURANG 

2 Persentase tertib adminis-trasi 
barang   

100% - 
- 

Tdk ditelaah Tdk ditelaah Tdk ditelaah Tdk ditelaah 

3 Persentase pegawai Bappeda 
yang mendapatkan 
pengembangan kompetensi 

100% 100% (Persentase aparatur 
yang kompeten & 
berkualitas) 

80% (Peningkatan 
kompetensi aparatur 
Kemendagri dan Pemda 
melalui pengembangan 
kapasitas SDM) 

SUDAH SAMA SUDAH LEBIH 

4 Persentase usulan masyarakat 
melalui musrenbang yang 
terakomodir dalam dokumen  
perencanaan 

NA. 90% (tingkat 
penyelenggaraan dan 
partisipasi publik dalam 
musrenbang) 

- 

BELUM KURANG Tdk ditelaah Tdk ditelaah 

5 Persentase keselarasan RKPD 
terhadap RPJMD 

100% 100% (persentase 
kesesuaian pelaksanaan 
program pembangunan) 

- 
SUDAH SAMA Tdk ditelaah Tdk ditelaah 

6 Persentase keselarasan 
Renstra SKPD terhadap 
RPJMD 

100% 100% (persentase 
kesesuaian pelaksanaan 
program pembangunan) 

- 
SUDAH SAMA Tdk ditelaah Tdk ditelaah 

7 Persentase keselarasan Renja 
SKPD terhadap RKPD 

100% 100% (persentase kese-
suaian pelaksanaan 
program pembangunan) 

- SUDAH SAMA Tdk ditelaah Tdk ditelaah 

8 

Persentase Rekomendasi Hasil 
kajian, penelitian yang 
dimanfaatkan untuk 
pembangunan 

NA. 80%  (Tingkat kontribusi 
hasil analisis data/peneli-
tian/kajian dalam 
Perencanaan 
pembangunan) 

- BELUM KURANG Tdk ditelaah Tdk ditelaah 

9 
Presentase hasil inovasi 
daerah yang diterapkan 

80% - - Tdk ditelaah Tdk ditelaah Tdk ditelaah Tdk ditelaah 

10 
Persentase OPD dengan 
Realisasi Kinerja  ≥76 % 

90% - - 
 

Tdk ditelaah Tdk ditelaah Tdk ditelaah Tdk ditelaah 

11 
Persentase layanan sistem 
informasi yang terintegrasi 
pada Bappeda Kota Depok 

60% 90% (Tingkat layanan 
informasi perencana-an 
pembangunan daerah) 

- SUDAH KURANG Tdk ditelaah Tdk ditelaah 

Sumber: Hasil analisis. 
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Tabel 2.6_Identifikasi tantangan dan peluang berdasarkan telaah Renstra Bappeda Provinsi dan Renstra K/L (Kemendagri) 

No 
Indikator Kinerja pada 

Renstra Bappeda 
Depok 

Kontribusi Renstra Bappeda Depok 
terhadap Renstra Bappeda Prov.Jabar 

Kontribusi Renstra Bappeda Depok 
terhadap Renstra Kemendagri Tantangan Peluang 

Sudah/belum Lebih/kurang Sudah/belum Lebih/kurang 

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Nilai LAKIP  Tdk ditelaah Tdk ditelaah SUDAH KURANG Perlu mengidentifikasi kendala-kendala 
bagi Bappeda Depok untuk mencapai 
nilai A. 

Adanya dukungan political will dari 
pimpinan. 

2 Persentase tertib 
administrasi barang   

Tdk ditelaah Tdk ditelaah Tdk ditelaah Tdk ditelaah   

3 Persentase pegawai Bappeda 
yang mendapatkan 
pengembangan kompetensi 

SUDAH SAMA SUDAH LEBIH Mempertahankan pencapaian yang 
sudah diraih. 

Adanya dukungan political will dari 
pimpinan. 

4 Persentase usulan 
masyarakat melalui 
musrenbang yang 
terakomodir dalam dokumen  
perencanaan 

BELUM KURANG Tdk ditelaah Tdk ditelaah Peraturan perundangan memberi 
kewenangan kepada SKPD untuk 
menentukan indikator kinerja secara 
mandiri, dengan resiko pengukuran 
indikator juga dilakukan secara mandiri. 

Peraturan perundangan memberi 
kewenangan kepada SKPD untuk 
menentukan indikator kinerja secara 
mandiri. 

5 Persentase keselarasan RKPD 
terhadap RPJMD 

SUDAH SAMA Tdk ditelaah Tdk ditelaah Mempertahankan pencapaian yang 
sudah diraih. 

Peraturan di bidang penilaian kinerja 
instansi pemerintah. 

6 Persentase keselarasan 
Renstra SKPD terhadap 
RPJMD 

SUDAH SAMA Tdk ditelaah Tdk ditelaah Mempertahankan pencapaian yang 
sudah diraih. 

Peraturan di bidang penilaian kinerja 
instansi pemerintah. 

7 Persentase keselarasan Renja 
SKPD terhadap RKPD 

SUDAH SAMA Tdk ditelaah Tdk ditelaah Mempertahankan pencapaian yang 
sudah diraih. 
 

Peraturan di bidang penilaian kinerja 
instansi pemerintah. 

8 

Persentase Rekomendasi 
Hasil kajian, penelitian yang 
dimanfaatkan untuk 
pembangunan 

BELUM KURANG Tdk ditelaah Tdk ditelaah 1. Menghimpun hasil-hasil kajian di masa 
lalu. 

2. Menganalisa pemanfaatan hasil-hasil 
kajian dalam perumusan kebijakan 
pembangunan di masa lalu. 

Bappeda Depok memiliki unit kerja litbang, 
yang mana salah satu fokusnya adalah 
mengenai penerapan inovasi daerah. 

9 
Presentase hasil inovasi 
daerah yang diterapkan 

Tdk ditelaah Tdk ditelaah Tdk ditelaah Tdk ditelaah  

10 
Persentase OPD dengan 
Realisasi Kinerja  ≥76 % 

Tdk ditelaah Tdk ditelaah Tdk ditelaah Tdk ditelaah   

11 

Persentase layanan sistem 
informasi yang terintegrasi 
pada Bappeda Kota Depok 

SUDAH KURANG Tdk ditelaah Tdk ditelaah 1. Mempertahankan pencapaian yang 
sudah diraih. 

2. Adanya tuntutan reformasi birokrasi 
untuk mengintegrasikan beberapa 

Peraturan perundangan di bidang 
reformasi birokrasi, terutama yang 
menyangkut pencegahan korupsi. 
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No 
Indikator Kinerja pada 

Renstra Bappeda 
Depok 

Kontribusi Renstra Bappeda Depok 
terhadap Renstra Bappeda Prov.Jabar 

Kontribusi Renstra Bappeda Depok 
terhadap Renstra Kemendagri Tantangan Peluang 

Sudah/belum Lebih/kurang Sudah/belum Lebih/kurang 

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

informasi yang kewenangan 
pengelolaannya bersifat lintas SKPD. 

 

Sumber: Hasil analisis. 
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2_Hasil telaahan terhadap RTRW 

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap telaahan terhadap RTRW (Rencana Tata 

Ruang Wilayah) Kota Depok, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi 

pengembangan pelayanan Bappeda Kota Depok pada lima tahun mendatang. Bagian ini 

mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi 

pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Tahapan untuk menghasilkan output-output tersebut 

dikerjakan mengacu pada pedoman sebagaimana Permendagri 54/201o, Lampiran IV (Renstra 

SKPD), Subab C.1.4, yaitu  dengan membuat tabel-tabel berikut ini: 

 

 

Sumber: Permendagri 54/201o, Lampiran IV, Subab C.1.4. 

(1)_Sumber data struktur dan pola ruang 

Untuk membuat Tabel telaah struktur dan pola ruang sebagaimana Tabel T-IV.C.6 dan 

Tabel T-IV.C.7 diatas, Kolom 2 (Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang) akan diisi dengan 

narasi yang bersumber dari Bab III dan Bab IV Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun  2015 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012–2032 (selanjutnya disebut Perda 

1/2015).  

Kolom 4 (Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan) akan 

diisi dengan narasi yang bersumber dari Bab VI Perda 1/2015.  

Kolom 3 (Struktur dan pola ruang Saat Ini) tidak akan diisi karena keterbatasan data. 

Pengisian kolom ini berkaitan erat dengan Peraturan Walikota Depok Nomor  69 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas  Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang (selanjutnya disebut Perwal 69/2016), khususnya: 
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1. Pasal 4 ayat 2 huruf c, yaitu bahwa salah satu tugas dan fungsi Dinas PUPR adalah pelaksanaan 

kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan Sumber Daya Aair, 

kebinamargaan, Penataan Ruang dan jasa Konstruksi. 

2. Pasal 25 ayat 2 huruf d, yaitu bahwa salah satu tugas dan fungsi Seksi Pelaksanaan Penataan 

Ruang Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR, adalah koordinasi, monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang. 

 

(2)_Sumber data pelayanan Bappeda 

Kolom 5 (Pengaruh Rencana Struktur dan Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan 

SKPD/Bappeda) dan Kolom 6 (Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD/Bappeda) tabel diatas 

akan diisi dengan hasil analisis yang dikerjakan oleh Tim Bappeda Kota Depok. Yang dimaksud 

pelayanan Bappeda adalah tugas dan fungsi Bappeda Kota Depok sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Walikota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah 

(selanjutnya disebut Perwal 101/2016), khususnya Pasal 4 ayat 2, meliputi: 

a. Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, dan 

LKPJ; 

b. Perumusan dan Penetapan Renstra, Renja dan SAKIP Badan dengan berpedoman pada RPJPD, 

RPJMD dan RKPD; 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan Munsrenbang RPJPD, RKJMD dan RKPD; 

d. Verifikasi rancangan Rensta, dan Renja Perangkat Daerah; 

e. Penyusunan dan Penetapan SAKIP, LPPD dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

badan; 

f. Pengkoordinasian pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD; 

g. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD tekait RPJPD, RPJMD dan RKPD; 

h. Pengkoordinasian Sinergitas dan harmonisasi program, kegiatan perangkat daerah; 

i. Pengkoordiasian Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan kementrian atau lembaga, provinsi, di 

Kota; 

j. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah; 

k. Pengendalian pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD; 

l. Pengendalian pelaksanaan Renstra, Renja, dan SAKIP Badan; 

m. Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan; 

n. Pengelolaan data dan informasi sesuai dengan bidang tugas badan; 

o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas badan; 
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p. Pembinaan dan pengawasan pegawai dalam lingkup badan; 

q. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah 

tangga badan; dan 

r. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran badan. 

(3)_Metodologi 

Metodologi untuk mengidentifikasi pengaruh rencana struktur dan pola ruang terhadap 

pelayanan Bappeda adalah dengan cara: 

1. membuat matriks keterkaitan antara Indikasi Program Pemanfaatan Ruang dengan rencana 

struktur dan pola ruang, dan perkiraan keterkaitannya dengan tugas dan fungsi bidang-bidang 

di Bappeda, 

2. membuat matriks keterkaitan antara Indikasi Program Pemanfaatan Ruang dengan tugas dan 

fungsi Bappeda Kota Depok sebagaimana diatur dalam Perwal 101/2016. 

 

Menilai “terkait” atau “tidak terkait” antar obyek-obyek yang diperbandingkan 

tergantung sepenuhnya kepada professional judgement (penilaian subyektif) anggota tim 

Bappeda.  

Kerangka logis (logical framework) untuk menilai bagaimana pengaruh tersebut bekerja 

adalah jika rencana struktur dan pola ruang ingin diwujudkan/direalisasikan, maka secara logis 

indikasi program pemanfaatan ruang di dalam Perda 1/2015 seharusnya dijalankan sesuai tahapan, 

dengan asumsi bahwa program-program tersebut telah dikaji secara mendalam dan diperkirakan 

mampu mewujudkan struktur dan pola ruang yang direncanakan. Jika program pemanfaatan ruang 

tersebut memiliki dukungan political will yang kuat dan harus dijalankan, maka program-program 

yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Depok seharusnya terprogramkan di dalam 

rencana pembangunan daerah  (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD) dan 

teranggarkan di dalam APBD Kota Depok.  

Pada saat program-program tersebut berada atau dibahas tahap pada perencanaan 

pembangunan daerah, maka pada saat itu Bappeda terpengaruh, mengingat bahwa tugas utama 

Bappeda adalah sebagai koordinator perencanaan sektoral, sesuai Perwal 101/2016.  

Untuk sementara kita tidak perlu mendikotomikan antara terminologi/nomenklatur 

“program” menurut Perda 1/2015 (tata ruang) dan menurut Peraturan perundangan di bidang 

perencanaan pembangunan daaerah.  

Sebuah contoh penilaian keterkaitan misalnya salah satu indikasi program pemanfaatan 

ruang adalah Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) PPK dan seluruh SPK, yang direncanakan 
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perlu direalisasikan pada Tahap Pertama (2013-2017). Pengaruhnya terhadap pelayanan Bappeda 

adalah bahwa Bappeda harus memasukkan program/kegiatan tersebut ke dalam dokumen 

perencanaan pembangunan daerah agar bisa diusulkan ke dalam proses penganggaran. 

Bagaimana prosesnya? Pertama, Bappeda memastikan agar kegiatan Penyusunan Rencana Detail 

Tata Ruang (RDTR) PPK dan seluruh SPK diusulkan oleh SKPD yang tugasnya di bidang perencanaan 

tata ruang atau perencanaan pembangunan. SKPD memasukkan kegiatan itu ke dalam Renstranya. 

Bappeda mengawal agar kegiatan itu tercantum di dalam dokumen RKPD dan Renja SKPD terkait, 

dan mengawalnya ke proses APBD. Setelah kegiatan itu tercantum di dalam APBD, Bappeda 

memonitor dan mengendalikan pelaksanaannya untuk memastikan output kegiatan sesuai dengan 

yang direncanakan. Terakhir, Bappeda mengevaluasinya. Itulah pengaruh rencana struktur dan 

pola ruang terhadap pelayanan Bappeda.  

Dalam bagian ini, analisis pengaruh rencana struktur dan pola ruang terhadap pelayanan 

Bappeda ditunjukkan dengan identifikasi Bidang yang mungkin terlibat. Pada contoh Penyusunan 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) PPK dan seluruh SPK di atas, bidang di Bappeda yang terkait 

adalah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Bidang IPW) dan Bidang Program. 

Bidang IPW bertugas mengawal substansinya, sedangkan Bidang Program mengawal proses 

penganggarannya. Pada contoh Tabel 2.5_Telaah Struktur Ruang (Sistem Pelayanan), Tahap I, 

pengaruh rencana struktur dan pola ruang terhadap pelayanan Bappeda ditandai/diberi simbol 

angka 1 (satu).  

Selain Bidang IPW dan Bidang Program, Bidang Sosial dan Pemerintahan (Bidang Sospem) 

dan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (Bidang Kesmas) juga terpengaruh oleh 

beberapa indikasi program pemanfaatan ruang. Bidang Sospem terpengaruh jika indikasi program 

pemanfaatan ruang bersinggungan dengan fungsi-fungsi pemerintahan wilayah (kecamatan dan 

kelurahan), dan fungsi lain sebagaimana diamanatkan oleh Perwal 101/2016. 

 Sedangkan, Bidang Kesmas terpengaruh jika indikasi program pemanfaatan ruang 

bersinggungan dengan fungsi-fungsi pengembangan ekonomi daerah dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat  sebagaimana diamanatkan oleh Perwal 101/2016 tersebut. 

Lebih terperinci, apa pengaruh yang secara spesifik mungkin terjadi terhadap tugas 

Bappeda khususnya kepada Bidang IPW, misalnya pada contoh Penyusunan Rencana Detail Tata 

Ruang (RDTR) PPK dan seluruh SPK di atas ? Dalam hal substantif, RDTR yang disusun meliputi PPK 

dan seluruh SPK, kemungkinan cakupan penataan detail ruang untuk PPK meliputi (lihat Tabel 2.5 

pada Kolom RDTR): kantor pemerintahan; pendidikan tinggi, riset dan inovasi teknologi; 

perdagangan dan jasa skala regional; terminal terpadu; perumahan kepadatan tinggi (vertikal);  

konservasi budaya; dan RTH kota. Sehingga Bidang IPW harus memastikan bahwa SKPD pengusul 
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kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) PPK sudah memasukkan cakupan penataan 

detail ruang tersebut di dalam usulan kegiatan atau KAK/kerangka acuan kerjanya. Demikian cara 

membaca Tabel 2.5 s/d Tabel 2.12.  

(4)_Hasil telaah 

Berdasarkan analisa pada Tabel 2.7, teridentifikasi pengaruh rencana struktur ruang 

(Sistem Pelayanan) terhadap pelayanan Bappeda pada Tahap I meliputi 38 obyek keterkaitan untuk 

Bidang IPW, 8 obyek keterkaitan untuk Bidang Bidang Sospem, 38 obyek keterkaitan untuk Bidang 

Program dan 3 obyek keterkaitan untuk Bidang Kesmas. 

Berdasarkan analisa pada Tabel 2.8, teridentifikasi pengaruh rencana struktur ruang 

(Sistem Pelayanan) terhadap pelayanan Bappeda pada Tahap II meliputi 37 obyek keterkaitan 

untuk Bidang IPW, 7 obyek keterkaitan untuk Bidang Bidang Sospem, 37 obyek keterkaitan untuk 

Bidang Program dan 2 obyek keterkaitan untuk Bidang Kesmas. 

Berdasarkan analisa pada Tabel 2.9, teridentifikasi pengaruh rencana struktur ruang 

(Sistem Prasarana Utama) terhadap pelayanan Bappeda pada Tahap I meliputi 25 obyek 

keterkaitan untuk Bidang IPW, dan 25 obyek keterkaitan untuk Bidang Program. 

Berdasarkan analisa pada Tabel 2.10, teridentifikasi pengaruh rencana struktur ruang 

(Sistem Prasarana Utama) terhadap pelayanan Bappeda pada Tahap II meliputi 25 obyek 

keterkaitan untuk Bidang IPW, dan 25 obyek keterkaitan untuk Bidang Program. 

Berdasarkan analisa pada Tabel 2.11, teridentifikasi pengaruh rencana struktur ruang 

(Sistem Prasarana Lainnya) terhadap pelayanan Bappeda pada Tahap I meliputi 112 obyek 

keterkaitan untuk Bidang IPW, 9 obyek keterkaitan untuk Bidang Program, 8 obyek keterkaitan 

untuk Bidang Bidang Sospem, dan 2 obyek keterkaitan untuk Bidang Kesmas. 

Berdasarkan analisa pada Tabel 2.12, teridentifikasi pengaruh rencana struktur ruang 

(Sistem Prasarana Lainnya) terhadap pelayanan Bappeda pada Tahap II meliputi 79 obyek 

keterkaitan untuk Bidang IPW, 72 obyek keterkaitan untuk Bidang Program, 9 obyek keterkaitan 

untuk Bidang Bidang Sospem, dan 2 obyek keterkaitan untuk Bidang Kesmas. 

Berdasarkan analisa pada Tabel 2.13, teridentifikasi pengaruh rencana struktur pola  

terhadap pelayanan Bappeda pada Tahap I meliputi 30 obyek keterkaitan untuk Bidang IPW, 30 

obyek perencanaan untuk Bidang Program, 5 obyek keterkaitan untuk Bidang Bidang Sospem, dan 

12 obyek keterkaitan untuk Bidang Kesmas. 

Berdasarkan analisa pada Tabel 2.14, teridentifikasi pengaruh rencana struktur pola  

terhadap pelayanan Bappeda pada Tahap II meliputi 38 obyek keterkaitan untuk Bidang IPW, 38 
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obyek keterkaitan untuk Bidang Program, 22 obyek keterkaitan untuk Bidang Bidang Sospem, dan 

9 obyek keterkaitan untuk Bidang Kesmas. 

Berdasarkan hasil analisa pada Tabel 2.15, 5 (lima) jenis pelayanan Bappeda yang paling 

banyak terpengaruh adalah: 

1. pengkoordinasian Sinergitas dan harmonisasi program, kegiatan perangkat daerah (22 obyek 

keterkaitan), 

2. Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan, melalui pelaksanaan survey kepuasan 

masyarakat (IKM) dan pengkajian dampak pembangunan  (masing-masing 16 obyek keterkaitan), 

3. Pengendalian pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD (13 obyek keterkaitan), 

4. Pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan kementrian atau lembaga, provinsi, di 

Kota (13 obyek keterkaitan), 

5. Verifikasi rancangan Renstra, dan Renja Perangkat Daerah (9 obyek keterkaitan). 

Berdasarkan hasil analisa pada Tabel 2.16, 5 (lima) jenis pelayanan Bappeda yang paling 

banyak terpengaruh adalah: 

1. pengkoordinasian Sinergitas dan harmonisasi program, kegiatan perangkat daerah (11 obyek 

keterkaitan), 

2. Pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan kementrian atau lembaga, provinsi, di 

Kota (9 obyek keterkaitan), 

3. Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan, melalui pelaksanaan survey kepuasan 

masyarakat (IKM) dan pengkajian dampak pembangunan (6 obyek keterkaitan, 5 obyek 

keterkaitan, ), 

4. Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan, melalui studi kelayakan (3 obyek 

keterkaitan), 

5. Pengkoordinasian pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD (3 obyek 

keterkaitan). 

 

(5)   Identifikasi tantangan dan peluang 

Berdasarkan hasil analisa jenis pelayanan Bappeda yang paling banyak terpengaruh (Tabel 

2.16), pada Tabel 2.14 disajikan hasil identifikasi tantangan dan peluang. Analisa telaah berdasarkan 

struktur ruang pada Kota Depok tersaji pada Lampiran 4. 
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Tabel 2.14 
Identifikasi tantangan dan peluang berdasar telaah RTRW 

 

  

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang 
pada Periode Perencanaan Berkenaan 

JML OBYEK 
KETERKAITAN 

TANTANGAN PELUANG 

1 2 3 1 

P
e

n
g

ar
u

h
 p

e
la

ya
n

an
 B

ap
p

e
d

a 
(S

e
su

ai
 P

e
rw

a
l K

o
ta

 D
e

p
o

k
 1

0
1/

20
16

 t
u

p
o

k
si

 

B
ap

p
e

d
a)

 

A. Pengkoordinasian dalam 
Perumusan Kebijakan dan Penyusunan 
RPJPD, RPJMD, RKPD, dan LKPJ; 

3 

Tidak meratanya 
kompetensi memahami 
dokumen 
pembangunan daerah 
dan peraturan 
perundangan yg 
berlaku     

Peraturan 
perundangan yg terkait 
perencanaan 
pembangunan daerah 

B. Perumusan dan Penetapan Renstra, 
Renja dan SAKIP Bappeda dengan 
berpedoman pada RPJPD, RPJMD dan 
RKPD; 2 

Tidak meratanya 
kompetensi memahami 
dokumen 
pembangunan daerah 
dan peraturan 
perundangan yg 
berlaku 

Tidak ada 
pedoman/detail kriteria 
bagaimana menyusun 
sakip yang bernilai 
bagus 

  

Peraturan 
perundangan yg terkait 
perencanaan 
pembangunan daerah 

C. Pengkoordinasian pelaksanaan 
Munsrenbang RPJPD, RKJMD dan 
RKPD; 

1 
Ada kesenjangan antar 
wilayah dlm hal tingkat 
partisipasi masyarakat 

Kurangnya jumlah 
fasilitator partisipasi 

Hasil musrenbang dg 
pendekatan partisipatif 
(bottom-up) seringkali 
tereliminasi pendekatan 
politis, menyebabkan 
timbulnya apatisme 
masyarakat 

Peraturan 
perundangan yg terkait 
perencanaan 
pembangunan daerah 

D. Verifikasi rancangan Renstra, dan 
Renja Perangkat Daerah; 

9 
Tidak tersedia pedoman 
pasti tentang 
bagaimana meverifikasi 

    

Peraturan 
perundangan yg terkait 
perencanaan 
pembangunan daerah 

F. Pengkoordinasian pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi RTRW 
Daerah dan RPJMD; 

5 
Tidak tersedia pedoman 
pasti tentang 

    

Peraturan 
perundangan yg terkait 
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Indikasi Program Pemanfaatan Ruang 
pada Periode Perencanaan Berkenaan 

JML OBYEK 
KETERKAITAN 

TANTANGAN PELUANG 

1 2 3 1 

bagaimana 
mensinergikan 

perencanaan 
pembangunan daerah 

G. Pengkoordinasian pelaksanaan 
kesepakatan dengan DPRD tekait 
RPJPD, RPJMD dan RKPD; 

1 

Tidak meratanya 
kompetensi memahami 
dokumen 
pembangunan daerah 
dan peraturan 
perundangan yg 
berlaku     

Peraturan 
perundangan yg terkait 
perencanaan 
pembangunan daerah 

H. Pengkoordinasian 
Sinergitas dan 
harmonisasi 
program, kegiatan 
perangkat daerah; 

Memfasilitasi 
SKPD lain 
untuk 
merencanakan 
kegiatan 
terkait dalam 
Renjanya 

22 

Tidak tersedia pedoman 
pasti tentang 
bagaimana 
mensinergikan 

    

Peraturan 
perundangan yg terkait 
perencanaan 
pembangunan daerah 

Mengakomodir 
ke dalam RKPD 

22 

Proses pembuatan 
prioritas kegiatan tidak 
menggunakan 
pendekatan teknokratis     

Peraturan 
perundangan yg terkait 
perencanaan 
pembangunan daerah 

I. Pengkoordinasian Sinergitas dan 
Harmonisasi kegiatan kementrian atau 
lembaga, provinsi, di Kota; 13 

Tidak tersedia pedoman 
pasti tentang 
bagaimana 
mensinergikan 

Dokumen perencanaan 
k/l, skpd provinsi tidak 
selalu tersedia pada saat 
dibutuhkan 

  

Peraturan 
perundangan yg terkait 
perencanaan 
pembangunan daerah 

K. Pengendalian pelaksanaan RPJPD, 
RPJMD dan RKPD; 

13 

Indikator outcome dan 
output tidak disusun 
berdasarkan kerangka 
logis, sulit mengevaluasi 
kaitan keduanya 

Tidak ada aturan yg jelas 
tentang penggunaan 
pendekatan kerangka 
logis 

  

Peraturan 
perundangan yg terkait 
perencanaan 
pembangunan daerah 
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Indikasi Program Pemanfaatan Ruang 
pada Periode Perencanaan Berkenaan 

JML OBYEK 
KETERKAITAN 

TANTANGAN PELUANG 

1 2 3 1 

M. Pelaksanaan 
penyusunan 
penelitian dan 
pengembangan; 

Mengkaji 
dampak 
pembangunan 

10 
Beberapa amdal tidak 
dipatuhi 

    

Peraturan 
perundangan yg terkait 
perencanaan 
pembangunan daerah 

Studi 
kelayakan 

3 
Pedoman studi 
kelayakan kurang 

    

Peraturan 
perundangan yg terkait 
perencanaan 
pembangunan daerah 

Mengkaji 
substansi yang 
terkait 1 

Substansi yg terkait 
permasalahan 
perencanaan dianggap 
sebagai tupoksi untuk 
pencarian solusinya     

Peraturan 
perundangan yg terkait 
perencanaan 
pembangunan daerah 

Melaksanakan 
survey 
kepuasan 
masyarakat 
(IKM) 

16 

Masyarakat cenderung 
memiliki 
standarkepuasan tinggi 
(krn masyarakat 
perkotaan)     

Peraturan 
perundangan yg terkait 
perencanaan 
pembangunan daerah 

Sumber: Hasil analisis. 
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3_Hasil analisis terhadap KLHS  

 
Tabel 2.15 

Hasil Analisis terhadap Dokumen KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) PERUBAHAN 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (P-RPJMD)  KOTA DEPOK  2016-2021 

 

No Aspek Kajian Ringkasan KLHS 
Implikasi terhadap 

Pelayanan Bappeda 
Catatan bagi Perumusan 

Program dan Kegiatan Bappeda 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 

Kapasitas daya dukung 
dan daya tampung 
lingkungan hidup untuk 
pembangunan 

BELUM DIKAJI. 

Rencana pembangunan 
daerah menjadi kurang 
efektif,  jika timbul 
dampak negatif. 

1. Revisi KLHS yang telah ada. 
2. Perlu mencermati ALTERNATIF 

KEGIATAN MITIGASI (Lihat Tabel 
KLHS-3) 

2. 
Perkiraan mengenai 
dampak dan risiko 
lingkungan hidup 

1. Beberapa program prioritas 
beresiko/berdampak 
NEGATIF TERHADAP 
LINGKUNGAN (lihat Tabel 
KLHS-1) 

2. Beberapa program prioritas 
beresiko/berdampak 
POSITIF TERHADAP 
LINGKUNGAN (lihat Tabel 
KLHS-1) 

1. Rencana pembangunan 
daerah menjadi kurang 
efektif, jika timbul 
dampak negatif. 

2. Rencana pembangunan 
daerah tidak tepat 
sasaran. 

 

1. Antisipasi perubahan dokumen 
rencana pembangunan. 

2. Alokasi program dan kegiatan 
untuk menangani situasi ke-
gawatdarurat-an akibat 
timbulnya dampak negatif yang 
merugikan/mengganggu 
kepentingan/pelayanan publik.  

3. Analisis resiko untuk setiap 
kegiatan wajib diterapkan. 

4. Perlu mencermati ALTERNATIF 
KEGIATAN MITIGASI (Lihat Tabel 
KLHS-3) 

3. 
Kinerja layanan/jasa 
ekosistem 

BELUM DIKAJI.   

4. 
Efisiensi pemanfaatan 
sumber daya alam 

Beberapa program prioritas 
berpotensi mendorong 
terjadinya alih fungsi lahan 
(lihat Tabel KLHS-1 dan Tabel 
KLHS-2). 
 

Timbulnya kebutuhan 
penyiapan kebijakan 
perencanaan 
pembangunan alternatif. 

1. Perlu memperbanyak alternatif 
solusi dalam dokumen 
perencanaan pembangunan.  

2. Perlu mencermati ALTERNATIF 
KEGIATAN MITIGASI (Lihat Tabel 
KLHS-3) 

5. 
Tingkat kerentanan dan 
kapasitas adaptasi 
terhadap perubahan iklim 

BELUM DIKAJI. 

Rencana pembangunan 
daerah menjadi kurang 
efektif,  jika timbul 
dampak negatif. 

1. Revisi KLHS yang telah ada. 
2. Perlu mencermati ALTERNATIF 

KEGIATAN MITIGASI (Lihat Tabel 
KLHS-3) 

6. 
Tingkat ketahanan dan 
potensi keanekaragaman 
hayati 

BELUM DIKAJI. 

Rencana pembangunan 
daerah menjadi kurang 
efektif,  jika timbul 
dampak negatif. 

1. Revisi KLHS yang telah ada. 
2. Perlu mencermati ALTERNATIF 

KEGIATAN MITIGASI (Lihat Tabel 
KLHS-3) 

Sumber: Hasil Analisis. 

 
Pengkajian Program Prioritas terhadap Muatan KLHS dijabarkan pada lampiran 5. 
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Pelayanan Bappeda Kota Depok ke depan dihadapkan pada tuntutan pelayanan yang semakin 

berkualitas. Kecepatan arus informasi mendorong adanya akselerasi proses demokratisasi dan 

desentralisasi yang ditunjukkan dengan membaiknya kebebasan sipil di satu sisi, sedangkan di sisi 

lain kapasitas tata kelola pemerintahan masih terbatas, termasuk dalam bidang perencananaan 

pembangunan daerah. 

 

Tantangan dalam pengembangan pelayanan OPD adalah sebagai berikut : 

1. Keterbatasan sumberdaya aparatur baik dalam jumlah (kuantitatif) maupun mutu 

(kualitatif). Secara kuantitatif dirasakan sekali kurangnya jumlah aparatur untuk menjangkau 

dan mengendalikan semua urusan pembangunan (31 urusan).  Secara kualitatif juga masih 

terbatas, terlihat dari belum semua  aparatur telah mengikuti diklat teknis perencanaan 

maupun lainnya yang diperlukan untuk menunjang profesionalisme aparatur. Kecukupan 

akan sumberdaya aparatur sesungguhnya dapat diatasi dengan tenaga fungsional 

perencana, tetapi sampai saat ini kebijakan pengembangan tenaga fungsional belum 

mendukung.   

2. Masih kuatnya ego sektoral pada OPD sehingga menyulitkan dalam mengkoordinasikan 

perencanaan. Selain itu sistem  perencanaan perlu terus dimatangkan melalui peningkatan 

kualitas produk perencanaan yang tidak semata rasional namun juga partisipatif.  Perpaduan 

rational planning dengan partisipatory planning perlu menjadi visi bersama (shared vision) 

bagi upaya menghasilkan produk perencanaan daerah yang diterima oleh  masyarakat luas. 

Dalam rangka memperkuat partisipatory atau consensus planning dibutuhkan ruang dialog 

yang lebih luas sehingga kemungkinan membutuhkan dukungan pembiayaan yang makin 

besar.  

3. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk 

Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun 

dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan 

duplikasi kajian atau dokumen perencananmenjadi lebih besar. 

4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara 

sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan 

pembangunan. 

5. Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menyediakan akses 

data/informasi perencanaan kota untuk masyarakat. 
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Peluang Pelayanan  

Peluang yang diperkirakan dapat dimanfaatkan Bappeda dalam rangka pengembangan pelayanan 

Bappeda antara lain, yaitu: 

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yangmendukung peran 

Bappeda dalam perencanaan pembangunan kota.  Fungsi perencanaan yang luas 

sebagaimana terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan memberikan 

peluang bagi Bappeda untuk mengembangkan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dan 

para pihak, seperti pelayanan data dan hasil kajian, dan sebagainya.  

2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukungperan 

Bappeda. Adanya iptek mendorong dan membantu bappeda untuk menyempurnakan 

kualitas perencanaan, seperti tersedianya IDSD yang memungkinkan perencanaan aspasial 

terpadu dengan perencanaan spasial, dan lain sebagainya.  

3. Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Bappedadalam 

perencanaan pembangunan kota.  Apresiasi masyarakat terhadap Bappeda memungkinkan 

adanya feedback dalam rangka perbaikan produk perencanaan yang lebih partisipatif.  

4. Tingginya perkembangan dan dinamika kehidupan sosial, ekonomi danbudaya daerah. 

Kemajuan masyarakat memberi peluang bagi lahirnya produk perencanaan yang lebih 

berkualitas sehingga sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.  

5. Kedekatan dengan wilayah Ibukota Negara Jakarta memungkinkan adanya sinergi program 

antara Pemerintah Kota Depok dan Kota Jakarta yang saling menguntungkan.  Demikian 

halnya dengan wilayah lain Jabotabek karena adanya kepentingan yang sama.  

 
4_Pengembangan UPTB 

Bagian ini mencoba mengidentifikasi isu-isu strategis yang terkait dengan penelitian dan 

pengembangan oleh UPTB Bappeda Kota Depok.  

 

UPTB relatif baru dibentuk, sehingga di dalam RPJMD Kota Depok 2011-2016 tidak ditemukan unit 

kerja ini dan belum bisa direview kinerja pelayanannya. Tugas penelitian dan pengembangan pada 

periode 2011-2016 dilaksanakan oleh bidang-bidang yang ada di organisasi Bappeda. 

Kronologi pembentukan UPTB: 

 

 

Gambar 2.1_Kronologi Pembentukan UPTB 

 

Perwal 96/2016 Perda 10/2016 PP 18/2016 UU 23/2014 
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UPTB (Perwal 96/2016) dibentuk berdasarkan Perda Kota Depok 10/2016.  Perda Kota Depok 

10/2016 ini dibentuk berdasarkan PP 18/2016 (Perangkat Daerah) dan UU 23/2014 (Pemerintahan 

Daerah). 

 

Menurut peraturan perundangan terkait: 

1. penelitian dan pengembangan adalah salah satu fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan 

untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

Selain penelitian dan pengembangan, fungsi strategis lainnya meliputi perencanaan, 

pengawasan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan latihan (Penjelasan UU 23/2014 Pasal 209 

ayat 1 huruf e, dan, dipertegas dalam PP 18/2016 Pasal 46 ayat 5). 

2. penelitian dan pengembangan juga menjadi salah satu bentuk pembinaan terhadap 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, oleh Pemerintah Pusat, dalam 

kebijakan yang terkait dengan Otonomi Daerah (UU 23/2014 Pasal 375, ayat 6). 

3. Lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan adalah lembaga yang 

digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah (Pasal 

388, ayat 10). 

 

Kebijakan Pemerintah Kota Depok dalam hal penelitian dan pengembangan tercantum dalam 

dokumen RPJMD (perubahan) Kota Depok 2016-2021, yakni melalui Peningkatan inovasi daerah. 

Pada RPJMD (perubahan) Kota Depok 2016-2021, program yang secara khusus terkait dengan tugas 

UPTB adalah: 

 

Program 
Prioritas 

Indikator 
Program 

Kondisi  
Awal 
Indikator 
Program 

2019 2020 2021 
Kondisi Akhir 

Indikator 
Program RPJMD 

Targ
et 

Dana 
(Rp juta) 

Targ
et 

Dana 
(Rp 

juta) 

Targ
et 

Dana 
(Rp 

juta) 

Targ
et 

Dana 
(Rp 

juta) 

Peningkata
n inovasi 
daerah 

Persentase 
hasil inovasi 
daerah yang 
diterapkan 

80% 89% 620 90% 600 91% 600 91% 1.820 

Sumber: RPJMD-P Kota Depok 2016-2021. 

 
Salah satu kendala dalam menjabarkan program ini ke dalam dokumen rencana strategis adalah 

tidak diketahuinya data pendukung yang terkait dengan kondisi awal indikator program (80%). Oleh 

karena itu perlu dibuat asumsi. Asumsinya adalah bahwa pada Pemerintah Kota telah diterapkan 

sejumlah inovasi. Apa saja inovasi tersebut? 
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Jika mengacu pada kriteria inovasi menurut PP 38/2017 tentang Inovasi Daerah (Pasal 6), yaitu 

bahwa Kriteria Inovasi Daerah meliputi:  

k. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi; 

l. memberi manfaat bagi Daerah dan atau masyarakat;  

m. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

n. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan  

o. dapat direplikasi,   

 
maka inovasi daerah yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Kota Depok meliputi: 

1. penerapan sistem informasi elektronik dalam perencanaan pembangunan daerah,  

2. penerapan sistem informasi elektronik dalam penganggaran,  

3. penerapan pembayaran non tunai, 

4. penerapan sistem informasi elektronik dalam pengelolaan gaji dan perpajakan daerah, 

5. pelayanan administrasi kependudukan “mengurus satu dokumen, terlayani tiga dokumen”, 

6. penerapan sistem informasi elektronik melalui PATEN di beberapa kecamatan, 

7. penerapan sistem informasi elektronik SIP OKE di satu kelurahan, 

8. penerapan sistem informasi elektronik Depok Single Window, 

9. Pelayanan terpadu satu pintu, 

10. Penyampaian informasi dengan menggunakan website. 

 
Inovasi daerah yang sudah diterapkan tersebut diasumsikan memenuhi 80%.  

 

Bagaimana dengan target RPJMD (perubahan) Kota Depok 2016-2021 pada tahun-tahun 

mendatang? Pertanyaan ini melahirkan isu-isu strategis sebagai berikut: 

1. Menurut PP 38/2017 tentang Inovasi Daerah, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk 

mendorong inovasi adalah: 

a. PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH, 

b. UJI COBA INOVASI DAERAH. 

2. Terkait langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kota Depok perlu menggali inisiatif inovasi 

daerah terlebih dahulu, dan kemudian menilai kelayakannya untuk diujicoba. Belajar dari 

inovasi-inovasi yang sudah diterapkan, inisiatif inovasi sebagian besar berasal dari amanat 

peraturan perundangan. Sebagian kecil lainnya, inisiatif berasal dari aparatur dan masyarakat 

(ujicoba secara sukarela atau volunteer).  
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3. Untuk inovasi yang diamanatkan oleh peraturan perundangan, dukungan anggaran APBD 

relatif lebih mudah diperoleh. Sedangkan inovasi yang bersifat volunteer, saat ini masih 

mengandalkan sumber anggaran non APBD. 

4. Pada RKPD-p 2018, Bappeda Kota Depok melaksnakan kegiatan yang terkait inovasi, meliputi: 

a. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), 

b. Penelitian Inovatif, 

c. Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan. 

Dari tiga kegiatan ini diharapkan akan diperoleh gambaran lebih jelas mengenai target inovasi 

daerah di tahun-tahun mendatang. 

 
Berdasarkan telaahan-telaahan terhadap berbagai factor penghambat dan pendorong 

tadi, maka melalui diskusi terfokus dengan stakeholder perencanaan, maka diidentifikasi 8 

(delapan) isu strategis Bappeda sebagai berikut: 

No.  Aspek     Isu Strategis 

1 Koordinasi dan Kualitas 

Perencanaan 

1 Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana 

dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk 

menjaga konsistensi antara perencanaan dan 

penganggaran, sehingga program dan kegiatan 

yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam 

proses penganggaran;  

2  Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

perencanaan pembangunan yang belum optimal, 

khususnya pada tindak lanjut evaluasi.  Evaluasi 

yang dilakukan per tiga bulan dan tahunan penting 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

kegiatan/program, mencegah adanya sisa lebih 

anggaran, dan perbaikan program mendatang. 

2 Sistem perencanaan / sistem 

pengelolaan data 

3 Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang 

dapat menghimpun seluruh produk Bappeda 

secara terintegrasi sehingga informasi mengenai 

dokumen hasil kajian maupun dokumen 

perencanaan tidak mudah didapatkan, 
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No.  Aspek     Isu Strategis 

implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi 

kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih 

besar; 

    

4  Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan 

publik dengan menyediakan akses data/informasi 

perencanaan kota untuk masyarakat. 

3 Sumber daya manusia  5 Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan 

kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban 

utama-nya; 

6 Kebijakan Pemerintah yang belum optimal 

mendukung  terbentuknya jabatan fungsional 

Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah 

Kota Depok; 
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BAB III 
ISU-ISU STRATEGIS  

BERDASARKAN  

TUGAS DAN FUNGSI  
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3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kota 

Depok 

Tabel 3.1 
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Depok 

 

Aspek Kajian 
Capaian/ 

Kondisi Saat ini 

Standar 
yang 

Digunakan 

Faktor yang Mempengaruhi 
Permasalahan 

Pelayanan SKPD 

Internal 
(Kewenangan 

SKPD) 

Eksternal (Diluar 
Kewenangan 

SKPD) 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Gambaran  

pelayanan 

SKPD 

Penyusunan 

perencanaan 

Daerah tahunan 

dan 5 tahunan 

 1. Ketersediaan 

System 

informasi 

kinerja 

2. Ketersediaan 

Sarana 

prasarana 

kerja 

3. Kecermatan 

verifikasi   

Dokumen 

4. Kemampuan 

aparatur 

perencana 

5. Koordinasi 

Antar 

Bidang/Sub 

Bidang 

6. Keterbatasan 

SDM 

1. Pemahaman 

stakeholder 

akan arti 

penting 

perencanaan 

2. Keterbatasan  

informasi 

mengenai 

dana APBN 

dan APBD 

3. Perbedaan 

antara data 

Sektoral dan 

data dari BPS 

4. Kesesuaian 

dan 

Kecermatan 

Data dan 

Usulan 

Program dan 

Kegiatan 

5. Belum 

optimalnya 

proses 

1. Belum 

optimalnya 

hasil 

perencanaan 

2. Belum 

optimalnya  

pelaksanaan  

monitoring 

dan evaluasi  

program 

pembangunan 

3. Belum 

tersusunnya 

SOP Pelayanan 

Perencanaan 

dan 

Pengendalian 
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Aspek Kajian 
Capaian/ 

Kondisi Saat ini 

Standar 
yang 

Digunakan 

Faktor yang Mempengaruhi 
Permasalahan 

Pelayanan SKPD 

Internal 
(Kewenangan 

SKPD) 

Eksternal (Diluar 
Kewenangan 

SKPD) 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

perencanaan, 

pengendalian 

6. Kurangnya  

pemahaman 

masyarakat 

Memfasilitasi 

penelitian 

pengembangan 

IPTEK 

kepada institusi 

dan 

masyarakat 

 Inventarisasi 

Penelitian /  

penemuan yang 

ada di Kota 

Depok 

1. Kurangnya 

pengaplikasian 

IPTEK untuk 

penelitian 

1. Kurangnya 

pengaplikasian 

IPTEK untuk 

Penelitian 

2. Belum adanya 

sistem 

informasi yang 

terintegrasi 

penuh yang  

mendukung 

peningkatan 

perencanaan 

Pelaporan 

kinerja   

Koordinasi  

Dengan 

Bidang/Sub 

Bidang pada 

Bappeda 

 Koordinasi antar 

Perangkat Daerah  

 

1. Keterbatasan 

informasi 

mengenai 

kajian yang 

sudah 

dilaksanakan 

Perangkat 

Daerah  

1. Belum 

optimalnya 

koordinasi dan 

sinkronisasi 

proses 

Perencanaan 

pembangunan 

sektoral dan 

kewilayahan 

Pelaporan ke 

Bappeda tepat 

waktu 

Koordinasi 

dan Kualitas 

Perencanaan 

Kurangnya 

ketersediaan 

 1. Kompleksitas 

data / 

informasi 

1. Adanya upaya 

untuk terus 

meningkatkan 
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Aspek Kajian 
Capaian/ 

Kondisi Saat ini 

Standar 
yang 

Digunakan 

Faktor yang Mempengaruhi 
Permasalahan 

Pelayanan SKPD 

Internal 
(Kewenangan 

SKPD) 

Eksternal (Diluar 
Kewenangan 

SKPD) 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

data dan 

informasi 

pembangunan 

daerah 

yang 

dibutuhkan 

untuk 

perencanaan 

2. Pembangunan, 

Akurasi dan 

ketepatan 

data 

perencanaan 

masih 

minim. 

kualitas dan 

kuantitas 

data/informasi 

perencanaan 

pembangunan. 

Sistem 

perencanaan 

/ sistem 

pengelolaan 

data 

Belum 

Optimalnya 

Sistem 

Pendampingan 

Perencanaan Per-

Rumpun 

PD 

 

 

   1. Koordinasi 

antar 

stakeholder 

perencanaan 

pembangunan 

daerah di 

Pemkot Depok 

yang belum 

optimal. 

Sumber 

daya 

manusia 

Masih Kurangnya 

Kuantitas dan 

Kualitas 

Sumber Daya 

Aparatur 

Perencana 

   1. Tersedianya 

pendanaan 

untuk 

pendidikan 

dan pelatihan 

formal. 
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Tabel 3.2 
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) 

 

Isu Strategis 

Dinamika 

Internasional 
Dinamika Nasional 

Dinamika Regional / Lokal 

(Jawa Barat) 

Lain-

lain 

(1) (2) (3) (4) 

1. Sustainable 

Development 

Goals (SDGs) 

2. Kerjasama 

Internasional 

3. Krisis Global 

4. Globalisasi  

semakin 

berpengaruh  

dalam proses  

pembangunan  

       di  Indonesia     

       (perdagangan,  

      Perkembangan 

       Teknologi        

       Informasi, dan    

       lain-lain) 

1. Meningkatkan Pertumbuhan 

Ekonomi yang Inklusif dan 

Berkelanjutan 

2. Meningkatkan Pengelolaan 

dan Nilai Tambah Sumber 

Daya Alam (SDA) Yang 

Berkelanjutan 

3. Mempercepat pembangunan 

infrastruktur untuk 

pertumbuhan dan 

pemerataan 

4. Peningkatan kualitas 

lingkungan hidup, Mitigasi 

bencana alam dan 

perubahan iklim 

5. Penyiapan Landasan 

Pembangunan yang Kokoh 

6. Meningkatkan Kualitas 

Sumber Daya Manusia dan 

Kesejahteraan Rakyat Yang 

Berkeadilan 

7. Mengembangkan dan 

Memeratakan Pembangunan 

Daerah. 

8. Penyusunan  rencana  

pembangunan daerah  tidak 

terlepas dari landasan  atau 

acuan hukum yang berlaku di 

1. Membangun 

masyarakat yang 

berkualitas dan berdaya 

saing 

2. Membangun 

perekonomian yang 

kokoh dan berkeadilan 

3. Meningkatkan kinerja 

pemerintahan melalui 

profesionalisme tata 

kelola dan perluasan 

partisipasi public 

4. Mewujudkan Jawa 

Barat yang nyaman 

dengan pembangunan 

infrastruktur strategis 

yang berkelanjutan 

5. Mengokohkan 

kehidupan sosial 

kemasyarakatan melalui 

peningkatan peran 

pemuda, olahraga, seni, 

budaya dan pariwisata 

dalam bingkai kearifan 

local 

6. Terbatasnya SDM di 

bidang perencanaan 

pembangunan di 
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Isu Strategis 

Dinamika 

Internasional 
Dinamika Nasional 

Dinamika Regional / Lokal 

(Jawa Barat) 

Lain-

lain 

(1) (2) (3) (4) 

pemerintahan pusat.  Adanya  

perubahan  landasan  atau 

acuan  hukum  yang  

mendasari,  mengakibatkan  

peraturan perundang–

undangan tersebut masih 

belum sepenuhnya 

terintegrasi secara baik 

sehingga dapat menghambat 

pencapaian tujuan 

pembangunan nasional dan 

daerah. 

9. Kebijakan  moratorium  PNS  

yang  telah menghentikan  

penerimaan  PNS 

mengakibatkan semakin 

berkurangnya kuantitas SDM 

disamping alasan alamiah 

yaitu berkurangnya PNS 

karena memasuki usia 

pensiun. 

lingkungan Pemda  yang 

memiliki kompetensi 

untuk melakukan 

perencanaan 

pembangunan, 

penganggaran,  

pelaksanaan  dan  

pelaporan  secara  baik  

dan akuntabell. 

7. Keterbatasan Waktu 

dan  SDM   yang 

mengakibatkan  beban  

tugas perencanaan  

menjadi overload. 

 
Bappeda sebagai organisasi perencana pembangunan dan sebagai institusi yang menjadi 

alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja pemerintah daerah, harus 

peka terhadap perubahan-perubahan lingkungan strategis yang terjadi baik lokal, regional, 

nasional maupun internasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. 

 Sebagai institusi strategis, dokumen perencanaan pembangunan diharapkan mampu 

mengidentifikasi isu-isu dan permasalahan yang dihadapi Kota Depok dan masyarakat sehingga 

arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat 

seluas-luasnya bagi masyarakat. Sehubungan dengan itu, perencanaan pembangunan yang  

disusun harus mencerminkan program dan kegiatan yang  lebih responsif, kreatif dan inovatif 
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dengan  memanfaatkan  peluang dan potensi sehingga memberikan nilai tambah bagi percepatan 

pembangunan daerah. 

Dalam pelaksanaan tupoksi, Bappeda masih terdapat beberapa permasalahan pokok dan 

tantangan ke depan antara lain: 

1. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengantugas dan kewajiban 

utama-nya; 

2. Koordinasi perencanaan yang belum optimal. Hal ini berakibat masih adanya kegiatan yang 

overlapping, tidak terkoordinir (sendiri-sendiri) sehingga program tidak efisien dan efektif.  

3. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan yang belum optimal, 

khususnya pada tindak lanjut evaluasi.  Evaluasi yang dilakukan per tiga bulan dan tahunan 

penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan/program, mencegah adanya sisa 

lebih anggaran, dan perbaikan program mendatang. 

4. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yangdisusun Bappeda 

baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait.  

5. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritaspenganggaran, 

yaitu untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program 

dan kegiatan yang telah direncanakan tidaktereduksi di dalam proses penganggaran;  

6. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk 

Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun 

dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan 

duplikasi kajian atau dokumen perencananmenjadi lebih besar. 

7. Belum optimalnya peningkatankualitas pelayanan publik dengan menyediakan akses 

data/informasi perencanaan Kota Depok untuk masyarakat. 

 
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih 

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang 

yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang ada dalam masyarakat, maka Visi 

Pemerintah Kota Depok tahun 2016 – 2021 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah :  

“Terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius” 

Unggul didefinisikan sebagai :  

Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, berbasis Industri 

Kreatif dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Bertumpu Pada Ketahanan Keluarga. 

Nyaman didefinisikan sebagai :  
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Tercipta suatu kondisi ruang Kota yang Bersih, Sehat, Asri, Harmonis, Berwawasan linkungan dan 

ramah bagi kehidupan Masyarakat. 

 Religius didefinisikan sebagai : 

Terjaminnya Hak-Hak Masyarakat dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-masing 

Pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta 

kemuliaan dalam Akhlaq, Moral dan Etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 

 
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (LIMA) misi sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan 

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang  kreatif dan berdaya saing. 

3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan. 

4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan 

ramah keluarga. 

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga 

kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan 

bernegara. 

 
Tujuan dan Sasaran 

Tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan. Tujuan juga bisa digunakan sebagai evaluasi 

dan pengendalian terhadap misi yang telah disusun.  Sementara sasaran merupakan tolok ukur 

keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai tujuan.  Berikut ini beberapa tujuan dan sasaran 

setiap misi Pembangunan Kota Depok pada Perubahan RPJMD Tahun 2016–2021 :  

 

Misi I (Pertama) : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan. 

Tujuan Misi Pertama adalah :  

1. Meningkatkan kualitas pelayanan 

Sasaran  

Tujuan  1  : Meningkatkan kualitas pelayanan 

Sasaran dari tujuan ini adalah : 

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan  Publik 

 

Misi II (Kedua) : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing.  

Tujuan misi kedua adalah: 

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang kreatif dan berdaya saing; 
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Sasaran  

Tujuan :  1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang kreatif dan berdaya saing 

Sasaran dari Tujuan ini adalah :  

1. Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan 

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 

3. Terbangunnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial 

4. Berkembangnya Potensi dan Kreatifitas Masyarakat 

 

Misi III (Ketiga) : Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan  

Tujuan misi ketiga adalah: 

1. Mengembangkan kemandirian ekonomi lokal dan berkeadilan 

Tujuan : 1. Mengembangkan kemandirian ekonomi lokal dan berkeadilan 

Sasaran tujuan ini adalah: 

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas 

2. Meningkatnya pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 

3. Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kestabilan harga bahan pangan 

 
Misi IV (Keempat) : Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang merata, berwawasan 

Lingkungan dan Ramah Keluarga. 

 
Tujuan misi keempat adalah: 

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi 

2. Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan ramah keluarga 

3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan 

4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup  

Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi 

Sasaran dari tujuan ini adalah :  

1. Meningkatknya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi  

Tujuan : 2. Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan ramah keluarga 

Sasaran dari Tujuan ini adalah :  

1. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota 

2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana  Perumahan dan Permukiman 

Tujuan : 3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan 

Sasaran dari Tujuan ini adalah :  

1. Meningkatnya jaringan pengendalian banjir dan keberlanjutan ketersediaan air 
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Tujuan : 4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup  

Sasaran dari Tujuan ini adalah :  

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan air limbah 

2. Terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan hidup 

3. Terwujudnya Depok sebagai kota bersih (zero waste city) 

4. Tersedianya  Ruang  Terbuka  Hijau Yang  Nyaman  dan  Ramah  Keluarga 

 
Misi V (Kelima) : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Nilai-nilai Agama dan 

Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama Serta meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan 

Bernegara. 

Tujuan misi kelima adalah: 

1. Meningkatkan integrasi sosial berlandaskan nilai-nilai agama dan kebangsaan 

Sasaran 

Tujuan : 1. Meningkatkan integrasi sosial berlandaskan nilai-nilai agama dan kebangsaan 

Sasaran dari tujuan ini adalah: 

1. Meningkatnya Kohesi Sosial 

2. Meningkatnya Toleransi dalam kehidupan beragama 

 
Tabel 3.3 

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan 
Program Walikota dan Wakil Walikota Depok 

 

Visi : Terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius 

No. Sasaran Jangka 
Menengah Renstra 

Bappenas 

Permasalahan 
Pelayanan SKPD 

Kota Depok 

Faktor 

Penghambat Pendorong  

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Terwujudnya  

perencanaan 

pembangunan nasional 

yang berkualitas, 

sinergis, 

dan kredibel 

Indikator sasaran 

belum bisa 

memberikan 

gambaran 

dukungan 

pencapaian 

sasaran  

 

Ada 

perbedaan 

periodisasi 

dokumen 

Koordinasi 

antara 

Bappenas dan 

daerah 

2 Terwujudnya 

manajemen 

Koordinasi 

internal  

Belum optimal 

Pengiriman SDM 

Bappeda untuk 

mengikuti 
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Visi : Terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius 

No. Sasaran Jangka 
Menengah Renstra 

Bappenas 

Permasalahan 
Pelayanan SKPD 

Kota Depok 

Faktor 

Penghambat Pendorong  

(1) (2) (3) (4) (5) 
tata kelola 

kelembagaan 

pemerintahan yang 

baik 

dan bersih di 

Kementerian 

PPN/Bappenas 

Diklat, Bimtek 

 
 

Tabel 3.4 
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi 

dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
 

Visi : Terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius 

No. 
Misi dan Program Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah 

Permasalahan 
Pelayanan  

Bappeda Kota 
Depok 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Misi 1  

Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan Publik yang 

Profesional dan 

transparan 

1. Kurangnya 

akurasi 

perencanaan 

dan data 

kinerja 

Belum  

optimalnya  

perencanaan   

1. Penggunaan IT 

yang telah 

terintegrasi 

2. Pelaksanaan diklat 

teknis terkait 

perencanaan a Peningkatan  sistem 

pelaporan capaian 

kinerja dan  keuangan 

b Peningkatan administrasi 

perkantoran  

c Peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur 
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3.3_Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Propinsi Jawa Barat 

Tabel 3.5_Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Depok Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Provinsi 
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No 

Sasaran Jangka 

Menengah Renstra SKPD 

Provinsi 

Permasalahan  

Pelayanan SKPD 

Sebagai Faktor 

Penghamba

t 
Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

     

 
Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas adalah melakukan penyusunan 

perencanaan pembangunan, yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian 

PPN/Bappenas Tahun2010-2014 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Renstra Kementerian PPN/Bappenas ditetapkan 

dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1Tahun 2010 tentangKementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010-

2014.  

Visi Kementerian PPN/Bappenas “Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas Yang Handal, 

Kredibel, Dan Proaktif Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Berbangsa dan Bernegara”. Guna 

mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian 

PPN/Bappenas. Misi tersebut adalah: 

 1.   Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:  

a. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, 

anta ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan 

daerah;  

b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan;  

c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;  

d. Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.  

2.  Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, 

kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, 

d Peningkatan  kualitas 

perencanaan  

e Peningkatan inovasi 

daerah 
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sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan 

pembangunan di berbagai bidang.  

3.  Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian 

PPN/Bappenas. Berdasarkan analisis terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 

2010-2014 dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, maka dapat ditelaah 

sebagai berikut:  

 a)  Kontribusi capaian sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat 

terhadap pencapaian Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014. Dalam 

mendukung pencapaian Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014, 

Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 memiliki kontribusi yang cukup 

besar. Hal ini dapat dilihat pada visi pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2008-2013, yaitu meningkatnya perencanaan yang berkualitas dan akuntabel 

dalam mewujudkan pembangunan daerah. Dengan Visi tersebut, secara langsung 

maupun tidak langsung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang 

disusun oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat akan berdampak pada penyusunan 

perencanaan pembangunan nasional. 

 b)  Posisi tingkat capaian kinerja Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat terhadap sasaran 

Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014. Berdasarkan Visi dan Misi 

Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, maka posisi capaian kinerja Renstra 

Bappeda Provinsi Jawa Barat sangat mendukung terhadap sasaran Renstra 

Kementerian PPN/Bappenas Tahun2010-2014. Hal ini disebabkan oleh indikator 

indikator sasaran Misi Bappeda Provinsi Jawa Barat merupakan kondisi yang tersirat 

dalam indikator sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014. 

  c)  Keselarasan antara Renstra Bappenas dan Bappeda Keselarasan antara Renstra 

Bappenas dan Bappeda diantaranya terlihat dalam tujuan penyusunan rencana 

pembangunan nasional dan Jawa Barat, yaitu mengintegrasikan, memadukan 

(sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan 

antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah; mewujudkan 

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 

pengawasan; dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Penyusunan RPJMD 

Provinsi Jawa Barat, mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), demikian pula 

Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat menyelaraskan dengan Renstra Kementerian 

PPN/Bappenas Tahun 2010-2014, serta revisi Renstra Bappeda menyelaraskan kepada 

Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019. Keselarasan tersebut 
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khususnya terhadap perwujudan Misi kesatu Renstra Bappenas yaitu Menyusun 

Rencana Pembangunan Nasional Yang Berkualitas ke dalam Visi Bappeda Provinsi 

Jawa Barat 

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
(KLHS) 

 
Tabel 3.6 

Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Depok berdasarkan Telaahan RTRW  beserta Faktor 
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

 

No. 

Hasil RTRW terkait 
Tugas dan Fungsi 

Bappeda Kota 
Depok 

Permasalahan 
Pelayanan Bappeda 

Kota Depok 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Dibutuhkan 

data/informasi 

tentang pusat-pusat 

pelayanan 

perekonomian 

dan juga 

data/informasi 

tentang sebaran 

SDA di wilayah per 

kecamatan 

Keterbatasan 

aksesibilitas terhadap 

data/informasi 

tentang 

pusat-pusat 

pelayanan 

perekonomian, 

sebaran 

SDA serta tata ruang 

permukiman dan 

prasarana wilayah  

Kompleksitas 

data/informasi 

yang dibutuhkan 

untuk perencaan 

pembangunan, 

sementara 

akurasi dan 

ketepatan data 

perencanaan 

masih kurang 

Adanya upaya 

untuk terus 

meningkatkan 

kualitas dan 

kuantitas 

data/informasi 

perencanaan 

pembangunan. 

2 Dibutuhkan data/ 

informasi 

tentang tata ruang 

permukiman dan 

prasarana wilayah  

   

3 Tuntutan terhadap 

Bappeda agar 

mampu 

mengkoordinasikan 

Keterbatasan 

kewenangan 

Bappeda 

Koordinasi, 

monitoring 

dan evaluasi 

perencanaan 

Adanya usaha 

Untuk 

menemukan 
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No. 

Hasil RTRW terkait 
Tugas dan Fungsi 

Bappeda Kota 
Depok 

Permasalahan 
Pelayanan Bappeda 

Kota Depok 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

perencanaan, 

monitoring dan 

evaluasi terhadap 

pengembangan 

industry dan 

perdagangan 

di wilayah  

perkotaan sehingga 

tidak berdampak 

negative terhadap 

aspek keberlanjutan 

(ekonomi, sosial 

Budaya dan 

Lingkungan hidup). 

untuk menjangkau 

aspek aspek teknis 

implementasi 

pembangunan, 

misalnya dalam hal 

pengembangan 

industry dan 

perdagangan, 

serta penataan ruang 

permukiman dan 

prasarana wilayah. 

pembangunan 

lintas sektor dan 

lintas SKPD 

yang masih 

lemah. 

Model dan 

pendekatan 

dalam 

Koordinasi, 

monitoring dan 

evaluasi 

perencanaan 

pembangunan 

lintas sektor dan 

lintas SKPD yang 

lebih efektif dan 

efisien sesuai 

 
 

Pada tataran regional, berdasarkan Rencana Struktur Tata Ruang Nasional (RSTRN) atau 

Sistem Perkotaan Nasional, Kota Depok di tetapkan  sebagai Kota Satelit dan mempunyai fungsi 

sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) bersama-sama dengan Kota Bogor, Kota Tangerang dan 

Kota Bekasi, dengan DKI Jakarta ditetapkan sebagai Kota Inti. Sebagai PKN maka Kota Depok 

diarahkan untuk berperan sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju 

kawasan internasional; pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa 

provinsi; dan/atau sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa 

provinsi. 

Dalam RTRW Kota Depok 2012-2032 wilayah Kota Depok dibagi menjadi 6 (enam) Wilayah 

Pengembangan (WP), dengan struktur ruang kota terdiri dari 1 (satu) pusat kota/pusat pelayanan 

primer, 5 (lima) sub pusat kota/pusat pelayanan sekunder 1, dan beberapa pusat lingkungan/pusat 

pelayan sekunder 2. WP Pusat Kota direncanakan berada di Jl. Margonda yang batas-batasnya  

terdiri dari seluruh Kelurahan di Kecamatan Beji; Kelurahan Mampang, Depok, Depok Jaya, 

Pancoran Mas; dan Kelurahan Mekarjaya, Tirtajaya di Kecamatan Sukmajaya. WP Sub Pusat Kota 1 

direncanakan berada di Jl. Cinere Raya yang batas-batasnya terdiri dari seluruh Kelurahan di 
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Kecamatan Cinere; seluruh Kelurahan di Kecamatan Limo dan Kelurahan Rangkapanjaya, 

Rangkapanjaya Baru di Kecamatan Pancoran Mas.WP Sub Pusat Kota 2 direncanakan berada di Jl. 

Sawangan yang batas-batasnya terdiri dari seluruh Kelurahan di Kecamatan Bojongsari dan seluruh 

Kelurahan di Kecamatan Sawangan. WP Sub Pusat Kota 3 direncanakan berada di Jl.Bojong Gede 

Raya dan Jl.Citayam yang batas-batasnya terdiri dari seluruh Kelurahan di Kecamatan Cipayung. WP 

Sub Pusat Kota 54 direncanakan berada di Jl. Raya Bogor yang batas-batasnya terdiri dari seluruh 

Kelurahan di Kecamatan Cilodong; Kelurahan Sukmajaya di Kecamatan Sukmajaya; dan Kelurahan 

Sukamaju Baru, Jatijajar, Cilangkap, Cimpaeun, Tapos, Leuwinanggung di Kecamatan Tapos. WP 

Sub Pusat Kota 5 direncanakan berada di Jl. Trans Yogi yang batas-batasnya terdiri dari seluruh 

kelurahan di Kecamatan batasnya terdiri dari seluruh kelurahan di Kecamatan Cimanggis; 

Kelurahan Cisalak, Baktijaya, Abadijaya,Mekarjaya di Kecamatan Sukmajaya; dan Kelurahan 

Sukatani di Kecamatan Tapos. 

Permasalahan utama yang dihadapi terkait dengan kebijakan RTRW adalah masih 

lemahnya koordinasi antara perencanaan spasial dan a-spasial (program) sehingga berpotensi 

tidak sinkronnya antara perencanan program dengan perencanaan tataruangnya. Menurut 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan 

bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 

pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). 

Pada prinsipnya, KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang 

diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip 

Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan 

oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan 

hidup dan pembangunan berkelanjutan. 

 
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

3.5.1 Metodologi 

Penentuan isu-isu strategis pada bagian ini menggunakan metode AHP (analytic hierarchy 

process) karya Prof. Thomas L. Saaty, yaitu metoda pengambilan keputusan yang melibatkan 

banyak kriteria, dengan cara menghitung skala-skala dari perbandingan pasangan-pasangan 

kriteria. 

Kriteria dan nilai skalanya ditampilkan pada Tabel 3.7. Kriteria-kriteria ini akan digunakan untuk 

menilai masing-masing isu. 
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Tabel 3.7 
Nilai Skala Kriteria (Bappeda Kota Depok) 

 

No. Kriteria Bobot 

1 Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran 

Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota 

20 

2 Merupakan tugas dan tanggung jawab Bappeda 10 

3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap kinerja Bappeda melayani SKPD 

lain 

20 

4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 10 

5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk direncanakan dan diukur 

keberhasilannya 

15 

6 Prioritas program unggulan KDH+WKDH 25 

 Total 100 

 

3.5.2 Kompilasi isu 

Dari hasil identifikasi isu sebagaimana telah dilakukan pada bagian sebelumnya, berikut 

ini pada Tabel 3.8 ditampilkan ringkasan isu-isu terkait tugas Bappeda. 

 

Tabe 3.8 
Kompilasi isu 

 

Isu 

Isu_1 Data dasar untuk mengukur indikator "persentase" tidak jelas. 

Isu_2 
Tidak ada pedoman mengisi lkpj dgn mempertimbangkan renstra. Evaluasi tdk 

memperhatikan renstra. 

Isu_3 Indikator target renstra sulit diukur/dievaluasi. 

Isu_4 
Perencanaan tidak menggunakan pendekatan model logis. Adanya gap/beda kebijakan 

ttg indikator, antara aturan penyusunan renstra dengan aturan penyusunan lkpj. 

Isu_5 
Pada saat merencanakan indikator kinerja tidak memikirkan bagaimana cara 

mengukurnya. 

Isu_6 
Data tidak tersedia, atau data sulit diakses. Kebiasaan (habit) merencanakan tanpa 

data. 
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Isu 

Isu_7 
Pelaksanaan tugas "merencanakan" tidak mempedomani aturan yg berlaku. Lemahnya 

pemahaman ttg hubungan antara outcome dengan output. 

Isu_8 
Penentuan waktu pencapaian target tdk memperhatikan aturan yg berlaku. Aparatur 

perencana kurang memahami aturan di bidang perencanaan. 

Isu_9 
Tidak ada unit kerja yg secara khusus melakukan tugas pendataan. Lemahnya 

dukungan data pada saat menyusun indikator & target, dan pada saat evaluasi. 

Isu_10 Lemahnya kemampuan sdm aparatur dalam menyusun dokumen lelang. 

Isu_11 
Proses lelang pengadaan barang dan jasa memakan waktu lama, menyebabkan 

keterbatasan waktu untuk pelaksanaan kegiatan.  

Isu_12 
Tidak memadainya mekanisme dan sumberdaya organisasi yang memungkinkan bagi 

seorang aparatur untuk bisa secara cepat belajar dan menguasai bidang tugasnya. 

Isu_13 
Kebijakan penjadwalan anggaran kas kurang fleksibel mengantisipasi faktor-faktor 

ketidakpastian dalam pelaksanaan kegiatan. 

Isu_14 

Beban kerja aparatur yang berlebihan. Kekurangan jumlah aparatur pns memaksa 

penugasan aparatur yang cenderung melebihi kapasitas untuk terlibat dalam tugas-

tugas di luar tupoksi ke-bappeda-an (sebagai anggota tim dan menghadiri undangan 

rapat dari instansi lain). 

Isu_15 
Adanya beberapa kegiatan bappeda yang pelaksanaannya tergantung kepada 

selesainya kegiatan di skpd lain. 

Isu_16 
Adanya peristiwa eksternal, misalnya ada kebijakan dari pemerintah pusat yang 

diberlakukan pada saat anggaran sudah ditetapkan, yang mempengaruhi penyerapan. 

Isu_17 

Sebagian ikk tergantung faktor-faktor eksternal yang sulit diprediksi. Target ikk di 

tahun yang akan datang sulit ditentukan, terutama untuk ikk yang melibatkan 

kewenangan skpd di luar bappeda, seperti pengisian jabatan, atau rasio pns. 

Isu_18 
Perlu mengidentifikasi kendala-kendala bagi bappeda depok untuk mencapai nilai A 

(lakip). 

Isu_19 
Perlunya indikator kinerja secara mandiri, pengukuran indikator dilakukan secara 

mandiri. 

Isu_20 
Belum tersedia hasil analisa tentang pemanfaatan hasil-hasil kajian dalam perumusan 

kebijakan pembangunan di masa lalu. 
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Isu 

Isu_21 
Tidak meratanya kompetensi memahami dokumen pembangunan daerah dan 

peraturan perundangan yg berlaku 

Isu_22 Tidak ada pedoman/detail kriteria bagaimana menyusun sakip yang bernilai bagus 

Isu_23 Kurangnya jumlah fasilitator partisipasi 

Isu_24 Tidak tersedia pedoman pasti tentang bagaimana meverifikasi 

Isu_25 Tidak tersedia pedoman pasti tentang bagaimana mensinergikan 

Isu_26 Proses pembuatan prioritas kegiatan tidak menggunakan pendekatan teknokratis 

Isu_27 Beberapa amdal tidak dipatuhi 

Isu_28 Pedoman studi kelayakan kurang 

Isu_29 
Substansi yg terkait permasalahan perencanaan dianggap sebagai tupoksi untuk 

pencarian solusinya 

Isu_30 
Tidak ada pedoman mengidetifikasi/ menghitung kapasitas daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. 

Isu_31 
Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan kota 

depok belum diketahui. 

Isu_32 Belum ada monev dan evaluasi terhadap upaya mitigasi di kota depok. 

Isu_33 
Waktu pelaksanaan kurang dari 3 (tiga) bulan untuk realisasi kegiatan pembangunan 

yang mengalami perubahan. 

Isu_34 
Untuk bisa meprediksi secara akurat akan terjadinya situasi gawat darurat, terkendala 

minimnya data.  

Isu_35 
Perencanaan kegiatan skpd tidak terbiasa membuat analisis resiko,  merit system 

belum diterapkan.  

Isu_36 

Perencanaan strategis skpd tidak terbiasa menulis/menganalisa asumsi-asumsi yang 

digunakan dalam merumuskan tujuan dan sasaran, terutama analisa yang terkait 

faktor-faktor internal dan eksternal yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan 

dan sasaran. 

Isu_37 
Sdm terbatas secara kuantitas dan kualitas. Perlu memperbanyak tenaga fungsional 

perencana. 

Isu_38 Belum efektifnya koordinasi perencanaan karena ego sektoral. 

Isu_39 Perlunya sistem informasi untuk menghindari duplikasi kajian. 
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Isu 

Isu_40 
Perlunya sistem informasi untuk integrasi data yg diperlukan untuk perencanaan 

pembangunan. 

Isu_41 
Perlunya sistem informasi bagi masyarakat untuk bisa mengakses informasi informasi 

perencanaan pembangunan. 

Isu_42 
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan belum optimal, 

khususnya untuk mencegah silpa. 

Isu_43 
Perlunya sistem informasi utk mempermudah akses dokumen perencanaan 

pembangunan. 

Isu_44 

Optimalisasi koordinasi instusi perencanaan dan penganggaran, utk menjaga 

konsistensi perencanaan dan penganggaran, agar program dan kegiatan yang telah 

direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;  

Isu_45 Minimnya inisiatif inovasi daerah dan ujicoba. 

Isu_46 Menyediakan dan memperbesar insentif bagi inovasi volunteer. 

Isu_47 Indikator sasaran belum bisa memberikan gambaran dukungan pencapaian sasaran  

Isu_48 Ada perbedaan periodisasi dokumen perencanaan 

Isu_49 Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja 

Sumber : Hasil analisis BIdang Pemerintahan 

 
3.5.3 Pemrioritasan isu 

Pada bagian ini akan dihitung nilai skala setiap kriteria untuk masing-masing isu. Tabel 3.8 

dan Tabel 3.9 adalah format tabel Nilai Skala Kriteria sebagaimana diamanatkan Permendagri 

54/2010.  

Proses pemrioritasan isu meliputi tahapan sebagai berikut: 

1. Mendefinisikan nilai-nilai yang digunakan dalam menilai setiap isu, definisi ditampilkan pada 

Tabel 3.9, 

2. Menilai atau memberi nilai pada setiap isu menurut kriteria penilaian. (kriteria penilaian 

sebagaimana telah dijelaskan pada Tabel 3.7 diatas),  

3. Menghitung bobot setiap isu, hasil ditampilkan pada Tabel 3.11, 

4. Mengurutkan nilai bobot setiap isu dari nilai tertinggi sampai nilai terendah, atau bisa juga 

disebut proses pe-ranking-an, hasilnya ditampilkan pada Tabel 3.12. 
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Tabel 3.9 
Definisi Nilai Skala Kriteria untuk Evaluasi Isu 

 

EVALUASI ISU BERDASARKAN KRITERIA 

NILAI 

Memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap 
pencapaian sasaran 

Renstra K/L atau Renstra 
provinsi/kabupaten/kota 

Merupakan tugas 
dan tanggung 

jawab Bappeda 

Dampak yang 
ditimbulkannya 
terhadap kinerja 

Bappeda melayani 
SKPD lain 

Memiliki daya 
ungkit untuk 

pembangunan 
daerah 

Kemungkinan atau 
kemudahannya untuk 

direncanakan dan diukur 
keberhasilannya 

Prioritas program 
unggulan KDH+WKDH 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

1 
TIDAK BERPENGARUH 

SAMA SEKALI 
TIDAK RELEVAN 

SAMA SEKALI 

TIDAK 
BERDAMPAK 
SAMA SEKALI 

TIDAK BERDAYA 
SAMA SEKALI 

SULIT/TIDAK BISA 
DIUKUR 

TIDAK MENDUKUNG 
SAMA SEKALI 

2 SEDIKIT BERPENGARUH SEDIKIT RELEVAN 
SEDIKIT  

BERDAMPAK 
SEDIKIT BERDAYA SEDIKIT TERUKUR SEDIKIT MENDUKUNG 

3 BERPENGARUH RELEVAN BERDAMPAK BERDAYA TERUKUR MENDUKUNG 

4 BANYAK BERPENGARUH BANYAK RELEVAN 
BANYAK 

BERDAMPAK 
BANYAK BERDAYA BANYAK YG TERUKUR BANYAK MENDUKUNG 

5 SANGAT BERPENGARUH SANGAT RELEVAN 
SANGAT 

BERDAMPAK 
SANGAT BERDAYA SEMUA TERUKUR SANGAT MENDUKUNG 

 

Sumber: Hasil analisis Bidang Pemerintahan BAPPEDA Kota Depok 
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Tabel 3.10 
Penilaian isu 

 

ISU 

EVALUASI ISU BERDASARKAN KRITERIA 

Memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap 
pencapaian sasaran 

Renstra K/L atau 
Renstra 

provinsi/kabupaten/kota 

Merupakan 
tugas dan 
tanggung 

jawab 
Bappeda 

Dampak yang 
ditimbulkannya 

terhadap 
kinerja 

Bappeda 
melayani SKPD 

lain 

Memiliki daya 
ungkit untuk 

pembangunan 
daerah 

Kemungkinan 
atau 

kemudahannya 
untuk 

direncanakan 
dan diukur 

keberhasilannya 

Prioritas 
program 
unggulan 

KDH+WKDH 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

ISU_1 
Data dasar untuk mengukur 
indikator "persentase" tidak jelas. 

4 5 5 2 3 4 

ISU_2 

Tidak ada pedoman mengisi lkpj 
dgn mempertimbangkan renstra. 
Evaluasi tdk memperhatikan 
renstra. 

3 2 3 2 3 3 

ISU_3 
Indikator target renstra sulit 
diukur/dievaluasi. 

4 5 5 5 5 5 

ISU_4 

Perencanaan tidak menggunakan 
pendekatan model logis. Adanya 
gap/beda kebijakan ttg indikator, 
antara aturan penyusunan 
renstra dengan aturan 
penyusunan lkpj. 

5 5 5 5 5 5 
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ISU 

EVALUASI ISU BERDASARKAN KRITERIA 

Memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap 
pencapaian sasaran 

Renstra K/L atau 
Renstra 

provinsi/kabupaten/kota 

Merupakan 
tugas dan 
tanggung 

jawab 
Bappeda 

Dampak yang 
ditimbulkannya 

terhadap 
kinerja 

Bappeda 
melayani SKPD 

lain 

Memiliki daya 
ungkit untuk 

pembangunan 
daerah 

Kemungkinan 
atau 

kemudahannya 
untuk 

direncanakan 
dan diukur 

keberhasilannya 

Prioritas 
program 
unggulan 

KDH+WKDH 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

ISU_5 

Pada saat merencanakan 
indikator kinerja tidak 
memikirkan bagaimana cara 
mengukurnya. 

5 5 5 5 5 5 

ISU_6 
Data tidak tersedia, atau data 
sulit diakses. Kebiasaan (habit) 
merencanakan tanpa data. 

5 5 5 5 3 5 

ISU_7 

Pelaksanaan tugas 
"merencanakan" tidak 
mempedomani aturan yg berlaku. 
Lemahnya pemahaman ttg 
hubungan antara outcome 
dengan output. 

5 5 5 4 3 5 

ISU_8 

Penentuan waktu pencapaian 
target tdk memperhatikan aturan 
yg berlaku. Aparatur perencana 
kurang memahami aturan di 
bidang perencanaan. 

5 5 5 5 5 5 

ISU_9 

Tidak ada unit kerja yg secara 
khusus melakukan tugas 
pendataan. Lemahnya dukungan 
data pada saat menyusun 

4 5 5 2 3 4 
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ISU 

EVALUASI ISU BERDASARKAN KRITERIA 

Memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap 
pencapaian sasaran 

Renstra K/L atau 
Renstra 

provinsi/kabupaten/kota 

Merupakan 
tugas dan 
tanggung 

jawab 
Bappeda 

Dampak yang 
ditimbulkannya 

terhadap 
kinerja 

Bappeda 
melayani SKPD 

lain 

Memiliki daya 
ungkit untuk 

pembangunan 
daerah 

Kemungkinan 
atau 

kemudahannya 
untuk 

direncanakan 
dan diukur 

keberhasilannya 

Prioritas 
program 
unggulan 

KDH+WKDH 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

indikator & target, dan pada saat 
evaluasi. 

ISU_10 
Lemahnya kemampuan SDM 
aparatur dalam menyusun 
dokumen lelang. 

1 4 2 2 4 3 

ISU_11 

Proses lelang pengadaan barang 
dan jasa memakan waktu lama, 
menyebabkan keterbatasan 
waktu untuk pelaksanaan 
kegiatan.  

1 2 2 5 3 3 

ISU_12 

Tidak memadainya mekanisme 
dan sumberdaya organisasi yang 
memungkinkan bagi seorang 
aparatur untuk bisa secara cepat 
belajar dan menguasai bidang 
tugasnya. 

3 4 5 3 2 3 

ISU_13 
Kebijakan penjadwalan anggaran 
kas kurang fleksibel 
mengantisipasi faktor-faktor 

1 2 2 2 3 3 
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ISU 

EVALUASI ISU BERDASARKAN KRITERIA 

Memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap 
pencapaian sasaran 

Renstra K/L atau 
Renstra 

provinsi/kabupaten/kota 

Merupakan 
tugas dan 
tanggung 

jawab 
Bappeda 

Dampak yang 
ditimbulkannya 

terhadap 
kinerja 

Bappeda 
melayani SKPD 

lain 

Memiliki daya 
ungkit untuk 

pembangunan 
daerah 

Kemungkinan 
atau 

kemudahannya 
untuk 

direncanakan 
dan diukur 

keberhasilannya 

Prioritas 
program 
unggulan 

KDH+WKDH 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

ketidakpastian dalam 
pelaksanaan kegiatan. 

ISU_14 

Beban kerja aparatur yang 
berlebihan. Kekurangan jumlah 
aparatur PNS memaksa 
penugasan aparatur yang 
cenderung melebihi kapasitas 
untuk terlibat dalam tugas-tugas 
di luar tupoksi ke-bappeda-an 
(sebagai anggota tim dan 
menghadiri undangan rapat dari 
instansi lain). 

2 3 4 3 3 4 

ISU_15 

Adanya beberapa kegiatan 
Bappeda yang pelaksanaannya 
tergantung kepada selesainya 
kegiatan di SKPD lain. 

2 4 5 2 3 2 

ISU_16 

Adanya peristiwa eksternal, 
misalnya ada kebijakan dari 
Pemerintah Pusat yang 
diberlakukan pada saat anggaran 

4 2 3 2 2 2 
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ISU 

EVALUASI ISU BERDASARKAN KRITERIA 

Memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap 
pencapaian sasaran 

Renstra K/L atau 
Renstra 

provinsi/kabupaten/kota 

Merupakan 
tugas dan 
tanggung 

jawab 
Bappeda 

Dampak yang 
ditimbulkannya 

terhadap 
kinerja 

Bappeda 
melayani SKPD 

lain 

Memiliki daya 
ungkit untuk 

pembangunan 
daerah 

Kemungkinan 
atau 

kemudahannya 
untuk 

direncanakan 
dan diukur 

keberhasilannya 

Prioritas 
program 
unggulan 

KDH+WKDH 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

sudah ditetapkan, yang 
mempengaruhi penyerapan. 

ISU_17 

Sebagian ikk tergantung faktor-
faktor eksternal yang sulit 
diprediksi. Target ikk di tahun 
yang akan datang sulit 
ditentukan, terutama untuk ikk 
yang melibatkan kewenangan 
skpd di luar bappeda, seperti 
pengisian jabatan, atau rasio pns. 

5 2 2 2 2 2 

ISU_18 
Perlu mengidentifikasi kendala-
kendala bagi Bappeda Depok 
untuk mencapai nilai A (LAKIP). 

2 4 3 2 3 2 

ISU_19 
Perlunya Indikator kinerja secara 
mandiri, pengukuran indikator 
dilakukan secara mandiri. 

1 4 5 3 4 2 

ISU_20 
Belum tersedia hasil analisa 
tentang pemanfaatan hasil-hasil 
kajian dalam perumusan 

2 5 5 3 3 2 
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ISU 

EVALUASI ISU BERDASARKAN KRITERIA 

Memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap 
pencapaian sasaran 

Renstra K/L atau 
Renstra 

provinsi/kabupaten/kota 

Merupakan 
tugas dan 
tanggung 

jawab 
Bappeda 

Dampak yang 
ditimbulkannya 

terhadap 
kinerja 

Bappeda 
melayani SKPD 

lain 

Memiliki daya 
ungkit untuk 

pembangunan 
daerah 

Kemungkinan 
atau 

kemudahannya 
untuk 

direncanakan 
dan diukur 

keberhasilannya 

Prioritas 
program 
unggulan 

KDH+WKDH 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

kebijakan pembangunan di masa 
lalu. 

ISU_21 

Tidak meratanya kompetensi 
memahami dokumen 
pembangunan daerah dan 
peraturan perundangan yg 
berlaku 

2 5 5 2 3 2 

ISU_22 
Tidak ada pedoman/detail kriteria 
bagaimana menyusun sakip yang 
bernilai bagus 

2 4 3 2 3 2 

ISU_23 
Kurangnya jumlah fasilitator 
partisipasi 

1 3 3 3 2 2 

ISU_24 
Tidak tersedia pedoman pasti 
tentang bagaimana meverifikasi 

2 5 5 2 3 2 

ISU_25 
Tidak tersedia pedoman pasti 
tentang bagaimana 
mensinergikan 

4 5 5 2 3 2 

ISU_26 
Proses pembuatan prioritas 
kegiatan tidak menggunakan 
pendekatan teknokratis 

2 5 5 2 3 2 
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ISU 

EVALUASI ISU BERDASARKAN KRITERIA 

Memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap 
pencapaian sasaran 

Renstra K/L atau 
Renstra 

provinsi/kabupaten/kota 

Merupakan 
tugas dan 
tanggung 

jawab 
Bappeda 

Dampak yang 
ditimbulkannya 

terhadap 
kinerja 

Bappeda 
melayani SKPD 

lain 

Memiliki daya 
ungkit untuk 

pembangunan 
daerah 

Kemungkinan 
atau 

kemudahannya 
untuk 

direncanakan 
dan diukur 

keberhasilannya 

Prioritas 
program 
unggulan 

KDH+WKDH 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

ISU_27 Beberapa amdal tidak dipatuhi 2 2 2 2 2 2 

ISU_28 Pedoman studi kelayakan kurang 2 2 2 2 2 2 

ISU_29 

Substansi yg terkait 
permasalahan perencanaan 
dianggap sebagai tupoksi untuk 
pencarian solusinya 

2 4 4 2 3 2 

ISU_30 

Tidak ada pedoman 
mengidetifikasi/ menghitung 
kapasitas daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup untuk 
pembangunan. 

2 2 2 2 2 2 

ISU_31 

Kapasitas daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup untuk 
pembangunan Kota Depok belum 
diketahui. 

2 2 2 2 2 2 

ISU_32 
Belum ada monev dan evaluasi 
terhadap upaya mitigasi di Kota 
Depok. 

2 2 2 2 2 2 

ISU_33 
Waktu pelaksanaan kurang dari 3 
(tiga) bulan untuk realisasi 

2 2 2 2 2 2 
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ISU 

EVALUASI ISU BERDASARKAN KRITERIA 

Memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap 
pencapaian sasaran 

Renstra K/L atau 
Renstra 

provinsi/kabupaten/kota 

Merupakan 
tugas dan 
tanggung 

jawab 
Bappeda 

Dampak yang 
ditimbulkannya 

terhadap 
kinerja 

Bappeda 
melayani SKPD 

lain 

Memiliki daya 
ungkit untuk 

pembangunan 
daerah 

Kemungkinan 
atau 

kemudahannya 
untuk 

direncanakan 
dan diukur 

keberhasilannya 

Prioritas 
program 
unggulan 

KDH+WKDH 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

kegiatan pembangunan yang 
mengalami perubahan. 

ISU_34 

Untuk bisa meprediksi secara 
akurat akan terjadinya situasi 
gawat darurat, terkendala 
minimnya data.  

2 2 2 2 2 2 

ISU_35 
Perencanaan kegiatan SKPD tidak 
terbiasa membuat analisis resiko,  
merit system belum diterapkan.  

1 3 5 3 3 2 

ISU_36 

Perencanaan strategis SKPD tidak 
terbiasa menulis/menganalisa 
asumsi-asumsi yang digunakan 
dalam merumuskan tujuan dan 
sasaran, terutama analisa yang 
terkait faktor-faktor internal dan 
eksternal yang berpotensi 
mempengaruhi pencapaian 
tujuan dan sasaran. 

2 5 5 3 3 2 

ISU_37 
SDM terbatas secara kuantitas 
dan kualitas. Perlu 

2 3 5 2 3 2 
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ISU 

EVALUASI ISU BERDASARKAN KRITERIA 

Memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap 
pencapaian sasaran 

Renstra K/L atau 
Renstra 

provinsi/kabupaten/kota 

Merupakan 
tugas dan 
tanggung 

jawab 
Bappeda 

Dampak yang 
ditimbulkannya 

terhadap 
kinerja 

Bappeda 
melayani SKPD 

lain 

Memiliki daya 
ungkit untuk 

pembangunan 
daerah 

Kemungkinan 
atau 

kemudahannya 
untuk 

direncanakan 
dan diukur 

keberhasilannya 

Prioritas 
program 
unggulan 

KDH+WKDH 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

memperbanyak tenaga 
fungsional perencana. 

ISU_38 
Belum efektifnya koordinasi 
perencanaan karena ego 
sektoral. 

2 3 5 2 3 2 

ISU_39 
Perlunya sistem informasi untuk 
menghindari duplikasi kajian. 

2 3 5 2 3 2 

ISU_40 

Perlunya sistem informasi untuk 
integrasi data yg diperlukan 
untuk perencanaan 
pembangunan. 

2 3 5 2 3 2 

ISU_41 

Perlunya sistem informasi bagi 
masyarakat untuk bisa 
mengakses informasi informasi 
perencanaan pembangunan. 

2 3 3 2 3 2 

ISU_42 

Pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan rencana 
pembangunan belum optimal, 
khususnya untuk mencegah 
SILPA. 

2 4 4 2 3 4 
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ISU 

EVALUASI ISU BERDASARKAN KRITERIA 

Memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap 
pencapaian sasaran 

Renstra K/L atau 
Renstra 

provinsi/kabupaten/kota 

Merupakan 
tugas dan 
tanggung 

jawab 
Bappeda 

Dampak yang 
ditimbulkannya 

terhadap 
kinerja 

Bappeda 
melayani SKPD 

lain 

Memiliki daya 
ungkit untuk 

pembangunan 
daerah 

Kemungkinan 
atau 

kemudahannya 
untuk 

direncanakan 
dan diukur 

keberhasilannya 

Prioritas 
program 
unggulan 

KDH+WKDH 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

ISU_43 
Perlunya sistem informasi utk 
mempermudah akses dokumen 
perencanaan pembangunan. 

2 3 5 2 3 2 

ISU_44 

Optimalisasi koordinasi instusi 
perencanaan dan penganggaran, 
utk menjaga konsistensi 
perencanaan dan penganggaran, 
agar program dan kegiatan yang 
telah direncanakan tidak 
tereduksi di dalam proses 
penganggaran;  

2 4 5 2 2 5 

ISU_45 
Minimnya inisiatif inovasi daerah 
dan ujicoba. 

2 4 3 3 3 2 

ISU_46 
Menyediakan dan memperbesar 
insentif bagi inovasi volunteer. 

2 3 3 3 3 2 

ISU_47 
Indikator sasaran belum bisa 
memberikan gambaran dukungan 
pencapaian sasaran  

2 5 5 3 4 3 

ISU_48 
Ada perbedaan periodisasi 
dokumen perencanaan 

2 3 4 3 3 2 

ISU_49 
Kurangnya akurasi perencanaan 
dan data kinerja 

2 5 5 2 4 3 
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ISU 

EVALUASI ISU BERDASARKAN KRITERIA 

Memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap 
pencapaian sasaran 

Renstra K/L atau 
Renstra 

provinsi/kabupaten/kota 

Merupakan 
tugas dan 
tanggung 

jawab 
Bappeda 

Dampak yang 
ditimbulkannya 

terhadap 
kinerja 

Bappeda 
melayani SKPD 

lain 

Memiliki daya 
ungkit untuk 

pembangunan 
daerah 

Kemungkinan 
atau 

kemudahannya 
untuk 

direncanakan 
dan diukur 

keberhasilannya 

Prioritas 
program 
unggulan 

KDH+WKDH 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

    299 369 321 276 281 134 

Sumber: Hasil analisis.  

KETERANGAN: 
(Lihat Sheet 
"Nilai")     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA KOTA DEPOK 2016-2021 115 

 

      

 
Tabel 3.11 

Pemrioritasan/Pembobotan Isu 
 

ISU 

EVALUASI ISU BERDASARKAN KRITERIA 

BOBOT/RAN
KING 

Memiliki 
pengaruh yang 
signifikan 
terhadap 
pencapaian 
sasaran Renstra 
K/L atau Renstra 
provinsi/kabupat
en/kota 

Merupakan tugas 
dan tanggung 
jawab Bappeda 

Dampak yang 
ditimbulkannya 
terhadap 
kinerja 
Bappeda 
melayani SKPD 
lain 

Memiliki 
daya ungkit 
untuk 
pembangun
an daerah 

Kemungkin
an atau 
kemudaha
nnya untuk 
direncanak
an dan 
diukur 
keberhasila
nnya 

Prioritas 
program 
unggulan 
KDH+WKDH 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

ISU_1 
Data dasar untuk 
mengukur indikator 
"persentase" tidak jelas. 

0,013 0,014 0,016 0,007 0,011 0,030 0,118018026 

ISU_2 

Tidak ada pedoman 
mengisi lkpj dgn 
mempertimbangkan 
renstra. Evaluasi tdk 
memperhatikan renstra. 

0,010 0,005 0,009 0,007 0,011 0,022 0,089141243 

ISU_3 
Indikator target renstra 
sulit diukur/dievaluasi. 

0,013 0,014 0,016 0,018 0,018 0,037 0,15291008 

ISU_4 

Perencanaan tidak 
menggunakan 
pendekatan model logis. 
Adanya gap/beda 
kebijakan ttg indikator, 

0,017 0,014 0,016 0,018 0,018 0,037 0,158184054 
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ISU 

EVALUASI ISU BERDASARKAN KRITERIA 

BOBOT/RAN
KING 

Memiliki 
pengaruh yang 
signifikan 
terhadap 
pencapaian 
sasaran Renstra 
K/L atau Renstra 
provinsi/kabupat
en/kota 

Merupakan tugas 
dan tanggung 
jawab Bappeda 

Dampak yang 
ditimbulkannya 
terhadap 
kinerja 
Bappeda 
melayani SKPD 
lain 

Memiliki 
daya ungkit 
untuk 
pembangun
an daerah 

Kemungkin
an atau 
kemudaha
nnya untuk 
direncanak
an dan 
diukur 
keberhasila
nnya 

Prioritas 
program 
unggulan 
KDH+WKDH 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

antara aturan 
penyusunan renstra 
dengan aturan 
penyusunan lkpj. 

ISU_5 

Pada saat merencanakan 
indikator kinerja tidak 
memikirkan bagaimana 
cara mengukurnya. 

0,017 0,014 0,016 0,018 0,018 0,037 0,158184054 

ISU_6 

Data tidak tersedia, atau 
data sulit diakses. 
Kebiasaan (habit) 
merencanakan tanpa 
data. 

0,017 0,014 0,016 0,018 0,011 0,037 0,143436129 

ISU_7 

Pelaksanaan tugas 
"merencanakan" tidak 
mempedomani aturan yg 
berlaku. Lemahnya 
pemahaman ttg 
hubungan antara 
outcome dengan output. 

0,017 0,014 0,016 0,014 0,011 0,037 0,14005487 
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ISU 

EVALUASI ISU BERDASARKAN KRITERIA 

BOBOT/RAN
KING 

Memiliki 
pengaruh yang 
signifikan 
terhadap 
pencapaian 
sasaran Renstra 
K/L atau Renstra 
provinsi/kabupat
en/kota 

Merupakan tugas 
dan tanggung 
jawab Bappeda 

Dampak yang 
ditimbulkannya 
terhadap 
kinerja 
Bappeda 
melayani SKPD 
lain 

Memiliki 
daya ungkit 
untuk 
pembangun
an daerah 

Kemungkin
an atau 
kemudaha
nnya untuk 
direncanak
an dan 
diukur 
keberhasila
nnya 

Prioritas 
program 
unggulan 
KDH+WKDH 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

ISU_8 

Penentuan waktu 
pencapaian target tdk 
memperhatikan aturan 
yg berlaku. Aparatur 
perencana kurang 
memahami aturan di 
bidang perencanaan. 

0,017 0,014 0,016 0,018 0,018 0,037 0,158184054 

ISU_9 

Tidak ada unit kerja yg 
secara khusus melakukan 
tugas pendataan. 
Lemahnya dukungan 
data pada saat menyusun 
indikator & target, dan 
pada saat evaluasi. 

0,013 0,014 0,016 0,007 0,011 0,030 0,118018026 

ISU_10 

Lemahnya kemampuan 
SDM aparatur dalam 
menyusun dokumen 
lelang. 

0,003 0,011 0,006 0,007 0,014 0,022 0,087523786 
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ISU 

EVALUASI ISU BERDASARKAN KRITERIA 

BOBOT/RAN
KING 

Memiliki 
pengaruh yang 
signifikan 
terhadap 
pencapaian 
sasaran Renstra 
K/L atau Renstra 
provinsi/kabupat
en/kota 

Merupakan tugas 
dan tanggung 
jawab Bappeda 

Dampak yang 
ditimbulkannya 
terhadap 
kinerja 
Bappeda 
melayani SKPD 
lain 

Memiliki 
daya ungkit 
untuk 
pembangun
an daerah 

Kemungkin
an atau 
kemudaha
nnya untuk 
direncanak
an dan 
diukur 
keberhasila
nnya 

Prioritas 
program 
unggulan 
KDH+WKDH 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

ISU_11 

Proses lelang pengadaan 
barang dan jasa 
memakan waktu lama, 
menyebabkan 
keterbatasan waktu 
untuk pelaksanaan 
kegiatan.  

0,003 0,005 0,006 0,018 0,011 0,022 0,085517741 

ISU_12 

Tidak memadainya 
mekanisme dan 
sumberdaya organisasi 
yang memungkinkan 
bagi seorang aparatur 
untuk bisa secara cepat 
belajar dan menguasai 
bidang tugasnya. 

0,010 0,011 0,016 0,011 0,007 0,022 
0,09636306

6 

ISU_13 

Kebijakan penjadwalan 
anggaran kas kurang 
fleksibel mengantisipasi 
faktor-faktor 

0,003 0,005 0,006 0,007 0,011 0,022 0,075373963 
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ISU 

EVALUASI ISU BERDASARKAN KRITERIA 

BOBOT/RAN
KING 

Memiliki 
pengaruh yang 
signifikan 
terhadap 
pencapaian 
sasaran Renstra 
K/L atau Renstra 
provinsi/kabupat
en/kota 

Merupakan tugas 
dan tanggung 
jawab Bappeda 

Dampak yang 
ditimbulkannya 
terhadap 
kinerja 
Bappeda 
melayani SKPD 
lain 

Memiliki 
daya ungkit 
untuk 
pembangun
an daerah 

Kemungkin
an atau 
kemudaha
nnya untuk 
direncanak
an dan 
diukur 
keberhasila
nnya 

Prioritas 
program 
unggulan 
KDH+WKDH 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

ketidakpastian dalam 
pelaksanaan kegiatan. 

ISU_14 

Beban kerja aparatur 
yang berlebihan. 
Kekurangan jumlah 
aparatur PNS memaksa 
penugasan aparatur yang 
cenderung melebihi 
kapasitas untuk terlibat 
dalam tugas-tugas di luar 
tupoksi ke-bappeda-an 
(sebagai anggota tim dan 
menghadiri undangan 
rapat dari instansi lain). 

0,007 0,008 0,012 0,011 0,011 0,030 0,102856145 

ISU_15 

Adanya beberapa 
kegiatan Bappeda yang 
pelaksanaannya 
tergantung kepada 

0,007 0,011 0,016 0,007 0,011 0,015 0,085081443 
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ISU 

EVALUASI ISU BERDASARKAN KRITERIA 

BOBOT/RAN
KING 

Memiliki 
pengaruh yang 
signifikan 
terhadap 
pencapaian 
sasaran Renstra 
K/L atau Renstra 
provinsi/kabupat
en/kota 

Merupakan tugas 
dan tanggung 
jawab Bappeda 

Dampak yang 
ditimbulkannya 
terhadap 
kinerja 
Bappeda 
melayani SKPD 
lain 

Memiliki 
daya ungkit 
untuk 
pembangun
an daerah 

Kemungkin
an atau 
kemudaha
nnya untuk 
direncanak
an dan 
diukur 
keberhasila
nnya 

Prioritas 
program 
unggulan 
KDH+WKDH 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

selesainya kegiatan di 
SKPD lain. 

ISU_16 

Adanya peristiwa 
eksternal, misalnya ada 
kebijakan dari 
Pemerintah Pusat yang 
diberlakukan pada saat 
anggaran sudah 
ditetapkan, yang 
mempengaruhi 
penyerapan. 

0,013 0,005 0,009 0,007 0,007 0,015 0,077040901 

ISU_17 

Sebagian ikk tergantung 
faktor-faktor eksternal 
yang sulit diprediksi. 
Target ikk di tahun yang 
akan datang sulit 
ditentukan, terutama 
untuk ikk yang 
melibatkan kewenangan 

0,017 0,005 0,006 0,007 0,007 0,015 0,079095542 
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ISU 

EVALUASI ISU BERDASARKAN KRITERIA 

BOBOT/RAN
KING 

Memiliki 
pengaruh yang 
signifikan 
terhadap 
pencapaian 
sasaran Renstra 
K/L atau Renstra 
provinsi/kabupat
en/kota 

Merupakan tugas 
dan tanggung 
jawab Bappeda 

Dampak yang 
ditimbulkannya 
terhadap 
kinerja 
Bappeda 
melayani SKPD 
lain 

Memiliki 
daya ungkit 
untuk 
pembangun
an daerah 

Kemungkin
an atau 
kemudaha
nnya untuk 
direncanak
an dan 
diukur 
keberhasila
nnya 

Prioritas 
program 
unggulan 
KDH+WKDH 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

skpd di luar bappeda, 
seperti pengisian 
jabatan, atau rasio pns. 

ISU_18 

Perlu mengidentifikasi 
kendala-kendala bagi 
Bappeda Depok untuk 
mencapai nilai A (LAKIP). 

0,007 0,011 0,009 0,007 0,011 0,015 0,078642777 

ISU_19 

Perlunya Indikator 
kinerja secara mandiri, 
pengukuran indikator 
dilakukan secara mandiri. 

0,003 0,011 0,016 0,011 0,014 0,015 0,09056269 

ISU_20 

Belum tersedia hasil 
analisa tentang 
pemanfaatan hasil-hasil 
kajian dalam perumusan 
kebijakan pembangunan 
di masa lalu. 

0,007 0,014 0,016 0,011 0,011 0,015 
0,09085063

2 
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ISU 

EVALUASI ISU BERDASARKAN KRITERIA 

BOBOT/RAN
KING 

Memiliki 
pengaruh yang 
signifikan 
terhadap 
pencapaian 
sasaran Renstra 
K/L atau Renstra 
provinsi/kabupat
en/kota 

Merupakan tugas 
dan tanggung 
jawab Bappeda 

Dampak yang 
ditimbulkannya 
terhadap 
kinerja 
Bappeda 
melayani SKPD 
lain 

Memiliki 
daya ungkit 
untuk 
pembangun
an daerah 

Kemungkin
an atau 
kemudaha
nnya untuk 
direncanak
an dan 
diukur 
keberhasila
nnya 

Prioritas 
program 
unggulan 
KDH+WKDH 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

ISU_21 

Tidak meratanya 
kompetensi memahami 
dokumen pembangunan 
daerah dan peraturan 
perundangan yg berlaku 

0,007 0,014 0,016 0,007 0,011 0,015 0,087469373 

ISU_22 

Tidak ada 
pedoman/detail kriteria 
bagaimana menyusun 
sakip yang bernilai bagus 

0,007 0,011 0,009 0,007 0,011 0,015 0,078642777 

ISU_23 
Kurangnya jumlah 
fasilitator partisipasi 

0,003 0,008 0,009 0,011 0,007 0,015 0,06698817 

ISU_24 
Tidak tersedia pedoman 
pasti tentang bagaimana 
meverifikasi 

0,007 0,014 0,016 0,007 0,011 0,015 0,087469373 

ISU_25 
Tidak tersedia pedoman 
pasti tentang bagaimana 
mensinergikan 

0,013 0,014 0,016 0,007 0,011 0,015 0,09801732 

ISU_26 
Proses pembuatan 
prioritas kegiatan tidak 

0,007 0,014 0,016 0,007 0,011 0,015 0,087469373 
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ISU 

EVALUASI ISU BERDASARKAN KRITERIA 

BOBOT/RAN
KING 

Memiliki 
pengaruh yang 
signifikan 
terhadap 
pencapaian 
sasaran Renstra 
K/L atau Renstra 
provinsi/kabupat
en/kota 

Merupakan tugas 
dan tanggung 
jawab Bappeda 

Dampak yang 
ditimbulkannya 
terhadap 
kinerja 
Bappeda 
melayani SKPD 
lain 

Memiliki 
daya ungkit 
untuk 
pembangun
an daerah 

Kemungkin
an atau 
kemudaha
nnya untuk 
direncanak
an dan 
diukur 
keberhasila
nnya 

Prioritas 
program 
unggulan 
KDH+WKDH 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

menggunakan 
pendekatan teknokratis 

ISU_27 
Beberapa amdal tidak 
dipatuhi 

0,007 0,005 0,006 0,007 0,007 0,015 0,063273621 

ISU_28 
Pedoman studi kelayakan 
kurang 

0,007 0,005 0,006 0,007 0,007 0,015 0,063273621 

ISU_29 

Substansi yg terkait 
permasalahan 
perencanaan dianggap 
sebagai tupoksi untuk 
pencarian solusinya 

0,007 0,011 0,012 0,007 0,011 0,015 0,08186211 

ISU_30 

Tidak ada pedoman 
mengidetifikasi/ 
menghitung kapasitas 
daya dukung dan daya 
tampung lingkungan 
hidup untuk 
pembangunan. 

0,007 0,005 0,006 0,007 0,007 0,015 0,063273621 
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ISU 

EVALUASI ISU BERDASARKAN KRITERIA 

BOBOT/RAN
KING 

Memiliki 
pengaruh yang 
signifikan 
terhadap 
pencapaian 
sasaran Renstra 
K/L atau Renstra 
provinsi/kabupat
en/kota 

Merupakan tugas 
dan tanggung 
jawab Bappeda 

Dampak yang 
ditimbulkannya 
terhadap 
kinerja 
Bappeda 
melayani SKPD 
lain 

Memiliki 
daya ungkit 
untuk 
pembangun
an daerah 

Kemungkin
an atau 
kemudaha
nnya untuk 
direncanak
an dan 
diukur 
keberhasila
nnya 

Prioritas 
program 
unggulan 
KDH+WKDH 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

ISU_31 

Kapasitas daya dukung 
dan daya tampung 
lingkungan hidup untuk 
pembangunan Kota 
Depok belum diketahui. 

0,007 0,005 0,006 0,007 0,007 0,015 0,063273621 

ISU_32 
Belum ada monev dan 
evaluasi terhadap upaya 
mitigasi di Kota Depok. 

0,007 0,005 0,006 0,007 0,007 0,015 0,063273621 

ISU_33 

Waktu pelaksanaan 
kurang dari 3 (tiga) bulan 
untuk realisasi kegiatan 
pembangunan yang 
mengalami perubahan. 

0,007 0,005 0,006 0,007 0,007 0,015 0,063273621 

ISU_34 

Untuk bisa meprediksi 
secara akurat akan 
terjadinya situasi gawat 
darurat, terkendala 
minimnya data.  

0,007 0,005 0,006 0,007 0,007 0,015 0,063273621 
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ISU 

EVALUASI ISU BERDASARKAN KRITERIA 

BOBOT/RAN
KING 

Memiliki 
pengaruh yang 
signifikan 
terhadap 
pencapaian 
sasaran Renstra 
K/L atau Renstra 
provinsi/kabupat
en/kota 

Merupakan tugas 
dan tanggung 
jawab Bappeda 

Dampak yang 
ditimbulkannya 
terhadap 
kinerja 
Bappeda 
melayani SKPD 
lain 

Memiliki 
daya ungkit 
untuk 
pembangun
an daerah 

Kemungkin
an atau 
kemudaha
nnya untuk 
direncanak
an dan 
diukur 
keberhasila
nnya 

Prioritas 
program 
unggulan 
KDH+WKDH 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

ISU_35 

Perencanaan kegiatan 
SKPD tidak terbiasa 
membuat analisis resiko,  
merit system belum 
diterapkan.  

0,003 0,008 0,016 0,011 0,011 0,015 
0,08080079

8 

ISU_36 

Perencanaan strategis 
SKPD tidak terbiasa 
menulis/menganalisa 
asumsi-asumsi yang 
digunakan dalam 
merumuskan tujuan dan 
sasaran, terutama analisa 
yang terkait faktor-faktor 
internal dan eksternal 
yang berpotensi 
mempengaruhi 
pencapaian tujuan dan 
sasaran. 

0,007 0,014 0,016 0,011 0,011 0,015 
0,09085063

2 
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ISU 

EVALUASI ISU BERDASARKAN KRITERIA 

BOBOT/RAN
KING 

Memiliki 
pengaruh yang 
signifikan 
terhadap 
pencapaian 
sasaran Renstra 
K/L atau Renstra 
provinsi/kabupat
en/kota 

Merupakan tugas 
dan tanggung 
jawab Bappeda 

Dampak yang 
ditimbulkannya 
terhadap 
kinerja 
Bappeda 
melayani SKPD 
lain 

Memiliki 
daya ungkit 
untuk 
pembangun
an daerah 

Kemungkin
an atau 
kemudaha
nnya untuk 
direncanak
an dan 
diukur 
keberhasila
nnya 

Prioritas 
program 
unggulan 
KDH+WKDH 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

ISU_37 

SDM terbatas secara 
kuantitas dan kualitas. 
Perlu memperbanyak 
tenaga fungsional 
perencana. 

0,007 0,008 0,016 0,007 0,011 0,015 0,082693512 

ISU_38 
Belum efektifnya 
koordinasi perencanaan 
karena ego sektoral. 

0,007 0,008 0,016 0,007 0,011 0,015 0,082693512 

ISU_39 

Perlunya sistem 
informasi untuk 
menghindari duplikasi 
kajian. 

0,007 0,008 0,016 0,007 0,011 0,015 0,082693512 

ISU_40 

Perlunya sistem 
informasi untuk integrasi 
data yg diperlukan untuk 
perencanaan 
pembangunan. 

0,007 0,008 0,016 0,007 0,011 0,015 0,082693512 

ISU_41 
Perlunya sistem 
informasi bagi 
masyarakat untuk bisa 

0,007 0,008 0,009 0,007 0,011 0,015 0,076254847 
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ISU 

EVALUASI ISU BERDASARKAN KRITERIA 

BOBOT/RAN
KING 

Memiliki 
pengaruh yang 
signifikan 
terhadap 
pencapaian 
sasaran Renstra 
K/L atau Renstra 
provinsi/kabupat
en/kota 

Merupakan tugas 
dan tanggung 
jawab Bappeda 

Dampak yang 
ditimbulkannya 
terhadap 
kinerja 
Bappeda 
melayani SKPD 
lain 

Memiliki 
daya ungkit 
untuk 
pembangun
an daerah 

Kemungkin
an atau 
kemudaha
nnya untuk 
direncanak
an dan 
diukur 
keberhasila
nnya 

Prioritas 
program 
unggulan 
KDH+WKDH 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

mengakses informasi 
informasi perencanaan 
pembangunan. 

ISU_42 

Pengendalian dan 
evaluasi pelaksanaan 
rencana pembangunan 
belum optimal, 
khususnya untuk 
mencegah SILPA. 

0,007 0,011 0,012 0,007 0,011 0,030 0,101862816 

ISU_43 

Perlunya sistem 
informasi utk 
mempermudah akses 
dokumen perencanaan 
pembangunan. 

0,007 0,008 0,016 0,007 0,011 0,015 0,082693512 

ISU_44 

Optimalisasi koordinasi 
instusi perencanaan dan 
penganggaran, utk 
menjaga konsistensi 
perencanaan dan 
penganggaran, agar 

0,007 0,011 0,016 0,007 0,007 0,037 0,10770854 
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ISU 

EVALUASI ISU BERDASARKAN KRITERIA 

BOBOT/RAN
KING 

Memiliki 
pengaruh yang 
signifikan 
terhadap 
pencapaian 
sasaran Renstra 
K/L atau Renstra 
provinsi/kabupat
en/kota 

Merupakan tugas 
dan tanggung 
jawab Bappeda 

Dampak yang 
ditimbulkannya 
terhadap 
kinerja 
Bappeda 
melayani SKPD 
lain 

Memiliki 
daya ungkit 
untuk 
pembangun
an daerah 

Kemungkin
an atau 
kemudaha
nnya untuk 
direncanak
an dan 
diukur 
keberhasila
nnya 

Prioritas 
program 
unggulan 
KDH+WKDH 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

program dan kegiatan 
yang telah direncanakan 
tidak tereduksi di dalam 
proses penganggaran;  

ISU_45 
Minimnya inisiatif inovasi 
daerah dan ujicoba. 

0,007 0,011 0,009 0,011 0,011 0,015 
0,08202403

6 

ISU_46 
Menyediakan dan 
memperbesar insentif 
bagi inovasi volunteer. 

0,007 0,008 0,009 0,011 0,011 0,015 0,079636106 

ISU_47 

Indikator sasaran belum 
bisa memberikan 
gambaran dukungan 
pencapaian sasaran  

0,007 0,014 0,016 0,011 0,014 0,022 0,108224947 

ISU_48 
Ada perbedaan 
periodisasi dokumen 
perencanaan 

0,007 0,008 0,012 0,011 0,011 0,015 
0,08285543

9 
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ISU 

EVALUASI ISU BERDASARKAN KRITERIA 

BOBOT/RAN
KING 

Memiliki 
pengaruh yang 
signifikan 
terhadap 
pencapaian 
sasaran Renstra 
K/L atau Renstra 
provinsi/kabupat
en/kota 

Merupakan tugas 
dan tanggung 
jawab Bappeda 

Dampak yang 
ditimbulkannya 
terhadap 
kinerja 
Bappeda 
melayani SKPD 
lain 

Memiliki 
daya ungkit 
untuk 
pembangun
an daerah 

Kemungkin
an atau 
kemudaha
nnya untuk 
direncanak
an dan 
diukur 
keberhasila
nnya 

Prioritas 
program 
unggulan 
KDH+WKDH 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

ISU_49 
Kurangnya akurasi 
perencanaan dan data 
kinerja 

0,007 0,014 0,016 0,007 0,014 0,022 0,104843688 

Sumber: Hasil analisis.  

KETERANGAN: 
(Lihat Sheet 
"Nilai")      
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Tabel 3.12 

Prioritas Isu (Urutan ranking tertinggi ke terendah) 
 

ISU BOBOT/RANKING RANKING 

ISU_4 
Perencanaan tidak menggunakan pendekatan model logis. 
Adanya gap/beda kebijakan ttg indikator, antara aturan 
penyusunan renstra dengan aturan penyusunan lkpj. 

0,158184054 1 

ISU_5 
Pada saat merencanakan indikator kinerja tidak memikirkan 
bagaimana cara mengukurnya. 

0,158184054 2 

ISU_8 
Penentuan waktu pencapaian target tdk memperhatikan 
aturan yg berlaku. Aparatur perencana kurang memahami 
aturan di bidang perencanaan. 

0,158184054 3 

ISU_3 Indikator target renstra sulit diukur/dievaluasi. 0,15291008 4 

ISU_6 
Data tidak tersedia, atau data sulit diakses. Kebiasaan (habit) 
merencanakan tanpa data. 

0,143436129 5 

ISU_7 
Pelaksanaan tugas "merencanakan" tidak mempedomani 
aturan yg berlaku. Lemahnya pemahaman ttg hubungan 
antara outcome dengan output. 

0,14005487 6 

ISU_1 
Data dasar untuk mengukur indikator "persentase" tidak 
jelas. 

0,118018026 7 

ISU_9 
Tidak ada unit kerja yg secara khusus melakukan tugas 
pendataan. Lemahnya dukungan data pada saat menyusun 
indikator & target, dan pada saat evaluasi. 

0,118018026 8 

ISU_47 
Indikator sasaran belum bisa memberikan gambaran 
dukungan pencapaian sasaran  

0,108224947 9 

ISU_44 

Optimalisasi koordinasi instusi perencanaan dan 
penganggaran, utk menjaga konsistensi perencanaan dan 
penganggaran, agar program dan kegiatan yang telah 
direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;  

0,10770854 10 

ISU_49 Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja 0,104843688 11 

ISU_14 

Beban kerja aparatur yang berlebihan. Kekurangan jumlah 
aparatur PNS memaksa penugasan aparatur yang cenderung 
melebihi kapasitas untuk terlibat dalam tugas-tugas di luar 
tupoksi ke-bappeda-an (sebagai anggota tim dan menghadiri 
undangan rapat dari instansi lain). 

0,102856145 12 

ISU_42 
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 
pembangunan belum optimal, khususnya untuk mencegah 
SILPA. 

0,101862816 13 

ISU_25 
Tidak tersedia pedoman pasti tentang bagaimana 
mensinergikan 

0,09801732 14 

ISU_12 
Tidak memadainya mekanisme dan sumberdaya organisasi 
yang memungkinkan bagi seorang aparatur untuk bisa 
secara cepat belajar dan menguasai bidang tugasnya. 

0,096363066 15 

ISU_20 
Belum tersedia hasil analisa tentang pemanfaatan hasil-hasil 
kajian dalam perumusan kebijakan pembangunan di masa 
lalu. 

0,090850632 16 

ISU_36 
Perencanaan strategis SKPD tidak terbiasa 
menulis/menganalisa asumsi-asumsi yang digunakan dalam 
merumuskan tujuan dan sasaran, terutama analisa yang 

0,090850632 17 
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ISU BOBOT/RANKING RANKING 

terkait faktor-faktor internal dan eksternal yang berpotensi 
mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran. 

ISU_19 
Perlunya Indikator kinerja secara mandiri, pengukuran 
indikator dilakukan secara mandiri. 

0,09056269 18 

ISU_2 
Tidak ada pedoman mengisi lkpj dgn mempertimbangkan 
renstra. Evaluasi tdk memperhatikan renstra. 

0,089141243 19 

ISU_10 
Lemahnya kemampuan SDM aparatur dalam menyusun 
dokumen lelang. 

0,087523786 20 

ISU_21 
Tidak meratanya kompetensi memahami dokumen 
pembangunan daerah dan peraturan perundangan yg 
berlaku 

0,087469373 21 

ISU_24 
Tidak tersedia pedoman pasti tentang bagaimana 
meverifikasi 

0,087469373 22 

ISU_26 
Proses pembuatan prioritas kegiatan tidak menggunakan 
pendekatan teknokratis 

0,087469373 23 

ISU_11 
Proses lelang pengadaan barang dan jasa memakan waktu 
lama, menyebabkan keterbatasan waktu untuk pelaksanaan 
kegiatan.  

0,085517741 24 

ISU_15 
Adanya beberapa kegiatan Bappeda yang pelaksanaannya 
tergantung kepada selesainya kegiatan di SKPD lain. 

0,085081443 25 

ISU_48 Ada perbedaan periodisasi dokumen perencanaan 0,082855439 26 

ISU_37 
SDM terbatas secara kuantitas dan kualitas. Perlu 
memperbanyak tenaga fungsional perencana. 

0,082693512 27 

ISU_38 
Belum efektifnya koordinasi perencanaan karena ego 
sektoral. 

0,082693512 28 

ISU_39 
Perlunya sistem informasi untuk menghindari duplikasi 
kajian. 

0,082693512 29 

ISU_40 
Perlunya sistem informasi untuk integrasi data yg diperlukan 
untuk perencanaan pembangunan. 

0,082693512 30 

ISU_43 
Perlunya sistem informasi utk mempermudah akses 
dokumen perencanaan pembangunan. 

0,082693512 31 

ISU_45 Minimnya inisiatif inovasi daerah dan ujicoba. 0,082024036 32 

ISU_29 
Substansi yg terkait permasalahan perencanaan dianggap 
sebagai tupoksi untuk pencarian solusinya 

0,08186211 33 

ISU_35 
Perencanaan kegiatan SKPD tidak terbiasa membuat analisis 
resiko,  merit system belum diterapkan.  

0,080800798 34 

ISU_46 
Menyediakan dan memperbesar insentif bagi inovasi 
volunteer. 

0,079636106 35 

ISU_17 
Sebagian ikk tergantung faktor-faktor eksternal yang sulit 
diprediksi. Target ikk di tahun yang akan datang sulit 
ditentukan, terutama untuk ikk yang melibatkan 

0,079095542 36 
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ISU BOBOT/RANKING RANKING 

kewenangan skpd di luar bappeda, seperti pengisian jabatan, 
atau rasio pns. 

ISU_18 
Perlu mengidentifikasi kendala-kendala bagi Bappeda Depok 
untuk mencapai nilai A (LAKIP). 

0,078642777 37 

ISU_22 
Tidak ada pedoman/detail kriteria bagaimana menyusun 
sakip yang bernilai bagus 

0,078642777 38 

ISU_16 
Adanya peristiwa eksternal, misalnya ada kebijakan dari 
Pemerintah Pusat yang diberlakukan pada saat anggaran 
sudah ditetapkan, yang mempengaruhi penyerapan. 

0,077040901 39 

ISU_41 
Perlunya sistem informasi bagi masyarakat untuk bisa 
mengakses informasi informasi perencanaan pembangunan. 

0,076254847 40 

ISU_13 
Kebijakan penjadwalan anggaran kas kurang fleksibel 
mengantisipasi faktor-faktor ketidakpastian dalam 
pelaksanaan kegiatan. 

0,075373963 41 

ISU_23 Kurangnya jumlah fasilitator partisipasi 0,06698817 42 

ISU_27 Beberapa amdal tidak dipatuhi 0,063273621 43 

ISU_28 Pedoman studi kelayakan kurang 0,063273621 44 

ISU_30 
Tidak ada pedoman mengidetifikasi/ menghitung kapasitas 
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk 
pembangunan. 

0,063273621 45 

ISU_31 
Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 
untuk pembangunan Kota Depok belum diketahui. 

0,063273621 46 

ISU_32 
Belum ada monev dan evaluasi terhadap upaya mitigasi di 
Kota Depok. 

0,063273621 47 

ISU_33 
Waktu pelaksanaan kurang dari 3 (tiga) bulan untuk realisasi 
kegiatan pembangunan yang mengalami perubahan. 

0,063273621 48 

ISU_34 
Untuk bisa meprediksi secara akurat akan terjadinya situasi 
gawat darurat, terkendala minimnya data.  

0,063273621 49 

Sumber: Hasil analisis.   
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Perubahan Renstra Bappeda dirumuskan dalam rangka mewujudkan sasaran program yang 

ditetapkan dalam RPJMD. Renstra Bappeda 2016-2021 memuat tujuan, strategi, kebijakan, program 

dan kegiatan Bappeda dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Program Perubahan 

RPJMD Kota Depok 2016-2021. 

 
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Depok 

 
Untuk memberikan arah dalam mendukung tercapainya visi dan terlaksananya misi Kota 

Depok maka ditetapkan berbagai tujuan dan sasaran strategis. Secara lebih jelas pernyataan tujuan 

dan sasaran strategis Renstra Bappeda Kota Depok 2016-2021 beserta indikator kinerjanya dapat 

dilihat pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Tahun 2016-2021 

 

No. 
INDIKATOR 

TUJUAN 
SASARAN 

INDIKATOR 
SASARAN 

CAPAIAN KINERJA SASARAN  

STRATEGI  
ARAH 

KEBIJAKAN 
KONDISI 

AWAL 
(2016) 

TARGET  KONDISI 
AKHIR 
(2021) 2018 2019 2020 2021 

Misi 1 : Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Profesional Dan Transparan 

Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah pada Bappeda  

1 Tingkat 

akuntabilitas 

kinerja dan 

pelayanan 

Bappeda : SAKIP 

BAPPEDA "A" 

Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja dan 

pelayanan 

Bappeda 

Nilai SAKIP 

BAPPEDA 

B BB BB A A A Peningkatan 

akuntabilitas 

penyelenggaraan 

Bappeda  

Meningkatkan 

kualitas 

perencanaan,  

pengendalian, 

evaluasi dan 

pelaporan 

penyelenggaraan 

Bappeda 

Persentase 

tertib 

administrasi 

barang   

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase 

pegawai 

Bappeda yang 

mendapatkan 

pengembangan 

kompetensi 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tujuan 2 : Meningkatkan perencanaan dan pengendalian program pembangunan daerah  
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No. 
INDIKATOR 

TUJUAN 
SASARAN 

INDIKATOR 
SASARAN 

CAPAIAN KINERJA SASARAN  

STRATEGI  
ARAH 

KEBIJAKAN 
KONDISI 

AWAL 
(2016) 

TARGET  KONDISI 
AKHIR 
(2021) 2018 2019 2020 2021 

2 Usulan 

masyarakat 

melalui 

musrenbang yang 

terakomodir 

dalam dokumen 

perencanaan : 

80 % 

Terakomodasi

nya aspirasi 

masyarakat 

dalam 

pembangunan 

daerah  

Persentase 

usulan 

masyarakat 

melalui 

musrenbang 

yang 

terakomodir 

dalam 

dokumen  

perencanaan 

NA 80% 80% 80% 80% 80% Peningkatkan 

sinergitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan  

Menjaga 

konsistensi 

perencanaan dan 

pengendalian 

program 

pembangunan 

Tingkat 

keselarasan 

dokumen 

perencanaan 

pembangunan 

Terwujudnya 

sinergitas 

perencanaan 

pembangunan  

Persentase 

keselarasan 

RKPD terhadap 

RPJMD 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase 

keselarasan 

Renstra SKPD 

terhadap 

RPJMD 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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No. 
INDIKATOR 

TUJUAN 
SASARAN 

INDIKATOR 
SASARAN 

CAPAIAN KINERJA SASARAN  

STRATEGI  
ARAH 

KEBIJAKAN 
KONDISI 

AWAL 
(2016) 

TARGET  KONDISI 
AKHIR 
(2021) 2018 2019 2020 2021 

Persentase 

keselarasan 

Renja SKPD 

terhadap RKPD 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Rekomendasi 

yang 

dimanfaatkan 

Untuk Perumusan 

Kebijakan : 25% 

Meningkatnya 

pemanfaatan 

Hasil kajian, 

penelitian 

dalam 

pembangunan 

daerah 

Persentase 

Rekomendasi 

Hasil kajian, 

penelitian yang 

dimanfaatkan 

untuk 

pembangunan 

N.A 10% 10% 15% 20% 20% 

Presentase hasil 

inovasi daerah 

yang diterapkan : 

91% 

Meningkatnya 

hasil inovasi 

daerah yang 

berdampak 

pada skala 

kota 

Presentase 

hasil inovasi 

daerah yang 

diterapkan 
80% 85% 89% 90% 91% 91% 

Persentase OPD 

yang berkinerja 

Terlaksananya 

Pembangunan 

Persentase 

OPD dengan 
90% 90% 91% 92% 93% 93% 
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No. 
INDIKATOR 

TUJUAN 
SASARAN 

INDIKATOR 
SASARAN 

CAPAIAN KINERJA SASARAN  

STRATEGI  
ARAH 

KEBIJAKAN 
KONDISI 

AWAL 
(2016) 

TARGET  KONDISI 
AKHIR 
(2021) 2018 2019 2020 2021 

tinggi (realisasi 

kinerja ≥76%)  

yang sesuai 

dengan 

Perencanaan 

Realisasi Kinerja  

≥76 %  

Persentase 

layanan sistem 

informasi yang 

terintegrasi 

pada Bappeda 

Kota Depok 

60% 60% 80% 80% 100% 100% 
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4.2 Strategi dan Kebijakan Bappeda Kota Depok 

 
Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan 

kinerja Bappeda. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Bappeda harus memiliki acuan 

langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat 

dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat.  Oleh karena itu penentuan strategi 

yang tepat menjadi sangat penting. 

Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda yang dilaksanakan memiliki harapan-

harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal 

dengan keanekaragamannya. Strategi dan Kebijakan jangka menengah Bappeda ditetapkan 

sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bappeda, serta target kinerja hasil 

(outome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda. Strategi dan Kebijakan 

ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan.  

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Bappeda Kota Depok, yang perlu diperhatikan adalah 

kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara 

menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut dengan 

melakukan pengelompokan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal 

untuk mendapatkan: 

 

Mendukung 

strategis Turn-

around 

Mendukung 

strategi defensif 

Mendukung 

strategis agresif 

Mendukung 

strategis 

diversifikasi 
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Kekuatan : 

1. Terlaksanakannya Tugas Pokok dan Fungsi 

2. Bappeda dengan dukungan SDM, sarana 

dan 

3. prasarana memadai; 

4. Potensi kapabilitas SDM sudah cukup baik; 

5. Kuantitas sarana dan prasarana 

penunjang pelaksanaan tugas memadai; 

6. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai 

7. dengan rencana; 

8. Sistem Informasi Musrenbang sebagai 

9. instrumen penting dalam perencanaan 

10. partisipatif telah mulai dibangun dan 

dikembangkan; 

Kelemahan (W) : 

1. Kelemahan masih kurangnya Sumber Daya 

Aparatur yang memiliki skill dan kompetensi 

sebagai perencana; 

2. Belum tersusunnya standar kinerja yang 

terukur; 

3. Manajemen jabatan fungsional belum 

optimal; 

4. Kurangnya pemeliharaan rutin untuk barang 

inventaris kantor; 

5. Belum optimalnya dukungan sistem data 

dan informasi yang handal terhadap proses 

pengambilan kebijakan; 

  Tantangan : 

1. Perencanaan masih bersifat Sektoral; 

2. Masih adanya tumpang tindih kewenangan 

dan urusan dengan SKPD lain; 

3. Perkembangan kawasan/ wilayah Kota 

tidak 

4. sebanding dengan dokumen perencanaan 

yang dihasilkan; 

Peluang : 

1. Sinergitas perencanaan antara pemerintah 

pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota; 

2. Kewenangan yang jelas dan menjadikan 

stuktur Bappeda lebih efektif dan efisien; 

3. Pesatnya perkembangan Kota Depok di 

berbagai sektor pembangunan; 

4. Participatory planning semakin optimal; 

IN
T

E
R

N
A

L
 

E
K

S
T

E
R

N
A

L
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Tabel 4.2 
Penentuan Alternatif Strategis Pencapaian Indikator Sasaran Bappeda Kota Depok 

 
 Peluang Tantangan 

In
te

rn
al

 

Alternatif Strategi : 

1. Meningkatkan kualitas pekerjaan dan 

mempertegas 

2. peran dan fungsi Bappeda dalam setiap 

perencanaan pembangunan yang diarahkan 

oleh aparatur perencana dengan kapabilitas 

yang baik agar didapat sinergitas perencanaan; 

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur 

4. yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa 

5. untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan 

secara 

6. lebih efektif sehingga proses pelaksanaan 

7. pembangunan menjadi lebih lancer; 

8. Optimalisasi penggunaan anggaran dalam 

9. Percepatan pembangunan; 

10. Memanfaatkan database pembangunan dalam 

11. pengembangan sinergitas pembangunan dan 

12. peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha; 

13. Memaksimalkan fungsi dan keberadaan system 

informasi musrenbang dalam meningkatkan 

pastisipasi masyarakat dan swasta dalam 

pembangunan; 

Alternatif Strategi : 

1. Memberdayakan SDM perencana untuk 

menghindari pemahaman perencanaan 

yang sektoral; 

2. Mewujudkan ketersediaan 

data/informasi dan sistem informasi 

pembangunan; 

3. Menyusun Dokumen Perencanaan yang 

dapat mengantisipasi laju pertumbuhan 

penduduk dan permasalahan sosial yang 

menyertainya; 

E
ks

tr
e

n
al

 

Alternatif Strategi : 

1. Mengembangkan jabatan fungsional untuk 

meningkatkan peran dan 

2. fungsi Bappeda; 

3. Menerapkan sistem informasi pembangunan 

untuk menciptakan sinergitas pembangunan; 

4. Mengembangkan berbagai hasil perencanaan 

pembangunan dengan memanfaatkan 

keberadaan perguruan tinggi; 

Alternatif Strategi : 

1. Mewujudkan sistem data dan informasi 

yang akurat untuk mengurangi 

pemahaman sektoral dan meningkatkan 

pemahaman terhadap perencanaan 

pembangunan; 
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Tabel 4.3 
Penentuan Strategis 

 
No. Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Strategi 

1 2 3 4 

1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja 

dan pelayanan Bappeda 

Nilai SAKIP BAPPEDA Peningkatan akuntabilitas 

penyelenggaraan Bappeda Persentase tertib administrasi 

barang   

Persentase pegawai Bappeda 

yang mendapatkan 

pengembangan kompetensi 

2 Terakomodasinya aspirasi 

masyarakat dalam pembangunan 

daerah 

Persentase usulan masyarakat 

melalui musrenbang yang 

terakomodir dalam dokumen  

perencanaan 

Peningkatkan sinergitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

3 Terwujudnya sinergitas 

perencanaan pembangunan 

Persentase keselarasan RKPD 

terhadap RPJMD 

Persentase keselarasan 

Renstra SKPD terhadap 

RPJMD 

Persentase keselarasan Renja 

SKPD terhadap RKPD 

4 Meningkatnya pemanfaatan Hasil 

kajian, penelitian dalam 

pembangunan daerah 

Persentase Rekomendasi Hasil 

kajian, penelitian yang 

dimanfaatkan untuk 

pembangunan 

5 Meningkatnya hasil inovasi daerah 

yang berdampak pada skala kota 

Presentase hasil inovasi 

daerah yang diterapkan 

6 Terlaksananya Pembangunan yang 

sesuai dengan Perencanaan 

Persentase OPD dengan 

Realisasi Kinerja  ≥76 % 

Persentase layanan sistem 

informasi yang terintegrasi 

pada Bappeda Kota Depok 
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Tabel 4.4 
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

 

Indikator Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

(1) (2) (3) (4) 

VISI :  

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan transparan 

Tujuan 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah pada Bappeda 

Tingkat akuntabilitas 

kinerja dan pelayanan 

Bappeda : SAKIP 

BAPPEDA "A" 

Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja 

dan pelayanan 

Bappeda 

Peningkatan 

akuntabilitas 

penyelenggaraan 

Bappeda 

Meningkatkan kualitas 

perencanaan,  

pengendalian, evaluasi 

dan pelaporan 

penyelenggaraan 

Bappeda 

 Tujuan 2 : Meningkatkan perencanaan dan pengendalian program pembangunan daerah 

 Usulan masyarakat 

melalui musrenbang 

yang terakomodir 

dalam dokumen 

perencanaan : 80 % 

Terakomodasinya 

aspirasi masyarakat 

dalam pembangunan 

daerah 

Peningkatkan 

sinergitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

Menjaga konsistensi 

perencanaan dan 

pengendalian program 

pembangunan 

Tingkat keselarasan 

dokumen 

perencanaan 

pembangunan : 100 % 

Terwujudnya 

sinergitas 

perencanaan 

pembangunan 

 Rekomendasi yang 

dimanfaatkan Untuk 

Perumusan Kebijakan : 

25% 

Meningkatnya 

pemanfaatan Hasil 

kajian, penelitian 

dalam pembangunan 

daerah 

 Presentase hasil 

inovasi daerah yang 

diterapkan : 91% 

Meningkatnya hasil 

inovasi daerah yang 

berdampak pada skala 

kota 

 Persentase OPD yang 

berkinerja tinggi 

(realisasi kinerja ≥76%) 

Terlaksananya 

Pembangunan yang 

sesuai dengan 

Perencanaan 
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Indikator Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

(1) (2) (3) (4) 

VISI :  

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan transparan 

Tujuan 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah pada Bappeda 
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BAB V 
RENCANA PROGRAM  DAN 

KEGIATAN, INDIKATOR 

KINERJA, KELOMPOK  

SASARAN DAN  

PENDANAAN INDIKATIF 

 

 

 



 

  

RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA KOTA DEPOK 2016-2021 146 

 

      

 

 Program Bappeda disusun sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 

yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan Renstra Bappeda. Sesuai Permendagri 

No.54/2010, Program Bappeda merupakan program prioritas RPJMD yang akan dilaksanakan sesuai 

dengan peran dan fungsi.  Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagunya 

dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut sebagai upaya untuk 

mewujudkan visi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.  

 Berdasarkan pemahaman ini, maka disusun rencana program dan kegiatan yang distrukturkan 

ke dalam pencapaian Visi dan Misi Bappeda.  Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif per 

program dan kegiatan disajikan dalam Tabel 5.1 
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Tabel 5.1 
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kota Depok 

 

 

Kode 
Bidang 

Urusan/OPD/Program 
Prioritas/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program dan 

kegiatan 

Kondisi  Awal 
Indikator 

Program  dan 
kegiatan 

2019 2020 2021 
Kondisi Akhir Indikator 

Program RPJMD 

Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1               

 
  

 
  

 

3 01 01 03     BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAN 
PENELITIAN 
PENGEMBANGAN 
DAERAH 

 

  12,439,879,029  13,061,872,981  13,689,966,630  39,191,718,639 

3 01 01 03 001   Peningkatan 
administrasi 
perkantoran  

Persentase 
penyediaan 
administrasi 
perkantoran  

100% 100% 1,761,051,001 100% 1,820,600,731 100% 1,826,112,217 100% 5,407,763,949 

3 01 01 03 001 03 Penyediaan Alat Tulis 
Kantor 

Jenis Alat Tulis 
Kantor 

60 Jenis 60 Jenis 283,661,051 60 Jenis 298,421,882 60 Jenis 300,000,000.00 60 Jenis 882,082,933 

3 01 01 03 001 04 Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jenis Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

24 Jenis 24 Jenis 250,539,650 24 Jenis 286,066,633 24 Jenis 290,000,000.00 24 Jenis 826,606,283 

3 01 01 03 001 05 Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jenis Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

12 Jenis 12 Jenis 17,323,950 12 Jenis 20,000,000 12 Jenis 20,000,000.00 12 Jenis 57,323,950 

3 01 01 03 001 06 Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

Jenis Peralatan 
Rumah Tangga 

25 Jenis 25 Jenis 16,170,000 25 Jenis 17,000,000 25 Jenis 17,000,000.00 25 Jenis 50,170,000 

3 01 01 03 001 07 Penyediaan Makanan 
dan Minuman 

Jenis Makanan dan 
Minuman 

3 Jenis 
makmin Rapat 

dan 2 Jenis 
makmin 

pegawai (12 
bulan) 

3 Jenis 
makmin Rapat 

dan 2 Jenis 
makmin 

pegawai (12 
bulan) 

262,405,500 

3 Jenis 
makmin 

Rapat dan 2 
Jenis makmin 
pegawai (12 

bulan) 

263,635,217 

3 Jenis 
makmin 

Rapat dan 2 
Jenis makmin 
pegawai ( 12 

bulan) 

263,635,217.00 

3 Jenis 
makmin 

Rapat dan 2 
Jenis 

makmin 
pegawai ( 12 

bulan) 

789,675,934 

3 01 01 03 001 08 Rapat-Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi Dalam 
dan Luar Daerah 

Jumlah Aparatur 
Mengikuti Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi Luar 
Daerah 

892 OH 1010 OH 870,950,850 1030 OH 875,477,000 1035 OH 875,477,000.00 1035 OH 2,621,904,850 

3 01 01 03 001 09 Penyediaan Sarana 
Informasi 

Jumlah 
penyediaan sarana 
informasi 

2 Jenis Surat 
Kabar Lokal;   
1 Jenis Surat 

Kabar 

2 jenis surat 
kabar lokal; 1 

jenis surat 
kabar 

60,000,000 

2 jenis surat 
kabar lokal; 1 

jenis surat 
kabar 

60,000,000 

2 jenis surat 
kabar lokal; 1 

jenis surat 
kabar 

60,000,000.00  180,000,000 
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Kode 
Bidang 

Urusan/OPD/Program 
Prioritas/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program dan 

kegiatan 

Kondisi  Awal 
Indikator 

Program  dan 
kegiatan 

2019 2020 2021 
Kondisi Akhir Indikator 

Program RPJMD 

Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nasional; 1 
Jenis Majalah 

Mingguan 

nasional; 1 
jenis majalah 

mingguan 

nasional; 1 
jenis majalah 

mingguan 

nasional; 1 
jenis majalah 

mingguan 

3 01 01 03 002   Peningkatan sarana 
dan prasarana aparatur 

Persentase 
penyediaan sarana 
dan prasarana 
aparatur  

100% 100%                         
391,963,950  

100%                          
406,523,898  

100%                    
417,091,967.38  

100%               
1,215,579,814.8

8  

3 01 01 03 002 02 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Kendaraan Bermotor 

Jumlah Kendaraan 
Dinas 

11 Kendaraan 
roda 2; 3 

Kendaraan 
Roda 4 

11 Kendaraan 
roda 2; 4 

Kendaraan 
Roda 4 

                       
171,465,000  

11 Kendaraan 
roda 2; 4 

Kendaraan 
Roda 4 

                         
175,000,000  

11 Kendaraan 
roda 2; 4 

Kendaraan 
Roda 4 

               
180,000,000.00  

11 Kendaraan 
roda 2; 4 

Kendaraan 
Roda 4 

                     
526,465,000  

3 01 01 03 002 03 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Perlengkapan Gedung 
Kantor 

Jenis 
Perlengkapan 
Gedung Kantor 

2 Jenis (Jasa 
servis dan 

Suku Cadang) 

2 Jenis (Jasa 
servis dan 

Suku Cadang) 

                         
47,248,950  

2 Jenis (Jasa 
servis dan 

Suku Cadang) 

                             
49,611,398  

2 Jenis (Jasa 
servis dan 

Suku Cadang) 

                   
52,091,967.38  

2 Jenis (Jasa 
servis dan 

Suku 
Cadang) 

                       
148,952,315  

3 01 01 03 002 07 Pengadaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

Jenis Inventaris 
Kantor 

74 Jenis 5 jenis                        
173,250,000  

5 jenis                            
181,912,500  

5 jenis                
185,000,000.00  

5 jenis                       
540,162,500  

3 01 01 03 002 06 Pengadaan Pakaian 
Olah Raga 

Jumlah Pakaian 
Olah Raga 

NA 54 buah                                                
-    

54 buah                                                   
-    

54 buah                                                
-    

267 
buah 

                                                
-  

3 01 01 03 022   Pembangunan dan 
pengembangan 
teknologi informatika 

Cakupan layanan 
e-goverment yang 
terintegrasi 

100% 100%                      
804,825,000  

100%                      
3,819,500,000  

100%            
2,342,500,000.00  

100%           
6,966,825,000

.00  

3 01 01 03 022 01 Pengelolaan dan 
Pengembangan RKPD 
On Line 

Jumlah Sistem 1 Sistem RKPD 
On Line 

1 Sistem                        
181,500,000  

1 Sistem                          
187,000,000  

1 Sistem                
210,000,000.00  

1 Sistem                      
578,500,000  

3 01 01 03 022 02 Pengelolaan 
Pengembangan  Sistem 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kinerja 
Berbasis Indikator 
RPJMD 

Jumlah sistem 1 Sistem 
SIEVKA 

1 Sistem                       
360,825,000  

1 Sistem                         
365,000,000  

1 Sistem               
365,000,000.00  

1 Sistem                  
1,090,825,000  

3 01 01 03 022 03 Pemutakhiran 
Infrastruktur Data 
Spasial Daerah (IDSD) 

Jumlah Sistem  1 Sistem 1 Sistem                        
157,500,000  

1 Sistem                          
157,500,000  

1 Sistem                 
157,500,000.00  

1 Sistem                      
472,500,000  

3 01 01 03 022 04 Forum Pengelola Data 
Spasial  

Jumlah Laporan NA 2 Laporan                                                
-    

2 Laporan                                                   
-    

2 Laporan                                                
-    

5 laporan                                                 
-  

3 01 01 03 022 05 Pengembangan Sistem 
Satu Data Kemiskinan 

Jumlah Sistem  1 Sistem 1 Sistem                       
105,000,000  

1 Sistem                          
110,000,000  

1 Sistem                        
110,000,000  

1 Sistem                      
325,000,000  

3 01 01 03 022 06 Pemutakhiran Peta 
Dasar (teknologi 
LIDAR) 

Jumlah Foto Udara 
digital dan Peta 
dasar 

NA     1 Foto Udara                    
3,000,000,000  

1 Peta                   
1,500,000,000  

1 Peta                 
4,500,000,00

0  
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Kode 
Bidang 

Urusan/OPD/Program 
Prioritas/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program dan 

kegiatan 

Kondisi  Awal 
Indikator 

Program  dan 
kegiatan 

2019 2020 2021 
Kondisi Akhir Indikator 

Program RPJMD 

Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 01 01 03 005   Peningkatan kualitas 
sumber daya aparatur   

Persentase 
pegawai yang 
mendapatkan 
pengembangan 
kompetensi 

100% 100%                        
459,542,078  

100%                           
519,556,000  

100%                         
529,160,000  

100%                   
1,508,258,078  

3 01 01 03 005 01 Bintek Perencanaan & 
Evaluasi Pembangunan 
Bagi Aparatur 

Jumlah peserta  50 peserta: 1 
kali 

Penyelenggar
an Bintek 

60 peserta: 1 
kali 

Penyelenggar
an Bintek 

                        
219,542,078  

65 peserta: 1 
kali 

Penyelenggar
an Bintek 

                         
279,556,000  

65 peserta: 1 
kali 

Penyelenggar
an Bintek 

                       
289,160,000  

65 peserta: 1 
kali 

Penyelengga
ran Bintek 

                     
788,258,078  

3 01 01 03 005 02 Bimbingan Teknis 
Perencanaan 
Partisifatif 
Pembangunan 

Jumlah peserta  74 peserta 120 peserta                      
240,000,000  

120 peserta                         
240,000,000  

120 peserta                       
240,000,000  

620 orang                      
720,000,000  

3 01 01 03 005 03 Bintek Perencanaan 
Pembangunan Jangka 
Panjang dan Menengah 
Daerah Kota Depok 

Jumlah peserta  100 orang 
(Camat dan 
Lurah) dan 1 
kali bintek 

                                                 
-    

                                                    
-    

                                                 
-    

                                                  
-  

3 01 01 03 006   Peningkatan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan  

Nilai SAKIP B BB                    
1,079,300,000  

A                           
795,375,000  

A              
1,909,283,750.00  

A            
3,783,958,750.

00  

3 01 01 03 006 01 Penyusunan Pelaporan 
Keuangan dan Capaian 
Kinerja 

Jumlah Dokumen 19 dok 19 dok                         
75,000,000  

19 dok                           
80,000,000  

19 dok                  
84,000,000.00  

19 dok                      
239,000,000  

3 01 01 03 006 02 Evaluasi Pengendalian 
Kinerja OPD Triwulanan 

Jumlah Laporan 
OPD triwulan (TW I 
s/d TW IV) 

4 dok 4 dok                        
157,500,000  

4 dok                           
165,375,000  

4 dok                 
173,643,750.00  

4 dok                       
496,518,750  

3 01 01 03 006 03 Penyusunan LKPJ 
Walikota Depok 

Jumlah Dokumen 1 dok 1 dok                      
350,000,000  

1 dok                         
350,000,000  

1 dok               
350,000,000.00  

6 dok                  
1,050,000,000  

3 01 01 03 006 04 Penyusunan LKPJ  AMJ 
Walikota Depok Tahun 
2016-2021 

Jumlah Dokumen 1 dok                                                  
-    

                                                    
-    

1 dok               
500,000,000.00  

1 dok                     
500,000,000  

3 01 01 03 006 05 Pengendalian dan 
Evaluasi RPJMD 2016 - 
2021 

Jumlah Dokumen NA                                                  
-    

                                                    
-    

1 dok               
350,000,000.00  

1 dok                     
350,000,000  

3 01 01 03 006 06 Sinergitas Tim 
Koordinasi 
Penanggulangan 
Kemiskinan Daerah 
(TKPKD) 

Jumlah Movev; 
Jumlah FGD/Rakor; 
Jumlah Dokumen 
Laporan 

4 kali; 3 kali; 2 
Dok 

4 kali; 3 kali; 2 
Dok 

                     
200,000,000  

4 kali; 3 kali; 2 
Dok 

                        
200,000,000  

4 kali; 3 kali; 2 
Dok 

              
200,000,000.00  

4 kali; 3 kali; 
2 Dok 

                    
600,000,000  

3 01 01 03 006 07 Monitoring dan 
Evaluasi  BLUD 

Jumlah Monev 
(BLUD) 

NA 1 Monev                      
200,000,000  

                                                    
-    

3 Monev                
150,000,000.00  

4 Monev                     
350,000,000  

3 01 01 03 006 08 Penyusunan 
Perencanaan dan 
Pelaporan Kegiatan 

Jumlah Laporan NA 2 Lap                                                
-    

2 Lap                                                   
-    

2 Lap                                                
-    

12 Lap                                                 
-  
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Kode 
Bidang 

Urusan/OPD/Program 
Prioritas/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program dan 

kegiatan 

Kondisi  Awal 
Indikator 

Program  dan 
kegiatan 

2019 2020 2021 
Kondisi Akhir Indikator 

Program RPJMD 

Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bidang Sosial 
Pemerintahan 

3 01 01 03 006 09 Penyusunan 
Perencanaan dan 
Pelaporan Kegiatan 
Bidang Insfrakstruktur 
dan Pengembangan 
Wilayah 

Jumlah Laporan NA 2 Lap                                                
-    

2 Lap                                                   
-    

2 Lap                                                
-    

12 Lap                                                 
-  

3 01 01 03 006 10 Evaluasi dan 
Penyusunan Rencana 
Program Investasi 
Jangka Menengah 
(RPIJM ) 
Keciptakaryaan 

Jumlah Dokumen NA 

1 dok 
                        

96,800,000  
1 dok 

                                                  
-    

1 dok 
                

101,640,000.00  
3 dok 

                     
198,440,000  

3 01 01 03 028   Peningkatan kualitas 
perencanaan  

Cakupan integrasi 
perencanaan  

100% 
100% 

                    
7,323,197,000  

100% 
                        

5,100,317,352  
100% 

                    
6,065,818,696  

100% 
               

18,489,333,04
8  

3 01 01 03 028 01 Penyusunan Rencana 
Kerja Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 2 dok 
2 dok 

                         
64,575,000  

2 dok 
                            

67,803,750  
2 dok 

                           
71,193,938  

2 dok 
                      

203,572,688  

3 01 01 03 028 03 Penyusunan  Renstra 
Perangkat Daerah 
Tahun  2021-2026 

Jumlah Dokumen   
                                                

-    
                                                   

-    
                         

50,000,000  
                        

50,000,000  

3 01 01 03 028 04 Kajian Masterplan 
Pertanian Perkotaan 
dalam Pembangunan 

Jumlah Laporan NA 
1 dok 

                     
200,000,000  

                                                   
-    

   1 dok 
                    

200,000,000  

3 01 01 03 028 05 Penyusunan Indeks 
Ketahanan  Keluarga  

Jumlah Dokumen NA 
1 dok 

                      
250,000,000  

1 dok 
                        

250,000,000  
1 dok 

                      
250,000,000  

1 dok 
                    

750,000,000  

3 01 01 03 028 06 Sinergitas Program 
Kota Depok Sehat, 
Komisi Daerah Lanjut 
Usia, Kota Layak Anak 
dan Kota Ramah 
Keluarga 

Jumlah fasilitasi 
penguatan 
kelembagaan 
Program Kota 
Depok Sehat, 
Komisi Daerah 
Lanjut Usia, Kota 
Layak Anak dan 
Kota Ramah 
Keluarga 

Jumlah 
fasilitasi 

penguatan 
Kelembagaan 
program Kota 
Depok (Kota 
Sehat,Komda 
Lansia,Kota 
Layak Anak 

dan Kota 
Ramah 

Keluarga) 

4 
Kelembagaan 

               
300,000,000  

4 
Kelembagaan 

                        
300,000,000  

4 
Kelembagaan 

                     
300,000,000  

4 
Kelembagaa

n 

                    
900,000,000  

3 01 01 03 028 07 Sinergitas Program 
Kerja Jaringan 
Penelitian (Jarlit) 

Jumlah fasilitas 
penguatan 
kelembagaan 
Pokja Jarlit  

1 
kelembagaan  1 

kelembagaan 
                      

105,000,000  
1 

kelembagaan 
                          

105,250,000  
1 

kelembagaan 
                  

110,512,500.00  

1 
kelembagaa

n 

                      
320,762,500  
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Kode 
Bidang 

Urusan/OPD/Program 
Prioritas/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program dan 

kegiatan 

Kondisi  Awal 
Indikator 

Program  dan 
kegiatan 

2019 2020 2021 
Kondisi Akhir Indikator 

Program RPJMD 

Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 01 01 03 028 08 Penyusunan RPJMD 
2021 - 2026 

Jumlah Dokumen 1 dok                                                       
-    

1 dok 
                     

500,000,000  
1 dok 

                    
500,000,000  

3 01 01 03 028 09 Surveillence ISO untuk 
Penyusunan RKPD 

Jumlah ISO 1 sertifikat 
1 sertifikat 

                         
78,750,000  

1 sertifikat 
                            

82,687,500  
1 sertifikat 

                          
86,821,875  

6 Sertifikat 
                      

248,259,375  

3 01 01 03 028 10 Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD  

Jumlah perserta 350 org 
350 org 

                      
577,500,000  

350 org 
                           

634,851,102  
350 org 

                      
636,065,383  

350 org 
                  

1,848,416,485  

3 01 01 03 028 11 Penyusunan Rencana 
Tindak Pengendalian 
Pencemaran DAS 
Ciliwung di Wilayah 
Kota Depok 

Jumlah Dokumen NA 

                                                      
-    

                                                
-    

1 dok 
                                                

-  

3 01 01 03 028 12 Pengelolaan Badan 
Koordinasi Penataan 
Ruang daerah (BKPRD) 

Jumlah kegiatan NA 1 Keg 170,000,000 1 Keg 178,500,000 1 Keg 180,000,000 3 Keg 528,500,000 

3 01 01 03 028 13 Persiapan 
Pembentukan BLUD 
Pasar 

Jumlah Dokumen NA    -  - 1 dok - 

3 01 01 03 028 14 Sinergitas Perencanaan 
Sub Bidang Sosial 

Jumlah Laporan NA 1 Lap 105,000,000 1 Lap 105,000,000 1 Lap 105,000,000 1 Lap 315,000,000 

3 01 01 03 028 15 Sinergitas Perencanaan 
Sub Bidang Ekonomi 

Jumlah Laporan NA 1 Lap 105,000,000 1 Lap 105,000,000 1 Lap 105,000,000 1 Lap 315,000,000 

3 01 01 03 028 16 Penyusunan Naskah 
Akademik Rencana 
Pencegahan dan 
Peningkatan Kualitas 
Permukiman Kumuh 
Perkotaan (RP2KPKP) 

Jumlah Dokumen NA       1 dok - 

3 01 01 03 028 17 Sinergitas Evaluasi 
Pembangunan  

Jumlah Laporan NA 4 Lap 305,000,000 4 Lap 336,262,500 4 Lap 336,262,500 4 Lap 977,525,000 

3 01 01 03 028 18 Sinergitas Perencanaan 
Sub Bidang 
Kesejahteraan 
Masyarakat 

Jumlah Laporan NA 1 Lap 105,000,000 1 Lap 105,000,000 1 Lap 105,000,000 1 Lap 315,000,000 

3 01 01 03 028 19 Sinergitas Perencanaan 
Sub Bidang 
Infrastruktur 
Permukiman dan 
Sumber Daya Alam 

Jumlah Laporan NA 1 Lap 105,000,000 1 Lap 105,000,000 1 Lap 105,000,000 1 Lap 315,000,000 

3 01 01 03 028 20 Sinergitas Perencanaan 
Sub Bidang Sarana dan 
Prasarana Wilayah 

Jumlah Laporan NA 1 Lap 105,000,000 1 Lap 105,000,000 1 Lap 105,000,000 1 Lap 315,000,000 

3 01 01 03 028 21 Sinergitas Perencanaan 
Sub Bidang 
Pemerintahan  

Jumlah Laporan NA 1 Lap 105,000,000 1 Lap 105,000,000 1 Lap 105,000,000 1 Lap 315,000,000 
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Kode 
Bidang 

Urusan/OPD/Program 
Prioritas/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program dan 

kegiatan 

Kondisi  Awal 
Indikator 

Program  dan 
kegiatan 

2019 2020 2021 
Kondisi Akhir Indikator 

Program RPJMD 

Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 01 01 03 028 22 Pembuatan sistem 
informasi penelitian 
dan pengembangan  

Jumlah sistem NA 1 Sistem - 1 Sistem - 1 Sistem  1 Sistem - 

3 01 01 03 028 23 Penyusunan Buku 
Informasi 
Pembangunan Kota 
Depok 

Jumlah Dokumen NA 2 Buku 220,000,000 2 Buku 220,500,000 2 Buku 220,500,000 8 Buku 661,000,000 

3 01 01 03 028 24 Sistem Informasi 
Pembangunan Daerah 
(SIPD) 

Jumlah Dokumen 1 dok 1 dok 163,122,000 1 dok 170,000,000 1 dok 170,000,000 1 dok 503,122,000 

3 01 01 03 028 25 Penyusunan Neraca 
Sosial Ekonomi 

Jumlah Dokumen NA  -  -   1 dok - 

3 01 01 03 028 26 Sosialisasi Roadmap 
Rencana Aksi Nasional 
Hak Asasi Manusia 
(RANHAM) 

Jumlah peserta; 
Jumlah Rakor 

NA 
90 orang ; 4 

kali 
-  -   90 orang ; 4 

kali 
- 

3 01 01 03 028 27 Penyusunan study 
kelayakan TOD (Transit 
Oriented 
Development) di 
kawasan Sekitar 
Stasiun 

Jumlah Dokumen NA 1 dok -  -   1 dok - 

3 01 01 03 028 28 Sosialisasi PERDA 
RP3KP Kota Depok 

Jumlah Peserta 
NA 150 orang -  -   150 orang - 

3 01 01 03 028 29 Penyusunan study 
kelayakan 
Pengembangan TOD 
(Transit Oriented 
Development) Cibubur 

Jumlah Dokumen 

NA 1 dok -  -   2 dok - 

3 01 01 03 028 30 Penyusunan study 
kelayakan 
Pengembangan Akses 
Dari Dan Menuju 
Kawasan TOD (Transit 
Oriented 
Development) Cibubur 

Jumlah Dokumen 

NA 1 dok -  -   2 dok - 

3 01 01 03 028 31 Kajian Kinerja 
Pemerintah Daerah 
Dalam Perspektif 
Pembangunan  

Jumlah Dokumen 

NA 1 dok 100,000,000  -   1 dok 100,000,000 

3 01 01 03 028 32 Kajian Sustainable 
Development Goals 
(SDGs) 

Jumlah Dokumen 
NA  -  -   1 dok - 
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Kode 
Bidang 

Urusan/OPD/Program 
Prioritas/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program dan 

kegiatan 

Kondisi  Awal 
Indikator 

Program  dan 
kegiatan 

2019 2020 2021 
Kondisi Akhir Indikator 

Program RPJMD 

Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 01 01 03 028 33 Kajian sinergitas 
perencanaan 
pembangunan bidang 
sosial pemerintahan 

Jumlah Dokumen 

NA  -  -   1 dok - 

3 01 01 03 028 34 Penyusunan Naskah 
Akademis RPJMD 2021 - 
2026 

Jumlah Dokumen 
NA  - 1 dok 500,000,000   1 dok 500,000,000 

3 01 01 03 028 35 Penyusunan Pra Studi 
Kelayakan Kerjasama 
Pemerintah Swasta 
(KPS) 

Jumlah Dokumen 

NA  -  -   2 dok - 

3 01 01 03 028 36 Penyusunan Studi 
Kelayakan Kerjasama 
Pemerintah Swasta 
(KPS) 

Jumlah Dokumen 

NA 1 dok 450,000,000  - 1 dok - 2 dok 450,000,000 

3 01 01 03 028 37 Sinergitas Perencanaan 
Aksi Nasional Hak Asasi 
Manusia (RANHAM) 

Jumlah Dokumen 
NA 1 dok 250,000,000 1 dok 250,000,000 1 dok 250,000,000 5 dok 750,000,000 

3 01 01 03 028 38 Penyusunan Renstra 
2021 - 2026 

Jumlah Dokumen 
NA  -  - 1 dok - 1 dok - 

3 01 01 03 028 39 Penyusunan RKPD dan 
Perubahan RKPD 

Jumlah Dokumen 
2 dok 2 dok 404,250,000 2 dok 424,462,500 2 dok 424,462,500 6 dok 1,253,175,000 

3 01 01 03 028 40 Kajian Masterplan 
Pertanian Perkotaan 
dalam Pembangunan 
Perkotaan 
Berkelanjutan  

Jumlah Dokumen 

NA 1 dok 200,000,000  -   1 dok 200,000,000 

3 01 01 03 028 41 Kajian Penanggulangan 
Banjir melalui 
Pengelolaan DAS 

Jumlah Dokumen NA 1 dok 230,000,000  -   1 dok 230,000,000 

3 01 01 03 028 42 Kajian Dampak 
Pembangunan Fly Over 
Dewi Sartika 

Jumlah Dokumen NA 1 dok 200,000,000  -   1 dok 200,000,000 

3 01 01 03 028 43 Kajian Pengaruh 
Infrastruktur terhadap 
Peningkatan IPM 

Jumlah Dokumen NA 1 dok 200,000,000  -   1 dok 200,000,000 

3 01 01 03 028 44 Kajian manajemen tata 
kelola air Kota Depok 

Jumlah Dokumen NA   1 dok 250,000,000   1 dok 250,000,000 

3 01 01 03 028 45 Kajian  Proyeksi 
Ekonomi Makro Kota 
Depok 

Jumlah Dokumen NA 1 dok 250,000,000  -   1 dok 250,000,000 

3 01 01 03 028 46 Pendataan Aset RTH 
berbasis Data Spasial 

Jumlah Dokumen NA 1 dok 300,000,000 1 dok 300,000,000 1 dok 300,000,000 3 dok 900,000,000 
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Kode 
Bidang 

Urusan/OPD/Program 
Prioritas/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program dan 

kegiatan 

Kondisi  Awal 
Indikator 

Program  dan 
kegiatan 

2019 2020 2021 
Kondisi Akhir Indikator 

Program RPJMD 

Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 01 01 03 028 47 Promosi Pembangunan 
Kawasan Bersama 

Jumlah kegiatan NA 1 Keg 200,000,000 1 Keg -   3 Keg 200,000,000 

3 01 01 03 028 48 Penyusunan strategi 
dan rencana tindak 
pemcapaian SPM 
Bidang Infrakstruktur 
dan Pengembangan 
Wilayah 

Jumlah Dokumen NA  -  -   1 dok - 

3 01 01 03 028 49 Penyusunan Rencana 
Induk Pembangunan 
dan Pengembangan 
Sarana Prasarana dan 
Infrastruktur KSK 
SNADA 

Jumlah Dokumen NA  -  -   1 dok - 

3 01 01 03 028 50 Penyusunan FS 
Pengembanga n titik 
transit di sepanjang 
koridor KRL Bogor Line 
dan Jalan Raya Bogor 

Jumlah Dokumen NA  -  -   1 dok - 

3 01 01 03 028 51 Penyusunan rencana 
tindak pengendalian 
pencemaran DAS 
Ciliwung di wilayah 
Kota Depok 

Jumlah Dokumen NA  -  -   1 dok - 

3 01 01 03 028 52 Penyusunan RPJMD 
2021 - 2026 

Jumlah Dokumen 1 dok  -  - 1 dok 500,000,000 1 dok 500,000,000 

3 01 01 03 028 53 Kajian Potensi dan 
Permasalahan 
Pembangunan 
Kecamatan 

Jumlah Dokumen NA  -  -   1 dok - 

3 01 01 03 028 54 Basic Design dan 
Prototipe Drainase 
Perkotaan Berwawasan 
lingkungan 

Jumlah Dokumen NA  -  -   1 dok - 

3 01 01 03 028 55 Penyusunan Rencana 
Induk Pembangunan 
dan Pengembanga n 
Sarana Prasarana dan 
Infrastruktur KSK Civic 
Centre 

Jumlah Dokumen NA 1 dok 400,000,000  -   1 dok 400,000,000 

3 01 01 03 028 56 Penyusunan FS 
Pembangunan simpang 
tidak sebidang 

Jumlah Dokumen NA  -  - 1 dok 450,000,000 1 dok 450,000,000 
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Kode 
Bidang 

Urusan/OPD/Program 
Prioritas/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program dan 

kegiatan 

Kondisi  Awal 
Indikator 

Program  dan 
kegiatan 

2019 2020 2021 
Kondisi Akhir Indikator 

Program RPJMD 

Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

sepanjang jalur KRL 
Bogor-line 

3 01 01 03 028 57 Studi Kelayakan 
pembangunan IPAL 
kawasan 

Jumlah Dokumen NA  -  - 1 dok 350,000,000 1 dok 350,000,000 

3 01 01 03 028 58 Rencana induk 
pengembangan gas 
Rumah tangga 

Jumlah Dokumen NA 1 dok 350,000,000  -   1 dok 350,000,000 

3 01 01 03 028 59 Studi perhitungan 
neraca air 

Jumlah Dokumen NA 1 dok 250,000,000  -   1 dok 250,000,000 

3 01 01 03 028 60 Penyusunan Pedoman 
Pelaksanaan 
Pengawasan 
Pengendalian Perizinan 
Pemanfaatan Ruang 

Jumlah Dokumen NA  -  -   1 dok - 

3 01 01 03 028 61 Penyusunan Profile 
Kemiskinan 

Jumlah Dokumen NA  -  - 1 dok 250,000,000 1 dok 250,000,000 

3 01 01 03 028 62 Evaluasi RTRW 2012-
2032 

Jumlah Dokumen NA  -  -   1 dok - 

3 01 01 03 028 63 Penyusunan Naskah 
Akademis Revisi  RTRW 
2012-2032 

Jumlah Dokumen NA 1 dok -  -   1 dok - 

3 01 01 03 028 64 Penyusunan Indek 
Pembangunan 
Kesehatan Masyarakat 

Jumlah Dokumen 1 dok 1 dok 175,000,000  -   2 dok 175,000,000 

3 01 01 03 028 65 Pemutakhiran Data 
Rumah Tidak Layak 
Huni (RTLH) 

Jumlah Dokumen 1 dok  - 1 dok 400,000,000   2 dok 400,000,000 

3 01 01 03 028 66 Penyusunan rencana 
aksi penurunan Emisi 
Gas Rumah Kaca 
(EGRK) 

Jumlah Dokumen NA 1 dok 300,000,000 1 dok -   1 dok 300,000,000 

3 01 01 03 029   Peningkatan inovasi 
daerah 

Persentase hasil 
inovasi daerah 
yang diterapkan 

80% 89% 620,000,000.00 90% 600,000,000 91% 600,000,000 91% 1,820,000,000 

3 01 01 03 029 01 Pengembangan Sistem 
Inovasi Daerah (SIDA)  

Jumlah Inovasi 
yang 
dikembangkan 

NA 1 Inovasi 220,000,000.00 1 Inovasi 200,000,000 1 Inovasi 200,000,000 4 inovasi 620,000,000 

3 01 01 03 029 02 Penelitian Inovatif 
Jumlah Penelitian NA 5 Penelitian 400,000,000 5 Penelitian 400,000,000 5 Penelitian 400,000,000 20 Penelitian 1,200,000,000 

3 01 01 03 
 
 

029 03 Penyusunan Rencana 
Induk Penelitian dan 
Pengembangan 

Jumlah Dokumen NA 1 dok - 1 dok - 1 dok - 1 dok - 
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BAB VI 
INDIKATOR KINERJA BAPPEDA 

YANG MENGACU PADA  

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

 

 



 

  

RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA KOTA DEPOK 2016-2021 157 

 

      

 
Indikator Kinerja Bappeda yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan 

sasaran RPJMD meliputi tersedianya : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam 

Pelayanan  Publik meliputi Predikat SAKIP; Peningkatan  kualitas perencanaan meliputi Cakupan 

integrasi perencanaan; Peningkatan inovasi daerah Persentase hasil inovasi daerah yang 

diterapkan.  

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kota Depok dengan Dokumen RPJMD Kota 

Depok Tahun 2016 - 2021, maka indikator kinerja pada BAPPEDA Kota Depok secara prinsip harus 

sinergis dengan indikator didalam RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan 

di Depok saling bersinergis. Lebih lanjut indikator kinerja BAPPEDA Kota Depok harus dapat 

merepresentasikan upaya didalam peningkatan kinerja perencanaan dan pengendalian 

pembangunan daerah khususnya di Kota Depok, Indikator Kinerja BAPPEDA Kota Depok didalam 

renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 6.1 
Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 

 

No. Indikator  

Kondisi 
Kinerja 

pada Awal 
Periode 
RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi 

Akhir 
(2021) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Predikat SAKIP  

 
CC 

 
  B BB A A 

2 Survey Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM)   

Baik   89% 90% 91% 91% 
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Tabel 6.2 

Indikator Kinerja Utama (Iku) BAPPEDA Kota Depok 

 

No. Sasaran 
Indikator Kinerja 

Sasaran 
Satuan 

Penjelasan 

Program/ Kegiatan Ket 
Alasan Formulasi/ Rumus Perhitungan 

Sumber Data 

OPD 
Utama 

OPD 
Pendamping 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Meningkatnya 
akuntabilitas kinerja dan 
pelayanan Bappeda 

Nilai SAKIP Kategori Tusi 

Hasil penilaian Inspektorat Kota Depok 
atas Laporan SAKIP  Bappeda Kota 
Depok   

Bappeda 
(Semua 
Bidang) 

Peningkatan  sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan  keuangan  

  

Tipe Perhitungan : Non kumulatif 

2 
Terakomodasinya aspirasi 
masyarakat dalam 
pembangunan daerah  

Persentase usulan 
masyarakat melalui 
musrenbang yang 
terakomodir dalam 
dokumen  
perencanaan 

Persen Tusi 

Jumlah usulan masyarakat yang 
diakomodir dalam RKPD dibanding 
usulan masyarakat dalam musrenbang 
dikali 100 %   

Bappeda 
(Semua 
Bidang) 

Peningkatan  Kualitas 
Perencanaan  

  

Tipe Perhitungan : Non kumulatif 

3 
Terwujudnya sinergitas 
perencanaan 
pembangunan  

Persentase 
keselarasan RKPD 
terhadap RPJMD 

Persen Tusi 

Jumlah total program-program yang 
ditetapkan dalam RKPD dibandingkan 
dengan Jumlah total program-program 
yang telah ditetapkan dalam RPJMD x 
100 % 

  
Bappeda 
(Semua 
Bidang) 

  

Tipe Perhitungan : Non kumulatif 

Persentase 
keselarasan Renstra 
SKPD terhadap 
RPJMD 

Persen Tusi 

Jumlah total program-program  yang 
ditetapkan dalam Renstra dibandingkan  
dengan Jumlah total program-program 
yang  telah ditetapkan dalam RPJMD x 
100 % 

  
Bappeda 
(Semua 
Bidang) 

  

Tipe Perhitungan : Non kumulatif 
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Persentase 
keselarasan Renja 
SKPD terhadap 
RKPD 

Persen Tusi 

Jumlah total program dan kegiatan yang 
ditetapkan dalam Renja dibandingkan 
dengan Jumlah total program dan 
kegiatan  yang telah ditetapkan dalam 
RKPD x 100% 

  
Bappeda 
(Semua 
Bidang) 

  

Tipe Perhitungan : Non kumulatif 

4 

Meningkatnya 
pemanfaatan Hasil kajian, 
penelitian dalam 
pembangunan daerah 

Persentase 
Rekomendasi Hasil 
kajian, penelitian 
yang dimanfaatkan 
untuk 
pembangunan 

Persen Tusi 

Jumlah hasil penelitian / kajian 
pengembangan Sumber Daya yang 
Kreatif, dan Berdaya Saing yang 
dimanfaatkan pada penyusunan 
perencanaan tahun (t) dibanding jumlah 
kajian / penelitian tahun (t-1)  dikali 100 % 

  
Bappeda 
(Semua 
Bidang) 

  

Tipe Perhitungan : kumulatif 

5 

Meningkatnya hasil 
inovasi daerah yang 
berdampak pada skala 
kota 

Presentase hasil 
inovasi daerah yang 
diterapkan 

Persen Tusi 

Jumlah hasil inovasi yang diterapkan 
dalam skala kota dibanding jumlah 
inovasi dikali 100 % 

Bappeda 
(Semua 
Bidang) 

  
Peningkatan inovasi 
daerah 

  

Tipe Perhitungan : Non kumulatif 

6 
Terlaksananya 
Pembangunan yang sesuai 
dengan Perencanaan 

Persentase OPD 
dengan Realisasi 
Kinerja  ≥76 %  

Persen Tusi 

Jumlah OPD Realisasi Kinerja  ≥76 % 
dibanding dengan jumlah OPD  

  
Bappeda 
(Semua 
Bidang) 

Peningkatan  sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan  keuangan  

  

Tipe Perhitungan : Non kumulatif 
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Tabel 6.3 
Indikator Kinerja BAPPEDA Kota Depok 

 

SASARAN 
INDIKATOR 
SASARAN 

CAPAIAN KINERJA SASARAN 

STRATEGI 
ARAH 

KEBIJAKAN 
PROGRAM 

INDIKATOR 
PROGRAM 

CAPAIAN KINERJA PROGRAM 

KONDISI 
AWAL  
2016 

2019 2020 2020 
KONDISI 

AKHIR 
(2021) 

KONDISI 
AWAL  
2016 

2019 2020 2021 
KONDISI 

AKHIR 
(2021) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Misi  I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan transparan 

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan  

  
  
  
  
  

Meningkatnya 
Kualitas 
Manajemen 
Pemerintahan 
dalam 
Pelayanan  
Publik 
  
  
  
  

Predikat 
SAKIP  
  
  
  
  

CC 
 
 
 
 

B 
 

BB 
 

A 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 

Meningkatkan 
Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
  
  
  
  

Peningkatan  
pengawasan 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
  
  
  
  

Peningkatan  
sistem 
pelaporan 
capaian 
kinerja dan  
keuangan  

Nilai SAKIP CC B BB A A 

Peningkatan 
administrasi 
perkantoran  

Persentase 
penyediaan  
administrasi 
perkantoran  

100% 100% 100% 100% 100% 

Peningkatan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 

Persentase 
penyediaan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur  

100% 100% 100% 100% 100% 

Peningkatan  
kualitas 
perencanaan  

Cakupan 
integrasi 
perencanaan  

100% 100% 100% 100% 100% 

Peningkatan 
inovasi 
daerah 

Persentase 
hasil inovasi 
daerah yang 
diterapkan 

80% 89% 90% 91% 91% 
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LAMPIRAN 1 
 

Indikator-indikator kinerja berdasarkan Permendagri 54/2010 
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Indikator-indikator kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri 54/2010, yang akan 

digunakan untuk mengevaluasi kinerja Bappeda Kota Depok di masa lalu (2011-2015),  meliputi: 

1. Indikator kinerja berdasarkan SPM, 

2. Indikator kinerja berdasarkan Permendagri 54/2010 Lampiran I, 

3. Indikator kinerja berdasarkan RPJMD Kota Depok 2011-2016, dan 

4. Indikator kinerja berdasarkan Permendagri 73/2009 (yakni IKK atau indikator kinerja kunci). 

 

(1) Indikator kinerja berdasarkan SPM 

Terkait SPM, peraturan perundangan yang ada hingga saat ini adalah Permendagri 69/2012 tentang 

Perubahan atas 62/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di 

Kabupaten/Kota. Permendagri 69/2012 ini memprioritaskan pemenuhan SPM untuk 3 (tiga) jenis pelayanan 

di Daerah Kabupaten/Kota, yaitu: (1) pelayanan dokumen kependudukan; (2) pemeliharaan ketertiban 

umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan (3) penanggulangan bencana 

kebakaran. Dari 3 (tiga) jenis pelayanan tersebut bisa disimpulkan bahwa SPM yang terkait tugas/pelayanan 

perencanaan pembangunan belum ada atau tidak termasuk. Sehingga indikator ini, meskipun diminta oleh 

Permendagri 54/2010 untuk dievaluasi pada bagian ini, tidak akan dibahas lebih lanjut.  

 
(2) Indikator kinerja berdasarkan Permendagri 54/2010 

Untuk indikator kinerja lainnya dalam rangka penyusunan Renstra SKPD, Permendagri 54/2010 

meminta agar indikator kinerja pelayanan SKPD diantaranya mengacu pada Lampiran I Permendagri 54/2010, 

yaitu indikator yang sesuai dengan urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Untuk Bappeda yang 

bertugas di bidang perencanaan pembangunan, indikator kinerja yang relevan adalah sebagaimana Tabel 

2.3.1. Pada tabel 2.3.1 tersebut,  ada 4 (empat)  jenis indikator kinerja yang berhubungan dengan Bappeda, 

yaitu:  

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA. Indikator diukur 

dengan “ada” atau “tidak ada”. 

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA. Indikator 

diukur dengan “ada” atau “tidak ada”. 

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA. Indikator diukur 

dengan “ada” atau “tidak ada”. 

4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD. Indikator diukur dengan cara membandingkan antara 

jumlah program di dalam dokumen RKPD dengan jumlah program di dalam dokumen RPJMD.  
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Tabel 2.3 
Indikator kinerja berdasarkan Permendagri 54/2010 

 

 

 
 

Jika dicermati 4 (empat)  jenis indikator kinerja menurut Lampiran I Permendagri 54/2010 tersebut 

sama dengan indikator yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  

 

(3) Indikator kinerja berdasarkan RPJMD Kota Depok 2011-2016 

Indikator kinerja lainnya yang terkait tugas Bappeda diamanatkah oleh RPJMD Kota Depok 2011-2016, 

yaitu indikator-indikator kinerja untuk 18 program pembangunan, meliputi 33 jenis indikator, sebagaimana 

Tabel 2.3.2. 

 

Tabel 2.4 
Indikator kinerja Bappeda menurut RPJMD Kota Depok 2011-2016 

 

No Urusan/Program Prioritas No. Indikator Kinerja Program 
Kondisi Kinerja Awal 

RPJMD 

Urusan Perencanaan Pembangunan 

1 Program : Peningkatan 
kualitas data dan 
perencanaan 

1 Tersusunnya RPJMD 1 RPJMD 2011-2016 

2 Tersusunnya RKPD 1 RKPD 2011 

3 Tersusunnya Renstra OPD 1  Renstra 2006-2011 

4 Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 

5 
Penjabaran program RPJMD ke 
dalam RKPD 

100% 

2 Program :  Peningkatan 
kordinasi pembiayaan 
pembangunan dengan 
Pusat dan Provinsi 

6 
Meningkatnya bantuan pembiayaan 
program dari Pusat, Provinsi, dan daerah lain 

5% 

3 Program : Peningkatan 
peran serta masyarakat 
dan dunia usaha dalam 
pembangunan 

7 Jumlah perusahaan pelaksana CSR 0 

4 Peningkatan kerjasama 
daerah 

8 
Jumlah kerjasama dengan 
daerah lain 
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No Urusan/Program Prioritas No. Indikator Kinerja Program 
Kondisi Kinerja Awal 

RPJMD 

9 
Jumlah kerjasama dengan 
Perguruan Tinggi 

3 

10 
Jumlah kerjasama dengan 
Dunia usaha 

 

11 
Jumlah kerjasama dengan para 
pihak 

0 

5 Program : Peningkatan 
pengendalian, evaluasi dan 
pelaporan 
penyelenggaraan 
pemerintahan 

12 
Terselenggaranya rakor 
pengendalian 3 bulanan 

100% 

13 
Meningkatnya serapan anggaran dan 
realisasi fisik 

91% 

6 Program : Penanggulangan 
kemiskinan terpadu 

14 Meningkatnya kinerja TKPKD 30% 

15 
Jumlah Rumah Tangga miskin yang dibina 
pada lokasi 
terpadu 

0 

7 Program : Perencanaan, 
pemanfaatan dan 
pengendalian ruang 

16 Optimalnya BKPRD 30% 

8 Program : Pengembangan 
sistem penilaian pelayanan 
publik 

17 
Terlaksananya Survey  Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

1 dok 

9 Program : Pengembangan 
sistem pelayanan dan 
pengaduan berbasis 
teknologi informasi 

18 Tersedianya SIM yang efektif 30% 

10 Program  : Peningkatan 
kualitas sumberdaya 
aparatur 

19 
Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan 
teknis/fungsional dll 

10 

11 Program : Pelayanan 
administrasi perkantoran 

20 
Tersedianya pendukung administrasi 
perkantoran 

100% 

12 Program : Peningkatan 
sarana dan prasarana 
aparatur 

21 Tersedianya sarpras aparatur 100% 

13 Program : Peningkatan 
sistem pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan 

22 
Tersusunnya Laporan 
keuangan per semester 

2 dok. 

23 Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 

24 
Tersusunnya laporan RFK per 
bulan 

12 dok. 

25 
Tersusunnya laporan pengendalian 
pelaksanaan Renja OPD per triwulan 

4 dok. 

14 Program : Penataan dan 
pengembangan produk 
hukum 

26 Tersusun/revisinya regulasi 
2 Perda (RPJPD & RPJMD 

2006-2011), 
1 Perwa RKPD 2011 

15 Program : Standarisasi 
pelayanan publik 

27 Tersusunnya SOP/ISO 1 SOP 

Urusan : Penanaman Modal 

16 Program : Peningkatan 
investasi daerah 

28 Tersedianya profil investasi 
1 dok 

  
29 

Jumlah kegiatan promosi 
potensi 

1 kali 

17 Program: Pengembangan 
dan Pengelolaan 
BUMD/BLUD 

30 Jumlah BUMD 
1 BUMD 

    Jumlah BLUD 1 BLUD 

Urusan : Statisik 
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No Urusan/Program Prioritas No. Indikator Kinerja Program 
Kondisi Kinerja Awal 

RPJMD 

18 Program Peningkatan 
Kualitas Data dan 
Perencanaan 

31 
Tersusunnya buku Depok 
Dalam Angka (DDA)/Data pengukuran 
kinerja 

1 dok        DDA 
2010 

  
32 Tersusunnya buku PDRB Kota 

1 dok       PDRB 
2009 

  33 Tersedianya data kemiskinan 1 dok (2007) 

Sumber: RPJMD Kota Depok 2011-2016, Bab 8. 
 
 
(4) Indikator kinerja berdasarkan Permendagri 73/2009 (IKK) 

Selain menggunakan indikator-indikator kinerja sebagaimana telah dijelaskan diatas, Permendagri 

54/2010 mengamanatkan pula agar kinerja SKPD direview dengan menggunakan IKK yang mengacu pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Permendagri 73/2009). Permendagri 73/2009 

mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan IKK atau Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja 

utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.  

Jenis/nama IKK untuk level SKPD, termasuk Bappeda, sudah ditentukan oleh Permendagri 73/2009, yaitu: 

 

1. ada 21 jenis, yaitu IKK format II.2 untuk TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (Bappeda adalah salah satu 

pelaksana kebijakan) meliputi 8 ASPEK ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD (Evaluasi 

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) meliputi: 

 

Tabel 2.5 
IKK FORMAT II.2 TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (BAPPEDA) KOTA DEPOK 

 

No. IKK 

1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD 

2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) 

3 
Jumlah PERDA  pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut 

PERMEN ttg SPM 

4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi 

5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD 

6 Rasio PNS Kota 

7 Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan 

8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan 

9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD 

10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD 

11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD 

12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD 
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No. IKK 

13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD 

14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi) 

15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi) 

16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (Realisasi) 

17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk) 

18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD 

19 Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD 

20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi 

21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat 

Sumber: LPPD Kota Depok 2011-2015. 

 
2. ada 4 jenis, yaitu IKK  format II.3 UNTUK KOTA, TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT 

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN, sebagaimana Tabel 
2.3.4 meliputi: 
 
 

Tabel 2.6 
IKK FORMAT II.3_TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA 

DEPOK DALAM RANGKA EKPPD 
 

No. IKK 

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA 

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dg PERDA/PERKADA 

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA 

4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 

 
IKK tersebut diukur sebenarnya untuk keperluan penyusunan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah), yaitu laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 

anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada 

Pemerintah.  

 
Jika ditelusuri secara hirarkis, ketentuan mengenai IKK ini berasal dari PP 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PP 6/2008 ini adalah turunan dari UU 32/2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. Dengan memantau dan menilai IKK, Pemerintah Pusat bermaksud mengevaluasi kinerja 

penyelenggaraan suatu pemerintah daerah (EKPPD) dalam menjalankan otonomi daerahnya, dan 

menentukan kebijakan Pemerintah Pusat apakah harus mempertahankan eksistensi daerah otonom 

tersebut, atau menghapusnya dan menggabungnya dengan daerah otonom lainnya jika daerah yang 

bersangkutan dinilai tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah1. Oleh karena itu IKK dirumuskan dan 

ditetapkan oleh Tim Nasional, bukan oleh Pemerintah Daerah.  

 

                                                 
1 UU 32/2004 Pasal 6. 
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Hasil evaluasi tersebut juga digunakan Pemerintah sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, pengawasan, 

dan kebijakan Pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi atau pembentukan, 

penghapusan/penggabungan daerah otonom2.  

 
Hasil dari EKPPD adalah peringkat daerah-daerah otonom. Apabila 3 (tiga) tahun berturut-turut terdapat 

daerah berprestasi kinerja rendah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi pemeringkatan daerah secara nasional, 

maka kemudian dievaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerahnya, kemudian berdasarkan hasil 

evaluasi tersebut DPOD memberi pertimbangan kepada Presiden untuk mengambil kebijakan terkait 

otonomi daerah atau pembentukan dan penghapusan/ penggabungan daerah otonom3.   

Sumber: LPPD Kota Depok 2011-2015. 
 
 

                                                 
2 Permendagri 73/2009 Pasal 13. 
3 Permendagri 73/2009 Pasal 35. 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

LAMPIRAN 2 
 

Analisa lengkap kinerja pelayanan Bappeda 2011 - 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Review Kinerja 2011 

Dari Tabel 2.3.6 diketahui bahwa kinerja pelayanan Bappeda tahun 2011: 

1. tercapai pada 9 indikator, Target dan realisasi indikator-indikator tersebut dapat dilihat Tabel 

2.3.7 di bawah ini, meliputi: 

(1) Tersedianya pendukung administrasi perkantoran, 

(2) Tersedianya sarpras aparatur, 

(3) Tersusun/revisinya regulasi, 

(4) Tersusunnya Laporan keuangan per semester, 

(5) Tersusunnya LAKIP OPD, 

(6) Tersusunnya laporan RFK per bulan, 

(7) Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan, 

(8) Terselenggaranya rakor pengendalian 3 bulanan, 

(9) Meningkatnya kinerja TKPKD,  

2. tidak tercapai pada 1 indikator, yaitu indikator “Meningkatnya serapan anggaran dan realisasi 

fisik”. Target “95%”, realisasi “85,37 %”, 

3. tidak ada pencapaian  indikator melebih target, 

4. tidak bisa direview untuk 20 indikator lainnya, karena: 

(1) TARGET & REALISASI ADA, TETAPI SATUAN BEDA, yaitu pada 2 indikator: (a) Terlaksananya 

Survey  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan (b) Meningkatnya bantuan pembiayaan 

program dari Pusat, Provinsi, dan daerah lain, 

(2) TARGET ADA, REALISASI TDK ADA, yaitu pada 2 indikator: (a) Jumlah aparatur yang 

mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll; dan (b) Tersedianya SIM yang efektif, 

(3) TARGET TDK ADA, REALISASI ADA, yaitu pada 9 indikator: (a) Tersusunnya RPJMD; (b) 

Tersusunnya RKPD; (c) Tersusunnya Renstra OPD; (d) Tersusunnya Renja OPD; (e) 

Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD; (f) Tersusunnya SOP/ISO; (g) Jumlah 

kerjasama dengan daerah lain; (h) Jumlah kerjasama dengan para pihak; dan (i) Jumlah 

Rumah Tangga miskin yang dibina pada lokasi terpadu, 

(4) TDK ADA DATA TARGET DAN REALISASI, yaitu pada 7 indikator: (a) Jumlah perusahaan 

pelaksana CSR; (b) Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi; (c) Jumlah kerjasama 

dengan Dunia usaha; (d) Jumlah BUMD; (e) Jumlah BLUD; (f) Tersedianya profil investasi; 

dan (g) Jumlah kegiatan promosi potensi. 

 

 



Tabel 2.3.7_Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA KOTA DEPOK, 2011 

RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN 

PER PROGRAM TAHUN 2015 
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(LKPJ 2011) 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2011 Realisasi 2011 9 1 0 2 2 9 0 0 7 

PROGRAM : 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Tersedianya pendukung 
administrasi 
perkantoran 

Program : Pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

Tersedianya 
pendukung 
administrasi 
perkantoran 

100% 100% 1                 

PROGRAM : 
Peningkatan Sarana 
Prasarana Aparatur 

Tersedianya Sarpras 
Aparatur 

Program : 
Peningkatan sarana 
dan prasarana 
aparatur 

Tersedianya sarpras 
aparatur 

100% 100% 1                 

PROGRAM :  
Penataan dan 
Pengembangan 
Produk Hukum 

Tersusunnya/Terevisinya 
Regulasi 

Program : Penataan 
dan pengembangan 
produk hukum 

Tersusun/revisinya 
regulasi 

1 Perda RPJMD, 1 
Perwa RKPD 

  1                 

PROGRAM : 
Peningkatan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan 
keuangan 

Tersusunnya laporan 
semesteran, LAKIP, 
laporan RFK, laporan 
pengendalian 3 bulanan 

Program : 
Peningkatan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan 

  

2 semest; 12 RFK;       
1 LAKIP;     4 LAPDAL 

                    

  

  

  Tersusunnya 
Laporan keuangan 
per semester 

  2 dok. 

1                 

  
  

  Tersusunnya LAKIP 
OPD 

  1 dok. 
1                 

  
  

  Tersusunnya 
laporan RFK per 
bulan 

  12 dok. 
1                 



RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN 

PER PROGRAM TAHUN 2015 

RENSTRA 
BAPPEDA 2011-
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TABEL EVALUASI 
(LKPJ 2011) 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2011 Realisasi 2011 9 1 0 2 2 9 0 0 7 

  

  

  Tersusunnya 
laporan 
pengendalian 
pelaksanaan Renja 
OPD per triwulan 

  4 dok. 

1                 

PROGRAM : 
Peningkatan 
Kualitas SDM 
Aparatur 

Jumlah (%) Aparatur 
yang mengikuti diklat 

Program  : 
Peningkatan kualitas 
sumberdaya aparatur  

Jumlah aparatur 
yang mengikuti 
pelatihan 
teknis/fungsional dll 

75%           1         

Program : 
Pengembangan 
Sistem pelayanan 
dan pengaduan 
berbasis teknologi 
informasi  

Tersedianya SIM yang 
Efektif 

Program : 
Pengembangan 
sistem pelayanan dan 
pengaduan berbasis 
teknologi informasi 

Tersedianya SIM 
yang efektif 

50%           1         

PROGRAM : 
Peningkatan 
kualitas data dan 
perencanaan  

Tersusunnya : RPJMD, 
RKPD, Renstra, Renja, 
DDA, PDRB, Kajian2 

Program : 
Peningkatan kualitas 
data dan perencanaan  

    

  

                  

    

  Tersusunnya RPJMD    1 RPJMD 2016-2021           1       

    

  Tersusunnya RKPD   1 dok.           1       

    

  
Tersusunnya 
Renstra OPD 

  1 Renstra 2011-2016           1       



RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN 

PER PROGRAM TAHUN 2015 

RENSTRA 
BAPPEDA 2011-
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TABEL EVALUASI 
(LKPJ 2011) 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2011 Realisasi 2011 9 1 0 2 2 9 0 0 7 

    

  
Tersusunnya Renja 
OPD 

  1 Renja 2012           1       

    

  
Penjabaran program 
RPJMD ke dalam 
RKPD 

  100%           1       

PROGRAM : 
Standarisasi 
pelayanan publik 

Tersusun dan 
dilaksanakannya 
SOP/ISO  

Program : Standarisasi 
pelayanan publik 

Tersusunnya 
SOP/ISO 

  

 1 ISO            1       

PROGRAM : 
Peningkatan 
pengendalian, 
evaluasi dan 
pelaporan 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
daerah 

- Terselenggaranya rakor 
pengendalian 3 bulanan                              
-Meningkatnya serapan 
anggaran dan realisasi 
fisik 

Program : 
Peningkatan 
pengendalian, 
evaluasi dan 
pelaporan 
penyelenggaraan 
pemerintahan  

  100 %       95 % 

  

                  

      
Terselenggaranya 
rakor pengendalian 
3 bulanan 

  100% 1                 

      
Meningkatnya 
serapan anggaran 
dan realisasi fisik  

  
85,37 % (B total); 

81,61% (BL)  
  1               



RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN 

PER PROGRAM TAHUN 2015 

RENSTRA 
BAPPEDA 2011-
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TABEL EVALUASI 
(LKPJ 2011) 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2011 Realisasi 2011 9 1 0 2 2 9 0 0 7 

PROGRAM : 
Pengembangan 
Sistem Penilaian 
pelayanan publik 

Tersusunnya Buku 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Program : 
Pengembangan 
sistem penilaian 
pelayanan publik 

Terlaksananya 
Survey  Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

81,80% 1 dok       1           

PROGRAM : 
Peningkatan peran 
serta masyarakat 
dan dunia usaha 
dalam 
pembangunan 

Jumlah perusahaan 
pelaksanaan CSR 

Program : 
Peningkatan peran 
serta masyarakat dan 
dunia usaha dalam 
pembangunan  

Jumlah perusahaan 
pelaksana CSR 

  

                  1 

PROGRAM : 
Peningkatan 
kerjasama daerah 

- Jumlah Kerjasama 
Dengan Daerah Lain 

Peningkatan 
kerjasama daerah                         

      
Jumlah kerjasama 
dengan daerah lain 

  2           1       

      
Jumlah kerjasama 
dengan Perguruan 
Tinggi 

                    1 

      
Jumlah kerjasama 
dengan Dunia usaha 

                    1 

      
Jumlah kerjasama 
dengan para pihak 

  5           1       



RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN 

PER PROGRAM TAHUN 2015 

RENSTRA 
BAPPEDA 2011-

2016 

TABEL EVALUASI 
(LKPJ 2011) 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2011 Realisasi 2011 9 1 0 2 2 9 0 0 7 

PROGRAM : 
Peningkatan 
koordinasi 
pembiayaan 
pembangunan 
daerah dengan 
Pusat, Provinsi dan 
daerah lain 

Meningkatnya 
pembiayaan dari Pusat, 
Provinsi dan daerah lain 

Program :  
Peningkatan kordinasi 
pembiayaan 
pembangunan dengan 
Pusat dan Provinsi 

Meningkatnya 
bantuan 
pembiayaan 
program dari Pusat, 
Provinsi, dan daerah 
lain 

5% 

Dana perimbangan 
96,45% (turun), tapi 
lain2 pendapatan yg 
sah 137,66% (naik)  

      1           

PROGRAM : 
Pembangunan 
BUMD dan BLUD 

-Jumlah perusahaan 
daerah                                         - 
Jumlah BLUD 

Program: 
Pengembangan dan 
Pengelolaan 
BUMD/BLUD 

  

    

                  

  

    Jumlah BUMD 

  

                  1 

  

    Jumlah BLUD 

  

                  1 

PROGRAM : 
Penanggulangan 
kemiskinan terpadu 

Meningkatnya kinerja 
TKPKD 

Program : 
Penanggulangan 
kemiskinan terpadu 

  30%                     

      
Meningkatnya 
kinerja TKPKD 

  30% 1                 



RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN 

PER PROGRAM TAHUN 2015 

RENSTRA 
BAPPEDA 2011-

2016 

TABEL EVALUASI 
(LKPJ 2011) 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2011 Realisasi 2011 9 1 0 2 2 9 0 0 7 

      

Jumlah Rumah 
Tangga miskin yang 
dibina pada lokasi 
terpadu 

  120           1       

Program 
Peningkatan 
Investasi daerah 

  
Program : 
Peningkatan investasi 
daerah  

                        

      
Tersedianya profil 
investasi  

                    1 

  
    Jumlah kegiatan 

promosi potensi 
  

                  1 

Sumber: 
1. Renstra Bappeda Kota Depok 2011-2016. 
2. LKPJ Kota Depok 2011-2015. 
3. Hasil Analisa



Review Kinerja 2012 

Dari Tabel 2.3.8 diketahui bahwa kinerja pelayanan Bappeda tahun 2012: 

1. tercapai pada 8 indikator, Target dan realisasi indikator-indikator tersebut dapat dilihat Tabel 

2.3.8 meliputi: 

(1) Tersedianya pendukung administrasi perkantoran, 

(2) Tersedianya sarpras aparatur, 

(3) Tersusun/revisinya regulasi, 

(4) Tersusunnya Laporan keuangan per semester, 

(5) Tersusunnya LAKIP OPD, 

(6) Tersusunnya laporan RFK per bulan, 

(7) Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan, 

(8) Terselenggaranya rakor pengendalian 3 bulanan, 

2. tidak tercapai pada 2 indikator, yaitu indikator “Meningkatnya serapan anggaran dan realisasi 

fisik”. Target “95%”, realisasi “73.95 %”. Dan indikator “Meningkatnya kinerja TKPKD”. Target 

“40%”, realisasi “30 %”, 

3. tidak ada pencapaian  indikator melebihi target, 

4. tidak bisa direview untuk 20 indikator lainnya, karena: 

(1) TARGET & REALISASI ADA, TETAPI SATUAN BEDA, yaitu pada 2 indikator: (a) Terlaksananya 

Survey  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan (b) Meningkatnya bantuan pembiayaan 

program dari Pusat, Provinsi, dan daerah lain, 

(2) TARGET ADA, REALISASI TDK ADA, yaitu pada 1 indikator: (a) Tersedianya SIM yang efektif, 

(3) TARGET TDK ADA, REALISASI ADA, yaitu pada 5 indikator: (a) Jumlah aparatur yang 

mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll; (b) Tersusunnya SOP/ISO (c) Jumlah kerjasama 

dengan daerah lain; (d) Jumlah kerjasama dengan para pihak; dan (e) Jumlah Rumah 

Tangga miskin yang dibina pada lokasi terpadu, 

(4) TARGET ADA TDK JELAS, EVALUASI ADA, yaitu pada 4 indikator : (a) Tersusunnya RKPD; 

(b) Tersusunnya Renstra OPD; (c) Tersusunnya Renja OPD; dan (d) Penjabaran program 

RPJMD ke dalam RKPD, 

(5) TDK ADA DATA TARGET DAN REALISASI, yaitu pada 8 indikator: (a) Tersusunnya RPJMD; 

(b) Jumlah perusahaan pelaksana CSR; (c) Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi; (d) 

Jumlah kerjasama dengan Dunia usaha; (e) Jumlah BUMD; (f) Jumlah BLUD; (g) 

Tersedianya profil investasi; dan (h) Jumlah kegiatan promosi potens



Tabel 2.3.8_Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA KOTA DEPOK, 2012 

RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN 

PER PROGRAM TAHUN 2015 
RENSTRA BAPPEDA 

2011-2016 
TABEL EVALUASI 

(LKPJ 2012) 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2012 Realisasi 2012 8 2 0 2 1 5 4 0 8 

PROGRAM : 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Tersedianya pendukung 
administrasi 
perkantoran 

Program : Pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

Tersedianya 
pendukung 
administrasi 
perkantoran 

100% 100% 1                 

PROGRAM : 
Peningkatan Sarana 
Prasarana Aparatur 

Tersedianya Sarpras 
Aparatur 

Program : 
Peningkatan sarana 
dan prasarana 
aparatur 

Tersedianya sarpras 
aparatur 

100% 100% 1                 

PROGRAM :  
Penataan dan 
Pengembangan 
Produk Hukum 

Tersusunnya/Terevisinya 
Regulasi 

Program : Penataan 
dan pengembangan 
produk hukum 

Tersusun/revisinya 
regulasi 

    1                 

PROGRAM : 
Peningkatan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan 
keuangan 

Tersusunnya laporan 
semesteran, LAKIP, 
laporan RFK, laporan 
pengendalian 3 bulanan 

Program : 
Peningkatan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan 

  

2 semest;  12 RFK;         
1 LAKIP;      4 LAPDAL 

                    

  

  

  Tersusunnya 
Laporan keuangan 
per semester 

  2 dok. 

1                 

  
  

  Tersusunnya LAKIP 
OPD 

  1 dok. 
1                 

  
  

  Tersusunnya 
laporan RFK per 
bulan 

  12 dok. 
1                 



RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN 

PER PROGRAM TAHUN 2015 
RENSTRA BAPPEDA 

2011-2016 
TABEL EVALUASI 

(LKPJ 2012) 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2012 Realisasi 2012 8 2 0 2 1 5 4 0 8 

  

  

  Tersusunnya 
laporan 
pengendalian 
pelaksanaan Renja 
OPD per triwulan 

  4 dok. 

1                 

PROGRAM : 
Peningkatan 
Kualitas SDM 
Aparatur 

Jumlah (%) Aparatur 
yang mengikuti diklat 

Program  : 
Peningkatan kualitas 
sumberdaya aparatur  

Jumlah aparatur 
yang mengikuti 
pelatihan 
teknis/fungsional dll 

80%             1       

Program : 
Pengembangan 
Sistem pelayanan 
dan pengaduan 
berbasis teknologi 
informasi  

Tersedianya SIM yang 
Efektif 

Program : 
Pengembangan 
sistem pelayanan dan 
pengaduan berbasis 
teknologi informasi 

Tersedianya SIM 
yang efektif 

75%           1         

PROGRAM : 
Peningkatan 
kualitas data dan 
perencanaan  

Tersusunnya : RPJMD, 
RKPD, Renstra, Renja, 
DDA, PDRB, Kajian2 

Program : 
Peningkatan kualitas 
data dan perencanaan  

                                  3  

  

                  

    

  Tersusunnya RPJMD      

  

              1 

    

  Tersusunnya RKPD   1 dok. 

  

          1     

    

  
Tersusunnya 
Renstra OPD 

    

  

          1     



RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN 
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(LKPJ 2012) 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2012 Realisasi 2012 8 2 0 2 1 5 4 0 8 

    

  
Tersusunnya Renja 
OPD 

  1 Renja 2013 

  

          1     

    

  
Penjabaran program 
RPJMD ke dalam 
RKPD 

  100% 

  

          1     

PROGRAM : 
Standarisasi 
pelayanan publik 

Tersusun dan 
dilaksanakannya 
SOP/ISO  

Program : Standarisasi 
pelayanan publik 

Tersusunnya 
SOP/ISO 

                                  -  

 1 ISO            1       

PROGRAM : 
Peningkatan 
pengendalian, 
evaluasi dan 
pelaporan 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
daerah 

- Terselenggaranya rakor 
pengendalian 3 bulanan                              
-Meningkatnya serapan 
anggaran dan realisasi 
fisik 

Program : 
Peningkatan 
pengendalian, 
evaluasi dan 
pelaporan 
penyelenggaraan 
pemerintahan  

   100 %      95 %  

  

                  

      
Terselenggaranya 
rakor pengendalian 
3 bulanan 

  100% 1                 

      
Meningkatnya 
serapan anggaran 
dan realisasi fisik  

  73,95%   1               



RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN 
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(LKPJ 2012) 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2012 Realisasi 2012 8 2 0 2 1 5 4 0 8 

PROGRAM : 
Pengembangan 
Sistem Penilaian 
pelayanan publik 

Tersusunnya Buku 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Program : 
Pengembangan 
sistem penilaian 
pelayanan publik 

Terlaksananya 
Survey  Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

 82,30 %  1 dok       1           

PROGRAM : 
Peningkatan peran 
serta masyarakat 
dan dunia usaha 
dalam 
pembangunan 

Jumlah perusahaan 
pelaksanaan CSR 

Program : 
Peningkatan peran 
serta masyarakat dan 
dunia usaha dalam 
pembangunan  

Jumlah perusahaan 
pelaksana CSR 

                                  -  

                  1 

PROGRAM : 
Peningkatan 
kerjasama daerah 

- Jumlah Kerjasama 
Dengan Daerah Lain 

Peningkatan 
kerjasama daerah     

  

                  

      
Jumlah kerjasama 
dengan daerah lain 

  3 MOU           1       

      
Jumlah kerjasama 
dengan Perguruan 
Tinggi 

                    1 

      
Jumlah kerjasama 
dengan Dunia usaha 

                    1 

      
Jumlah kerjasama 
dengan para pihak 

  9 MOU           1       



RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN 

PER PROGRAM TAHUN 2015 
RENSTRA BAPPEDA 

2011-2016 
TABEL EVALUASI 

(LKPJ 2012) 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2012 Realisasi 2012 8 2 0 2 1 5 4 0 8 

PROGRAM : 
Peningkatan 
koordinasi 
pembiayaan 
pembangunan 
daerah dengan 
Pusat, Provinsi dan 
daerah lain 

Meningkatnya 
pembiayaan dari Pusat, 
Provinsi dan daerah lain 

Program :  
Peningkatan kordinasi 
pembiayaan 
pembangunan dengan 
Pusat dan Provinsi 

Meningkatnya 
bantuan 
pembiayaan 
program dari Pusat, 
Provinsi, dan daerah 
lain 

7% 

Dana  Perimbangan   
meningkat 20,16% 
dari realisasi tahun 

2011 

      1           

PROGRAM : 
Pembangunan 
BUMD dan BLUD 

-Jumlah perusahaan 
daerah                                         - 
Jumlah BLUD 

Program: 
Pengembangan dan 
Pengelolaan 
BUMD/BLUD 

  

    

                  

  

    Jumlah BUMD 

  

                  1 

  

    Jumlah BLUD 

  

                  1 

PROGRAM : 
Penanggulangan 
kemiskinan terpadu 

Meningkatnya kinerja 
TKPKD 

Program : 
Penanggulangan 
kemiskinan terpadu 

  40%                     

      
Meningkatnya 
kinerja TKPKD 

  30%   1               

      
Jumlah Rumah 
Tangga miskin yang   120           1       



RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN 

PER PROGRAM TAHUN 2015 
RENSTRA BAPPEDA 

2011-2016 
TABEL EVALUASI 

(LKPJ 2012) 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2012 Realisasi 2012 8 2 0 2 1 5 4 0 8 

dibina pada lokasi 
terpadu 

Program 
Peningkatan 
Investasi daerah 

  
Program : 
Peningkatan investasi 
daerah  

                        

      
Tersedianya profil 
investasi  

                    1 

  
    Jumlah kegiatan 

promosi potensi 
  

                  1 

Sumber: 
1. Renstra Bappeda Kota Depok 2011-2016. 
2. LKPJ Kota Depok 2011-2015. 
3. Hasil Analisa. 

 

 

 

 

 

 

 



Review Kinerja 2013 

Dari Tabel 2.3.9 diketahui bahwa kinerja pelayanan Bappeda tahun 2013: 

1. tercapai pada 9 indikator, Target dan realisasi indikator-indikator tersebut dapat dilihat Tabel 

2.3.9 meliputi: 

(1) Tersedianya pendukung administrasi perkantoran, 

(2) Tersedianya sarpras aparatur, 

(3) Tersusun/revisinya regulasi, 

(4) Tersusunnya Laporan keuangan per semester, 

(5) Tersusunnya LAKIP OPD, 

(6) Tersusunnya laporan RFK per bulan, 

(7) Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan, 

(8) Tersedianya SIM yang efektif, 

(9) Meningkatnya kinerja TKPKD, 

2. tidak tercapai pada 1 indikator, yaitu indikator “Meningkatnya serapan anggaran dan realisasi 

fisik”. Target “95%”, realisasi “91,5 %”. 

3. melebihi target pada 1 indikator, yaitu indicator “Terselenggaranya rakor pengendalian 3 

bulanan”. Target “95%”, realisasi “100 %” 

4. tidak bisa direview untuk 19 indikator lainnya, karena: 

(1) TARGET & REALISASI ADA, TETAPI SATUAN BEDA, yaitu pada 3 indikator: (a) Jumlah 

aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll;  (b) Terlaksananya Survey  Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM); dan (c) Meningkatnya bantuan pembiayaan program dari 

Pusat, Provinsi, dan daerah lain, 

(2) TARGET ADA, REALISASI TDK ADA, yaitu pada 1 indikator: (a) Jumlah kerjasama dengan 

para pihak, 

(3) TARGET TDK ADA, REALISASI ADA, yaitu pada 6 indikator: (a) Tersusunnya SOP/ISO; (b) 

Jumlah perusahaan pelaksana CSR; (c) Jumlah kerjasama dengan daerah lain; (d) Jumlah 

BUMD; (e) Jumlah BLUD; dan (f) Jumlah Rumah Tangga miskin yang dibina pada lokasi 

terpadu, 

(4) TARGET ADA TDK JELAS, EVALUASI ADA yaitu pada 3 indikator : (a) Tersusunnya RKPD; (b) 

Tersusunnya Renja OPD; dan (c) Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD, 

(5) TARGET ADA TDK JELAS, EVALUASI TDK ADA yaitu pada 2 indikator : (a) Tersusunnya 

RPJMD; dan (b) Tersusunnya Renstra OPD,  



(6) TDK ADA DATA TARGET DAN REALISASI, yaitu pada 4 indikator: (a) Jumlah kerjasama 

dengan Perguruan Tinggi; (b) Jumlah kerjasama dengan Dunia usaha; (c) Tersedianya profil 

investasi; dan (d) Jumlah kegiatan promosi potensi. 



Tabel 2.3.9_Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA KOTA DEPOK, 2013 

RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2013 Realisasi 2013 9 1 1 3 1 6 3 2 4 

PROGRAM : 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Tersedianya pendukung 
administrasi 
perkantoran 

Program : Pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

Tersedianya 
pendukung 
administrasi 
perkantoran 

100% 100% 1                 

PROGRAM : 
Peningkatan Sarana 
Prasarana Aparatur 

Tersedianya Sarpras 
Aparatur 

Program : 
Peningkatan sarana 
dan prasarana 
aparatur 

Tersedianya sarpras 
aparatur 

100% 100% 1                 

PROGRAM :  
Penataan dan 
Pengembangan 
Produk Hukum 

Tersusunnya/Terevisinya 
Regulasi 

Program : Penataan 
dan pengembangan 
produk hukum 

Tersusun/revisinya 
regulasi 

                                     
-  

 2 dok (RKPD 2014 dan 
RKPD P 2013)  

1                 

PROGRAM : 
Peningkatan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan 
keuangan 

Tersusunnya laporan 
semesteran, LAKIP, 
laporan RFK, laporan 
pengendalian 3 bulanan 

Program : 
Peningkatan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan 

  

2 semest; 12 RFK;       
1 LAKIP;     4 LAPDAL 

                    

  

  

  Tersusunnya 
Laporan keuangan 
per semester 

  2 Dok 

1                 

  
  

  Tersusunnya LAKIP 
OPD 

  1 Dok 
1                 

  
  

  Tersusunnya 
laporan RFK per 
bulan 

  12 Dok 
1                 



RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
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(LKPJ 2013) 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2013 Realisasi 2013 9 1 1 3 1 6 3 2 4 

  

  

  Tersusunnya 
laporan 
pengendalian 
pelaksanaan Renja 
OPD per triwulan 

  4 Dok 

1                 

PROGRAM : 
Peningkatan 
Kualitas SDM 
Aparatur 

Jumlah (%) Aparatur 
yang mengikuti diklat 

Program  : 
Peningkatan kualitas 
sumberdaya aparatur  

Jumlah aparatur 
yang mengikuti 
pelatihan 
teknis/fungsional dll 

85% 
23 orang ( 23/10*100= 

230 %) 
      1           

Program : 
Pengembangan 
Sistem pelayanan 
dan pengaduan 
berbasis teknologi 
informasi  

Tersedianya SIM yang 
Efektif 

Program : 
Pengembangan 
sistem pelayanan dan 
pengaduan berbasis 
teknologi informasi 

Tersedianya SIM 
yang efektif 

100% 100 1                 

PROGRAM : 
Peningkatan 
kualitas data dan 
perencanaan  

Tersusunnya : RPJMD, 
RKPD, Renstra, Renja, 
DDA, PDRB, Kajian2 

Program : 
Peningkatan kualitas 
data dan perencanaan  

  
                                    

1  

  

                  

    

  Tersusunnya RPJMD      

  

            1   

    

  Tersusunnya RKPD   
2 Dok(RKPD 2014 dan 

RKPD P 2013) 
  

          1     

    

  
Tersusunnya 
Renstra OPD 

    

  

            1   
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PER PROGRAM TAHUN 2015 
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(LKPJ 2013) 

ANALISA 2013 

TE
R

C
A

P
A

I 

TD
K

 T
ER

C
A

P
A

I 

M
EL

EB
IH

I 

TA
R

G
ET

 &
 R

EA
LI

SA
SI

 

A
D

A
, T

ET
A

P
I S

A
TU

A
N

 

B
ED

A
 

TA
R

G
ET

 A
D

A
, E

V
A

LU
A

SI
 

TD
K

 A
D

A
 

TA
R

G
ET

 T
D

K
 A

D
A

, 
EV

A
LU

A
SI

 A
D

A
 

TA
R

G
ET

 A
D

A
 T

D
K

 J
EL

A
S,

 

EV
A

LU
A

SI
 A

D
A

 

TA
R

G
ET

 A
D

A
 T

D
K

 J
EL

A
S,

 

EV
A

LU
A

SI
 T

D
K

 A
D

A
 

TD
K

 A
D

A
 D

A
TA

 

PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2013 Realisasi 2013 9 1 1 3 1 6 3 2 4 

    

  
Tersusunnya Renja 
OPD 

  2 Dok 

  

          1     

    

  
Penjabaran program 
RPJMD ke dalam 
RKPD 

  100% 

  

          1     

PROGRAM : 
Standarisasi 
pelayanan publik 

Tersusun dan 
dilaksanakannya 
SOP/ISO  

Program : Standarisasi 
pelayanan publik 

Tersusunnya 
SOP/ISO                                      

-  

 1 ISO            1       

PROGRAM : 
Peningkatan 
pengendalian, 
evaluasi dan 
pelaporan 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
daerah 

- Terselenggaranya rakor 
pengendalian 3 bulanan                              
-Meningkatnya serapan 
anggaran dan realisasi 
fisik 

Program : 
Peningkatan 
pengendalian, 
evaluasi dan 
pelaporan 
penyelenggaraan 
pemerintahan  

   100 %       95 %  

  

                  

      
Terselenggaranya 
rakor pengendalian 
3 bulanan 

  100%     1             

      
Meningkatnya 
serapan anggaran 
dan realisasi fisik  

  
91.5% ( 

1.373.808.500/1500.7
01.700*100) 

  1               
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2013 Realisasi 2013 9 1 1 3 1 6 3 2 4 

PROGRAM : 
Pengembangan 
Sistem Penilaian 
pelayanan publik 

Tersusunnya Buku 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Program : 
Pengembangan 
sistem penilaian 
pelayanan publik 

Terlaksananya 
Survey  Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

 82,80 %  1 Dok       1           

PROGRAM : 
Peningkatan peran 
serta masyarakat 
dan dunia usaha 
dalam 
pembangunan 

Jumlah perusahaan 
pelaksanaan CSR 

Program : 
Peningkatan peran 
serta masyarakat dan 
dunia usaha dalam 
pembangunan  

Jumlah perusahaan 
pelaksana CSR 

                                     
-  

100%           1       

PROGRAM : 
Peningkatan 
kerjasama daerah 

- Jumlah Kerjasama 
Dengan Daerah Lain 

Peningkatan 
kerjasama daerah   

  

  

                  

      
Jumlah kerjasama 
dengan daerah lain 

  

2 MOU           1       

      
Jumlah kerjasama 
dengan Perguruan 
Tinggi   

                  1 

      
Jumlah kerjasama 
dengan Dunia usaha   

                  1 

      
Jumlah kerjasama 
dengan para pihak 

  

100%         1         



RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN 

PER PROGRAM TAHUN 2015 
RENSTRA BAPPEDA 

2011-2016 
TABEL EVALUASI 

(LKPJ 2013) 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2013 Realisasi 2013 9 1 1 3 1 6 3 2 4 

PROGRAM : 
Peningkatan 
koordinasi 
pembiayaan 
pembangunan 
daerah dengan 
Pusat, Provinsi dan 
daerah lain 

Meningkatnya 
pembiayaan dari Pusat, 
Provinsi dan daerah lain 

Program :  
Peningkatan kordinasi 
pembiayaan 
pembangunan dengan 
Pusat dan Provinsi 

Meningkatnya 
bantuan 
pembiayaan 
program dari Pusat, 
Provinsi, dan daerah 
lain 

9% 

Dana perimbangan : 
99,57% dari target, 
lain2 pendapatan yang 
sah : 95,76% 

      1           

PROGRAM : 
Pembangunan 
BUMD dan BLUD 

-Jumlah perusahaan 
daerah                                         - 
Jumlah BLUD 

Program: 
Pengembangan dan 
Pengelolaan 
BUMD/BLUD 

  

    

                  

  

    Jumlah BUMD 

   1 Dok( Fasilitasi 
Persiapan RPH 
menjadi BLUD)   

          1       

  

    Jumlah BLUD 

  

          1       

PROGRAM : 
Penanggulangan 
kemiskinan terpadu 

Meningkatnya kinerja 
TKPKD 

Program : 
Penanggulangan 
kemiskinan terpadu 

  50%                     

      
Meningkatnya 
kinerja TKPKD 

  
50% ( 50/50*100=100 

%) 
1                 



RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN 

PER PROGRAM TAHUN 2015 
RENSTRA BAPPEDA 
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TABEL EVALUASI 

(LKPJ 2013) 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2013 Realisasi 2013 9 1 1 3 1 6 3 2 4 

      

Jumlah Rumah 
Tangga miskin yang 
dibina pada lokasi 
terpadu 

  
198 ( 198/100*100%= 

198 %) 
          1       

Program 
Peningkatan 
Investasi daerah 

  
Program : 
Peningkatan investasi 
daerah  

                        

      
Tersedianya profil 
investasi  

                    1 

  
    Jumlah kegiatan 

promosi potensi                     1 

Sumber: 

1. Renstra Bappeda Kota Depok 2011-2016. 

2. LKPJ Kota Depok 2011-2015. 

3. Hasil Analisa. 

 

 

 

 

 



Review Kinerja 2014 

Dari Tabel 2.3.6 diketahui bahwa kinerja pelayanan Bappeda tahun 2014: 

1. tercapai pada 10 indikator, Target dan realisasi indikator-indikator tersebut dapat dilihat Tabel 

2.3.10 di bawah ini, meliputi: 

(1) Tersedianya pendukung administrasi perkantoran, 

(2) Tersedianya sarpras aparatur, 

(3) Tersusun/revisinya regulasi, 

(4) Tersusunnya Laporan keuangan per semester, 

(5) Tersusunnya LAKIP OPD, 

(6) Tersusunnya laporan RFK per bulan, 

(7) Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan, 

(8) Tersedianya SIM yang efektif 

(9) Terselenggaranya rakor pengendalian 3 bulanan, 

(10) Meningkatnya kinerja TKPKD,  

 

2. tidak tercapai pada 1 indikator, yaitu indikator “Meningkatnya serapan anggaran dan realisasi 

fisik”. Target “95%”, realisasi “91,52%”, 

3. tidak ada pencapaian  indikator melebih target, 

4. tidak bisa direview untuk 20 indikator lainnya, karena: 

(1) TARGET & REALISASI ADA, TETAPI SATUAN BEDA, yaitu pada 3 indikator: (a) Jumlah 

aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll; (b) Terlaksananya Survey  

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan (c) Meningkatnya bantuan pembiayaan 

program dari Pusat, Provinsi, dan daerah lain, 

(2) TARGET ADA, REALISASI TDK ADA, yaitu pada 1 indikator: Jumlah kerjasama dengan 

daerah lain,  

(3) TARGET TDK ADA, REALISASI ADA, yaitu pada 5 indikator: (a) Tersusunnya SOP/ISO; (b) 

Jumlah perusahaan pelaksana CSR; (c) Jumlah kerjasama dengan para pihak; (d) Jumlah 

BLUD; (e) Jumlah Rumah Tangga miskin yang dibina pada lokasi terpadu, 

(4) TARGET ADA TDK JELAS, EVALUASI ADA, yaitu pada 3 indikator: (a) Tersusunnya RKPD; 

(b) Tersusunnya Renja OPD; dan (c) Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD, 

(5) TARGET ADA TDK JELAS, EVALUASI TDK ADA, yaitu pada 2 indikator: (a) Tersusunnya 

RPJMD; dan (b) Tersusunnya Renstra OPD, 



(6) TIDAK ADA DATA TARGET DAN REALISASI, yaitu pada 5 indikator: (a) Jumlah kerjasama 

dengan Perguruan Tinggi; (b) Jumlah kerjasama dengan Dunia usaha; (c) Jumlah BUMD; 

(d) Tersedianya profil investasi; dan (e) Jumlah kegiatan promosi potensi. 

 

 



Tabel 2.3.10_Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA KOTA DEPOK, 2014 

RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN 

PER PROGRAM TAHUN 2015 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2014 Realisasi 2014 10 1 0 3 1 5 3 2 5 

PROGRAM : 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Tersedianya pendukung 
administrasi 
perkantoran 

Program : Pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

Tersedianya 
pendukung 
administrasi 
perkantoran 

100% 100% 1                 

PROGRAM : 
Peningkatan Sarana 
Prasarana Aparatur 

Tersedianya Sarpras 
Aparatur 

Program : 
Peningkatan sarana 
dan prasarana 
aparatur 

Tersedianya sarpras 
aparatur 

100% 100% 1                 

PROGRAM :  
Penataan dan 
Pengembangan 
Produk Hukum 

Tersusunnya/Terevisinya 
Regulasi 

Program : Penataan 
dan pengembangan 
produk hukum 

Tersusun/revisinya 
regulasi 

                                     
-  

 2 Dok (RKPD 2015 dan 
RKPD P 2014)  

1                 

PROGRAM : 
Peningkatan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan 
keuangan 

Tersusunnya laporan 
semesteran, LAKIP, 
laporan RFK, laporan 
pengendalian 3 bulanan 

Program : 
Peningkatan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan 

  

2 semest;        12 
RFK;                1 
LAKIP;             4 
LAPDAL 

                    

  

  

  Tersusunnya 
Laporan keuangan 
per semester 

  2 dok  

1                 

  
  

  Tersusunnya LAKIP 
OPD 

  1 dok 
1                 

  
  

  Tersusunnya 
laporan RFK per 
bulan 

  12 dok 
1                 



RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN 

PER PROGRAM TAHUN 2015 

RENSTRA 
BAPPEDA 2011-
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TABEL EVALUASI 
(LKPJ 2014) 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2014 Realisasi 2014 10 1 0 3 1 5 3 2 5 

  

  

  Tersusunnya 
laporan 
pengendalian 
pelaksanaan Renja 
OPD per triwulan 

  4 dok 

1                 

PROGRAM : 
Peningkatan 
Kualitas SDM 
Aparatur 

Jumlah (%) Aparatur 
yang mengikuti diklat 

Program  : 
Peningkatan kualitas 
sumberdaya aparatur  

Jumlah aparatur 
yang mengikuti 
pelatihan 
teknis/fungsional dll 

90% 
23 orang 

(23/10*100=230 %) 
      1           

Program : 
Pengembangan 
Sistem pelayanan 
dan pengaduan 
berbasis teknologi 
informasi  

Tersedianya SIM yang 
Efektif 

Program : 
Pengembangan 
sistem pelayanan dan 
pengaduan berbasis 
teknologi informasi 

Tersedianya SIM 
yang efektif 

100% 100% 1                 

PROGRAM : 
Peningkatan 
kualitas data dan 
perencanaan  

Tersusunnya : RPJMD, 
RKPD, Renstra, Renja, 
DDA, PDRB, Kajian2 

Program : 
Peningkatan kualitas 
data dan perencanaan  

  
                                    
6  

  

                  

    

  Tersusunnya RPJMD     -                1   

    

  Tersusunnya RKPD   
 2 Dok (RKPD 2015 dan 

RKPD P 2014)  
            1     

    

  
Tersusunnya 
Renstra OPD 

   -                1   



RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN 

PER PROGRAM TAHUN 2015 

RENSTRA 
BAPPEDA 2011-
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TABEL EVALUASI 
(LKPJ 2014) 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2014 Realisasi 2014 10 1 0 3 1 5 3 2 5 

    

  
Tersusunnya Renja 
OPD 

  
 2 Renja (Renja 2015 

dan Renja P 2014)  
            1     

    

  
Penjabaran program 
RPJMD ke dalam 
RKPD 

  100%             1     

PROGRAM : 
Standarisasi 
pelayanan publik 

Tersusun dan 
dilaksanakannya 
SOP/ISO  

Program : Standarisasi 
pelayanan publik 

Tersusunnya 
SOP/ISO                                      

-  

 1 ISO            1       

PROGRAM : 
Peningkatan 
pengendalian, 
evaluasi dan 
pelaporan 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
daerah 

- Terselenggaranya rakor 
pengendalian 3 bulanan                              
-Meningkatnya serapan 
anggaran dan realisasi 
fisik 

Program : 
Peningkatan 
pengendalian, 
evaluasi dan 
pelaporan 
penyelenggaraan 
pemerintahan  

   100 %      95 %  

  

                  

      
Terselenggaranya 
rakor pengendalian 
3 bulanan 

  100% 1                 

      
Meningkatnya 
serapan anggaran 
dan realisasi fisik  

  91,52%   1               



RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN 

PER PROGRAM TAHUN 2015 

RENSTRA 
BAPPEDA 2011-
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TABEL EVALUASI 
(LKPJ 2014) 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2014 Realisasi 2014 10 1 0 3 1 5 3 2 5 

PROGRAM : 
Pengembangan 
Sistem Penilaian 
pelayanan publik 

Tersusunnya Buku 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Program : 
Pengembangan 
sistem penilaian 
pelayanan publik 

Terlaksananya 
Survey  Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

 83,30 %  1 dok       1           

PROGRAM : 
Peningkatan peran 
serta masyarakat 
dan dunia usaha 
dalam 
pembangunan 

Jumlah perusahaan 
pelaksanaan CSR 

Program : 
Peningkatan peran 
serta masyarakat dan 
dunia usaha dalam 
pembangunan  

Jumlah perusahaan 
pelaksana CSR 

                                     
-  

100%           1       

PROGRAM : 
Peningkatan 
kerjasama daerah 

- Jumlah Kerjasama 
Dengan Daerah Lain 

Peningkatan 
kerjasama daerah   

  

  

                  

      
Jumlah kerjasama 
dengan daerah lain 

  

2 MOU         1         

      
Jumlah kerjasama 
dengan Perguruan 
Tinggi   

                  1 

      
Jumlah kerjasama 
dengan Dunia usaha   

                  1 

      
Jumlah kerjasama 
dengan para pihak 

  

1           1       



RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN 

PER PROGRAM TAHUN 2015 

RENSTRA 
BAPPEDA 2011-

2016 

TABEL EVALUASI 
(LKPJ 2014) 

ANALISA 2014 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2014 Realisasi 2014 10 1 0 3 1 5 3 2 5 

PROGRAM : 
Peningkatan 
koordinasi 
pembiayaan 
pembangunan 
daerah dengan 
Pusat, Provinsi dan 
daerah lain 

Meningkatnya 
pembiayaan dari Pusat, 
Provinsi dan daerah lain 

Program :  
Peningkatan kordinasi 
pembiayaan 
pembangunan dengan 
Pusat dan Provinsi 

Meningkatnya 
bantuan 
pembiayaan 
program dari Pusat, 
Provinsi, dan daerah 
lain 

11% 

Dana perimbangan : 
98,29% dari target, 
lain2 pendapatan yang 
sah : 95,85%  

      1           

PROGRAM : 
Pembangunan 
BUMD dan BLUD 

-Jumlah perusahaan 
daerah                                         - 
Jumlah BLUD 

Program: 
Pengembangan dan 
Pengelolaan 
BUMD/BLUD 

  

    

                  

  

    Jumlah BUMD 

  

                  1 

  

    Jumlah BLUD 

  

 1 dok            1       

PROGRAM : 
Penanggulangan 
kemiskinan terpadu 

Meningkatnya kinerja 
TKPKD 

Program : 
Penanggulangan 
kemiskinan terpadu 

  60%                     

      
Meningkatnya 
kinerja TKPKD 

  60% 1                 

      
Jumlah Rumah 
Tangga miskin yang   100           1       



RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN 

PER PROGRAM TAHUN 2015 

RENSTRA 
BAPPEDA 2011-
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TABEL EVALUASI 
(LKPJ 2014) 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2014 Realisasi 2014 10 1 0 3 1 5 3 2 5 

dibina pada lokasi 
terpadu 

Program 
Peningkatan 
Investasi daerah 

  
Program : 
Peningkatan investasi 
daerah  

                        

      
Tersedianya profil 
investasi  

                    1 

  
    Jumlah kegiatan 

promosi potensi                     1 

Sumber: 
1. Renstra Bappeda Kota Depok 2011-2016. 
2. LKPJ Kota Depok 2011-2015. 
3. Hasil Analisa. 

 

 

 

 



Review Kinerja 2015 

Dari Tabel 2.3.6 diketahui bahwa kinerja pelayanan Bappeda tahun 2015: 

1. tercapai pada 10 indikator, Target dan realisasi indikator-indikator tersebut dapat dilihat Tabel 

2.3.11 di bawah ini, meliputi: 

(1) Tersedianya pendukung administrasi perkantoran, 

(2) Tersedianya sarpras aparatur, 

(3) Tersusun/revisinya regulasi, 

(4) Tersusunnya Laporan keuangan per semester, 

(5) Tersusunnya LAKIP OPD, 

(6) Tersusunnya laporan RFK per bulan, 

(7) Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan, 

(8) Tersedianya SIM yang efektif 

(9) Terselenggaranya rakor pengendalian 3 bulanan, 

(10) Meningkatnya kinerja TKPKD,  

 

2. tidak tercapai pada 1 indikator, yaitu indikator “Meningkatnya serapan anggaran dan realisasi 

fisik”. Target “95%”, realisasi “85 %”, 

3. tidak ada pencapaian  indikator melebih target, 

4. tidak bisa direview untuk 20 indikator lainnya, karena: 

(1) TARGET & REALISASI ADA, TETAPI SATUAN BEDA, yaitu pada 2 indikator: (a) Jumlah 

aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll; dan (b) Terlaksananya Survey  

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), 

(2) TARGET ADA, REALISASI TDK ADA, yaitu pada 1 indikator: Jumlah kerjasama dengan daerah 

lain,  

(3) TARGET TDK ADA, REALISASI ADA, yaitu pada 7 indikator: (a) Tersusunnya SOP/ISO; (b)  

Jumlah kerjasama dengan para pihak; (c) Jumlah BUMD; (d) Jumlah BLUD; (e) Jumlah 

Rumah Tangga miskin yang dibina pada lokasi terpadu, (f) Tersedianya profil investasi; dan 

(g) Jumlah kegiatan promosi potensi, 

(4) TARGET ADA TDK JELAS, EVALUASI ADA, yaitu pada 4 indikator: (a) Tersusunnya RPJMD; 

(b) Tersusunnya RKPD; (c) Tersusunnya Renja OPD; dan (d) Penjabaran program RPJMD ke 

dalam RKPD,  

(5) TARGET ADA TDK JELAS, EVALUASI TDK ADA, yaitu pada 1 indikator: (a) Tersusunnya 

Renstra OPD, 



(6) TIDAK ADA DATA TARGET DAN REALISASI, yaitu pada 4 indikator: (a) Jumlah perusahaan 

pelaksana CSR; (b) Jumlah kerjasama dengan daerah lain; (c) Jumlah kerjasama dengan 

Perguruan Tinggi; (d) Jumlah kerjasama dengan dunia usaha. 
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Tabel 2.3.11_Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA KOTA DEPOK, 2015 

RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN 

PER PROGRAM TAHUN 2015 

RENSTRA 
BAPPEDA 2011-
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(LKPJ 2015) 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2015 Realisasi 2015 10 1 0 2 1 7 4 1 4 

PROGRAM : 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Tersedianya pendukung 
administrasi 
perkantoran 

Program : Pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

Tersedianya 
pendukung 
administrasi 
perkantoran 

100% 100% 1                 

PROGRAM : 
Peningkatan Sarana 
Prasarana Aparatur 

Tersedianya Sarpras 
Aparatur 

Program : 
Peningkatan sarana 
dan prasarana 
aparatur 

Tersedianya sarpras 
aparatur 

100% 100% 1                 

PROGRAM :  
Penataan dan 
Pengembangan 
Produk Hukum 

Tersusunnya/Terevisinya 
Regulasi 

Program : Penataan 
dan pengembangan 
produk hukum 

Tersusun/revisinya 
regulasi 

                                     
-  

 1 dok Naskah 
Akademis revisi RPJPD 

; 2 Dok (RKPD 2016 
dan RKPD P 2015)  

1                 

PROGRAM : 
Peningkatan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan 
keuangan 

Tersusunnya laporan 
semesteran, LAKIP, 
laporan RFK, laporan 
pengendalian 3 bulanan 

Program : 
Peningkatan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan 

  

2 semest;    12 
RFK;          1 
LAKIP;        4 
LAPDAL 

                    

  

  

  Tersusunnya 
Laporan keuangan 
per semester 

  1 dok. 

1                 

  
  

  Tersusunnya LAKIP 
OPD 

  1 dok. 
1                 

  
  

  Tersusunnya 
laporan RFK per 
bulan 

  12 dok. 
1                 
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RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN 

PER PROGRAM TAHUN 2015 

RENSTRA 
BAPPEDA 2011-

2016 

TABEL EVALUASI 
(LKPJ 2015) 

ANALISA 2015 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2015 Realisasi 2015 10 1 0 2 1 7 4 1 4 

  

  

  Tersusunnya 
laporan 
pengendalian 
pelaksanaan Renja 
OPD per triwulan 

  1 dok. 

1                 

PROGRAM : 
Peningkatan 
Kualitas SDM 
Aparatur 

Jumlah (%) Aparatur 
yang mengikuti diklat 

Program  : 
Peningkatan kualitas 
sumberdaya aparatur  

Jumlah aparatur 
yang mengikuti 
pelatihan 
teknis/fungsional dll 

95% 4 orang       1           

Program : 
Pengembangan 
Sistem pelayanan 
dan pengaduan 
berbasis teknologi 
informasi  

Tersedianya SIM yang 
Efektif 

Program : 
Pengembangan 
sistem pelayanan dan 
pengaduan berbasis 
teknologi informasi 

Tersedianya SIM 
yang efektif 

100% 
100% ( Sistem RKPD 

On Line) 
1                 

PROGRAM : 
Peningkatan 
kualitas data dan 
perencanaan  

Tersusunnya : RPJMD, 
RKPD, Renstra, Renja, 
DDA, PDRB, Kajian2 

Program : 
Peningkatan kualitas 
data dan perencanaan  

  
                                    
5  

  

                  

    

  Tersusunnya RPJMD    
 1 RPJMD 2016 -2021 

TEKNOKRATIK  
            1     

    

  Tersusunnya RKPD   
 2 Dok (RKPD 2016 dan 

RKPD P 2015)  
            1     

    

  
Tersusunnya 
Renstra OPD 

                  1   
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RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN 

PER PROGRAM TAHUN 2015 

RENSTRA 
BAPPEDA 2011-
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(LKPJ 2015) 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2015 Realisasi 2015 10 1 0 2 1 7 4 1 4 

    

  
Tersusunnya Renja 
OPD 

  
 2 Renja (Renja 2016 

dan Renja P 2015)  
            1     

    

  
Penjabaran program 
RPJMD ke dalam 
RKPD 

  100%             1     

PROGRAM : 
Standarisasi 
pelayanan publik 

Tersusun dan 
dilaksanakannya 
SOP/ISO  

Program : Standarisasi 
pelayanan publik 

Tersusunnya 
SOP/ISO                                      

-  

 1 ISO            1       

PROGRAM : 
Peningkatan 
pengendalian, 
evaluasi dan 
pelaporan 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
daerah 

- Terselenggaranya rakor 
pengendalian 3 bulanan                              
-Meningkatnya serapan 
anggaran dan realisasi 
fisik 

Program : 
Peningkatan 
pengendalian, 
evaluasi dan 
pelaporan 
penyelenggaraan 
pemerintahan  

  
100 %     
  
95 %  

  

                  

      
Terselenggaranya 
rakor pengendalian 
3 bulanan 

  100% 1                 

      
Meningkatnya 
serapan anggaran 
dan realisasi fisik  

  83%   1               
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RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN 

PER PROGRAM TAHUN 2015 

RENSTRA 
BAPPEDA 2011-

2016 

TABEL EVALUASI 
(LKPJ 2015) 

ANALISA 2015 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2015 Realisasi 2015 10 1 0 2 1 7 4 1 4 

PROGRAM : 
Pengembangan 
Sistem Penilaian 
pelayanan publik 

Tersusunnya Buku 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Program : 
Pengembangan 
sistem penilaian 
pelayanan publik 

Terlaksananya 
Survey  Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

 83,80 %  1 dok       1           

PROGRAM : 
Peningkatan peran 
serta masyarakat 
dan dunia usaha 
dalam 
pembangunan 

Jumlah perusahaan 
pelaksanaan CSR 

Program : 
Peningkatan peran 
serta masyarakat dan 
dunia usaha dalam 
pembangunan  

Jumlah perusahaan 
pelaksana CSR 

                                     
-  

                  1 

PROGRAM : 
Peningkatan 
kerjasama daerah 

- Jumlah Kerjasama 
Dengan Daerah Lain 

Peningkatan 
kerjasama daerah   

  

  

                  

      
Jumlah kerjasama 
dengan daerah lain 

  

                  1 

      
Jumlah kerjasama 
dengan Perguruan 
Tinggi   

                  1 

      
Jumlah kerjasama 
dengan Dunia usaha   

                  1 

      
Jumlah kerjasama 
dengan para pihak 

  

2           1       
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RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN 

PER PROGRAM TAHUN 2015 

RENSTRA 
BAPPEDA 2011-

2016 

TABEL EVALUASI 
(LKPJ 2015) 

ANALISA 2015 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2015 Realisasi 2015 10 1 0 2 1 7 4 1 4 

PROGRAM : 
Peningkatan 
koordinasi 
pembiayaan 
pembangunan 
daerah dengan 
Pusat, Provinsi dan 
daerah lain 

Meningkatnya 
pembiayaan dari Pusat, 
Provinsi dan daerah lain 

Program :  
Peningkatan kordinasi 
pembiayaan 
pembangunan dengan 
Pusat dan Provinsi 

Meningkatnya 
bantuan 
pembiayaan 
program dari Pusat, 
Provinsi, dan daerah 
lain 

13% 

          1         

PROGRAM : 
Pembangunan 
BUMD dan BLUD 

-Jumlah perusahaan 
daerah                                         - 
Jumlah BLUD 

Program: 
Pengembangan dan 
Pengelolaan 
BUMD/BLUD 

  

    

                  

  

    Jumlah BUMD 

  

PDAM Depok Tirta 
Asasta  mulai 
beroperasional pada 
Tahun 2013 

          1       

  

    Jumlah BLUD 

  

Penetapan PPK BLUD 
Puskesmas  
di 11 Kecamatan 

          1       

PROGRAM : 
Penanggulangan 
kemiskinan terpadu 

Meningkatnya kinerja 
TKPKD 

Program : 
Penanggulangan 
kemiskinan terpadu 

  70%                     

      
Meningkatnya 
kinerja TKPKD 

  70% 1                 
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RENSTRA BAPPEDA 2011-2016 
TABEL EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN 

PER PROGRAM TAHUN 2015 

RENSTRA 
BAPPEDA 2011-

2016 

TABEL EVALUASI 
(LKPJ 2015) 

ANALISA 2015 
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PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA Target 2015 Realisasi 2015 10 1 0 2 1 7 4 1 4 

      

Jumlah Rumah 
Tangga miskin yang 
dibina pada lokasi 
terpadu 

  100           1       

Program 
Peningkatan 
Investasi daerah 

  
Program : 
Peningkatan investasi 
daerah  

    
  

                  

      
Tersedianya profil 
investasi  

  

Kegiatan BPM2T 

          1       

  
    Jumlah kegiatan 

promosi potensi             1       

 

Sumber: 
1. Renstra Bappeda Kota Depok 2011-2016. 
2. LKPJ Kota Depok 2011-2015. 
3. Hasil Analisa. 
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LAMPIRAN 3 
 

Analisa lengkap kinerja Bappeda 2011 – 2015 berdasarkan IKK format II.2,  
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Tabel 2.3.15 
Kinerja Bappeda Kota Depok berdasarkan IKK format II.2, 2011-2015 

 
1. Aspek : KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 
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U
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8.  Aspek : PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT 
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Sumber: LPPD Kota Depok 2011-2015. 
                  

KETERANGAN: 
                    

1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 
 

2011 
                          

 

* 
 
 

1. Aspek: Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 
            

 
2.Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 

            

 
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  

            

 

** Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 

            

 
*** SOP ttg Musrenbang  

            

 
 

                          

 
2012 

                          

 

* 
  
  

1. Program Perencanaan Pembangunan nasional 
         

 
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana   

         

 
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur   
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** Program Peningkatan daya saing dan penanaman modal  

         

 

*** Program Penyediaan dan informasi statistik 

         

 
**** 1.     SOP ttg Musrenbang 

         

 
  2.     ISO RKPD 

         

 
        

                   

 
2013 

                          

 

* 
Jumlah program Nasional (RKP): 4 program. 1. Program Perencanaan Pembangunan Naional. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana. 3. Program Pengawasan dan 
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur. 4. Program Penyediaan dan Informasi Statistik. 

         

 

** 
Jumlah program nasional yg dilaksanakan SKPD: 3 program. 1. Program Perencanaan Pembangunan nasional. 2. Program Peningkatan Sarana Prasarana. 3. Program Pengawasan dan 
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur. 

        

 
*** Jumlah program nasional yg dilaksanakan SKPD: 1 program. 1. Program Penyediaan dan Informasi Statistik 

        

 

**** 
  

1.     SOP ttg Musrenbang  
        

 
2.     ISO RKPD 

        

                            

 
2015 

                          

 

* 

Jumlah Program Nasional (RKP), sebanyak 11 program.  1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2) Pendidikan; 3) Kesehatan; 4) Penanggulangan kemiskinan; 5) Ketahanan pangan; 6) 
Infrastruktur; 7) Iklim investasi dan iklim usaha; 8) Energy; 9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; 10) Daerah tertingggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; 11) Kebudayaan, 
kreatifitas dan inovasi teknologi. 

        

 

** 

Jumlah program nasional yg dilaksanakan SKPD, sebanyak 11 program  1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2) Pendidikan; 3) Kesehatan; 4) Penanggulangan kemiskinan; 5) 
Ketahanan pangan; 6) Infrastruktur; 7) Iklimi nvestasi dan iklim usaha; 8) Energy; 9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; 10) Daerah tertingggal, terdepan, terluar dan pasca 
konflik; 11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi. 

        

 
*** 1.     SOP ttg Musrenbang 

        

 
  2.     ISO RKPD 

        

                            

2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN          

 
2011 

                          

 

* 1. RPJDP Perda No. 1 Tahun 2008. 2. RPJMD No. 2 Tahun 2006 tentang RPJMD Tahun 2006-2011. 3. Perda No. 13 tentang RPJMD 2011-2016.  
        

 

** Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 

        

 
*** SOP ttg Musrenbang 

        

                            

 
2012 

                          

 
* 1. Perda RPJPD. 2. Perda RPJMD. 3. Perda tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah. 

        

                            

 
2013 

                          

 

* 
1. Perda RPJPD. 2. Perda RPJMD. 3. Perda tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah. 

        

  
              

                   

5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH          

 
2011 

                          

 

* 

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 4. Peningkatan Manajemen Pelayanan. 5. Peningkatan Kualitas Perencanaan 
dan Pengendalian Pembangunan. 6. Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan. 
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** 1.Peningkatan Daya Tarik Investasi 

        

 
*** 1.Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 

        

 

**** 

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan. 4. Peningkatan Manajemen Pelayanan. 5. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan. 6. Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 
dan Bangunan. 

        

 
****

* 

1.Peningkatan Daya Tarik Investasi. 2. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan. 
        

 
 

                          

 
2012 

                          

 

* 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur. 4. Program Peningkatan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 5. Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi. 6. Standarisasi Pelayanan Publik. 7. Peningkatan Kualitas 
Data dan Perencanaan. 8. Penataan dan Peningkatan Produk Hukum. 9. Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan. 10. Peningkatan Kerjasama 
Daerah. 11. Peningkatan Koordinasi Pembiayaan Pembangunan dengan Pusat dan Provinsi. 12. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 13. Penanggulangan 
Kemiskinan Terpadu. 

       

 

** 
1. Pengembangan dan Pengelolaan BUMD/BLUD 

       

 
*** 1. Pengembangan Sistem Penilaian Pelayanan Publik. 2. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan.  

       

 

**** 
1. Pengembangan Sistem Penilaian Pelayanan Publik. 2. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan. 3. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan. 

       

 

****
* 

Ada,3 jenis: 1. RENSTRA   SKPD 
2. RENJA SKPD 
3. RKA-SKPD     

       

 

        

                   

 
2013 

                          

 

* 
Ada,3 jenis: 1. RENSTRA   SKPD 
2. RENJA SKPD 
3. RKA-SKPD     

       

 

** 

1.Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatu. 4.Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan. 5.Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi. 6.Standarisasi Pelayanan Publik. 7.Pengembangan Sistem Penilaian Pelayanan Publik. 
8.Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan. 9.Penataan dan Pengembangan Produk Hukum. 10.Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan. 
11.Pengembangan dan Pengelolaan BUMD/BLUD. 12.Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 13.Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam 
Pembangunan. 14.Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 

       

 

        

                   

 
2015 

                          

 

* Ada. Dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 4  jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA 4. DPA  

       

 

** 

1.Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatu. 4.Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan. 5.Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi. 6.Standarisasi Pelayanan Publik. 7.Pengembangan Sistem Penilaian Pelayanan Publik. 
8.Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan. 9.Penataan dan Pengembangan Produk Hukum. 10.Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan. 
11.Pengembangan dan Pengelolaan BUMD/BLUD. 12.Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 13.Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam 
Pembangunan. 14.Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 
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*** 

1. Pelayanan Adm Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur 4. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 
5. Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi 6. Standarisasi Pelayanan Publik 7. Pengembangan Sistem Penilaian Pelayanan Publik 8. Peningkatan Kualitas 
Data Perencanaan 9. Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 10. Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan 11. Peningkatan Peran Serta Masyarakat 
dan Dunia UsahaDalam Pembangunan 12. Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 13. Pengembangan Pengelolaan BUMD/BLUD  

       

 

         

                   

7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH          

 
2012 

                          

 

* Ada, jenis dokumennya: Berdasarkan Berita Acara Kegiatan Sinkronisasi Realisasi Belanja Modal dengan Penambahan Asset Tetap Tanggal 28 Januari 2013 

       

 
2013 

                          

 
* Berita Acara Kegiatan Sinkronisasi Realisasi Belanja Modal dengan penambahan Aset Tetap tanggal 24 Februari 2014 

       

                            

8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT        

 
2012 

                          

 

* 
Ada, Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Depok 2011 yang mencakup 21 unit pelayanan, diantaranya 8 pelayanan perijinan dan 13 pelayanan dasar. 

       

 

Tabel 2.3.16_Kinerja IKK FORMAT II.3_URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA DEPOK, 2011-2015  

NO IKK RUMUS / PERSAMAAN 

CAPAIAN KINERJA 

2011 
KETERANGAN 

2011 2013 2014 2015 

31 Tersedianya dokumen 
perencanaan RPJPD yg telah 
ditetapkan dgn PERDA 

PERDA No. 01 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006 – 2025 

Ada 

  

Ada Ada Ada 

32 Tersedianya Dokumen 
Perencanaan : RPJMD yg 
telah ditetapkan dg 
PERDA/PERKADA 

PERDA No. 02 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah daerah Kota Depok Tahun 2006 – 2011 

Ada 

  

Ada Ada Ada 

  
 

PERDA No 13 tahun 2011 Tentang Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah daerah Kota Depok 
Tahun 2011 – 2016 Ada 

  

Ada Ada Ada 



 

  

RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA KOTA DEPOK 2016-2021 17 

 

      

33 Tersedianya Dokumen 
Perencanaan : RKPD yg telah 
ditetapkan dgn PERKADA 

PERWA No. 11 Tahun 2010 Tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2011* Ada 

  
Ada Ada Ada 

34 Penjabaran Program RPJMD 
kedalam RKPD 

 
  

 

100% A 99% 100% 200% 

      
  

  

      

Sumber: LPPD Kota Depok 2011-2015.  

 

Catatan:  

1_data 2012 tidak tersedia. 

2_A=Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD ini mengacu pada PERDA No. 02 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

daerah Kota Depok Tahun 2006 – 2011. 

3_*= PERWA No.29 Tahun 2012 tentang RKPD Kota Depok Tahun 2012, PERWA No.26 Tahun 2013 tentang RKPD Kota Depok Tahun 2013, PERWA 

No.19 Tahun 2015 tentang RKPD Kota Depok Tahun 2015. 
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LAMPIRAN 4 
 

Telaah Lengkap Struktur Ruang (Sistem Pelayanan) 
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Tabel 2.7_Telaah Struktur Ruang (Sistem Pelayanan), Tahap I  

No 
  
  
  
  

Rencana Struktur Ruang* 
  
  
  
  

S
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u
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u
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R
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g
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t 
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i*
*

 

  

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan* 
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan 

Pelayanan BAPPEDA*** 

Tahap Pertama (2013-2017) BID IPW 
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7 38 6 8 7 38 1 3 0 0 

  

4
5

 

13
 

3 2 4
 

2 11
 

4
5

 

4
5

 

4
5

 

7 3 2 17
 

26
 

3 4
5

 

38
 

          

1 
Pusat Pelayanan Kota (PPK)  
dengan kegiatan utama:  

  

1 1 1     1 1 1 1 1 1     1 1   1 1 1       1   1       

  kantor pemerintahan;  
  

 1             1 1 1         1   1 1   1   1   1         

  
pendidikan tinggi, riset dan 
inovasi teknologi;  

  

 1             1 1 1             1     1       1   1     

  
perdagangan dan jasa skala 
regional;    

 1             1 1 1       1 1   1 1   1   1   1   1     

  terminal terpadu;  
  

 1         1 1 1 1 1         1   1 1   1       1         

  
perumahan kepadatan 
tinggi (vertikal);     

 1 1           1 1 1       1 1   1 1   1   1   1         

  konservasi budaya; dan  
  

 1             1 1 1             1 1   1       1   1     

  RTH kota.  
  

 1             1 1 1             1 1   1       1         

2 
SPK Cinere dengan 
kegiatan utama:   

  1 1 1       1 1 1 1 1 1   1 1   1 1 1   1   1           
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  a. pariwisata;    1             1 1 1   1         1 1   1       1         

  b. pendidikan tinggi;       1             1 1 1             1 1   1       1         

  
c. perdagangan dan jasa 
skala subwilayah kota;      

 1             1 1 1       1 1   1 1   1       1         

  

d. perumahan kepadatan 
sedang;   

 1 1           1 1 1         1   1 1   1   1   1         

  e. RTH kota    1             1 1 1   1         1 1   1       1         

3 
SPK Sawangan, kegiatan 
utama meliputi : 

  1 1     1   1 1 1 1 1     1 1   1 1 1   1   1           

  a. pariwisata;       1             1 1 1             1 1   1       1         

  b. rumah sakit tipe A;      1             1 1 1       1 1   1 1   1       1         

  

c. perdagangan dan jasa 
skala regional (jasa 
pergudangan);      

 1           1 1 1 1       1 1   1 1   1       1         

  

d. agrobisnis (tanaman hias, 
buah, ikan hias);       

 1             1 1 1             1     1       1         

  e. pertanian;         1             1 1 1             1     1       1         

  
f. perumahan kepadatan 
rendah; dan     

 1 1           1 1 1         1   1 1   1   1   1         

  g. RTH kota.    1             1 1 1             1 1   1       1         

4 
SPK Cipayung, kegiatan 
utama meliputi : 

  

1 1     1   1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1   1   1           

  
a. perdagangan dan jasa 
skala subwilayah kota;        

 1           1 1 1 1       1 1   1     1       1         

  

b. perumahan kepadatan 
rendah;       

 1 1           1 1 1         1 1 1 1   1   1   1         

  c. kawasan SNADA;        1             1 1 1             1 1   1       1         

  d. industri; dan       1             1 1 1       1     1 1   1       1         

  e. RTH kota.    1             1 1 1           1 1 1   1       1         

5 
SPK  Tapos, kegiatan utama 
meliputi : 

  

1 1   1 1   1 1 1 1 1   1 1 1   1 1 1   1   1           

  
 a. perdagangan dan jasa 
skala regional;    

 1             1 1 1       1 1   1 1   1       1         

  
 b. kawasan olahraga skala 
regional;      

 1             1 1 1             1 1   1       1         

   c. terminal tipe A;     1     1     1 1 1 1         1   1 1   1       1         
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   d. industri;     1             1 1 1         1   1 1   1       1         

   e. jasa pergudangan;     1             1 1 1         1   1     1       1         

  

 f. perumahan kepadatan 
sedang dan kepadatan 
rendah;    

 1 1           1 1 1     1   1   1 1   1   1   1         

   g. pusat sosial budaya;     1             1 1 1             1 1   1       1         

  
 h. kawasan pertahanan 
dan keamanan negara; dan    

 1             1 1 1             1     1       1         

    i. RTH kota.     1             1 1 1             1 1   1       1         

6 
SPK Cimanggis, kegiatan 
utama meliputi : 

  1 1 1   1   1 1 1 1 1     1 1   1 1 1   1   1           

  
  a. perdagangan dan jasa 
skala regional;    

 1           1 1 1 1       1 1   1 1   1       1         

    b. industri;     1             1 1 1       1 1   1 1   1       1         

  

  c. perumahan kepadatan 
sedang;    

 1 1           1 1 1         1   1 1   1   1   1         

  
  d. kawasan pertahanan 
dan keamanan negara; dan    

 1             1 1 1             1     1       1         

    e. RTH kota    1             1 1 1             1 1   1       1         

7 

PL dengan kegiatan 
pelayanan ekonomi, sosial 
dan/atau administrasi.   

  

1 1           1 1 1 1     1 1   1 1 1   1   1           

 
KETERANGAN:        

* PERDA 1/2015 RTRW KOTA DEPOK 
 

** DATA 
 

*** ANALISA TIM BAPPEDA BERDASARKAN PERWAL 101/2016 

1 DIPERKIRAKAN BERPENGARUH/SALING BERKAITAN (ANALISA) 
 

 
 

Tabel 2.8_Telaah Struktur Ruang (Sistem Pelayanan), Tahap II 

No 
  

Rencana Struktur Ruang* 

S
tr

u
kt

u
r 

R
u

an
g

 

S
aa

t 
In

i*
*

 

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan* 
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan 

BAPPEDA*** 
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Tahap Kedua (2018-2022) BID IPW BID SOSPEM BID PROG BID KESMAS 
SEKRETARI

AT 

19
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 7 37 7 8 7 37 1 2 0 0 

  3 25
 

4
 

11
 

7 17
 

7 7 7 19
 

19
 

19
 

4
4

 

7 20
 

7 19
 

          

1 
Pusat Pelayanan Kota (PPK)  
dengan kegiatan utama:  

  1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1   1       

  kantor pemerintahan;  

  

  1       1 1           1           1   1   1         

  
pendidikan tinggi, riset dan 
inovasi teknologi;  

  

  1       1 1           1           1       1   1     

  
perdagangan dan jasa skala 
regional;  

  

  1       1           1 1       1   1   1   1   1     

  terminal terpadu;  

  

      1   1 1           1           1       1         

  
perumahan kepadatan tinggi 
(vertikal);   

  

  1         1     1 1 1 1   1   1   1   1   1         

  konservasi budaya; dan  

  

                                                   

  RTH kota.  

  

            1     1 1   1   1       1       1         



 

  

RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA KOTA DEPOK 2016-2021 6 

 

      

2 
SPK Cinere dengan kegiatan 
utama:   

  

1     1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1           

  a. pariwisata;     1                     1           1       1         

  b. pendidikan tinggi;        1                     1           1       1         

  
c. perdagangan dan jasa skala 
subwilayah kota;      

  1       1           1 1       1   1       1         

  d. perumahan kepadatan sedang;   

  1               1 1 1 1   1   1   1   1   1         

  e. RTH kota     1               1 1   1   1       1       1         

3 
SPK Sawangan, kegiatan utama 
meliputi : 

  

    1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1           

  a. pariwisata;        1                     1           1       1         

  b. rumah sakit tipe A;               1             1           1       1         

  

c. perdagangan dan jasa skala 
regional (jasa pergudangan);      

  1   1   1           1 1       1   1       1         

  
d. agrobisnis (tanaman hias, buah, 
ikan hias);       

                        1           1       1         

  e. pertanian;                                1   1       1       1         

  
f. perumahan kepadatan rendah; 
dan     

  1               1 1 1 1   1   1   1   1   1         

  g. RTH kota.     1               1 1   1   1       1       1         

4 
SPK Cipayung, kegiatan utama 
meliputi : 

  

    1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1           

  
a. perdagangan dan jasa skala 
subwilayah kota;        

  1   1   1           1 1       1   1       1         

  b. perumahan kepadatan rendah;       

  1         1     1 1 1 1   1   1   1   1   1         

  c. kawasan SNADA;         1       1             1           1       1         

  d. industri; dan                1             1           1       1         

  e. RTH kota.     1               1 1   1   1       1       1         

5 
SPK  Tapos, kegiatan utama 
meliputi : 

  

  1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1           

  
 a. perdagangan dan jasa skala 
regional;    

  1       1           1 1       1   1       1         
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 b. kawasan olahraga skala 
regional;      

  1                     1           1       1         

   c. terminal tipe A;          1   1             1           1       1         

   d. industri;              1             1           1       1         

   e. jasa pergudangan;                            1           1       1         

  

 f. perumahan kepadatan sedang 
dan kepadatan rendah;    

  1               1 1 1 1   1   1   1   1   1         

   g. pusat sosial budaya;              1             1           1       1         

  

 h. kawasan pertahanan dan 
keamanan negara; dan    

                        1           1       1         

    i. RTH kota.      1               1 1   1   1       1       1         

6 
SPK Cimanggis, kegiatan utama 
meliputi : 

  

1   1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1           

  
  a. perdagangan dan jasa skala 
regional;    

  1   1   1           1 1       1   1       1         

    b. industri;              1             1           1       1         

  

  c. perumahan kepadatan sedang;  

  

  1               1 1 1 1   1   1   1   1   1         

  

  d. kawasan pertahanan dan 
keamanan negara; dan    

                        1           1       1         

    e. RTH kota     1               1 1   1   1       1       1         

7 

PL dengan kegiatan pelayanan 
ekonomi, sosial dan/atau 
administrasi.   

  

        1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1           

KETERANGAN:      

* PERDA 1/2015 RTRW KOTA DEPOK 

** DATA 

*** ANALISA TIM BAPPEDA BERDASARKAN PERWAL 101/2016 

1 DIPERKIRAKAN BERPENGARUH/SALING BERKAITAN (ANALISA) 

Tabel 2.9_Telaah Struktur Ruang (Sistem Prasarana Utama), Tahap I 

No 
  

Rencana Struktur Ruang* 
  

S
tr

u
kt

u
r 

R
u

an
g

 S
aa

t 

In
i*

*
 

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan* 
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan 

BAPPEDA*** 

Tahap Pertama (2013-2017) BID IPW 
BID 

SOSPEM 
BID PROG 

BID 
KESMAS 

SEKRETARI
AT 
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1 2 3 4
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 d

i T
P
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D
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P
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E

S
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N
 

7 25 0 0 7 25 0 0 0 0 

  32
 

25
 

4
 

3 3 2 28
 

25
 

38
 

29
 

2 0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

28
 

29
 

          

2 
sistem jaringan transportasi 
darat 

      1       1 1 1 1             1 1                     

  '18-a  jaringan jalan;    1 1 1       1 1 1 1             1 1                     

18.a.1 Penetapan fungsi jalan : 
  

                                    1       1           

1 jalan tol : 

  

    1                                 1       1         

2 

Jalan arteri primer meliputi 
ruas jalan Gandaria-
Cilodong/BTS.Depok-
BTS.Kota Bogor melewati 
Kecamatan Cimanggis, 
Kecamatan Sukmajaya, dan 
Kecamatan Tapos.  

  

  1           1 1 1             1 1   1       1         

3 
Jalan arteri sekunder 
meliputi :   

  1           1 1 1             1 1   1       1         

4 Jalan kolektor primer 

  

1 1           1 1 1             1 1   1       1         

5 
Rencana jalan kelektor 
sekunder, meliputi :   

1 1           1 1 1             1 1   1       1         

18.a.2 
Peningkatan Kapasitas 

Jaringan Jalan   
  1           1 1 1             1 1 1       1           

1 
peningkatan akses melalui 
pembangunan jalan baru;    

  1           1 1 1             1 1   1       1         
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Pembangunanjalan untuk 
arah utara-selatan meliputi:   

  1           1 1 1             1 1                     

  
pembangunan jalan untuk 
arah barat-timur meliputi:    

  1           1 1 1             1 1                     

2 
Rencana peningkatan 
kapasitas jalan yang telah 
ada    

  1           1 1 1             1 1   1       1         

3 
Rencana peningkatan 
kinerja simpang jalan tidak 
sebidang, meliputi :   

  1           1 1 1             1 1   1       1         

4 
Rencana penyediaan jalur 
khusus kendaraan tidak 
bermotor, meliputi:    

  1           1 1 1             1 1   1       1         

18-b 
jaringan prasarana lalu lintas 
dan angkutan jalan;  

  

1 1 1 1 1 1     1   1           1 1 1       1           

22-1 
peningkatan kualitas dan 
kuantitas terminal 
penumpang;    

1     1 1 1     1   1           1 1 1       1           

22-2 

pengembangan prasarana 
dan sarana pendukung 
transportasi lalu lintas dan 
angkutan jalan.  

1 1     1 1       1               1 1 1       1           

1 sistem perparkiran;  1 1           1                         1       1         

  

- parkir di badan jalan : hanya 
diperuntukkan pada ruas 
jalan dengan kapasitas jalan  
yang memadai dan tidak 
menimbulkan kemacetan 
lalu lintas 

1             1                                           

  

- parkir di luar badan 
jalanPengembangan parkir 
di luar badan jalan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) huruf b 
meliputi : 

1             1                                           

  
a. parkir di dalam kantor 
pemerintahan;  

1             1                                           

  
b. parkir di dalam kantor 
swasta;  

1             1                                           

  
c. parkir di dalam fasilitas 
pendidikan;  

1             1                                           

  
d. parkir di dalam fasilitas 
kesehatan;  

1             1                                           
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e. parkir di dalam fasilitas 
peribadatan;  

1             1                                           

  
f. parkir di dalam kawasan 
perdagangan dan jasa; dan  

1             1                                           

  
g. parkir di dalam kawasan 
pariwisata;  

1             1                                           

  
Rencana sistem perparkiran 
meliputi : 

1 1           1                                           

  

a. pembangunan dan 
peningkatan gedung parkir 
dan/atau taman parkir 
bersama di pusat-pusat 
kegiatan;  

1             1                                           

  

b. penetapan ketentuan 
penyediaan parkir bagi 
semua kegiatan yang 
menimbulkan bangkitan 
pergerakan lalu lintas;   

1             1                                           

  

c. penyediaan dan penataan 
fasilitas taman dan/atau 
gedung parkir yang 
diintegrasikan dengan 
pengelolaan angkutan 
umum (sistem park and ride) 
pada terminal/stasiun 
antarmoda pada pusat-
pusat kegiatan, stasiun 
angkutan jalan rel, shelter 
angkutan massal jalan raya 
dan terminal angkutan 
umum jalan raya; dan  

1             1                                           

  

  d. bagi kegiatan 
baru/perdagangan harus 
menyediakan parkir yang 
memadai.  

1             1                                           

2 Halte 1 1 1           1 1                 1   1       1         

3 Lampu Penerangan Jalan 1 1                                     1       1         

  

pada ruas-ruas jalan utama 
hingga jalan lingkungan, 
persimpangan jalan, jalan 
layang, jembatan dan jalan 
di bawah tanah. 

1                                                         

4 
Tempat Penyeberangan 
Orang 

1 1                                 1   1       1         

  

Pengembangan tempat 
penyeberangan orang 
meliputi : ruas jalan utama 
yang memiliki pergerakan 

1                                                         
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lalu lintas padat berupa 
jembatan danzebra cross.   

5 
Lokasi Lampu pengatur lalu 
lintas, meliputi : 

1 1                 1                   1       1         

6 
kelengkapan jalan dan 
perabot lainnya, meliputi : 

1 1                 1                   1       1         

  a. rambu-rambu;  1                   1                                     

  b. marka jalan;  1                                                         

  
c. alat pemberi isyarat lalu 
lintas;  

1                   1                                     

  
d. alat pengawasan dan 
pengamanan jalan;  

1                   1                                     

  

e. fasilitas pendukung 
kegiatan lalu lintas dan 
angkutan jalan yang berada 
di jalan dan di luar jalan; dan  

1                                                         

  
f. perlengkapan jalan 
lainnya.  

1                                                         

18-c 
jaringan pelayanan lalu lintas 
dan angkutan jalan 

  1               1               1   1       1           

a.  
pelayanan lalu lintas dan 
angkutan penumpang, 
meliputi :   

                1                     1       1         

  1. trayek angkutan kota;    1               1                                       

  
2. trayek angkutan 
perbatasan atau lintas 
batas, meliputi :   

1               1                                       

  
3. trayek angkutan antar 
kota antar provinsi (AKAP);     

1               1                                       

  
4. trayek angkutan antar 
kota dalam provinsi (AKDP); 
dan    

1               1                                       

  5. trayek angkutan massal.    1               1                                       

  
a. trayek utama yang 
melayani pergerakan ke luar 
wilayah kota meliputi:   

  

1               1                                       

  

b. Trayek pengumpang yang 
melayani pergerakan di 
dalam wilayah kota 
meliputi:     

1               1                                       

b.  

pelayanan lalu lintas dan 
angkutan barang. diarahkan 
untuk melayani kawasan 
industri dan kawasan militer 
meliputi:  

  

                1                     1       1         
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3 
Sistem jaringan transportasi 
perkeretaapian 

  

1 1         1 1 1 1             1 1 1       1           

a.  
Stasiun Universitas 
Indonesia di Kelurahan 
Pondok Cina;  

1 1 1         1 1 1 1             1 1   1       1         

b.  
Stasiun Pondok Cina di 
Kelurahan Pondok Cina;  

1 1 1         1 1 1 1             1 1   1       1         

c.  
Stasiun Depok Baru di 
Kelurahan Depok;  

1 1 1         1 1 1 1             1 1   1       1         

d.  
Stasiun Depok Lama di 
Kelurahan Depok;  

1 1 1         1 1 1 1             1 1   1       1         

e.  
Stasiun Citayamdi 
KelurahanBojong Pondok 
Terong; dan  

1 1 1         1 1 1 1             1 1   1       1         

f.  
Depo KRL di Kelurahan Ratu 
Jaya.  

1 1 1         1 1 1 1             1 1   1       1         

Rencana sistem jaringan transportasi 
perkeretaapian, meliputi : 

1 1 1         1 1 1 1             1 1                     

a.  

pengembangan 
keterpaduan layanan antar 
dan intra moda yang 
berbasis Transit Oriented 
Development (TOD);  

1 1 1         1 1 1 1             1 1   1       1         

b.  
pembukaan jalur  kereta api 
baru;  

1                                       1       1         

  

- pembukaan jalur kereta api 
lingkar luar Parung Panjang 
Citayam-Nambo-Cikarang-
Tanjung Priok; dan  

1 1 1         1 1 1 1             1 1                     

  

- pembukaan jalur kereta api 
lingkar dalam Kamal Muara 
Rawa Buaya-Lebak Bulus-
Margonda-Cibubur-Cakung-
Pulo Gebang-Tanjung Priok.  

1 1 1         1 1 1 1             1 1                     
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Tabel 2.10_Telaah Struktur Ruang (Sistem Prasarana Utama), Tahap II 

No 
  

Rencana Struktur Ruang* 

S
tr

u
kt

u
r 

R
u

an
g

 S
aa

t 
In

i*
*

 

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan* 
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan 

BAPPEDA*** 

Tahap Kedua (2018-2022) BID IPW 
BID 

SOSPEM 
BID PROG 

BID 
KESMAS 

SEKRETAR
IAT 
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 7 25 0 0 7 25 0 0 0 0 

  5
 

15
 

9
 

16
 

18
 

5
 

9
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

18
 

0
 

0
 

          

2 sistem jaringan transportasi darat 

  

                                                      

  '18-a  jaringan jalan;                                                          

18.a.1 Penetapan fungsi jalan : 
  

                                  1       1           

1 jalan tol : 

  

                                    1       1         

2 

Jalan arteri primer meliputi ruas 
jalan Gandaria-
Cilodong/BTS.Depok-BTS.Kota 
Bogor melewati Kecamatan 
Cimanggis, Kecamatan 
Sukmajaya, dan Kecamatan Tapos.  

  

        1                           1       1         

3 Jalan arteri sekunder meliputi :       1   1                           1       1         
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4 Jalan kolektor primer 

  

  1 1   1                           1       1         

5 
Rencana jalan kelektor sekunder, 
meliputi :   

  1                                 1       1         

18.a.2 
Peningkatan Kapasitas Jaringan 

Jalan   
                                  1       1           

1 
peningkatan akses melalui 
pembangunan jalan baru;    

  1 1                               1       1         

  
Pembangunanjalan untuk arah 
utara-selatan meliputi:   

                                                      

  
pembangunan jalan untuk arah 
barat-timur meliputi:    

                                                      

2 
Rencana peningkatan kapasitas 
jalan yang telah ada    

  1 1                               1       1         

3 
Rencana peningkatan kinerja 
simpang jalan tidak sebidang, 
meliputi :   

            1                       1       1         

4 
Rencana penyediaan jalur khusus 
kendaraan tidak bermotor, 
meliputi:    

  1       1                 1       1       1         

18-b 
jaringan prasarana lalu lintas dan 
angkutan jalan;  

  

                                  1       1           

22-1 
peningkatan kualitas dan 
kuantitas terminal penumpang;  

  

                                  1       1           

22-2 

pengembangan prasarana dan 
sarana pendukung transportasi 
lalu lintas dan angkutan jalan.                                      1       1           

1 sistem perparkiran;                                        1       1         

  

- parkir di badan jalan : hanya 
diperuntukkan pada ruas jalan 
dengan kapasitas jalan  
yang memadai dan tidak 
menimbulkan kemacetan lalu 
lintas 

        1                     1                         

  

- parkir di luar badan 
jalanPengembangan parkir di luar 
badan jalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf b 
meliputi : 

        1 1                   1                         

  
a. parkir di dalam kantor 
pemerintahan;  
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  b. parkir di dalam kantor swasta;                                                          

  
c. parkir di dalam fasilitas 
pendidikan;  

                                                        

  
d. parkir di dalam fasilitas 
kesehatan;  

                                                        

  
e. parkir di dalam fasilitas 
peribadatan;  

                                                        

  
f. parkir di dalam kawasan 
perdagangan dan jasa; dan  

                                                        

  
g. parkir di dalam kawasan 
pariwisata;  

                                                        

  
Rencana sistem perparkiran 
meliputi : 

                                                        

  

a. pembangunan dan peningkatan 
gedung parkir dan/atau taman 
parkir bersama di pusat-pusat 
kegiatan;  

        1   1                 1                         

  

b. penetapan ketentuan 
penyediaan parkir bagi semua 
kegiatan yang menimbulkan 
bangkitan pergerakan lalu lintas;   

        1                     1                         

  

c. penyediaan dan penataan 
fasilitas taman dan/atau gedung 
parkir yang diintegrasikan dengan 
pengelolaan angkutan umum 
(sistem park and ride) pada 
terminal/stasiun antarmoda pada 
pusat-pusat kegiatan, stasiun 
angkutan jalan rel, shelter 
angkutan massal jalan raya dan 
terminal angkutan umum jalan 
raya; dan  

      1 1 1                   1                         

  

  d. bagi kegiatan 
baru/perdagangan harus 
menyediakan parkir yang 
memadai.  

        1 1                   1                         

2 Halte           1                   1       1       1         

3 Lampu Penerangan Jalan     1     1 1                 1       1       1         

  

pada ruas-ruas jalan utama hingga 
jalan lingkungan, persimpangan 
jalan, jalan layang, jembatan dan 
jalan di bawah tanah. 

                                                        

4 Tempat Penyeberangan Orang   1   1 1 1 1 1               1       1       1         
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Pengembangan tempat 
penyeberangan orang meliputi : 
ruas jalan utama yang memiliki 
pergerakan lalu lintas padat 
berupa jembatan danzebra cross.   

                                                        

5 
Lokasi Lampu pengatur lalu lintas, 
meliputi : 

                                      1       1         

6 
kelengkapan jalan dan perabot 
lainnya, meliputi : 

  1 1 1 1                     1       1       1         

  a. rambu-rambu;                                                          

  b. marka jalan;                                                          

  c. alat pemberi isyarat lalu lintas;                                                          

  
d. alat pengawasan dan 
pengamanan jalan;  

                                                        

  

e. fasilitas pendukung kegiatan 
lalu lintas dan angkutan jalan yang 
berada di jalan dan di luar jalan; 
dan  

                                                        

  f. perlengkapan jalan lainnya.                                                          

18-c 
jaringan pelayanan lalu lintas dan 
angkutan jalan 

                                    1       1           

a.  
pelayanan lalu lintas dan angkutan 
penumpang, meliputi :   

1   1   1                           1       1         

  1. trayek angkutan kota;                                                          

  
2. trayek angkutan perbatasan 
atau lintas batas, meliputi :   

                                                      

  
3. trayek angkutan antar kota 
antar provinsi (AKAP);     

                                                      

  
4. trayek angkutan antar kota 
dalam provinsi (AKDP); dan    

                                                      

  5. trayek angkutan massal.                                                          

  
a. trayek utama yang melayani 
pergerakan ke luar wilayah kota 
meliputi:   

  

                                                      

  
b. Trayek pengumpang yang 
melayani pergerakan di dalam 
wilayah kota meliputi:     

                                                      

b.  

pelayanan lalu lintas dan angkutan 
barang. diarahkan untuk melayani 
kawasan industri dan kawasan 
militer meliputi:  

  

1                                   1       1         
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3 
Sistem jaringan transportasi 
perkeretaapian 

  

                                  1       1           

a.  
Stasiun Universitas Indonesia di 
Kelurahan Pondok Cina;  

    1   1 1   1               1       1       1         

b.  
Stasiun Pondok Cina di Kelurahan 
Pondok Cina;  

    1   1 1   1               1       1       1         

c.  
Stasiun Depok Baru di Kelurahan 
Depok;  

    1   1 1   1               1       1       1         

d.  
Stasiun Depok Lama di Kelurahan 
Depok;  

    1   1 1   1               1       1       1         

e.  
Stasiun Citayamdi 
KelurahanBojong Pondok Terong; 
dan  

    1   1 1   1               1       1       1         

f.  Depo KRL di Kelurahan Ratu Jaya.      1   1 1   1               1       1       1         

Rencan
a sistem 
jaringan 
transpo
rtasi 
perkere
taapian, 
meliputi 
: 

                                                          

a.  

pengembangan keterpaduan 
layanan antar dan intra moda yang 
berbasis Transit Oriented 
Development (TOD);  

  1 1   1 1 1                 1       1       1         

b.  pembukaan jalur  kereta api baru;      1 1 1 1   1                       1       1         
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- pembukaan jalur kereta api 
lingkar luar Parung Panjang 
Citayam-Nambo-Cikarang-Tanjung 
Priok; dan  

                                                        

  

- pembukaan jalur kereta api 
lingkar dalam Kamal Muara Rawa 
Buaya-Lebak Bulus-Margonda-
Cibubur-Cakung-Pulo Gebang-
Tanjung Priok.  

                                                        

 

Tabel 2.11_Telaah Struktur Ruang (Sistem Prasarana Lainnya), Tahap I 
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4
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4
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I 
sistem jaringan energi/kelistrikan;  

  
1 1               1                 1       1           

1 
jaringan pipa transmisi dan 
distribusi gas bumi;    

1 1               1                   1                 

  
jaringan gas kota untuk rumah 
tangga   

                                                        

2 
gardu induk tegangan ekstra 
tinggi   

1 1               1                   1                 

3 jaringan transmisi tenaga listrik                                                           
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a. SUTET diarahkan pada sistem 
tegangan 500 (lima ratus) kv   

1 1               1                   1                 

  
b. SUTT diarahkan pada sistem 
tegangan 150  (seratus lima puluh) 
KiloVolt   

1 1               1                   1                 

4 

pengembangan energi alternatif 
meliputi pengembangan sumber 
energi alternatif di seluruh wilayah 
kota dengan memanfaatkan 
penanganan sampah dan energi 
surya.    

1 1               1                   1       1         

  
Rencana sistem jaringan 
energi/kelistrikan   

1 1               1                 1       1           

1 

pengembangan jaringan gas kota 
untuk kebutuhan rumah tangga 
dan industri di seluruh wilayah 
kota dengan prioritas kawasan 
pusat kota dan kawasan 
permukiman padat dan teratur;  

  

1 1               1                   1                 

2 

pengembangan stasiun pengisian 
bahan bakar umum (SPBU) dan 
stasiun pengisian bahan bakar gas 
(SPBG) pada ruas jalan dengan 
fungsi arteri dan kolektor;  

  

1 1               1                   1                 

3 

pengembangan stasiun pengisian 
dan pengangkutan bulk elpiji 
(SPPBE) pada lokasi bukan 
permukiman dan tidak berada di 
sekitar SUTT/SUTET;  

  

1 1               1                   1                 

4 

pembentukan lembaga pengelola 
pelayanan gas kota dapat 
dilakukan melalui kerjasama 
antardaerah, pemerintah dan 
swasta;  

  

1 1               1                   1   1   1         

5 
pengintegrasian prasarana 
kelistrikan dengan jaringan jalan;  

  

1 1               1                   1       1         

6 
peningkatan kapasitas jaringan 
distribusi listrik untuk pemenuhan 
kebutuhan pasokan listrik;  

  

1 1               1                   1                 
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7 
penerapan jaringan kabel listrik 
bawah tanah pada kawasan pusat 
kota;  

  

1                 1                   1                 

8 

pengamanan area bebas 
bangunan yang terletak pada 
ruang milik jaringan kabel 
tegangan tinggi; dan 

  

1 1               1                   1                 

9 

penerapan sistem managemen 
pelayanan mutu terpadu pada tiap 
kantor pelayanan listrik yang ada 
di Kota Depok.  

  

1                 1                   1                 

B 
sistem jaringan telekomunikasi 
meliputi :   

1 1                 1               1       1           

a.  

pengembangan jaringan telepon 
kabel menjangkau seluruh wilayah 
kota dengan cara peningkatan 
kapasitas  
pelayanan Stasiun Telepon 
Otomat (STO) di 

  

1 1                 1                 1                 

b.  

pengaturan jaringan telepon 
tanpa kabel dan pembangunan 
menara telekomunikasi secara 
terpadu 

  

1 1                 1                 1                 

  

  a. pengembangan, penataan 
penggunaan, dan pengendalian 
tower Base Transceiver Station 
(BTS) secara terpadu di wilayah 
kota;  

  

1 1                 1                 1                 

  
  b. pengembangan city wifi 
melalui penyediaan kerangka 
utama;    

1                   1                 1       1         

  
  c. penyediaan menara 
telekomunikasi untuk kebutuhan 
frekuensi analog dan digital;    

1 1                 1                 1                 

  
  d. pengembangan jaringan fiber 
optic;    

1 1                 1                 1                 
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  e. pengendalian kelayakan 
konstruksi menara 
telekomunikasi; dan  

  

1 1                 1                 1                 

  

  f. pengendalian radiasi 
gelombang elektromagnetik 
menara telekomunikasi.  

  

1 1                 1                 1                 

  

Rencana sistem jaringan 
telekomunikasi   

1 1 1 1 1 1 1 1 1   1           1 1 1       1           

a.  

pengintegrasian prasarana 
telekomunikasi kabel dengan 
jaringan jalan;  

  

1 1                 1                 1                 

b 

pengembangan dan peningkatan 
jaringan telepon umum pada 
kawasan pusat-pusat pelayanan 
kota;    

1 1 1 1 1 1 1 1 1   1             1   1                 

  c.  
pengembangan jaringan kabel 
telekomunikasi bawah tanah;   

  
1 1                 1           1 1   1                 

d. 
pengendalian penggunaan 
menara;    

1 1                 1                 1           1     

e. 

pengembangan kerangka utama 
tersebar di seluruh kecamatan, 
kawasan pendidikan, kawasan 
perdagangan, pusat layanan 
kesehatan, dan kawasan 
permukiman padat;    

1 1                 1                 1                 

f. 

penyediaan hot spot Wi-Fi 
(wireless-fidelity) di perkantoran 
pemerintah, taman-taman kota, 
tempat olahraga, terminal bus, 
stasiun kereta api, pusat 
perbelanjaan modern, kawasan 
pendidikan, tempat peribadatan 
dan tempat tempat wisata lainnya, 
kawasan pendidikan, tempat 
tempat wisata lainnya;  
peribadatan dan tempat tempat 
wisata lainnya   

1 1 1 1 1 1 1 1 1   1                 1       1         

g.  

penyediaan menara dan penataan 
sarana penunjang untuk 
penguatan sinyal frekuensi analog 
dan digital; dan    

1 1                 1                 1       1         

h. 

pengembangan jaringan 
telekomunikasi kabel melalui 
penyediaan jaringan fiber optic 
yang terintegrasi dengan jaringan 
penerangan jalan umum.    

1 1                 1           1 1   1                 
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(6) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat 
dilakukan oleh perseorangan, koperasi, 
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 
Milik Swasta, Instansi Pemerintah dan 
Instansi Pertahanan dan Keamanan Negara.   

1                   1                 1                 

(7) Pengelolaan penyediaan sistem 
telekomunikasi dilakukan oleh pemerintah 
dan swasta yang berbentuk badan usaha. 

  

1                   1                 1                 

                                                              

C 
sistem jaringan prasarana sumber 
daya air   

1 1 1                 1         1 1 1       1           

1 

sistem jaringan sumber daya air 
lintas provinsi meliputi : WS 
Ciliwung sebagai bagian dari WS 
Ciliwung-Cisadane merupakan 
wilayah sungai lintas provinsi.    

1 1                   1         1 1   1       1         

2 
wilayah sungai di wilayah kota, 
meliputi :   

1 1                   1         1 1   1       1         

  
a. wilayah sungai di wilayah kota 
berupa daerah aliran sungai (DAS)   

1 1                                   1       1         

  b. pengembangan waduk   1 1                   1           1   1       1         

  
c. pengembangan situ di seluruh 
wilayah kota   

1 1                               1   1       1         

3 cekungan air tanah (CAT)   1 1                                   1       1         

  
a. wilayah sungai di wilayah kota 
berupa daerah aliran sungai (DAS) 
meliputi : tanah lintas provinsi; dan   

1 1                                   1       1         

  

b. sebagai bagian dari CAT Bogor 
merupakan cekungan air tanah 
lintas kabupaten/kota 

  

1 1                                   1       1         

4 sistem jaringan irigasi   1 1                             1 1   1       1         

  
a. jaringan irigasi lintas 
kabupaten/kota meliputi;   

1 1                             1 1   1       1         

  

b. jaringan irigasi utuh 
kabupaten/kota yaitu DI Angke 
denganluas kurang lebih 1.242 
hektar;   

1 1                             1 1   1       1         

  c. jaringan irigasi di wilayah kota 
  1 1                             1 1   1       1         

5 
sistem jaringan air baku untuk air 
minum   

1 1                   1               1       1         



 

  

RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA KOTA DEPOK 2016-2021 23 

 

      

  

a. pembangunan jaringan air 
minum perpipaan perkotaan 
melalui sumber air baku dari 
Sungai Angke, Sungai 
Pesanggrahan, Sungai Ciliwung, 
dan Sungai Cikeas; dikembangkan 
untuk memenuhi  
kebutuhan air minum daerah.   

1 1 1                           1 1   1       1         

  

b. pengembangan jaringan 
perpipaan dan bukan jaringan 
perpipaan di kawasan  budi daya 
dari sumber air tanah dan air 
permukaan, meliputi :   

1 1 1                           1 1   1       1         

  

c. pengembangan tampungan air 
di kawasan budi daya harus 
terpadu sebagai upaya untuk 
penambahan cadangan air baku 
daerah; dan   

1 1                   1               1       1         

  

d. pengelolaan sumur dalam di 
Kelurahan Kedaung, Kelurahan 
Sawangan, Kelurahan Pengasinan, 
Kelurahan Kalimulya, Kelurahan 
Jatijajar, Kelurahan Cisalak Pasar, 
dan Kelurahan Mekarsari   

1 1                                   1       1         

6 sistem pengendalian banjir   1                     1         1 1   1       1         

  
a. revitalisasi dan optimalisasi 
fungsi situ;   

1 1                             1 1   1       1         

D Infrastruktur perkotaan 
  1 1                                   1       1         

1. 
sistem penyediaan air minum 
(SPAM) kota;   

1 1 1                 1         1 1 1       1           

a jaringan air minum perpipaan   1 1 1                           1 1   1       1         

  

peningkatkan cakupan pelayanan 
air minum di seluruh wilayah Kota 
Depok berdasarkan wilayah 
pelayanan;   

1 1                                   1       1         

  

pengembangan instalasi 
pengolahan air (IPA) 

  
1 1                                   1       1         

  

pemeliharaan sumber-sumber air 
baku dari pencemaran 

  

  1                   1                                 

  
pengembangan jaringan 
perpipaan transmisi;   

1 1 1                             1   1       1         

  

pengembangan jaringan 
perpipaan distribusi primer dan 
sekunder melalaui integrasikan 
dengan sistem jaringan jalan dan 
saluran. 

  

1 1                             1 1   1       1         
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pemeliharaan sumber-sumber air 
baku dari pencemaran melalui 
melalui pemeliharaan sungai dan 
pengelolaan waduk. 
 
   

  

1 1                   1               1       1         

  

pengelolaan jaringan air minum 
melalui alternatif kerjasama 
antardaerah dan kerjasama 
pemerintah dan swasta   

1 1                                   1       1         

b 
Saluran air minum bukan 
perpipaan akan diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan walikota   

  1                                                     

2. 
sistem pengelolaan air limbah 
kota;   

1 1                     1 1         1       1           

a 
sistem pembuangan air limbah 
setempat; dan   

                                                        

  
  a. peningkatan kualitas 
septictank;   

1 1                     1 1           1       1         

  

  b. peningkatan kualitas 
pengumpulan/pengangkutan 
lumpur tinja;   

1 1                     1 1           1       1         

  

  c. peningkatan Instalasi 
Pengolahan Lumpur tinja (IPLT) di 
kelurahan Kalimulya   

1 1                     1 1           1       1         

  
  d. pengembangan IPLT baru; 

  
1 1                     1 1           1       1         

b 
sistem pembuangan air limbah 
terpusat.   

                        1 1                             

  

a. pengembangan Instalasi 
Pengolahan Air Limbah (IPAL) 
untuk kegiatan rumah sakit, 
industri, rumah tangga, 
perhotelan, perdagangan, dan 
kegiatan lain yang menghasilkan 
limbah;     

1 1                     1 1           1       1         

  
b. pengembangan IPAL skala 
kawasan secara komunal; dan   

1 1                     1 1           1       1         

  

c. pengembangan pengolahan air 
limbah dilakukan dengan 
memperhatikan baku mutu limbah 
cair dan merupakan sistem yang 
terpisah dari pengelolaan air 
limbah industri secara terpusat 
terutama pada kawasan 
perumahan padat, pusat bisnis 
dan sentra industri.   

1 1                     1 1           1       1         

  
Rencana sistem pengelolaan air 
limbah   

                        1 1                             
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a. peningkatan kualitas teknologi 
pengolahan air limbah;    

1 1                     1 1           1       1         

  

b. pengembangan dan 
pemeliharaan sarana dan 
prasarana pengolahan air limbah;    

1 1                     1 1           1       1         

  

c. pemisahan sistem pembuangan 
air rumah tangga dengan sistem 
jaringan drainase;     

1 1                     1 1           1       1         

  

d. pengembangan pengolahan 
dan lokasi pengumpulan limbah 
bahan beracun dan berbahaya 
(B3) di lokasi SPA dan lokasi 
peruntukan industri; dan    

1 1                     1 1           1       1         

  

e. meningkatkan peran aktif 
masyarakat dan dunia usaha 
sebagai mitra pengelola.    

1 1                     1 1           1       1         

3. sistem persampahan kota 
  

1 1                         1 1     1       1           

a  pengembangan aspek fisik; dan  
  

                            1 1                         

  

a. Tempat Pengolahan dan 
Pemrosesan Akhir Sampah 
(TPPAS) Regional Nambo; TPPAS 
Regional Nambo melalui 
pemanfaatan TPPAS sebagai 
bagian dari sistem pengelolaan 
sampah terpadu   

1 1                         1         1       1         

  

b. tempat pemrosesan akhir 
(TPA);    

1 1                         1 1       1       1         

  

  b.1. penataan dan 
pengembangan TPA Cipayung;     

1 1                         1 1       1       1         

  

  b.2. pengembangan TPA di 
Kelurahan Pasir Putih; dan    

1 1                         1 1       1       1         

  

  b.3. penyediaan buffer zone 
masing-masing TPA sebesar 100 
(seratus) meter.  

  

1 1                         1 1       1       1         

  

c. tempat pengolahan sampah 
terpadu (TPST) dilakukan dalam 
bentuk UPS di seluruh wilayah 
Kota Depok.    

1 1                         1         1       1         

  

d. tempat penampungan 
sementara (TPS), melalui 
pengoptimalan TPS yang sudah 
ada.    

1 1                         1         1       1         
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e. stasiun peralihan antara (SPA); 
Rencana pengembangan SPA 
terdapat di Kecamatan Tapos 
untuk meningkatkan efisiensi 
pengelolaan sampah khususnya 
efisiensi dalam angkutan sampah 
ke TPPAS Regional Nambo.    

1 1                         1         1       1         

  

f. angkutan persampahan kota 
meliputi pemeliharaan dan 
penambahan armada pengangkut 
sampah yang berupa gerobak 
sampah, motor sampah, dan 
dump truck   

1 1                         1         1       1         

b pengembangan aspek non fisik.  
  

                            1                           

  

a. pengembangan pengelolaan 
sampah perkotaan secara terpadu 
melalui pendekatan 4R (Reuse, 
Reduce, Recycle, Replace) dengan 
peningkatan peran masyarakat;    

1 1                         1 1       1   1   1         

  

b. peningkatan fasilitasi 
pengembangan manfaat hasil 
pengolahan sampah;    

1 1                         1         1   1   1         

  
c. pemisahan sampah dengan 
limbah berbahaya dan beracun;    

1 1                         1 1       1       1         

  

d. peningkatan pelayanan 
pengelolaan sampah melalui 
sistem pengumpulan sampah 
sesuai rute pelayanan angkutan 
sampah;    

1 1                         1         1       1         

  

e. pengelolaan sampah melalui 
alternatif kerjasama antardaerah 
dan kerjasama pemerintah dan 
swasta; dan    

1 1                         1         1   1   1         

  

f. pengembangan dan 
peningkatan peran kelembagaan 
yang mengelola sistem 
persampahan;      

1 1                         1         1       1         

4. sistem drainase kota, meliputi :   
  

1 1                             1 1 1       1           

  
  a. jaringan drainase primer 

  
1 1                             1 1   1       1         

  
  b. jaringan drainase sekunder 

  
1 1                             1 1   1       1         

  
  c. jaringan drainase tersier 

  
1 1                             1 1   1       1         
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Rencana sistem drainase kota 
meliputi :   

1 1                             1 1   1       1         

  

  a. mempertahankan sistem dan 
saluran drainase yang ada dan 
merevitalisasi saluran drainase 
sesuai dengan jenis dan klasifikasi 
saluran;    

1 1                             1 1   1       1         

  

  b. penanganan genangan pada 
wilayah yang sudah maupun 
belum memiliki saluran drainase;    

1 1                             1 1   1       1         

  

  c. meningkatkan peran 
masyarakat, dunia usaha, dan 
stakeholder lainnya dalam 
rehabilitasi dan pemeliharaan 
prasarana drainase; dan        

1 1                             1 1   1   1   1         

  

  d. pengendalian pemanfaatan 
ruang pada daerah-daerah rawan 
genangan terutama di Kecamatan 
Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, 
Kecamatan Pancoran Mas, 
Kecamatan Sawangan, kawasan 
sekitar Stasiun Pondok Cina, Jalan 
Cisalak-Pelni, kawasan sekitar 
Pasar Musi, Jalan Barito Raya, dan 
Jalan Cikumpa Pondok Rajeg; dan    

1 1                             1 1   1       1   1     

  

  e. mengembangkan kerjasama 
pembangunan sistem drainase 
skala regional dengan berbagai 
tingkat pemerintahan terkait.    

1 1                             1 1   1       1         

5. 
penyediaan dan pemanfaatan 
prasarana dan sarana jaringan 
jalan pejalan kaki   

1 1   1 1                       1 1 1       1           

  

a. pengembangan jalur dan 
jaringan jalan pejalan kaki;     

                                1 1                     

  

a.1. penyediaan dan pemanfaatan 
prasarana dan sarana jaringan 
jalan pejalan kaki di pusat 
pelayanan kota di sepanjang 
jaringan jalan utama penghubung 
wilayah utara-selatan dan wilayah 
barat – timur kota, meliputi 
koridor Jalan Margonda Raya, 
Jalan Akses UI, Jalan Kartini, Jalan 
Raya Sawangan persimpangan 
Parung Bingung hingga Jalan 
Cinere Raya;     

1 1                             1 1   1       1         
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a.2. penyediaan dan pemanfaatan 
prasarana dan sarana jaringan 
jalan pejalan kaki di kawasan 
Tapos (Civic Center) meliputi 
koridor Terminal Jatijajar-Islamic 
Center-Sport Center dan UKM 
Center;    

1 1                             1 1   1       1         

  

a.3. penyediaan dan pemanfaatan 
prasarana dan sarana jaringan 
jalan pejalan kaki di kawasan 
perdagangan, kawasan 
perkantoran, kawasan pendidikan, 
kawasan pariwisata, dan kawasan 
perumahan kepadatan tinggi;     

1 1                             1 1   1       1         

  

a.4. rencana penyediaan dan 
pemanfaatan prasarana dan 
sarana jaringan jalan pejalan kaki di 
kawasan strategis SNADA di 
Kecamatan Cipayung; dan    

1 1                             1 1   1       1         

  

a.5. pengembangan jalur jalan 
pejalan kaki di sisi air berupa jalan 
inspeksi di seluruh jaringan irigasi, 
di sempadan danau, serta di 
sepanjang sungai Ciliwung.   

1 1                             1 1   1       1         

  

  b. peningkatan kualitas 
prasarana dan sarana jaringan 
jalan pejalan kaki yang ada 
dilakukan melalui pemenuhan 
kaidah penyediaan prasarana dan 
sarana jaringan jalan pejalan kaki.    

1 1                             1 1   1       1         

  

  c. penambahan fasilitas 
pelengkap jaringan jalan pejalan 
kaki dilakukan melalui 
pemenuhan kaidah penyediaan 
prasarana dan sarana jaringan 
jalan pejalan kaki.    

1 1                             1 1   1       1         

  

  c.1. menciptakan penyeberangan 
(zebra cross) pada persimpangan 
jalan-jalan utama;    

1 1                             1 1   1       1         

  

  c.2. mengembangkan jaringan 
jalan pejalan kaki yang 
representatif bagi pejalan kaki;    

1 1                             1 1   1       1         

  

  c.3. sistem pedestrian harus 
terhubung dengan simpul-simpul 
transportasi umum, fasilitas 
publik, rekreasi, taman/RTH;    

1 1   1 1                       1 1   1       1         

  

  c.4. pengembangan jaringan jalan 
pejalan kaki merupakan bagian 

  

1 1                             1 1   1       1         
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dari kebutuhan pengembangan 
sistem transportasi; dan  

  

  c.5. pembangunan rambu-rambu, 
penanaman vegetasi peneduh di 
sepanjang koridor untuk 
menciptakan kualitas fungsional 
jaringan jalan pejalan kaki.    

1 1                             1 1   1       1         

6. jalur evakuasi bencana; dan 
  1 1   1 1 1                     1 1 1   1   1           

  
Jalur evakuasi bencana mengarah 
ke tempat penampungan   

1 1   1 1 1                     1 1   1   1   1         

7. 
sistem proteksi kebakaran, 
meliputi :   

1 1                                 1   1   1           

  
a. pemetaan kawasan resiko 
kebakaran;      

1 1                                   1   1   1         

  
b. penerapan jarak antar 
bangunan;       

1 1                                   1       1         

  
c. penyediaan sarana dan 
prasarana pemadam kebakaran; 
dan      

1 1                                   1   1   1         

  
d. pemberdayaan peran 
masyarakat pada kawasan rawan 
kebakaran.   

1 1                                   1   1   1         
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I 
sistem jaringan energi/kelistrikan;  

  
          1     1       1   1     1       1           

1 
jaringan pipa transmisi dan distribusi gas 
bumi;  

  

                                                      

  jaringan gas kota untuk rumah tangga 
  

                                                      

2 gardu induk tegangan ekstra tinggi 
  

                                                      

3 jaringan transmisi tenaga listrik                                                         

  
a. SUTET diarahkan pada sistem tegangan 
500 (lima ratus) kv   

          1                 1       1                 

  
b. SUTT diarahkan pada sistem tegangan 150  
(seratus lima puluh) KiloVolt   

          1                 1       1                 

4 

pengembangan energi alternatif meliputi 
pengembangan sumber energi alternatif di 
seluruh wilayah kota dengan memanfaatkan 
penanganan sampah dan energi surya.  

  

                        1           1       1         

  Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan 
  

          1   1             1 1 1 1       1           

1 

pengembangan jaringan gas kota untuk 
kebutuhan rumah tangga dan industri di 
seluruh wilayah kota dengan prioritas 
kawasan pusat kota dan kawasan 
permukiman padat dan teratur;  

  

              1               1 1   1                 
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2 

pengembangan stasiun pengisian bahan 
bakar umum (SPBU) dan stasiun pengisian 
bahan bakar gas (SPBG) pada ruas jalan 
dengan fungsi arteri dan kolektor;  

  

              1               1 1   1                 

3 

pengembangan stasiun pengisian dan 
pengangkutan bulk elpiji (SPPBE) pada lokasi 
bukan permukiman dan tidak berada di 
sekitar SUTT/SUTET;  

  

              1               1 1   1                 

4 
pembentukan lembaga pengelola pelayanan 
gas kota dapat dilakukan melalui kerjasama 
antardaerah, pemerintah dan swasta;  

  

              1                     1   1   1         

5 
pengintegrasian prasarana kelistrikan 
dengan jaringan jalan;  

  

          1                         1       1         

6 
peningkatan kapasitas jaringan distribusi 
listrik untuk pemenuhan kebutuhan pasokan 
listrik;  

  

                                                      

7 
penerapan jaringan kabel listrik bawah tanah 
pada kawasan pusat kota;  

  

                                                      

8 
pengamanan area bebas bangunan yang 
terletak pada ruang milik jaringan kabel 
tegangan tinggi; dan 

  

                                                      

9 
penerapan sistem managemen pelayanan 
mutu terpadu pada tiap kantor pelayanan 
listrik yang ada di Kota Depok.  

  

                                                      

B sistem jaringan telekomunikasi meliputi : 
  

                1                 1       1           



 

  

RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA KOTA DEPOK 2016-2021 32 

 

      

a.  

pengembangan jaringan telepon kabel 
menjangkau seluruh wilayah kota dengan 
cara peningkatan kapasitas  
pelayanan Stasiun Telepon Otomat (STO) di 

  

                                                      

b.  
pengaturan jaringan telepon tanpa kabel dan 
pembangunan menara telekomunikasi 
secara terpadu   

                                                      

  

  a. pengembangan, penataan penggunaan, 
dan pengendalian tower Base Transceiver 
Station (BTS) secara terpadu di wilayah kota;  

  

                                                      

  
  b. pengembangan city wifi melalui 
penyediaan kerangka utama;  

  
                                    1       1         

  
  c. penyediaan menara telekomunikasi 
untuk kebutuhan frekuensi analog dan 
digital;    

                                                      

    d. pengembangan jaringan fiber optic;                                                          

  

  e. pengendalian kelayakan konstruksi 
menara telekomunikasi; dan  

  

                                                      

  
  f. pengendalian radiasi gelombang 
elektromagnetik menara telekomunikasi.  

  
                                                      

  
Rencana sistem jaringan telekomunikasi 

  
                1                 1       1           

a.  
pengintegrasian prasarana telekomunikasi 
kabel dengan jaringan jalan;  

  
                                                      

b 
pengembangan dan peningkatan jaringan 
telepon umum pada kawasan pusat-pusat 
pelayanan kota;    

                                                      

  c.  
pengembangan jaringan kabel 
telekomunikasi bawah tanah;     

                1                   1                 

d. pengendalian penggunaan menara;                                                    1     

e. 

pengembangan kerangka utama tersebar di 
seluruh kecamatan, kawasan pendidikan, 
kawasan perdagangan, pusat layanan 
kesehatan, dan kawasan permukiman padat;    

                                                      

f. 

penyediaan hot spot Wi-Fi (wireless-fidelity) 
di perkantoran pemerintah, taman-taman 
kota, tempat olahraga, terminal bus, stasiun 
kereta api, pusat perbelanjaan modern, 
kawasan pendidikan, tempat peribadatan 
dan tempat tempat wisata lainnya, kawasan 
pendidikan, tempat tempat wisata lainnya;  
peribadatan dan tempat tempat wisata 
lainnya   

                            1       1       1         



 

  

RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA KOTA DEPOK 2016-2021 33 

 

      

g.  
penyediaan menara dan penataan sarana 
penunjang untuk penguatan sinyal frekuensi 
analog dan digital; dan    

                                                      

h. 

pengembangan jaringan telekomunikasi 
kabel melalui penyediaan jaringan fiber optic 
yang terintegrasi dengan jaringan 
penerangan jalan umum.    

                1                   1                 

    
                                                        

(6) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilakukan 
oleh perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik 
Negara, Badan Usaha Milik Swasta, Instansi 
Pemerintah dan Instansi Pertahanan dan Keamanan 
Negara. 
    

                                                      

(7) Pengelolaan penyediaan sistem telekomunikasi 
dilakukan oleh pemerintah dan swasta yang berbentuk 
badan usaha. 
  

  

                                                      

                                                            

C sistem jaringan prasarana sumber daya air 
  

  1               1       1 1 1   1       1           

1 

sistem jaringan sumber daya air lintas 
provinsi meliputi : WS Ciliwung sebagai 
bagian dari WS Ciliwung-Cisadane 
merupakan wilayah sungai lintas provinsi.  

  

                  1       1         1       1         

2 wilayah sungai di wilayah kota, meliputi : 
  

                                                      

  
a. wilayah sungai di wilayah kota berupa 
daerah aliran sungai (DAS) 

  

  1               1       1 1       1       1         

  b. pengembangan waduk     1               1       1 1       1       1         

  
c. pengembangan situ di seluruh wilayah 
kota   

  1               1       1 1       1       1         

3 cekungan air tanah (CAT)                                                         

  
a. wilayah sungai di wilayah kota berupa 
daerah aliran sungai (DAS) meliputi : tanah 
lintas provinsi; dan   

                          1   1     1       1         

  

b. sebagai bagian dari CAT Bogor merupakan 
cekungan air tanah lintas kabupaten/kota 

  

                          1         1       1         
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4 sistem jaringan irigasi                             1         1       1         

  
a. jaringan irigasi lintas kabupaten/kota 
meliputi;   

                          1   1     1       1         

  
b. jaringan irigasi utuh kabupaten/kota yaitu 
DI Angke denganluas kurang lebih 1.242 
hektar;   

                          1   1     1       1         

  
c. jaringan irigasi di wilayah kota 

  
                              1     1       1         

5 sistem jaringan air baku untuk air minum                                                         

  

a. pembangunan jaringan air minum 
perpipaan perkotaan melalui sumber air 
baku dari Sungai Angke, Sungai 
Pesanggrahan, Sungai Ciliwung, dan Sungai 
Cikeas; dikembangkan untuk memenuhi  
kebutuhan air minum daerah. 

  

                                                      

  

b. pengembangan jaringan perpipaan dan 
bukan jaringan perpipaan di kawasan  budi 
daya dari sumber air tanah dan air 
permukaan, meliputi :   

                              1     1       1         

  

c. pengembangan tampungan air di kawasan 
budi daya harus terpadu sebagai upaya 
untuk penambahan cadangan air baku 
daerah; dan   

                                                      

  

d. pengelolaan sumur dalam di Kelurahan 
Kedaung, Kelurahan Sawangan, Kelurahan 
Pengasinan, Kelurahan Kalimulya, Kelurahan 
Jatijajar, Kelurahan Cisalak Pasar, dan 
Kelurahan Mekarsari 

  

                                                      

6 sistem pengendalian banjir                             1   1     1       1         

  a. revitalisasi dan optimalisasi fungsi situ;     1                       1 1       1       1         

D Infrastruktur perkotaan 
                                      1       1         

1. sistem penyediaan air minum (SPAM) kota;                       1       1     1       1           

a jaringan air minum perpipaan                                       1       1         

  

peningkatkan cakupan pelayanan air minum 
di seluruh wilayah Kota Depok berdasarkan 
wilayah pelayanan;   

                                                      

  

pengembangan instalasi pengolahan air 
(IPA) 

  
                    1               1       1         
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pemeliharaan sumber-sumber air baku dari 
pencemaran 

  

                    1                                 

  
pengembangan jaringan perpipaan 
transmisi;   

                                                      

  

pengembangan jaringan perpipaan distribusi 
primer dan sekunder melalaui integrasikan 
dengan sistem jaringan jalan dan saluran. 

  

                              1     1       1         

  

pemeliharaan sumber-sumber air baku dari 
pencemaran melalui melalui pemeliharaan 
sungai dan pengelolaan waduk. 
 
   

  

                    1               1       1         

  

pengelolaan jaringan air minum melalui 
alternatif kerjasama antardaerah dan 
kerjasama pemerintah dan swasta 

  

                    1               1       1         

b 

Saluran air minum bukan perpipaan akan 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
walikota 

  

                    1                                 

2. sistem pengelolaan air limbah kota; 
  

                      1       1   1       1           

a 

sistem pembuangan air limbah setempat; 
dan 

  

                                                      

  

  a. peningkatan kualitas septictank; 

  
                      1             1       1         

  

  b. peningkatan kualitas 
pengumpulan/pengangkutan lumpur tinja; 

  

                      1             1       1         

  

  c. peningkatan Instalasi Pengolahan 
Lumpur tinja (IPLT) di kelurahan Kalimulya 

  

                      1             1       1         

  

  d. pengembangan IPLT baru; 

  
                      1             1       1         



 

  

RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA KOTA DEPOK 2016-2021 36 

 

      

b 
sistem pembuangan air limbah terpusat. 

  
                      1                               

  

a. pengembangan Instalasi Pengolahan Air 
Limbah (IPAL) untuk kegiatan rumah sakit, 
industri, rumah tangga, perhotelan, 
perdagangan, dan kegiatan lain yang 
menghasilkan limbah;   

  

                      1             1       1         

  

b. pengembangan IPAL skala kawasan 
secara komunal; dan 

  

                      1             1       1         

  

c. pengembangan pengolahan air limbah 
dilakukan dengan memperhatikan baku 
mutu limbah cair dan merupakan sistem 
yang terpisah dari pengelolaan air limbah 
industri secara terpusat terutama pada 
kawasan perumahan padat, pusat bisnis dan 
sentra industri. 

  

                      1             1       1         

  Rencana sistem pengelolaan air limbah   
                                                      

  

a. peningkatan kualitas teknologi 
pengolahan air limbah;  

  

                      1             1       1         

  

b. pengembangan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana pengolahan air limbah;  

  

                      1             1       1         

  

c. pemisahan sistem pembuangan air rumah 
tangga dengan sistem jaringan drainase;   

  

                      1             1       1         

  

d. pengembangan pengolahan dan lokasi 
pengumpulan limbah bahan beracun dan 
berbahaya (B3) di lokasi SPA dan lokasi 
peruntukan industri; dan  

  

                      1       1     1       1         
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e. meningkatkan peran aktif masyarakat dan 
dunia usaha sebagai mitra pengelola.  

  

                      1             1       1         

3. sistem persampahan kota 
  

                        1         1       1           

a  pengembangan aspek fisik; dan  
  

                                                      

  

a. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan 
Akhir Sampah (TPPAS) Regional Nambo; 
TPPAS Regional Nambo melalui 
pemanfaatan TPPAS sebagai bagian dari 
sistem pengelolaan sampah terpadu 

  

                        1           1       1         

  
b. tempat pemrosesan akhir (TPA);  

  
                        1           1       1         

  

  b.1. penataan dan pengembangan TPA 
Cipayung;     

                                                      

  

  b.2. pengembangan TPA di Kelurahan Pasir 
Putih; dan    

                                                      

  

  b.3. penyediaan buffer zone masing-masing 
TPA sebesar 100 (seratus) meter.  

  

                                                      

  

c. tempat pengolahan sampah terpadu 
(TPST) dilakukan dalam bentuk UPS di 
seluruh wilayah Kota Depok.  

  

                        1     1     1       1         

  

d. tempat penampungan sementara (TPS), 
melalui pengoptimalan TPS yang sudah ada.  

  

                        1           1       1         

  

e. stasiun peralihan antara (SPA); Rencana 
pengembangan SPA terdapat di Kecamatan 
Tapos untuk meningkatkan efisiensi 
pengelolaan sampah khususnya efisiensi 
dalam angkutan sampah ke TPPAS Regional 
Nambo.  

  

                        1           1       1         
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f. angkutan persampahan kota meliputi 
pemeliharaan dan penambahan armada 
pengangkut sampah yang berupa gerobak 
sampah, motor sampah, dan dump truck 

  

                        1           1       1         

b pengembangan aspek non fisik.  
  

                                                      

  

a. pengembangan pengelolaan sampah 
perkotaan secara terpadu melalui 
pendekatan 4R (Reuse, Reduce, Recycle, 
Replace) dengan peningkatan peran 
masyarakat;  

  

                        1           1   1   1         

  

b. peningkatan fasilitasi pengembangan 
manfaat hasil pengolahan sampah;  

  

                        1           1   1   1         

  

c. pemisahan sampah dengan limbah 
berbahaya dan beracun;  

  

                        1           1       1         

  

d. peningkatan pelayanan pengelolaan 
sampah melalui sistem pengumpulan 
sampah sesuai rute pelayanan angkutan 
sampah;  

  

                        1           1       1         

  

e. pengelolaan sampah melalui alternatif 
kerjasama antardaerah dan kerjasama 
pemerintah dan swasta; dan  

  

                        1           1   1   1         

  

f. pengembangan dan peningkatan peran 
kelembagaan yang mengelola sistem 
persampahan;    

  

                        1           1       1         

4. sistem drainase kota, meliputi :   
  

  1               1       1 1 1   1       1           

  
  a. jaringan drainase primer 

  
                              1     1       1         
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  b. jaringan drainase sekunder 

  
                              1     1       1         

  
  c. jaringan drainase tersier 

  
                              1     1       1         

  
Rencana sistem drainase kota meliputi : 

  
                              1     1       1         

  

  a. mempertahankan sistem dan saluran 
drainase yang ada dan merevitalisasi saluran 
drainase sesuai dengan jenis dan klasifikasi 
saluran;  

  

  1                         1 1     1       1         

  

  b. penanganan genangan pada wilayah 
yang sudah maupun belum memiliki saluran 
drainase;  

  

                              1     1       1         

  

  c. meningkatkan peran masyarakat, dunia 
usaha, dan stakeholder lainnya dalam 
rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana 
drainase; dan      

  

                              1     1   1   1         

  

  d. pengendalian pemanfaatan ruang pada 
daerah-daerah rawan genangan terutama di 
Kecamatan Cimanggis, Kecamatan 
Sukmajaya, Kecamatan Pancoran Mas, 
Kecamatan Sawangan, kawasan sekitar 
Stasiun Pondok Cina, Jalan Cisalak-Pelni, 
kawasan sekitar Pasar Musi, Jalan Barito 
Raya, dan Jalan Cikumpa Pondok Rajeg; dan  

  

                              1     1       1   1     

  

  e. mengembangkan kerjasama 
pembangunan sistem drainase skala regional 
dengan berbagai tingkat pemerintahan 
terkait.  

  

                              1     1       1         
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5. 

penyediaan dan pemanfaatan prasarana 
dan sarana jaringan jalan pejalan kaki 

  

1 1 1 1 1 1 1               1     1       1           

  

a. pengembangan jalur dan jaringan jalan 
pejalan kaki;   

  

                                                      

  

a.1. penyediaan dan pemanfaatan prasarana 
dan sarana jaringan jalan pejalan kaki di 
pusat pelayanan kota di sepanjang jaringan 
jalan utama penghubung wilayah utara-
selatan dan wilayah barat – timur kota, 
meliputi koridor Jalan Margonda Raya, Jalan 
Akses UI, Jalan Kartini, Jalan Raya Sawangan 
persimpangan Parung Bingung hingga Jalan 
Cinere Raya;   

  

  1 1 1 1 1                 1       1       1         

  

a.2. penyediaan dan pemanfaatan prasarana 
dan sarana jaringan jalan pejalan kaki di 
kawasan Tapos (Civic Center) meliputi 
koridor Terminal Jatijajar-Islamic Center-
Sport Center dan UKM Center;  

  

  1 1 1 1 1                 1       1       1         

  

a.3. penyediaan dan pemanfaatan prasarana 
dan sarana jaringan jalan pejalan kaki di 
kawasan perdagangan, kawasan 
perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan 
pariwisata, dan kawasan perumahan 
kepadatan tinggi;   

  

  1 1 1 1 1                 1       1       1         
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a.4. rencana penyediaan dan pemanfaatan 
prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan 
kaki di kawasan strategis SNADA di 
Kecamatan Cipayung; dan  

  

  1     1 1                 1       1       1         

  

a.5. pengembangan jalur jalan pejalan kaki di 
sisi air berupa jalan inspeksi di seluruh 
jaringan irigasi, di sempadan danau, serta di 
sepanjang sungai Ciliwung. 

  

  1     1 1                 1       1       1         

  

  b. peningkatan kualitas prasarana dan 
sarana jaringan jalan pejalan kaki yang ada 
dilakukan melalui pemenuhan kaidah 
penyediaan prasarana dan sarana jaringan 
jalan pejalan kaki.  

  

                                                      

  

  c. penambahan fasilitas pelengkap jaringan 
jalan pejalan kaki dilakukan melalui 
pemenuhan kaidah penyediaan prasarana 
dan sarana jaringan jalan pejalan kaki.  

  

                                                      

  

  c.1. menciptakan penyeberangan (zebra 
cross) pada persimpangan jalan-jalan utama;  

  

1 1 1   1 1 1               1       1       1         

  

  c.2. mengembangkan jaringan jalan pejalan 
kaki yang representatif bagi pejalan kaki;  

  

  1 1   1 1 1               1       1       1         
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  c.3. sistem pedestrian harus terhubung 
dengan simpul-simpul transportasi umum, 
fasilitas publik, rekreasi, taman/RTH;  

  

1 1 1   1 1 1               1       1       1         

  

  c.4. pengembangan jaringan jalan pejalan 
kaki merupakan bagian dari kebutuhan 
pengembangan sistem transportasi; dan  

  

1 1 1   1 1 1               1       1       1         

  

  c.5. pembangunan rambu-rambu, 
penanaman vegetasi peneduh di sepanjang 
koridor untuk menciptakan kualitas 
fungsional jaringan jalan pejalan kaki.  

  

1 1 1   1 1 1               1       1       1         

6. 
jalur evakuasi bencana; dan 

  
    1                       1 1 1 1   1   1           

  

Jalur evakuasi bencana mengarah ke tempat 
penampungan 

  

    1                       1 1 1   1   1   1         

7. sistem proteksi kebakaran, meliputi : 
  

                  1         1 1 1 1   1   1           

  
a. pemetaan kawasan resiko kebakaran;      

                            1 1 1   1   1   1         

  b. penerapan jarak antar bangunan;     
  

                            1 1 1   1       1         

  
c. penyediaan sarana dan prasarana 
pemadam kebakaran; dan    

  

                  1         1 1 1   1   1   1         

  
d. pemberdayaan peran masyarakat pada 
kawasan rawan kebakaran. 

  

                            1 1 1   1   1   1         
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Tabel 2.13_Telaah Pola Ruang, Tahap I 
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*
 

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan* 
Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan 

BAPPEDA*** 

Tahap Pertama (2013-2017) BID IPW 
BID 

SOSPEM 
BID PROG 

BID 
KESMAS 
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10 30 3 5 10 30 4 12 0 0 

  
 

50
 

4
3 5 3 2 4
 2 19
 

19
 

21
 

10
 

5 1 9
 

11
 

6
 

27
 

31
 

          

  Bagian Kedua_Kawasan Lindung 
  

                                                        

  
Paragraf 2_Kawasan Yang Memberikan 
Perlindungan  Terhadap Kawasan 
Bawahannya   

1 1                                 1       1           

39 

(2) Kawasan resapan air dengan luas 
kurang lebih 549,48 (lima ratus empat 
puluh Sembilan komaempatdelapan) 
hektar   

1 1                   1       1       1       1         

39 
(3) Rencana kawasan yang memberikan 
perlindungan terhadap kawasan 
bawahannya   

1 1                   1       1       1       1         

  
Paragraf 3_Kawasan Perlindungan 
Setempat   

1 1                                 1       1           

40 (2) Kawasan sempadan sungai   1 1                           1   1   1       1         

40 (3) Kawasan sempadan situ   1 1                   1           1   1       1         

  Paragraf 4_RTH   1 1                                 1       1           
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41 

(2) RTH publik dengan luas kurang lebih 
4.059,69 (empat ribu lima puluh sembilan 
koma enam sembilan) hektar atau kurang 
lebih 20,27 (dua puluh koma dua tujuh) 
persen dari luas kota   

1 1                               1   1       1         

  Paragraf 5_Kawasan Cagar Budaya   1 1                                 1       1           

42 
(1) Kawasan cagar budaya berupa Cagar 
Budaya Kawasan Depok Lama yang 
terdapat di Kelurahan Depok. 

  

1 1                             1 1   1       1         

42 

(2) Rencana kawasan cagar budaya 
dilakukan dengan mempertahankan 
karakteristik bangunan dan lingkungan 
sekitarnya serta merevitalisasi kawasan 
cagar budaya.   

1 1                             1 1   1       1         

  Paragraf 6_Kawasan Rawan Bencana   1 1                                 1       1           

43 (1) Kawasan rawan bencana   1 1                               1   1   1   1         

  Paragraf 7_Kawasan Lindung Lainnya   1 1                                 1       1           

44 

  (1) Kawasan lindung lainnya berupa 
Taman Hutan Raya di Kelurahan Pancoran 
Mas dengan luas kurang lebih 7,6 (tujuh 
koma enam) hektar .   

1 1                               1   1       1         

44 

  (2) Rencana kawasan lindung lainnya 
dilakukan dengan mempertahankan 
kawasan sebagai hutan konservasi 
sekaligus sebagai kawasan resapan air, 
serta mengendalikan pemanfaatan 
kawasan sekitar Taman Hutan Raya di 
Kelurahan Pancoran Mas.   

1 1                               1   1       1         

  Bagian Ketiga_Kawasan Budi Daya                                                           

  Paragraf 2_Kawasan Perumahan   1 1     1     1 1 1 1     1 1 1 1 1 1   1   1   1       

46 (1) Kawasan perumahan   1 1                                   1       1         

46 

a. perumahan dengan kepadatan tinggi 
dikembangkan dengan luas kurang lebih 
591,40 (lima ratus sembilan puluh satu 
koma empat nol) hektar atau 2,95 (dua 
koma sembilan lima) persen. 

  

1 1           1 1 1 1       1   1 1                     
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46 

b. perumahan dengan kepadatan sedang 
dikembangkandengan luas kurang lebih 
7.691,68 (tujuh ribu enam ratussembilan 
puluh satu koma enam delapan) hektar 
atau 38,40(tiga puluh delapan koma 
empat nol) persen. 

  

1 1           1 1 1 1       1   1 1                     

46 

c. perumahan dengan kepadatan rendah 
dikembangkandengan luas kurang lebih 
6.533,81 (enam ribu lima ratustiga puluh 
tiga koma delapan satu) hektar atau 32,62 
(tigapuluh dua koma enam dua) persen. 

  

1 1           1 1 1 1       1   1 1                     

46 
(2) Pengembangan perumahan dengan 
kepadatan tinggi   

1 1                             1 1   1   1   1         

46 
(3) Pengembangan perumahan dengan 
kepadatan sedang   

1 1                             1 1   1   1   1         

46 (5) Rencana kawasan perumahan   1 1                             1 1   1       1         

46 

(6) Pengembangan perumahan dilakukan 
oleh badan hukum yang kegiatannya di 
bidang penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman.   

1 1                             1 1   1       1         

46 

(7) Mekanisme pengembangan, 
penyediaan dan pengelolaan perumahan 
diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Walikota.   

1 1                             1 1   1       1         

  
Paragraf 3_Kawasan Perdagangan dan 
Jasa   

1 1 1 1   1 1 1 1 1 1     1 1   1 1 1   1   1   1       

47 (1) Kawasan perdagangan dan jasa   1 1       1   1 1 1       1 1   1 1   1       1   1     

47 
(2) Rencana pengembangan pusat 
pertokoan dan atau pasarlingkungan   

1 1                             1 1   1       1   1     

47 
(5) Pengembangan kegiatan perdagangan 
dan jasa berskala regional   

1 1 1     1   1 1 1 1       1   1 1   1       1   1     

47 
(6) Sebaran kawasan perdagangan dan 
jasa dengan luas kurang lebih 964,18 
hektar atau 4,81 persen dari luas kota. 

  

1 1                         1   1 1   1       1   1     

  Paragraf 4_Kawasan Perkantoran   1 1 1 1       1 1 1 1     1 1   1 1 1   1   1   1       
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48 (1) Kawasan perkantoran   1 1           1 1               1 1   1       1   1     

48 
(2) Rencana kawasan perkantoran 
pemerintahan meliputi:   

1 1           1 1               1 1   1   1   1         

48 (3) Rencana kawasan perkantoran swasta 
  

1 1           1 1               1 1   1       1   1     

48 

(4) Sebaran kawasan perkantoran dengan 
luas kurang lebih 10,89 (sepuluh    koma 
delapan sembilan) hektar atau 0,05 (nol 
komanollima) persen dari  luas kota. 

  

1 1           1 1               1 1   1       1         

  Paragraf 5_Kawasan Peruntukan Industri   1 1 1         1 1 1 1     1 1   1 1 1       1   1       

49 (1) kawasan peruntukan industri   1 1           1 1 1                   1       1   1     

49 (2) Industri kecil/mikro   1 1           1 1 1                   1       1   1     

49 (3) Industri menengah   1 1           1 1 1                   1       1   1     

  (4) Industri besar   1             1 1 1                   1       1   1     

  (5) Rencana kawasan peruntukan industri:   1                 1                   1       1         

  
a. pengendalian kegiatan industri yang 
telah ada dari dampak pencemaran dan 
lalu lintas di koridor Jalan Raya Bogor;          

1                 1       1     1                       

  

b. mewajibkan  industri  yang ada  untuk  
menyediakan  pengolah limbah industri, 
sehingga buangannya tidak mencemari 
lingkungan sekitarnya;   

1                 1       1     1                       

  

c. penyediaan lahan bagi kegiatan usaha 
mikro, kecil, menengah dan menyediakan 
lembaga usaha kegiatan mikro termasuk 
di dalamnya koperasi;       

1                 1             1                 1     

  

d. mempertahankan dan 
mengembangkan industri kecil yang 
berkembang di perumahan dengan syarat 
tidak menimbulkan dampak negatif; dan      

1                 1                       1       1     

  

e. fasilitasi penyediaan pembatas yang 
berupa ruang terbuka hijau antara 
kawasan industri dengan kawasan 
perumahan dan permukiman.   

1                 1               1                     

49 

(6) Sebaran kawasan  industri dengan luas 
kurang lebih 327,70(tiga ratus dua puluh 
tujuh koma tujuh) hektar atau 1,64 (satu 
koma enam empat) persen dari luas kota.    

  

1 1           1 1 1       1           1       1         
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Tabel 2.14_Telaah Pola Ruang, Tahap II 
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Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan* Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan BAPPEDA*** 

Tahap Kedua (2018-2022) BID IPW 
BID 

SOSPEM 
BID PROG 

BID 
KESMAS 
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12 38 1 22 12 38 5 9 0 0 

  
    

3 23
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12
 

2 7 10
 

9
 

7 12
 

17
 

24
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24
 

22
 

                    

  Bagian Kedua_Kawasan Lindung 
  

                                                      

  
Paragraf 2_Kawasan Yang 
Memberikan Perlindungan  Terhadap 
Kawasan Bawahannya   

  1               1 1     1 1     1       1           

39 

(2) Kawasan resapan air dengan luas 
kurang lebih 549,48 (lima ratus empat 
puluh Sembilan komaempatdelapan) 
hektar   

  1               1 1     1 1       1       1         

39 
(3) Rencana kawasan yang 
memberikan perlindungan terhadap 
kawasan bawahannya   

  1               1 1     1 1       1       1         

  
Paragraf 3_Kawasan Perlindungan 
Setempat   

                                  1       1           

40 (2) Kawasan sempadan sungai     1               1 1     1 1       1       1         

40 (3) Kawasan sempadan situ     1               1 1     1 1       1       1         

  Paragraf 4_RTH                                     1       1           
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41 

(2) RTH publik dengan luas kurang 
lebih 4.059,69 (empat ribu lima puluh 
sembilan koma enam sembilan) 
hektar atau kurang lebih 20,27 (dua 
puluh koma dua tujuh) persen dari 
luas kota   

  1               1 1     1 1       1       1         

  Paragraf 5_Kawasan Cagar Budaya                                     1       1           

42 
(1) Kawasan cagar budaya berupa 
Cagar Budaya Kawasan Depok Lama 
yang terdapat di Kelurahan Depok. 

  

  1                         1 1     1       1         

42 

(2) Rencana kawasan cagar budaya 
dilakukan dengan mempertahankan 
karakteristik bangunan dan 
lingkungan sekitarnya serta 
merevitalisasi kawasan cagar budaya.   

  1                         1 1     1   1   1         

  Paragraf 6_Kawasan Rawan Bencana                                     1   1   1           

43 (1) Kawasan rawan bencana                 1 1             1 1   1   1   1         

  Paragraf 7_Kawasan Lindung Lainnya                                     1       1           

44 

  (1) Kawasan lindung lainnya berupa 
Taman Hutan Raya di Kelurahan 
Pancoran Mas dengan luas kurang 
lebih 7,6 (tujuh koma enam) hektar .   

  1                         1       1       1         

44 

  (2) Rencana kawasan lindung lainnya 
dilakukan dengan mempertahankan 
kawasan sebagai hutan konservasi 
sekaligus sebagai kawasan resapan 
air, serta mengendalikan 
pemanfaatan kawasan sekitar Taman 
Hutan Raya di Kelurahan Pancoran 
Mas.   

  1                         1       1       1         

  Bagian Ketiga_Kawasan Budi Daya                                           1             

  Paragraf 2_Kawasan Perumahan                                     1       1           

46 (1) Kawasan perumahan     1 1     1   1         1 1 1 1 1   1   1   1         

46 

a. perumahan dengan kepadatan 
tinggi dikembangkan dengan luas 
kurang lebih 591,40 (lima ratus 
sembilan puluh satu koma empat nol) 
hektar atau 2,95 (dua koma sembilan 
lima) persen. 

  

          1 1 1         1 1 1 1 1   1   1   1         
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46 

b. perumahan dengan kepadatan 
sedang dikembangkandengan luas 
kurang lebih 7.691,68 (tujuh ribu enam 
ratussembilan puluh satu koma enam 
delapan) hektar atau 38,40(tiga puluh 
delapan koma empat nol) persen. 

  

  1       1   1         1 1 1 1 1   1   1   1         

46 

c. perumahan dengan kepadatan 
rendah dikembangkandengan luas 
kurang lebih 6.533,81 (enam ribu lima 
ratustiga puluh tiga koma delapan 
satu) hektar atau 32,62 (tigapuluh dua 
koma enam dua) persen. 

  

  1   1       1   1         1 1 1 1 1   1 1 1         

46 
(2) Pengembangan perumahan 
dengan kepadatan tinggi   

  1   1       1   1         1 1 1 1 1   1 1 1         

46 
(3) Pengembangan perumahan 
dengan kepadatan sedang   

  1                         1       1       1         

46 (5) Rencana kawasan perumahan     1                                 1       1         

46 

(6) Pengembangan perumahan 
dilakukan oleh badan hukum yang 
kegiatannya di bidang 
penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman.   

                                    1       1         

46 

(7) Mekanisme pengembangan, 
penyediaan dan pengelolaan 
perumahan diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Walikota.   

                                    1       1         

  
Paragraf 3_Kawasan Perdagangan 
dan Jasa   

                                  1       1   1       

47 (1) Kawasan perdagangan dan jasa   1     1 1 1     1     1 1 1 1 1 1   1   1   1         

47 
(2) Rencana pengembangan pusat 
pertokoan dan atau pasarlingkungan   

    1 1 1 1     1     1 1 1 1 1 1   1   1   1         

47 
(5) Pengembangan kegiatan 
perdagangan dan jasa berskala 
regional   

1   1 1 1 1     1     1 1 1 1 1 1   1   1   1         

47 

(6) Sebaran kawasan perdagangan 
dan jasa dengan luas kurang lebih 
964,18 hektar atau 4,81 persen dari 
luas kota.   

          1     1     1 1 1 1 1 1   1   1   1         
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  Paragraf 4_Kawasan Perkantoran                                     1       1   1       

48 (1) Kawasan perkantoran     1   1 1 1     1       1 1 1 1 1   1   1   1   1     

48 
(2) Rencana kawasan perkantoran 
pemerintahan meliputi:   

  1   1 1 1     1       1 1 1 1 1   1   1   1   1     

48 
(3) Rencana kawasan perkantoran 
swasta   

  1   1 1 1     1       1 1 1 1 1   1   1   1   1     

48 

(4) Sebaran kawasan perkantoran 
dengan luas kurang lebih 10,89 
(sepuluh    koma delapan sembilan) 
hektar atau 0,05 (nol komanollima) 
persen dari  luas kota. 

  

  1   1 1 1     1       1 1 1 1 1   1   1   1   1     

  
Paragraf 5_Kawasan Peruntukan 
Industri   

                                  1       1   1       

49 (1) kawasan peruntukan industri                         1 1 1   1 1   1   1   1  1     

49 (2) Industri kecil/mikro                         1 1 1   1 1   1   1   1   1     

49 (3) Industri menengah                         1 1 1   1 1   1   1   1   1     

  (4) Industri besar                         1 1 1   1 1   1   1   1  1     

  
(5) Rencana kawasan peruntukan 
industri:   

                      1 1 1   1 1   1   1   1 1       

  

a. pengendalian kegiatan industri 
yang telah ada dari dampak 
pencemaran dan lalu lintas di koridor 
Jalan Raya Bogor;          

                      1             1       1         

  
b. mewajibkan  industri  yang ada  
untuk  menyediakan  pengolah limbah 
industri, sehingga buangannya tidak 
mencemari lingkungan sekitarnya;   

                      1             1       1         

  
c. penyediaan lahan bagi kegiatan 
usaha mikro, kecil, menengah dan 
menyediakan lembaga usaha kegiatan 
mikro termasuk di dalamnya koperasi;       

                            1       1       1 1       

  

d. mempertahankan dan 
mengembangkan industri kecil yang 
berkembang di perumahan dengan 
syarat tidak menimbulkan dampak 
negatif; dan      

                              1 1   1   1   1   1     

  

e. fasilitasi penyediaan pembatas 
yang berupa ruang terbuka hijau 
antara kawasan industri dengan 
kawasan perumahan dan 
permukiman.   

  1                                 1       1         
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49 

(6) Sebaran kawasan  industri dengan 
luas kurang lebih 327,70(tiga ratus dua 
puluh tujuh koma tujuh) hektar atau 
1,64 (satu koma enam empat) persen 
dari luas kota.    

  

                              1 1   1       1         

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2.15_Analisis pengaruh program pemanfaatan ruang Tahap I terhadap pelayanan Bappeda 

  

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang 
pada Periode Perencanaan Berkenaan 

  

Tahap Pertama (2013-2017) 
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a. Pengkoordinasian dalam Perumusan 
Kebijakan dan Penyusunan RPJPD, RPJMD, 
RKPD, dan LKPJ; 

3 1                     1             

b. Perumusan dan Penetapan Renstra, 
Renja dan SAKIP Bappeda dengan 
berpedoman pada RPJPD, RPJMD dan 
RKPD; 

2 1                     1             

c. Pengkoordinasian pelaksanaan 
Munsrenbang RPJPD, RKJMD dan RKPD; 1 1                                   

d. Verifikasi rancangan Renstra, dan Renja 
Perangkat Daerah; 9 1                   1 1 1 1 1 1 1 1 

e. Penyusunan dan Penetapan SAKIP, LPPD 
dan laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD Bappeda; 

0                                     
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f. Pengkoordinasian pelaksanaan Sinergitas 
dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD; 5       1               1             

g. Pengkoordinasian pelaksanaan 
kesepakatan dengan DPRD tekait RPJPD, 
RPJMD dan RKPD; 

1 1                                   

h. pengkoordinasian 
Sinergitas dan 
harmonisasi program, 
kegiatan perangkat 
daerah; 

memfasilitasi 
SKPD lain untuk 
merencanakan 
kegiatan terkait 
dalam Renjanya 

22 1 1     1           1 1 1 1 1 1 1 1 

Mengakomodir 
ke dalam RKPD 22 1 1     1           1 1 1 1 1 1 1 1 

i. Pengkoordinasian Sinergitas dan 
Harmonisasi kegiatan kementrian atau 
lembaga, provinsi, di Kota; 

13     1 1 1             1             

j. Pengkoordinasian pembinaan teknis 
perencanaan kepada perangkat daerah; 0                                     

k. Pengendalian pelaksanaan RPJPD, 
RPJMD dan RKPD; 

13 1 1     1 1 1 1 1   1 1 1     1 1 1 
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l. Pengendalian pelaksanaan Renstra, 
Renja, dan SAKIP Bappeda; 

0                                     

m. Pelaksanaan 
penyusunan 
penelitian dan 
pengembangan; 

Mengkaji 
dampak 
pembangunan 

10     1 1 1             1       1     

studi kelayakan 3                                     

Mengkaji 
substansi yang 
terkait 

1                                     

Melaksanakan 
survey kepuasan 
masyarakat 
(IKM) 

16     1 1 1 1 1 1 1       1       1 1 
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n. Pengelolaan data dan informasi sesuai 
dengan bidang tugas Bappeda; 0                                     

o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
sesuai dengan bidang tugas Bappeda; 0                                     

p. Pembinaan dan pengawasan pegawai 
dalam lingkup Bappeda; 0                                     

q. Pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian urusan kesekretariatan, 
kepegawaian dan rumah tangga Bappeda; 

0                                     

r. Pembinaan pengawasan dan 
pengendalian penggunaan anggaran 
Bappeda; 

0                                     

Sumber: Hasil analisis. 
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Tabel 2.16_Analisis pengaruh program pemanfaatan ruang Tahap II terhadap pelayanan Bappeda 

  

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang 
pada Periode Perencanaan Berkenaan 

  

Tahap Kedua (2018-2022) 
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a. Pengkoordinasian dalam Perumusan 
Kebijakan dan Penyusunan RPJPD, RPJMD, 
RKPD, dan LKPJ; 

1 1                                 

b. Perumusan dan Penetapan Renstra, 
Renja dan SAKIP Bappeda dengan 
berpedoman pada RPJPD, RPJMD dan 
RKPD; 

0                                   

c. Pengkoordinasian pelaksanaan 
Munsrenbang RPJPD, RKJMD dan RKPD; 0                                   

d. Verifikasi rancangan Renstra, dan Renja 
Perangkat Daerah; 0                                   

e. Penyusunan dan Penetapan SAKIP, LPPD 
dan laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD Bappeda; 

0                                   
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f. Pengkoordinasian pelaksanaan Sinergitas 
dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD; 3 1 1 1                             

g. Pengkoordinasian pelaksanaan 
kesepakatan dengan DPRD tekait RPJPD, 
RPJMD dan RKPD; 

0                                   

h. pengkoordinasian 
Sinergitas dan 
harmonisasi program, 
kegiatan perangkat 
daerah; 

memfasilitasi 
SKPD lain untuk 
merencanakan 
kegiatan terkait 
dalam Renjanya 

11       1 1   1     1 1 1 1 1 1 1 1 

Mengakomodir 
ke dalam RKPD 11       1 1   1     1 1 1 1 1 1 1 1 

i. Pengkoordinasian Sinergitas dan 
Harmonisasi kegiatan kementrian atau 
lembaga, provinsi, di Kota; 

9 1     1 1   1 1 1 1 1         1   

j. Pengkoordinasian pembinaan teknis 
perencanaan kepada perangkat daerah; 0                                   

k. Pengendalian pelaksanaan RPJPD, 
RPJMD dan RKPD; 

0                                   

l. Pengendalian pelaksanaan Renstra, 
Renja, dan SAKIP Bappeda; 

0                                   

m. Pelaksanaan 
penyusunan 
penelitian dan 
pengembangan; 

Mengkaji 
dampak 
pembangunan 

5 1             1 1 1 1             

studi kelayakan 3                     1 1     1     

Mengkaji 
substansi yang 
terkait 

1                               1   

Melaksanakan 
survey kepuasan 
masyarakat 
(IKM) 

6   1 1 1 1 1   1                   
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n. Pengelolaan data dan informasi sesuai 
dengan bidang tugas Bappeda; 0                                   

o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
sesuai dengan bidang tugas Bappeda; 0                                   

p. Pembinaan dan pengawasan pegawai 
dalam lingkup Bappeda; 0                                   
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q. Pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian urusan kesekretariatan, 
kepegawaian dan rumah tangga Bappeda; 

0                                   

r. Pembinaan pengawasan dan 
pengendalian penggunaan anggaran 
Bappeda; 

0                                   

Sumber: Hasil analisis. 
 
 
 

Tabel 2.17_Identifikasi tantangan dan peluang berdasar telaah RTRW 

  

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada 
Periode Perencanaan Berkenaan 

JML OBYEK 
KETERKAITAN 

TANTANGAN PELUANG 

1 2 3 1 
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 p
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S

e
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e
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e
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o

k
 1

0
1/

20
16

 t
u

p
o

k
si

 

B
ap

p
e

d
a

) 

a. Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan 
dan Penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, dan LKPJ; 

3 

TIDAK MERATANYA KOMPETENSI 
MEMAHAMI DOKUMEN PEMBANGUNAN 
DAERAH DAN PERATURAN PERUNDANGAN 
YG BERLAKU 

    

PERATURAN PERUNDANGAN YG 
TERKAIT PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

b. Perumusan dan Penetapan Renstra, Renja dan 
SAKIP Bappeda dengan berpedoman pada RPJPD, 
RPJMD dan RKPD; 

2 

TIDAK MERATANYA KOMPETENSI 
MEMAHAMI DOKUMEN PEMBANGUNAN 
DAERAH DAN PERATURAN PERUNDANGAN 
YG BERLAKU 

TIDAK ADA PEDOMAN/DETAIL 
KRITERIA BAGAIMANA 
MENYUSUN SAKIP YANG 
BERNILAI BAGUS 

  
PERATURAN PERUNDANGAN YG 
TERKAIT PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan Munsrenbang 
RPJPD, RKJMD dan RKPD; 

1 
ADA KESENJANGAN ANTAR WILAYAH DLM 
HAL TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT 

KURANGNYA JUMLAH 
FASILITATOR PARTISIPASI 

HASIL MUSRENBANG DG 
PENDEKATAN PARTISIPATIF 
(BOTTOM-UP) SERINGKALI 
TERELIMINASI PENDEKATAN 
POLITIS, MENYEBABKAN 
TIMBULNYA APATISME 
MASYARAKAT 

PERATURAN PERUNDANGAN YG 
TERKAIT PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

d. Verifikasi rancangan Renstra, dan Renja 
Perangkat Daerah; 

9 
TIDAK TERSEDIA PEDOMAN PASTI TENTANG 
BAGAIMANA MEVERIFIKASI 

    

PERATURAN PERUNDANGAN YG 
TERKAIT PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

f. Pengkoordinasian pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD; 

5 
TIDAK TERSEDIA PEDOMAN PASTI TENTANG 
BAGAIMANA MENSINERGIKAN 

    

PERATURAN PERUNDANGAN YG 
TERKAIT PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 
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Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada 
Periode Perencanaan Berkenaan 

JML OBYEK 
KETERKAITAN 

TANTANGAN PELUANG 

1 2 3 1 

g. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan 
dengan DPRD tekait RPJPD, RPJMD dan RKPD; 

1 

TIDAK MERATANYA KOMPETENSI 
MEMAHAMI DOKUMEN PEMBANGUNAN 
DAERAH DAN PERATURAN PERUNDANGAN 
YG BERLAKU 

    

PERATURAN PERUNDANGAN YG 
TERKAIT PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

h. pengkoordinasian 
Sinergitas dan 
harmonisasi program, 
kegiatan perangkat 
daerah; 

memfasilitasi SKPD 
lain untuk 
merencanakan 
kegiatan terkait 
dalam Renjanya 

22 
TIDAK TERSEDIA PEDOMAN PASTI TENTANG 
BAGAIMANA MENSINERGIKAN 

    
PERATURAN PERUNDANGAN YG 
TERKAIT PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

Mengakomodir ke 
dalam RKPD 

22 
PROSES PEMBUATAN PRIORITAS KEGIATAN 
TIDAK MENGGUNAKAN PENDEKATAN 
TEKNOKRATIS 

    

PERATURAN PERUNDANGAN YG 
TERKAIT PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

i. Pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi 
kegiatan kementrian atau lembaga, provinsi, di 
Kota; 

13 
TIDAK TERSEDIA PEDOMAN PASTI TENTANG 
BAGAIMANA MENSINERGIKAN 

DOKUMEN PERENCANAAN K/L, 
SKPD PROVINSI TIDAK SELALU 
TERSEDIA PADA SAAT 
DIBUTUHKAN 

  
PERATURAN PERUNDANGAN YG 
TERKAIT PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

k. Pengendalian pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan 
RKPD; 

13 

INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT TIDAK 
DISUSUN BERDASARKAN KERANGKA 
LOGIS, SULIT MENGEVALUASI KAITAN 
KEDUANYA 

TIDAK ADA ATURAN YG JELAS 
TENTANG PENGGUNAAN 
PENDEKATAN KERANGKA LOGIS 

  

PERATURAN PERUNDANGAN YG 
TERKAIT PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

m. Pelaksanaan 
penyusunan penelitian 
dan pengembangan; 

Mengkaji dampak 
pembangunan 

10 BEBERAPA AMDAL TIDAK DIPATUHI 

    

PERATURAN PERUNDANGAN YG 
TERKAIT PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

studi kelayakan 
3 PEDOMAN STUDI KELAYAKAN KURANG 

    

PERATURAN PERUNDANGAN YG 
TERKAIT PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

Mengkaji substansi 
yang terkait 

1 
SUBSTANSI YG TERKAIT PERMASALAHAN 
PERENCANAAN DIANGGAP SEBAGAI 
TUPOKSI UNTUK PENCARIAN SOLUSINYA 

    

PERATURAN PERUNDANGAN YG 
TERKAIT PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

Melaksanakan 
survey kepuasan 
masyarakat (IKM) 

16 
MASYARAKAT CENDERUNG MEMILIKI 
STANDARKEPUASAN TINGGI (KRN 
MASYARAKAT PERKOTAAN) 

    

PERATURAN PERUNDANGAN YG 
TERKAIT PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

Sumber: Hasil analisis. 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

LAMPIRAN 5 
 

Pengjkajian Program Prioritas terhadap Muatan KLHS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabel KLHS-1: Pengkajian Program Prioritas terhadap Muatan KLHS 

 



 

  
 



 

 



 

 



 

 
Sumber: KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (P-RPJMD)  KOTA DEPOK  2016-2021. Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan Pemerintah Kota Depok 2017. 

p 



Tabel KLHS-2: Pengkajian Dampak Program terhadap Isu Strategis 

 

 



 

 



 

 



 

 



 
Sumber: KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (P-RPJMD)  KOTA DEPOK  2016-2021. Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan Pemerintah Kota Depok 2017. 
 



 
 

Tabel KLHS-3: Program Mitigasi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 
 

 



 

 

 
Sumber: KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 
DAERAH (P-RPJMD)  KOTA DEPOK  2016-2021. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kota Depok 2017. 
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Tabel 2.19_Identifikasi tantangan dan peluang pelayanan Bappeda berdasar Analisis KLHS 

Catatan bagi Perumusan 
Program dan Kegiatan 

Bappeda 

 
Tantangan 

 
Peluang 

1. Revisi KLHS yang telah 
ada. 
 

1. Tidak ada pedoman 
mengidetifikasi/ menghitung 
kapasitas daya dukung dan 
daya tampung lingkungan 
hidup untuk pembangunan. 

2. Kapasitas daya dukung dan 
daya tampung lingkungan 
hidup untuk pembangunan 
Kota Depok belum diketahui. 

3. Belum ada monev dan 
evaluasi terhadap upaya 
mitigasi di Kota Depok. 

1. Peraturan perundangan di bidang lingkungan 
hidup mengamanatkan Pemerintah Daerah 
menghitung kapasitas daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup untuk 
pembangunan. 

2. Perhatian dunia internasional kepada 
pemenuhan pembangunan berkelanjutan 
(sustainable development). 

3. Kebijakan reformasi birokrasi mendorong 
pemda melakukan perbaikan sistem kinerja.  

1. Antisipasi perubahan 
dokumen rencana 
pembangunan. 

2. Alokasi program dan 
kegiatan untuk 
menangani situasi ke-
gawatdarurat-an akibat 
timbulnya dampak 
negatif yang 
merugikan/mengganggu 
kepentingan/pelayanan 
publik.  

3. Analisis resiko untuk 
setiap kegiatan wajib 
diterapkan. 

4. Waktu pelaksanaan 
kurang dari 3 (tiga) bulan 
untuk realisasi kegiatan 
pembangunan yang 
mengalami perubahan. 

5. Untuk bisa meprediksi secara 
akurat akan terjadinya situasi 
gawat darurat, terkendala 
minimnya data.  

6. Perencanaan kegiatan 
SKPD tidak terbiasa membuat 
analisis resiko,  merit system 
belum diterapkan.  

 

1. Perlu memperbanyak 
alternatif solusi dalam 
dokumen perencanaan 
pembangunan.  

7. Perencanaan strategis SKPD 
tidak terbiasa 
menulis/menganalisa asumsi-
asumsi yang digunakan dalam 
merumuskan tujuan dan 
sasaran, terutama analisa 
yang terkait faktor-faktor 
internal dan eksternal yang 
berpotensi mempengaruhi 
pencapaian tujuan dan 
sasaran. 

Sumber: Hasil analisis. 

 
 

 

 


	cover Renstra Perubahan.pdf
	SK RENSTRA.pdf
	BAB 1 RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA 2016-2021.pdf
	BAB 2 RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA 2016-2021.pdf
	BAB 3 RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA 2016-2021.pdf
	BAB 4 RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA 2016-2021.pdf
	BAB 5 RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA 2016-2021.pdf
	BAB 6 RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA 2016-2021.pdf
	LAMP 1 RENSTRA P 2016-2021.pdf
	LAMP 2 RENSTRA P 2016-2021.pdf
	LAMP 3 RENSTRA P 2016-2021.pdf
	LAMP 4 RENSTRA P 2016-2021.pdf
	LAMP 5 RENSTRA P 2016-2021.pdf

